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penemuan teori hukum tentang hubungan antara Al-Qur'an dan
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Dalam buku ini, penulis juga memfokuskan kajian pada metode
penalaran ulama dalam penetapan hukum syara', khususnya dilihat dari
segi hubungan antara Al-Qur'an dan sunnah. Secara detail, buku ini
mengupas tuntas tentang bagaimana metode penetapan hukum
menurut fugaha mazhab (mazhab empat dan lbnu Hazm) dan ulama
modern dalam kaitannya dengan hubungan antara Al-Qur’an dan
sunnah (StudiKasus Kesaksian Wanita).
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Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan ke
hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya,
penulis telah dapat menyelesaikan buku ini. Kemudian
salawat dan salam penulis sampaikan ke haribaan junjungan
alam baginda Rasullullah Muhammad SAW, yang telah
membawa umat manusia dari lembah Jahiliyah kepada dunia
yang berilmu pengetahuan.

Buku ini berjudul: “Kesaksian Wanita Dalam
Pandangan Hukum Islam; Posisi Al-Qur'an dan as-Sunnah
dalam Metode Penetapan Hukum Islam”, merupakan suatu
tulisan yang mencoba menjawab fenomena yang berkembang
di tengah-tengah masyarakat tentang perbedaan pendapat
terhadap kedudukan saksi wanita. Namun demikian,
sebenarnya fokus dari tulisan ini lebih diarahkan pada
penemuan teori hukum tentang hubungan antara Al-Qur'an
dan sunnah dalam penetapan suatu hukum syara’.

Sesuai dengan judul yang diangkat, masalah
kesaksian wanita merupakan masalah yang telah lama
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diperbincangkan di berbagai kalangan. Persoalan ini terus
menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Hal ini
disebabkan para ulama tidak sepakat terhadap penerimaan
kesaksian wanita dalam penyelesaian kasus hukum. Salah
satu penyebab ketidaksepahaman para ulama tersebut adalah
perbedaan dalam pemilihan dalil dan penalarannya. Dalam
tulisan ini, penulis memfokuskan kajian pada metode
penalaran ulama dalam penetapan hukum syara’, khususnya
dilihat dari segi hubungan antara Al-Qur'an dan sunnah.
Signifikansi terhadap pengembangan akademik adalah
ditemukan rumusan tentang perkembangan pemikiran ulama
terhadap hubungan antara Al-Qur'an dan sunnah dalam
penetapan hukum syara’.

Masalah pokok yang dibahas adalah bagaimana
metode penetapan hukum menurut fugaha mazhab (mazhab
empat dan Ibnu Hazm) dan ulama modern dalam kaitannya
dengan hubungan antara Al-Qur'an dan sunnah (Studi Kasus
Kesaksian Wanita). Adapun pertanyaan penelitian yang dicari
jawabannya adalah bagaimana pemahaman ulama tafsir dan
hadits tentang nas-nas kesaksian wanita, bagaimana metode
penalaran para fugaha mazhab (mazhab empat dan Ibnu
Hazm) terhadap dalil-dalil tentang kesaksian wanita dan
kaitannya dengan fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an,
bagaimana konsistensi penggunaan dalil oleh para fuqaha
mazhab (mazhab empat dan Ibnu Hazm) terhadap nas-nas
tentang kesaksian, bagaimana metode penetapan hukum
ulama modern dalam masalah kesaksian wanita dan
kaitannya dengan fungsi sunnah terhadap Al-Qur an.

Penelitian ini berupa kajian kepustakaan (library
research), jadi pengumpulan data dilakukan melalui
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penelitian kepustakaan, dengan cara mempelajari berbagai
kitab figh, ushul figh, hadits, tafsir dan buku-buku lainnya
serta tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan pokok
masalah. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini bersifat komparatif. Artinya pendapat para
fugaha yang berbeda, yaitu fugaha mazhab (mazhab empat
dan Ibnu Hazm) dan ulama modern akan dikomparasikan dari
segi metode penalaran yang digunakan tentang hukum
kesaksian wanita. Di sini penulis berharap bisa menemukan
suatu kesimpulan tentang metode penalaran para fugaha
terhadap hukum kesaksian wanita, dan kaitannya dengan
teori tentang hubungan Al-Qur'an dan sunnah.

Hasil penelitian adalah metode penafsiran Al-Qur'an
dan hadits yang digunakan oleh kalangan mufassir dan
muhaddits lebih terfokus pada pendekatan kebahasaan
(literalis) dan tidak dilakukan munasabah (konformitas) di
antara ayat-ayat dan hadits-hadits yang setema tentang
kesaksian, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi sangat
parsial. Artinya kesimpulan hukum yang diambil dari ayat
atau hadits yang membicarakan tentang kesaksian seolah-
olah tidak ada kaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang
lainnya, demikian juga kaitannya dengan hadits. Di kalangan
fuqaha juga terjadi hal yang sama, yaitu kesimpulan hukum
ditarik hanya berdasarkan keterangan satu ayat, tanpa
dikompromikan dengan ayat yang lain, sehingga kesimpulan
hukum tersebut tidak bisa menggambarkan sebagai sebuah
pemahaman Al-Qur'an dalam satu kesatuan yang utuh. Di
sini penulis menduga kuat, bahwa para ulama tersebut
menetapkan hukum dengan menggunakan pendekatan tafsir
tahlili. Di samping itu, mereka berpandangan bahwa hadits
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merupakan penjelas utama maksud Al-Qur'an. Namun dalam
prakteknya, ternyata kadang-kadang mereka berpegang pada
hadits tetapi kadang-kadang meninggalkannya.

Berbeda halnya dengan yang ditawarkan oleh
kalangan pembaharu yang melihat Al-Qur'an sebagai satu
kesatuan yang utuh, sehingga metode penafsiran ayat
dilakukan dengan cara mengkompromikan ayat-ayat setema.
Metode ini dikenal dengan metode tafsir mawdu’1, di mana
para ulama menarik prinsip umum berdasarkan hasil
munasabah di antara ayat-ayat yang semakna (setema), lalu
dikompromikan dengan hadits, sehingga ditemukan
kesimpulan hukumnya. Jadi posisi hadits di sini bergeser dari
penentu maksud Al-Qur'an (seperti yang dipahami ulama
mazhab), menjadi hanya penguat atau penegas maksud Al-
Qur'an (melengkapi). Bahkan ada di antara kalangan ulama
modern lainnya yang keluar dari paradigma metodologis
ulama mazhab. Salah satunya adalah Muhammad Syahrir,
yang menyatakan bahwa sunnah itu hanya hasil ijtihad Nabi
yang berlaku di masanya. Menurut Syahriir, hukum ditarik
berdasarkan perpaduan dari tiga pilar sumber ilmu
pengetahuan, yaitu akal, realitas kemanusian dan kealaman,
serta teks Al-Qur'an (al-Kitab).

Dalam pembahasan tulisan ini, penulis yakin masih
banyak terdapat kekurangan, baik karena keterbatasan ilmu
yang dikuasai atau karena kurangnya referensi atau rujukan
yang didapat. Karena itu, demi kesempurnaan tulisan ini pada
masa yang akan datang, kritik dan saran yang bersifat
membangun dari para pembaca sangat diharapkan. Atas
segala kekurangan yang terkandung di dalamnya, mudah-
mudahan tidak mengurangi arti dalam memberikan
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sumbangan pemikiran terhadap literatur khazanah pemikiran
hukum Islam, sehingga tulisan ini diharapkan akan memberi
manfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penulis
sendiri.

Dalam penulisan buku ini, penulis menghadapi
banyak hambatan dan kendala. Tetapi dengan banyaknya
bantuan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut pada
akhirnya dapat diatasi dengan baik. Karena itu, di sini penulis
ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya
kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Fadhil Lubis, MA, (almarhum)
dan Bapak Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, MA yang
banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga buku
ini layak diterbitkan.

2. Bapak Prof. Dr. Daniel Djuned, MA (almarhum) yang
pada awalnya telah meluangkan banyak waktu untuk
mengarahkan penulis, tetapi sebelum tulisan ini selesai,
beliau telah berpulang ke Rahmatullah, semoga
arwahnya mendapat ridha-Nya.

3. Bapak Rektor UIN Ar-Raniry yang telah memberikan
kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk
menyelesaikan buku ini.

4. Yang teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda
Hasballah bin Abidin (almarhum) dan Ibunda Jasmani
binti Abd Rasyid yang selama ini telah merawat,
mendidik dan membimbing penulis sejak kecil hingga
dewasa. Tiada kata yang terucap selain do’a semoga
keduanya panjang umur dan bahagian dunia-akhirat.

5. Istri tercinta Rahmawati, S.Ag dan anak-anak tersayang,
Zahwatun Haninul Qalbi, Nurul ‘Uzratun Nashriyyah,
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Muhammad Rifqi dan Muhammad Hanif, yang selalu
memberikan semangat dan dorongan kepada penulis
serta bantuan lahir-batin yang tak ternilai harganya.

Terakhir buat seluruh pihak yang tidak mungkin
disebutkan satu persatu, yang selama ini memberikan bantuan
berupa pijaman buku, semangat, dan lain-lain, sehingga
kendala yang penulis alami dapat teratasi dengan baik.
Akhirnya, kepada Allah jualah berserah diri, semoga
petunjuk dan tawfig-Nya selalu dilimpahkan kepada kita
semua, sehingga terjauhlah dari kesalahan dan selalu
dibimbing kepada kebenaran. Amin Ya Rabb al-'Alamin.

Banda Aceh, 01 Januari 2018

Khairuddin
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Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesaksiaan adalah suatu keterangan yang disampaikan
oleh seseorang berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya,
baik melalui penglihatan atau pendengaran ataupun
berdasarkan keahlian (ilmu pengetahuan) yang disebut dengan
saksi ahli. Kesaksian merupakan salah satu alat bukti utama
dalam proses persidangan di pengadilan untuk menyingkap
suatu kebenaran. Karena itu, seseorang yang boleh menjadi
saksi harus memiliki syarat-syarat tertentu, sebagaimana
ketentuan yang telah dibuat oleh para fuqaha. Adanya
persyaratan tertentu bagi seorang saksi tidak lain dimaksudkan
untuk dapat mengungkapkan suatu kebenaran dalam rangka
penegakan hukum yang adil.

Salah satu persyaratan tersebut adalah perbedaan dalam
penerimaan saksi laki-laki dan wanita. Jumhur ulama sepakat
untuk menerima kesaksian yang hanya diberikan oleh wanita
dalam masalah-masalah yang menurut kebiasaannya hanya
diketahui wanita dan tidak diketahui oleh laki-laki, seperti
menyusui, melahirkan, haid, iddah dan semacamnya.! Adapun

'“Alauddin al-Hanafi, Mu'in al-Hukkam, Syirkah Maktabah wa
Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1973, hal. 95. Al-Bahiti,
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Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

kesaksian wanita bersama laki-laki dapat diterima dalam
masalah-masalah yang berkaitan dengan harta benda yang
menjadi kewajiban seseorang terhadap orang lain, seperti
hutang-piutang dan sewa-menyewa. Sedangkan terhadap
masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan harta benda,
jumhur ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafi
berpendapat, kesaksian wanita bersama laki-laki dapat diterima
dalam semua masalah hukum selain pidana hudiid’ dan gisas’.

Kasyyafu al-Qina’ ‘an Matni al-Igna’, Juz. 6, Dar al-Fikr, Bairut, 1982, hal.
436. Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz. 12, Dar al-Fikr, Bairut, 1992, hal. 16.

2Menurut Ahmad Mawafi, hudiid ialah tindak pidana yang diancam
dengan hukuman #fad, yaitu hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh
nash, tidak ada dua batas (batas terendah dan batas tertinggi) dan tidak
dapat diganti dengan hukuman lain karena merupakan hak Allah. Ahmad
Mawafl, Baina al-Jara'imi wa al-Hududr fi al-Syari’ati al-Islami wa al-
Qanuni, ttp, 1966, hal. 60. Definisi ini sesuai dengan apa yang
dikemukakan oleh ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, hudiid adalah hukuman yang
telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Maksudnya
bahwa hukuman tersebut tidak ada batas terendah dan tertinggi, dan tidak
dapat diganti atau dihapuskan oleh seseorang yang menjadi korban atau
oleh masyarakat. ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tasyri’ al-Jina 't al-Islami, J1d.
1, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1992, hal. 79. Para ulama berpendapat
bahwa tindak pidana (jarimah) hudid itu dikatagorikan kepada tujuh
macam, yaitu zina, gadhaf, minum minuman keras, mencuri, hirabah,
murtad dan al-baghyu. ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tasyri’ al-Jina't al-
Islami, hal. 79. Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, JId. 2, Dar al-Fikr, Bairut-
Libanon, 1983, hal. 302. Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, J1d. 6, Dar al-Fikr, Damsyik, 1989, hal. 13.

3Qisas yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman gisas
atau diyat. Qisas/diyat adalah hukuman yang telah ditentukan batasannya,
tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak si korban
atau walinya untuk memaafkan, dan apabila dimaafkan, maka hukum
menjadi hapus. *Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tasyri’ al-Jina'7 al-Islami, J1d. 1,
hal. 79. Menurut Ahamad Mawafi, apabila dimaafkan oleh wali, maka
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Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

Sebaliknya kalangan Maliki, al-Syafi’t dan Hanbali
berpendapat, kesaksian wanita bersama laki-laki hanya boleh
dalam perkara perdata yang berhubungan dengan masalah harta
benda saja. Itu artinya, mereka menolak kesaksian wanita
meskipun bersama laki-laki dalam masalah perdata yang tidak
berkaitan dengan harta benda.*

Mengenai kesaksian wanita dalam masalah pidana,
sebahagian besar fugaha menetapkan kesaksian wanita tidak
dapat diterima dalam kasus pidana (hudiid dan gisas) walaupun
bersama laki-laki. Sebagaimana dikemukakan oleh kalangan
Hanafiyyah, kesaksian wanita diperbolehkan dalam hal harta
benda, nikah, rujuk, thalak dan segala masalah lainnya, kecuali
hudiid dan gisas. Pendapat yang lebih keras lagi dikemukakan
oleh kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyyah yang hanya
memperbolehkan kesaksian wanita dalam masalah harta benda
saja. Sedangkan kesaksian wanita dalam hal hukum-hukum

dikenakan hukuman ta’zir. Ahamad Mawafl, Baina al-Jard'imi wa al-
Hudiidr, hal. 60. Jarimah Qisas ada lima macam, yaitu pembunuhan sengaja
(al-qatlu al- ‘amdu), pembunuhan semi sengaja (al-qatlu al-syibhul ‘amdi),
pembunuhan tidak sengaja (al-gatlu al-khata®), penganiayaan sengaja (al-
jarhu al- ‘amdu) dan penganiayaan tidak sengaja (al-jarhu al-khata™). ‘Abd
al-Qadir ‘Awdah, at-Tasyri’ al-Jina't al-Islamzi, J1d. 1, hal. 629.

“Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz. 12, Dar al-Fikr, Bairut, 1992, hal.
7, 8 dan 10. Al-Jassas, Ahkam al-Qur'an, Juz. 1, Dar al-Kitab al-‘Arabi,
Bairut, 1335 H, hal. 501. ‘Alauddin al-Hanafi, Mu’in al-Hukkam, Syirkah
Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halab1, Mesir, 1973, hal. 91. Al-
Ramli, Nihayah al-Muhtdj ila Syarh al-Minhaj, Juz. 8, al-Babi al-Halabi,
Mesir, 1938, hal. 295.
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badani (&Y eﬁé\) seperti hudiid, gisas, nikah, thalak dan
rujuk, tidak dapat diterima.’

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy (w. 1975 M), Malik (w.
179 H) memiliki pendirian sama dengan al-Syafi’1 (w. 204 H)
dan Ahmad (w. 241 H) dalam masalah kesaksian wanita.
Kesaksian mereka hanya diterima dalam persoalan yang
berkaitan dengan harta dan hal-hal yang berhubungan dengan
keaiban kaum wanita dan juga hal-hal yang tidak dapat dilihat
oleh kaum laki-laki. Kesaksian wanita tidak dapat diterima
dalam masalah-masalah yang tidak bersangkutan dengan harta.
Hal ini berbeda dengan pendapat Abii Hanifah (w. 150 H) yang
menyatakan kesaksian wanita dapat diterima dalam segala rupa
perkara, baik mereka bersendiri atau bersekutu dengan laki-
laki, kecuali dalam masalah hudiid dan gqisas.® Namun
demikian, ada sebahagian ulama yang tidak sependapat dengan
kesimpulan jumhur tersebut, di antaranya Ibnu Hazm (w. 456
H), 1a berpendapat kesaksian wanita dapat diterima dalam
semua masalah hukum, baik yang berhubungan dengan perdata
maupun pidana.’

Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 282 dinyatakan
kesaksian seorang laki-laki sama dengan dua orang wanita.
Atau dengan kata lain, kesaksian seorang wanita dianggap
setengah dari kesaksian seorang laki-laki. Al-Qur'an

SSayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, J1d. 3, hal. 340.

®Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum Islam, Pusaka Islam, Jakarta, 1962,
hal. 487.

"Ibnu Hazm, al-Muhalld, Juz. 10, Maktabah al-Humhuriyyah al-
‘Arabiyyah, Mesir, 1970, hal. 569-583.
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menerangkan alasannya yaitu apabila salah seorang dari
mereka terlupa, maka ada yang mengingatkannya. Maksudnya,
jika ada seorang wanita lainnya, maka kedua-duanya dapat
saling membantu dalam menjelaskan tentang sesuatu secara
sempurna, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah
ayat 282:

U538 oA UK 2T HE QIS ) (o (g 3 ) she 80 5
)S_Lﬁ m\h\d.aa.lu\ “‘M‘U“U)‘“‘")"U“?Ub‘f‘)
Ayl Ll

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua
orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya.

Ahmad Mustafa al-Maraght (w. 1952 M) menanggapi
ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa syari'at Islam
mengutamakan laki-laki dibandingkan wanita dalam kesaksian.
Hal ini karena kebiasaan laki-laki yang melakukan tugas-tugas
di dalam masyarakat, sedangkan wanita lebih banyak
disibukkan dengan masalah-masalah keluarga, pemeliharaan
anak dan urusan-urusan rumah tangga lainnya. Disebabkan
kurangnya perhatian dan keterlibatan wanita dalam urusan-
urusan di luar rumah tangga, maka dikhawatirkan mereka
mudah lupa atau salah terhadap masalah-masalah yang tidak
menjadi perhatiannya itu. Oleh karena itu, al-Qur'an
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menetapkan kesaksian seorang laki-laki sama dengan dua
orang wanita.

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir penulis menemukan
hadits yang menjadi penjelas terhadap surah al-Bagarah ayat

282 tersebut, yaitu: d; D sl Jazd o"\ ) oJ\-@-mﬁ9

Tetapi dalam penjelasan beberapa kitab figh klasik, penulis
menemukan ada perbedaan antara jumhur fugaha dengan Ibnu
Hazm dalam mengutip hadits yang menjadi penjelas surah al-
Bagarah ayat 282. Kalangan fugaha mazhab empat mengutip
ungkapan dari al-Zuhr1 (w. 124 H), yaitu:

elu_g‘\.\h&“\éms&\dy)uﬂw@\m

u‘u@c“‘wjﬂjﬁ@‘bmuﬁumub
LAASMJ J}M\@Gw b.JL@_m

Artinya: Telah menjadi tradisi/praktek pada masa Rasulullah
SAW dan dua khalifah sesudahnya, yaitu Abu Bakar
ra dan Umar r.a bahwa tidak diterima kesaksian
wanita dalam masalah hudiid dan gisas.

8Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafstr al-Maraghi, Juz. 3, Dar al-
Fikr, t.tp, t.t, hal. 74-75.

Tbnu Katstr, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, Dar al-Fikr, Bairut, 1986,
hal. 336.

19¢Alauddin al-Hanafi, Mu'in al-Hukkam, Syirkah Maktabah wa
Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1973, hal. 92. Malik, al-
Mudawwanah al-Kubra, J1d. 6, al-Maktabah al-‘Asriyyah, Bairut, t.t, hal.
1941. Ibnu Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtdj fi Syarah al-Minhaj,Juz. 44,
Program al-Maktabah al-Syamilah, hal. 128. Ibnu Qudamah, al-Mughni al-
Syarh al-Kabir, J1d. 8, Dar al-Fikr, Bairut-Libanon, t.t, hal. 341.
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Sedangkan Ibnu Hazm dalam kitabnya a/-Muhalla tidak
mengutip ungkapan al-Zuhri yang dipegangi jumhur fuqgaha itu
sebagai penjelas surah al-Baqarah ayat 282, tetapi ia berpegang
kepada hadits yang dikutip oleh Ibnu Katsir (w. 774 H). D1 sini
timbul pertanyaan, kenapa jumhur fuqaha tidak menjadikan
hadits yang dikutip oleh Ibnu Katsir sebagai penjelas ayat 282
tersebut, sedangkan Ibnu Hazm mengutipnya, dan sebaliknya
kenapa Ibnu Hazm tidak mengutip ungkapan dari al-Zuhr1 yang
dipegangi oleh jumhur fuqaha.

Salah seorang ulama modern yaitu Muhammad al-
Ghazali (w. 1996 M),!' dalam bukunya "al-Sunnah al-
Nabawiyyah baina Ahlu al-Figh wa Ahlu al-Hadits",
berpendapat, wanita boleh menjadi saksi dalam segala urusan
termasuk dalam masalah hudiid dan gisas.'> Demikian juga

""Muhammad al-Ghazali adalah dosen dan guru besar di berbagai
universitas Islam, antara lain: Universitas al-Azhar (Mesir), ‘Ummu al-Qura
(Makkah), King Abdul Aziz (Jeddah), Qathar dan Aljaizair. Ia adalah
seorang penulis Arab yang sangat produktif dengan tulisan-tulisannya yang
banyak menimbulkan diskusi pro dan kontra. Di antara karyanya yaitu
"Islam dan Kondisi Ekonomi (al-Islam wa al-'Awdha’ al-Iqtishadiyyah)"
merupakan buku pertamanya, terbit tahun 1947. Dalam bukunya itu ia
mengeritik secara tajam keadaan perekonomian umat Islam dan para
penguasa yang bergelimang kekayaan, sementara rakyat hidup dalam
penderitaan. Buku lainnya yang telah mendapat tanggapan beragam adalah
"al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahlu al-Figh wa Ahlu al-Hadits"
merupakan bukunya yang terakhir. Buku ini salah satu di antara karyanya
yang kontroversial, sehingga menyebabkan timbulnya keinginan banyak
orang untuk mempelajarinya. Karena banyaknya permintaan, buku ini harus
naik cetak lima kali dalam waktu Januari-Oktober 1989.

12Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahlu al-
Figh wa Ahlu al-Hadits, Dar al-Syurtqi, Beirut, 1989, hal. 58-61.
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ulama modern lainnya, Mahmud Syaltut (w. 1963 M)
mengatakan kesaksian wanita dapat diterima dalam masalah
pembunuhan (gisas), jika terdapat bukti-bukti yang nyata untuk
menetapkan kebenaran itu, sedangkan hakim pun bisa
mempercayainya.'?

Daniel W. Brown dalam bukunya "Rethinking Tradition
in Modern Islamic Thought"'* menyatakan kaum pembaharu
hukum Islam berusaha untuk melihat sebuah hadits itu dengan
melepaskan diri dari keterpakuan terhadap isnad'® dan lebih

B3Mahmiid Syaltiit, al-Islam; ‘Agidah wa Syari’ah, Cet. 3, Dar al-
Qalam, 1966, hal. 250.

“Daniel W. Brown, Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam
Modern, (Terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim), Mizan, Bandung,
1996, hal. 147.

'SSanad secara etimologi berarti o=J¥) (1w &di)) (bagian bumi yang
menonjol), dan "sesuatu yang berada di hadapan anda dan yang jauh dari
kaki bukit ketika anda memandangnya". Bentuk jamaknya adalah 2l
Segala sesuatu yang anda sandarkan kepada yang lain disebut i
Dikatakan J:all & 2l maknanya "seseorang mendaki gunung". Dikatakan
pula 2w & maknanya "seseorang menjadi tumpuan". Secara terminologi,
sanad adalah (i)l Gk (jalur matan), yakni rangkain para perawi yang
memindahkan matan dari sumber primernya. Jalur itu disebut sanad
adakalanya karena periwayat bersandar kepadanya dalam menisbatkan
matan kepada sumbernya, dan adakalanya karena para hafiz bertumpu
kepada "yang menyebutkan sanad" dalam mengetahui sahih atau da'if suatu
hadits. Menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, penyebutan jalur matan
dengan sebutan sanad adalah karena kedua makna tersebut. Sedangkan
terma isndd berarti menyandarkan atau mengangkat hadits kepada
pengucapannya, yakni menjelaskan jalur matan dengan periwayatan hadits
secara berantai. Kadang-kadang kata isnad diartikan sama dengan sanad,
suatu proses penggunaan bentuk masdar dengan arti bentuk maf'ul, seperti

kata 15 diartikan dengan "makhluk" (&sl3«). Karena itu, sering didapat
para muhaddits mengunakan kata sanad dan isnad dengan satu makna.
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meneliti kepada matan'® hadits. Mereka lebih berpegang
kepada prinsip-prinsip hukum umum untuk mengesampingkan
hadits tertentu. Sumber fundamental bagi prinsip-prinsip
hukum tersebut adalah al-Qur’an. Oleh karena itu, al-Qur'an
harus dikembalikan pada posisi yang tepat, yaitu sebagai wasit
utama (penentu) dalam menilai keotentikan hadits.

Pandangan kaum pembaharu ini berbeda dengan
kecenderungan kalangan mazhab yang melihat hadits
(khususnya hadits sahih!'”) sebagai penjelas wahyu (al-Qur an)

Jarang mereka mengatakan: Aspsa 2L 55, Cwasll 1 (hadits ini
diriwayatkan dengan asnad — jamak dari sanad- yang sahih). Yang sering
mereka katakan: 4spa luly (dengan asanid —bentuk jamak dari kata
isnad- yang sahih). Karena itulah Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib
mengisyaratkan pada kenyataan praktek mereka. Muhammad ‘Ajjaj al-
Khatib, Usil al-Hadits ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu, Dar al-Fikr, Beirut-
Libanon, 1989, hal. 32.

"Matan secara etimologi berarti segala sesuatu yang keras bagian
atasnya. Bentuk jamaknya adalah mutiin (0sie) dan mitan (o). Matan dari
segala sesuatu adalah bagian permukaan yang tampak darinya, juga bagian
bumi yang tampak menonjol dan keras. Matan secara terminologi adalah
redaksi hadits yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Penamaan
seperti itu barangkali didasarkan pada alasan bahwa bagian itulah yang
tampak dan yang menjadi sasaran utama hadits. Jadi penamaan itu diambil
dari pengertian etimologinya. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usal al-Hadits,
hal. 32.

"Menurut jumhur ulama hadits, ditinjau dari segi kesahihan, hadits
dapat dikelompokkan kepada empat tingkatan, yaitu: (1) Hadits sahih ialah
hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang
terpercaya, mulai dari permulaan sanad hingga akhirnya, tanpa ada cacat
dan keganjilan. (2) Hadits hasan ialah hadits yang bersambung sanadnya
dan diriwayatkan oleh orang yang ‘adil, tetapi kurang sempurna ingatannya
dan tidak terdapat keganjilan atau cacat. (3) Hadits da'if ialah hadits yang
hilang salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits sahih atau hasan.
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(4) Hadits mawdu’ ialah hadits palsu atau hadits yang diada-adakan dengan
disandarkan kepada Nabi SAW, padahal Nabi tidak pernah berkata, berbuat
atau menetapkan yang demikian. Dari segi kehujjahannya, Para ulama
cenderung berpendapat bahwa pada dasarnya hanya hadits sahih dan hasan
yang dapat dijadikan sebagai dalil figh. Namun ada sebagian ulama masih
mentolerir penggunaan hadits da'tf dengan beberapa persyaratan, antara
lain: (1) keda'tfannya tidak terlalu lemah, tidak sampai ke tingkat munkar
atau mawdu’; (2) memiliki beberapa jalur sanad, sehingga satu sama lain
dianggap akan saling menguatkan; (3) hanya berkaitan dengan masalah-
masalah fadilah ‘amal. Penulis berkesimpulan bahwa ulama sepakat dengan
kehujjahan hadits sahih dan hasan, namun tidak sepakat dengan kehujjahan
hadits da'tf. Dari sini dapat difahami bahwa para ulama setidak-tidaknya
sepakat jika kedudukan hadits da'if hanya pada tingkat boleh diamalkan.
Dalam pengertian bahwa hadits da'if itu dapat juga dijadikan hujjah, tetapi
bisa juga ditinggalkan. Adapun kedudukan hadits mawdu’ jelas tidak dapat
dijadikan sebagai hujjah. Adapun kaedah kesahihan hadits, secara garis
besar dirumuskan oleh Ibnu Silah sebagai berikut:
S bl Jaad) Ji ealind Jemy (o3l Sisall Cupanll sed panall sl L)
NLAYJ\ALAL))S:\Y}A@.LA
(Hadits sahih ialah hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh
orang yang ‘adil, dabit sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan dan
tidak cacat (baik pada sanad maupun matan). Dari rumusan tersebut, dapat
diambil kesimpulan bahwa kaedah kesahihah hadits dari segi sanad terdiri
dari lima kaedah yaitu: (1) Sanad bersambung mulai dari mukharrijnya
(penghimpun hadits) sampai kepada Nabi. Artinya setiap orang di antara
rijal sanad hadits keadaannya benar-benar bersambung dari satu rawi
sampai pada perawi lainnya dengan tanpa melalui rawi lain yang tidak
disebutkan dalam sanad hadits yang dimaksud. (2) Para perawinya bersifat
‘adil. Artinya mereka terkenal teguh beragama sampai menghujam ke
dalam hati, sehingga mereka sanggup mengendalikan diri, tidak berdusta,
tidak melakukan perubahan hadits dan tidak mempermudah ajaran agama
Allah SWT. (3) Para perawinya bersifat dabit. Artinya mereka terkenal kuat
hafalannya, jika riwayat hadits itu diterima melalui hafalan atau cermat dan
teliti dalam tulisan, jika hadits itu diterima melalui tulisan. (4) Terhindar
dari syudhudh (kejanggalan). Maksudnya kadang-kadang suatu sanad itu
telah memenuhi tiga persyaratan di atas, namun ada riwayat lain yang
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yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin dibatalkan oleh
al-Qur'an.  Kecenderungan = kaum  pembaharu  untuk
membalikkan pandangan mazhab yang mengutamakan sunnah
daripada al-Qur’an, di antaranya dapat dilihat dalam karya
Muhammad al-Ghazali. la menyatakan tujuan utamanya adalah
mengembalikan sunnah pada posisinya di bawah pengayoman
prinsip-prinsip al-Qur’an. Oleh karena itu, Muhammad al-
Ghazali mengeluhkan fuqaha yang mengutamakan sunnah,

menyalahi riwayat yang pertama, di mana riwayat yang kemudian ini lebih
sahih, karena bertambahnya bilangan para perawi yang tsigah dibandingkan
dengan para perawi yang pertama. Pada riwayat yang pertama, karena para
rawi kalah nilainya dibandingkan riwayat hadits kedua, maka hadits itu
disebut syadh, dan riwayat kedua, di mana perawinya banyak yang lebih
tsiqah, maka sanad hadits itu disebut sanad yang mahfudh. (5) Terhindar
dari ‘illat (cacat). Maksudnya sanad hadits kadang-kadang selamat dari
syadh, tetapi sanad itu tidak selamat dari ‘illat yang buruk, misalnya ada
suatu sanad yang pada lahirnya nampak ittisal (bersambung) dan sahih,
namun setelah diteliti dari segi sanadnya, ternyata sanadnya terputus atau
suatu sanad kelihatan marfu’, tetapi setelah diteliti ternyata mawquf. Karena
itu para kritikus hadits menyatakan sebagai sanad yang mempunyai ‘illat
meskipun pada lahirnya diasumsikan sahih. Subhi al-Salih, 'Ulum al-
Hadits, Dar al-Tlmu, Beirut, t.t. hal. 156. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usil
al-Hadits, hal. 337 dan 415. Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah Dan Pengantar
Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. II, 1955, hal. 111-112. Al Yasa’
Abubakar, Ushul Figih II, Diktat Kuliah, Tidak Diterbitkan, Fakultas
Syari’ah TAIN Ar-Raniry, 1993/1994, hal. 18. Ibnu Silah, 'Ulum al-Hadits,
al-Maktabah al-‘Ilmiyah, Madinah al-Munawarah, 1972, hal. 10 dan 81.
Muhammad al-Sabbagh, al-Hadits al-Nabawi, Juz. 1, al-Maktab al-Islamf,
1972, hal. 162. Salahuddin bin Ahmad al-Adlabi, Manhaj Naqdil Matu, Dar
al-Aflaq al-Jadidah, Bairut, 1983, hal. 31-33. Ibnu Hajar al-Asqalani,
Nuzhatun Nadzar, Maktabah al-Munawwarah, Semarang, t.t, hal.13. M.
Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Bulan Bintang, Jakarta,
1992, Hal. 86.
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namun mengabaikan al-Quran. Menurutnya, tidak ada figh
yang terpisah dari pemahaman al-Qur'an dan terhadap situasi
modern. '

Perubahan pandangan terhadap posisi sunnah dalam
penetapan hukum berimplikasi pada perubahan metode
penetapan (istinbat) hukum Islam. Menurut hemat penulis,
kalangan fuqaha mazhab, yang dalam hal ini diwakili oleh
mazhab empat dan Ibnu Hazm (mazhab Zahiri) menggunakan
pendekatan tafsir tahlili, yaitu suatu metode tafsir yang
mengkaji ayat-ayat al-Qur’an dari seluruh aspeknya. Seorang
mufassir dengan metode ini, ia mengkaji al-Qur'an ayat demi
ayat dan surah demi surat mengikuti runtutan ayat sesuai
dengan urutan yang telah tersusun dalam mushaf. Penafsir
mulai uraiannya dengan mengemukakan arti kosa kata dan
lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju
dan kandungan ayat, yakni unsur i’jaz, balaghah dan
keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat
diistinbatkan dari ayat, yaitu hukum figh, arti bahasa, norma-
norma  akhlak, aqidah, janji, ancaman, hagqiqat,
majaz,kinayah,dan  isti’arah. la juga mengemukakan
munasabah (komformitas) antara ayat-ayat dan relevansinya
dengan surah sebelum dan sesudahnya. Penafsir juga
membahas mengenai asbab al-nuzul, hadits-hadits dari Rasul
dan riwayat dari para shahabat dan tabi’in, bahkan kadang-
kadang bercampur baur dengan pendapat para penafsir itu
sendiri dan seringkali pula beraduk dengan pembahasan

¥Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 33.
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kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu
memahami nas al-Qur an tersebut.'”

Menurut hemat penulis, fugaha mazhab menjadikan
hadits sebagai penentu terhadap maksud ayat. Dengan kata
lain, mereka menempatkan hadits sebagai penjelas (penafsir)
utama terhadap al-Qur’an, malah lebih kuat lagi, hadits bisa
berfungsi sebagai nasikh (penghapus) terhadap al-Qur an.
Berbeda dengan fugaha mazhab, kaum pembaharu
memposisikan hadits hanya sebagai penjelas tambahan atau
penguat saja terhadap maksud al-Qur’an, atau dengan kata lain,
al-Qur'an sendiri yang menjadi penentunya, bukan hadits.
Mereka menggunakan pendekatan tafsir mawdu’i,*° dengan
cara mengumpulkan ayat-ayat yang setema, lalu menarik
prinsip umum dari keterangan ayat tersebut. Di antara tokoh

Y“Ali Hasan al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, (Terj.
Ahmad Akrom), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. II, 1994, hal. 41.
Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu’iy; Suatu Pengantar,
(Terj. Suryan A. Jamrah), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. II, 1996,
hal. 12.

Metode tafsir mawdu’i (tematik) adalah medote tafsir yang
ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat
al-Qur’an yang membicarakan tentang satu masalah (tema) serta mengarah
pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu cara turunnya
berbeda, tersebar di berbagai surah. Kemudian ia menentukan ayat-ayat itu
sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan sebab turunnya sepanjang hal
itu memungkinkan (jika ayat itu ada asbab al-nuzulnya), menjelaskan
makna dan tujuannya, mengkaji seluruh segi dan apa yang dapat
diistinbathkan darinya, unsur i’rab dan balaghahnya, segi-segi i’jaz dan
lainnya, sehingga satu tema itu dapat diuraikan secara tuntas. ‘Ali Hasan al-
‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, 1994, hal. 78. Abd. Al-Hayy al-
Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu iy, 1996, hal. 36.
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modern’!  yang menggagas model penafsiran dengan
pendekatan mawdu’t adalah Fazlur Rahman (w. 1988 M),

2'Penulis membagi periodisasi perkembangan hukum Islam
sebagai berikut:
1. Periode Risalah. Dimulai sejak kerasulan Muhammad sampai wafatnya
(13 SH-11 H / 611-632 M). Pada masa ini kekuasaan penentuan hukum
berada dalam genggaman Rasulullah, dengan sumber hukumnya al-Qur an
dan sunnah.
2. Periode Khulafa al-Rasyidun. Dimulai sejak wafat Rasulullah sampai
berdirinya Daulah Umayyah (11-40 H / 623-661 M). Pada priode ini mulai
muncul ijtihad para shahabat dengan tokoh utamanya Umar bin Khathab,
yang banyak melakukan ijtihad yang dipandang oleh sebahagian ulama
telah melakukan kerancuan ushul figh dalam ijtihadnya.
3. Periode awal pertumbuhan fikih. Mulai pertengahan abad pertama
Hijriyyah (41 H) atau berdirinya Daulah Umayyah sampai awal abad ke 2 H
(132 H) atau runtuhnya Daulah Umayyah dan berdirinya Daulah
Abbasiyyah. Awal periode ini ditandai dengan hijrahnya para shahabat
meninggalkan kota Madinah menuju kota-kota seperti Makkah, Basrah,
Kufah, Syam, Mesir dan lain-lain. Bersama dengan itu, berkembanglah
pengajaran fikih dan hadis di kota-kota tersebut. Pada periode ini timbulnya
dua golongan besar, yaitu ahlu al-hadits dan ahlu al-ra’yu. Sumber tasyri’
pada periode ini adalah al-Qur’an, sunnah, pendapat shahabat dan ijtihad.
Pendapat shahabat ini ada dua macam, yaitu (1) pendapat yang sudah
disepakati bersama, yang disebut dengan ijma’ shahabat. (2) pendapat
individu dari masing-masing shahabat.
4. Periode Keemasan. Mulai awal pemerintahan Daulah Abbasiyyah (133
H) sampai pertengahan abad ke 4 H (350 H). Priode ini ditandai dengan
munculnya para imam mazhab dan mulai disusun kitab figh dan ushul figh.
Pemerintahan Islam pada era Dinasti Umayyah lebih menitikberatkan pada
ekspansi perluasan wilayah. Sedangkan pada era Dinasti Abbasiyyah lebih
difokuskan pada pengembangan ilmu pengetahuan.
Pada periode inilah munculnya mazhab dalam bidang figh, yang terkenal di
antaranya adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali, Ja’fari dan
Zabhiri.
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5. Periode awal kemunduran. Dimulai pertengahan abad ke 4 H (350 H)
sampai pertengahan abad ke 7 H (jatuhnya kota Bagdad tahun 656 H). Pada
periode ini, perhatian para ulama lebih terfokus pada pengkajian kitab-kitab
imam mazhab, dan mengarang kitab-kitab syarah yang terdiri dari puluhan
jilid besar-besar yang menjemukan orang yang membacanya. Taglid pun
mulai berjangkit di kalangan umat Islam, di mana para ulama berusaha
mempertahankan imam mazhabnya masing-masing. Di antara ulama besar
yang muncul pada periode ini adalah Ibnu Hazm, yang berusaha
melepaskan diri dari keterikatan mazhab, tetapi mendapat tantangan dari
umat Islam. la terkenal sebagai tokoh penganut mazhab Zahiri, dengan
kitabnya yang terkenal a/-Muhalla. Tokoh lainnya yang hidup pada masa
ini adalah Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H) dan Muhammad ibn Jarir al-
Tabari (w. 531 H).

6. Periode kemunduran dan taqlid. Periode ini dimulai pada pertengahan
abad ke 7 H (656 H) sampai abad ke 13 H (munculnya Majallah al-Ahkam
al-‘Adliyyah). Periode ini merupakan periode kegelapan dalam
perkembangan figh. Penyakit faqlid sudah mendarah daging di kalngan
umat Islam, mereka telah mencukupkan dengan mempelajari kitab-kitab
figh generasi mereka sendiri dengan tidak lagi merujuk pada kitab-kitab
imam mazhab.

7. Periode kebangkitan dan pentagninan figh (modern). Dimulai akhir
abad ke 13 H / 19 M sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan
munculnya Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, sebagai suatu bentuk
pentagninan hukum Islam pertama sekali, yang diprakarsai oleh kerajaan
Turki Usmani (1293 H / 1876 M). Upaya pentagninan figh pada masa ini
semakin berkembang luas, sehingga berbagai negara Islam memiliki
kodifikasi hukum tertentu dan dalam mazhab tertentu pula, seperti Suriah,
Palestina dan Irak. Di samping itu, bermunculan pula ulama yang
menghendaki terlepasnya pemikiran figh dari keterikatan mazhab tertentu
dan mulai melakukan kembali gerakan ijtihad.

Lihat: A. Rahman 1. Doi, Syari’ah The Islamic Law, terj. Zainuddin dan
Rusydi Sulaiman, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Abu Hamid al-
Ghazali, al-Mustasfa, Juz. 1, al-Matba’at al-Amiriyyah, Kairo, 1322 H.
Ahmad Amin, Dhuha al-Islam, Juz. 11, Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah,
Kairo, 1974. Al-Dahlawi, Hujjah Allah al-Balighah, Juz. 1, Dar al-Ma’rifah,
Bairut, t.t. Al-Hafidz al-Jalil Abi Bakar Ahmad bin Husen bin Ali al-
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Hassan Hanafi (1.1935 M), Muhammad Syahrtr (1. 1938 M)
dan Abd al-Hayy al-Farmawi. Lalu bagaimana model motode
penetapan (istinbat) hukum Islam yang dikembangkan oleh
kalangan pembaharu tersebut, itulah yang menjadi teori yang
ingin dicari dalam tulisan ini, dengan contoh kasus yang

Baehaqi, as-Sunnah al-Kubra, Juz. 111, Beirut, Dar al-Fikr, t.t. Al-Hajawi,
al-Figh al-Sami fi al-Figh al-Islami, Juz. 11, al-Azhar, 1123 H. Al-Qadi
‘Iyadh, Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik, Wuzarah al-Awqaf, Rabat,
Juz. I, tt Al-Sayuti, Tazyin al-Mamalik, Dar al-Fikr, Bairut, 1986. Al-
Zarqani, al-Zarqani al-Muwatta’ Malik, Juz. 11, al-Khayriyyah, Kairo, t.t.
Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islami al-Siyasi wa al-Din wa al-Saqafi wa
al-Ijtima’i, Juz. 111, Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, Kairo, 1979. Hasbi
ash-Shiddieqy, Hukum Islam, Pustaka Islam, Jakarta, 1962. Huzaemah
Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, Logos, Jakarta, 1997.
Ibnu Abd al-Barr, Tajrid al-Tahmid, Maktabah al-Qudsi, Kairo, 1350 H.
Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Tahdzib al-Tahdzib, Juz. 111, Dairah al-Ma’arif al-
Nidlamiyah, Heyderabad, 1325 H. ‘Izzuddin Ibn al-Atsir, a/l-Kamil fi al-
Tarikh, Juz. V, Bulaq, Kairo, 1274 H. Jalaluddin al-Sayuthi, Is af al-Mubta’
bi Rijal al-Muwatta’, Isa al-Babi al-Halabi, Kairo, t.t. K. Ali, 4. Study of
Islamic History, Terj. Ghufran A. Mas’adi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1997. M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2002. Muhammad ‘Ali Sayis, Tarikh al-Figh al-Islami, Maktabah
al-Azhar, Mesir, t.t. Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-
Islamiyyah, Juz. 1, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Kairo, t.t. Muhammad Ibnu al-
Hasan, al-Fikr al-Sami, Juz. 1, al-Maktabah al-‘Ilmiyah, Madinah, 1977.
Muhammad Khudhari Bek, Tarikh al-Tasyri’i al-Islami, al-Maktabah al-
Tijariyyah al-Kubra, Kairo, 1967. Mun’im A. Sirry, Sejarah Figih Islam,
Sebuah Pengantar, Pengantar Prof. K. H. Ali Yafie, Risalah, Gusti,
Surabaya, 1996. Mustafa Muhammad al-Syak’ah, Islamu bila Madzahib,
Terj. A.M.Basalamah, Gema Insani Press,Jakarta, 1994. Philip K. Hitti,
History of The Arabs, The Machmilan Press Ltd, London, 1970. Rachmat
Syafi’i, Sistematika Penggalian Hukum Menurut Imam Malik, Disertasi,
1991. Syihabuddin Abi al-‘Abbas al-Qarafi, Syarh Tangih al-Fusul, Dar al-
Kulliyah al-Azhariyyah, Kairo, 1973. Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Figh al-
Islami, jld. 11, Dar al-Fikr al-Mu’asir, Beirut, 1986.
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diangkat, yaitu kesaksian wanita. Dalam penelitian ini penulis
berusaha melihat metode penalaran para fuqaha mazhab
(mazhab empat dan Ibnu Hazm) dalam menetapkan hukum
terhadap masalah kesaksian wanita, dan metode penalaran
kaum pembaharu dalam kasus yang sama, dengan
menitikberatkan pada hubungan al-Qur'an dan sunnah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah
pokok yang diteliti adalah bagaimana metode penetapan
hukum menurut fugaha mazhab (mazhab empat dan Ibnu
Hazm) dan ulama modern dalam kaitannya dengan hubungan
antara al-Qur’an dan sunnah (Studi Kasus Kesaksian Wanita).
Dari masalah pokok tersebut, timbul empat pertanyaan
penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman ulama tafsir dan hadits tentang
nas-nas kesaksian wanita?

2. Bagaimana metode penalaran fuqaha mazhab (mazhab
empat dan Ibnu Hazm) terhadap dalil-dalil tentang
kesaksian wanita dan kaitannya dengan fungsi sunnah
terhadap al-Qur'an?

3. Bagaimana konsistensi penggunaan dalil oleh fuqaha
mazhab (mazhab empat dan Ibnu Hazm) terhadap nas-nas
tentang kesaksian?

4. Bagaimana metode penetapan hukum ulama modern dalam
masalah kesaksian wanita dan kaitannya dengan fungsi
sunnah terhadap al-Qur'an?

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka
tujuan penulisan ini adalah
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1. Menjelaskan pemahaman ulama tafsir dan hadits tentang
nas-nas kesaksian wanita.

2. Menjelaskan metode penalaran fugaha mazhab (mazhab
empat dan Ibnu Hazm) terhadap dalil-dalil tentang
kesaksian wanita dan kaitannya dengan fungsi sunnah
terhadap al-Qur’an.

3. Menjelaskan konsistensi penggunaan dalil oleh fuqaha
mazahab (mazhab empat dan Ibnu Hazm) terhadap nas-nas
tentang kesaksian.

4. Menjelaskan metode penetapan hukum ulama modern
dalam masalah kesaksian wanita dan kaitannya dengan
fungsi sunnah terhadap al-Qur’an.

Penelitian ini berusaha melahirkan teori penetapan
hukum Islam berdasarkan pendekatan tafsir mawdu’i dengan
penekanan pada fungsi atau hubungan al-Qur'an dan sunnah.
Karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan ilmu ushul figh, sehingga
dapat menjadi tambahan kepustakaan bagi masyarakat ilmiah
secara umum, dan secara khusus bagi mereka-mereka yang
mempelajari hukum Islam.

Di samping itu penulis berharap penelitian ini dapat
menjadi sebuah pendorong bagi kalangan ilmiah untuk terus
menggali dan melakukan ijtihad-ijtihad yang produktif serta
bertanggungjawab dalam rangka menjawab tuntutan dari
perkembangan hukum Islam yang selaras dengan era
modernitas. Dan secara khusus, penulis berharap penelitian ini
dapat menjadi masukan bagi para hakim di pengadilan untuk
menerima kesaksian wanita sebagaimana halnya dengan
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kesaksian laki-laki dalam semua perkara hukum tanpa
membedakan antara kualitas maupun kuantitas.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat urgen
dan diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi
perkembangan keilmuan Islam secara umum, dan khususnya
terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam dalam
menjawab problemalitas kekinian.

B. Landasan Konsepsional

Kata ‘"syahadah" (kesaksian) diambil dari kata
"musyahadah” yang artinya melihat dengan mata kepala.
Orang yang memberitakan tentang apa yang disaksikan dan
dilihatnya disebut dengan "sydhid".>

Secara etimologi kata "syahadah" mempunyai beberapa
arti, di antaranya "al-bayan" (keterangan). Dikatakan demikian,
karena melalui kesaksiannya seorang saksi dapat menerangkan
sesuatu yang benar atau salah.”> Ada juga yang mengartikan
dengan "al-mu'ayanah” (melihat dengan mata) dan "al-huzir"
(kehadiran).**

Adapun makna kesaksian secara terminologi atau istilah
syara', di antaranya dikemukakan oleh ‘Alauddin al-HanafT dari

22Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, JId. 3, hal. 332.

2¢Abd al-Fattah Muhammad Abi al-‘Ayni, al-Oada’ wa al-Itsbat
[T al-Islamt, Dar al-Kutib, Cairo, 1983, hal. 121.

24Tbrahim Anis, dkk, al-Mu'jam al-Wasit, Jilid. 1, Dar al-Ma'arif,
Mesir, 1972, hal. 497.
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mazhab Hanafi, yaitu "ikhbarun yata'allaqu bi mu'ayyan"?

(pemberitaan yang berhubungan dengan suatu fakta). Ahmad
al-Dardir (w. 1201 H) yang bermazhab Malikiyyah
memberikan makna kesaksian "ikhbaru 'adlin hakiman bima
‘alima walaw bi amrin 'amin liyahkuma bi mugtadahu"*
(pemberitaan orang adil kepada hakim tentang sesuatu yang
diketahuinya walaupun menyangkut masalah umum, agar dapat
ditetapkan ~ hukum  sesuai  dengan  tuntutan  yang
dikehendakinya).

Imam al-Nawawi (w. 657 H) dari kalangan
Syafi’iyyah, dalam kitabnya al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab
mendefinisikan kesaksian sebagai berikut: "an yukhbara biha
al-mar’u sadiqgan bima syahida aw sami'a"’ (pemberitaan
seseorang tentang suatu kebenaran sesuai dengan apa yang
dilihat atau didengarnya). Sedangkan sebagian ulama
Syafi'iyyah yang lain mendefinisikan kesaksian dengan
“ikhbaru al-syakhsi bi haqqin 'ald ghairihi bi lafzin khassin"*®
(pemberitaan seseorang mengenai suatu hak yang berada pada
tanggungan orang lain dengan menggunakan lafaz tertentu).
Lafaz tertentu yang dimaksudkan di sini menurut al-Bajuri (w.

2‘Alauddin al-Hanafi, Mu'in al-Hukkam, Maktabat Mustafa al-
Babi al-Halabi, Mesir, 1973, hal. 68.

%Ahmad al-Dardir, al-Syarh al-Saghir, Tahqiq Muhammad
Muhyiddin ‘Abd al-Hamid, Juz. 5, Maktabat Muhammad ‘Ali Subaihi wa
Aladihi, Mesir, 1962, hal. 27.

YT Al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Juz. 20, Dar al-Fikr,
t.tp, t.t., hal. 225.

BMuhammad Syata al-Dimyati, Hasyiyah I'anah al-Talibin 'ald
Halli Alfaz Fathi al-Mu'in, Juz. 4, Dar al-Fikr, t.t, hal. 273.
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1276 H) adalah "asyhad" (saya menyaksikan), seandainya
seorang saksi mengunakan lafaz lain sebagai gantinya, seperti
"saya mengetahui" atau "saya meyakini", belum memadai,
karena kesaksian itu pada hakikatnya adalah kehadiran.?’

Menurut kalangan Hanabilah, makna kesaksian sama
seperti yang dikemukakan oleh kalangan Syafi’iyyah. Al-
Bahiitt (w. 1051 H) yang bermazhab Hanabilah menyatakan
bahwa kesaksian itu adalah "al-ikhbaru bima 'alimahu bi lafzin
khas"*®  (pemberitaan seseorang tentang sesuatu yang
diketahuinya dengan mengunakan lafaz tertentu). Lafaz
tertentu yang dimaksudkan al-Bahtiti sama seperti lafaz yang

dimaksudkan al-Bajuri.?!

Ibnu Hazm (w. 456 H) tidak merumuskan secara
konkrit makna kesaksian itu, tapi yang dapat dipahami dari apa
yang dikemukakannya pada bab khusus dengan judul "kitab al-
syahadat" dalam kitabnya al-Muhalla adalah kesaksian itu
merupakan suatu berita yang disampaikan oleh seseorang, yang
sifat berita tersebut sahih (benar), tam (sempurna) dan lam

yasilhu bima yubtiluhu (tidak ada unsur yang dapat merusak)
berita tersebut (dla-\,} Lo aliay ?j Ll lasia )\_.1';\)‘32

Plbrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bdajiri 'ald Ibni al-Qdasim al-
Ghuzzi, Juz. 2, Syarikat al-Nur Asia, t.t, hal. 349.

3Mansiir bin Yinus Idris al-Bahiiti, Kasysyafu al-QOina’ ‘an Matni
al-Igna’, Juz. 6, Dar al-Fikr, Bairut, 1982, hal. 404.

3lal-Bahiti, Kasysyafu al-Qina’ hal. 404,

32Abi Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm (selanjutnya
disingkat Ibnu Hazm), al-Muhalla, Juz. 9, Dar al-Fikr, t.t, hal. 434.
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Paparan beberapa definisi di atas memberi pengertian
bahwa makna kesaksian itu seolah-olah hanya terbatas pada
apa yang dilihat atau didengar saja. Sayyid Sabiq (w. 2000 M)
menyatakan bahwa kesaksian itu dapat diterima apabila
seseorang itu punya pengetahuan tentang sesuatu. Dan
pengetahuan itu tidak hanya diperoleh melalui penglihatan atau
pendengaran saja, tetapi juga dapat diperoleh melalui
istifadhah, yakni kemasyhuran yang menghasilkan dugaan atau
pengetahuan.*’

Menurut Abt Hanifah (w. 150 H), kesaksian melalui
istifadhah dapat diterima hanya dalam 5 (lima) perkara, yaitu
nikah, bersetubuh, nasab, kematian dan perwalian dalam
peradilan. Menurut kalangan Syafi’iyyah, kesaksian melalui
istifadhah dapat diterima dalam masalah nasab, kelahiran,
kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf,
pengunduran diri, nikah dan hal-hal yang mengikutinya,
pemeriksaan, penolakan, wasiat, kedewasaan, kedunguan dan
hak milik. Sedangkan menurut Ahmad dan sebagian kalangan
Syafi’iyyah, kesaksian melalui istifadhah itu dapat diterima
dalam 7 (tujuh) perkara, yaitu nikah, nasab, kematian,
kemerdekaan, kesetiaan, wakaf dan milik yang mutlak.**

Adapun berkaitan dengan persyaratan seseorang yang
dapat diterima kesaksiannya, para ulama berbeda pendapat.
Kalangan Hanafiyyah sebagaimana dikemukakan oleh
‘Alauddin al-Hanafi, ada 7 (tujuh) syarat, yaitu merdeka,

3Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, J1d. 3, hal. 332.
34Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, J1d. 3, hal. 332.
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baligh, Islam, bisa berbicara, kuat ingatan, sadar (tidak tidur)
dan adil.*®> Ahmad al-Dardir (w. 1201 H) dari kalangan
Malikiyyah menetapkan syarat sahnya kesaksian itu cuma satu,
yaitu keadilan. Tapi keadilan yang mereka maksudkan
meliputi: merdeka, muslim, baligh, berakal dan punya harga
diri (muruah).?®

Imam al-Nawaw1 (w. 657 H) dari kalangan Syafi'iyyah
menetapkan 6 (enam) persyaratan seseorang dapat diterima
sebagai saksi, yaitu muslim, merdeka, mukallaf, adil, punya
harga diri dan terhindar dari kecurigaan (nafyu at-tuhmah).
Yang dimaksud dengan nafyu at-tuhmah adalah adanya
kekhawatiran akan timbul kecurangan dalam memberikan
kesaksian akibat rasa cinta atau benci terhadap orang yang
membutuhkan kesaksian itu.’” Kalangan Syafi’iyyah yang lain
yaitu al-Syarbaini (w. 977 H) menetapkan persyaratan saksi itu
10 (sepuluh) syarat: Islam, baligh, berakal, merdeka, adil,
menjaga harga diri, tidak dicurigai, bisa berbicara, tidak lalai
dan tidak dungu.*® Persyaratan yang hampir sama dikemukakan
oleh Ibnu Qudamah (w. 620 H) dari kalangan Hanabilah yang
mempersyaratkan 7 (tujuh) syarat bagi seseorang yang diterima
kesaksiannya, yaitu berakal, muslim, baligh, adil, kuat ingatan,
punya harga diri dan tidak ada penghalang yang

3¢ Alauddin al-Hanafi, Mu'tn al-Hukkam, hal. 70.

36 Ahmad al-Dardir, al-Syarh al-Saghir, hal. 27-28.

Y Al-Nawawi, Minhdj al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin, Usaha
Keluarga, Semarang, t.t, hal. 141.

3Muhammad al-Syarbayni al-Khatib, al-Igna’ fi Hilli Alfaz Abi
Syuja’, Juz. 2, Dar al-Fikr, Bairut, t.t, hal. 314-315.
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menghalanginya (intifau al-mawani’).® Penghalang yang
dimaksudkan di sini adalah keluarga terdekat, seperti ayah
terhadap anaknya atau kakek terhadap cucunya sampai ke
bawah, juga dianggap sebagai penghalang adalah majikan
terhadap hambanya. Mereka dianggap sebagai penghalang
karena adanya kecurigaan (at-fuhmah) akan adanya
kepentingan tersendiri dalam memberikan kesaksiannya.
Kemudian hal lain yang dianggap juga sebagai penghalang
adalah permusuhan yang sifatnya duniawi, seperti orang yang
dituduh berzina terhadap penuduh, dan lain-lain.*

Sedangkan Ibnu Hazm tidak menyebutkan secara tegas
mengenai persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang saksi.
Apabila dicermati secara lebih teliti, maka dapat ditemukan
dalam pembahasannya ada 3 (tiga) syarat seseorang dapat
menjadi saksi, yaitu adil, Islam dan baligh. Seperti terungkap
dalam keterangan berikut, ia berkata: kesaksian laki-laki
maupun perempuan dalam masalah apapun tidak dapat
diterima, kecuali mereka itu bersifat adil.*!

Dari persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama,
tergambar bahwa mereka tidak mempersyaratkan saksi itu
harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Ini berarti bahwa
mereka sepekat untuk menerima kesaksian perempuan,
sebagaimana diterangkan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah
ayat 282. Tapi mereka berbeda pendapat dalam hal menerima

¥Ibnu Qudamah, Abii Muhammad ’Abdullah bin Ahmad, al-
Mughni, Juz. 12, Dar al-Fikr, Bairut, 1992, hal. 28-32.

“Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz. 12, hal. 72-84.

“lIbnu Hazm, al-Muhalla, Juz. 9, hal. 399 .
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kesaksian perempuan di luar masalah harta benda, dan masalah
ini merupakan masalah pokok yang dikaji dalam tulisan ini dan
akan dibahas secara detil pada bab berikutnya.

C. Kerangka Teori

1. Fungsi hadits terhadap al-Qur an

Dalam penetapan suatu hukum syar’i, kalangan ahli
hadits berpendapat bahwa secara umum, sunnah sejalan dengan
al-Qur’an. Sunnah berfungsi sebagai penjelas yang mubham,
merinci yang mujmal, membatasi yang mutlag, mengkhususkan
yang umum ( ‘@m) dan menetapkan hukum-hukum yang belum
jelas secara eksplisit dalam al-Qur an.

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib secara tegas menyatakan
bahwa dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sebagai
sumber syari’at yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar
dengan al-Qur'an. Dari segi tingkatannya, sunnah berada
berdampingan dengan al-Qur'an, karena 1ia Dberfungsi
menjelaskan.*’ Ia juga menyimpulkan bahwa ada tiga posisi
sunnah terhadap al-Qur'an, yaitu: Pertama, menegaskan dan
mengukuhkan apa yang disampaikan al-Qur’an, seperti hadits-
hadits yang berisi perintah shalat, zakat, keharaman riba dan
sejenisnya. Kedua, menjelaskan apa yang mujmal dalam al-
Qur'an. Di sini sunnah berperan sebagai penjelas apa yang

“Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usil al-Hadits ‘Ulumuhu wa
Mustalahuhu, Dar al-Fikr, Bairut, 1989, hal. 46-47.
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menjadi maksud al-Qur'an, seperti penjelasan tentang tata cara
shalat, jumlah raka’atnya dan rukun-rukunnya, penjelasan anak
yang dapat mewarisi dan lain-lain. Ketiga, merupakan
ketentuan mandiri, tidak memiliki penjelasan eksplisit dalam
al-Qur’an, seperti keharaman memakan himar piaraan.*

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib menyatakan bahwa dari
tiga wajah tersebut, dua yang pertama disepakati, sedangkan
wajah ketiga ulama berbeda pendapat mengenai tawjih, takhrij
dan ta'lilnya, masing-masing memiliki pendapat dan
ijtihadnya.*

Menurut Mustafa al-Siba'Tm (w. 1945 M), secara umum
sunnah mempunyai dua fungsi terhadap al-Qur'an, yaitu
sebagai bayan dan ziyadah. Sebagai bayan, sunnah berfungsi
menjelaskan atau menafsirkan ayat al-Qur'an dan posisinya
diurutan kedua setelah al-Qur'an. Sedangkan sebagai ziyadah,
sunnah berfungsi menetapkan sesuatu yang tidak terdapat
dalam al-Qur'an dan dalam hal ini sunnah menjadi dalil yang
mandiri terhadap kasus tersebut.®’

Kalangan ahli hadits yang lain, yaitu Abi Zahii dalam
kitabnya al-Hadits wa Muhadditsiin, menetapkan ada empat
fungsi sunnah sebagai dalil figh. Tiga wajah sama seperti yang
dikemukakan oleh Muhammad °Ajjaj al-Khatib, yaitu sebagai
ta’kid, bayan, dan dalil hukum yang berdiri sendiri. Dan satu

“Muhammad Ajjaj al-Khatib, Usiil al-Hadits, hal. 50.

“Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usil al-Hadits, hal. 50.

4Mustafa al-Siba'l, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-
Islami, al-Maktab al-Islami, Bairut, 1985, hal. 377.
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wajah yang berbeda adalah sunnah berfungsi sebagai nasikh
terhadap hukum yang terdapat dalam al-Qur’an.*® Berdasarkan
pendapat di atas dan penjelasan beberapa ulama lainnya, maka
dapat dijelaskan bahwa ada empat fungsi sunnah dalam
penetapan hukum syar’i, yaitu:

a. Sunnah sebagai bayan ta ’kid atau disebut juga bayan taqrir
dan bayan itsbat.

Maksudnya adalah sunnah tersebut berfungsi untuk
memberikan penegasan terhadap apa yang telah diterangkan di
dalam al-Qur'an. Seperti firman Allah_dalam surah al-Baqarah
ayat 43: °\5)M ‘j—"i 5 53l ‘}uﬁ‘) Ayat ini ditegaskan
kembali oleh Nabi SAW melalui haditsnya yang berbunyi:
Jlana ) g il ‘2“ Al Y O Balgd ed ‘_A.:: )\.u\l“

47(&)&.}3\ b\j)) . DISJX\ gt_u\j b)uaj\ elﬂ\} 413\ d)‘“{)

Artinya: Islam dibina atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa
tiada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat,
membayar zakat...(HR. al-BukharT).

Dengan penegasan ini, dapat disimpulkan bahwa
mendirikan shalat dan membayar zakat adalah rukun Islam
yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah
mukallaf.

4Abili Zahil, al-Hadits wa Muhadditsiin, Dar al-Fikr, al-‘Arabiy,
t, hal. 38-39.
YTAl-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz. 1, al-Sya’bi, Mesir, t.t. hal. 14.
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b. Sunnah sebagai bayan tafsir.

Sunnah berfungsi untuk memberikan penjelasan
terhadap makna dan maksud al-Qur'an yang belum jelas.
Bentuk dari fungsi kedua ini ada empat macam, yaitu:

1) Bayan tafsil terhadap ayat-ayat yang mujmal.

Contohnya: (43 73_all) B3N | 1z 5 83all | 54l
Ayat ini dipahami bahwa Allah SWT mewajibkan shalat
kepada orang-orang muslim tanpa menjelaskan waktunya,
rukun dan syaratnya, ataupun jumlah raka’atnya. Lalu
Rasulullah SAW menjelaskannya lewat hadits-hadits yang
memuat tentang praktek shalat yang dikerjakannya, seperti
sabda Nabi SAW: S Lal Jsahl ) WS | glia (Shalatlah
kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat).

2) Bayan takhsis terhadap ayat- ayat yang ‘am.

Contohnya; -193 d—‘“ )S_\.ﬂ ?SJY}‘ & A ?S"“}’
(11 ¢w\)uﬁmy\ (Allah mensyari’atkan bagimu tentang
[pembagian pusaka untuk] anak-anakmu, yaitu bahagian
seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak
perempuan). Ayat ini membicarakan tentang hukum yang
bersifat umum berkenaan dengan pembagian harta warisan.
Kemudian ditakhsis keumumannya oleh sabda Rasulullah
SAW:

48 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhdri, Juz. 1, hal. 162.
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Jal QU alu e Al e ol oo 3 ol oo
492 Y

-

Artinya: Dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda: bagi
pembunuh tidak ada hak warisan dari orang yang
dibunuh.

3) Bayan taqyid terhadap ayat-ayat yang mutlaq.

Misalnya Allah memerintahkan potong tangan bagi
semua pencuri:

(38 3Ll Laganl ) saladla 58015 5K

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya.

Ayat ini menyatakan bahwa semua pencuri harus
dihukum potong tangan, baik pencuri itu mencuri sedikit atau
banyak, atau barang yang dicuri tersebut berharga atau tidak.
Lalu hadits memberikan batasan bahwa pencuri yang dipotong
tangan adalah pencurian yang mencapai ukuran seperempat
dinar atau lebih.

Ol ol 5 ) haeliay Hla aay (A V) Goludl 4y adaii Y

Artinya: Tidak dipotong tangan seorang pencuri, kecuali
mencapai seperempat dinar atau lebih (HR. Muslim).

¥ Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Juz. 4, Dar al-Hadits, Qahirah,
1999, hal. 181.

0 Muslim, Sahih Muslim, Juz. 1, Maktabah Husyaini, Mesir, t.t,
hal. 46.
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4) Bayan tawdih terhadap ayat-ayat yang musykzl

Contohya ;)Jﬂ 4_1).1 ug_ms.ah u.aa.uu n_ﬂﬁﬂad\j
(228 ° )5-\5\) (Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan
diri [menunggu] tiga kali quru’). Lafaz ¢ 3R mengandung dua
makna, yaitu suci dan haid. Sehingga timbul kemusykilan untuk
menetapkan iddah wanita yang dithalak, apakah tiga kali suci
atau tiga kali haid. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan
makna yang dipakai. Mazhab Hanafiyyah dan Imam Ahmad
menetapkan arti ¢ 8 itu ialah haid. Karena sesuai dengan
penjelasan hadits yaltu
‘u‘!\émaduehjuc L;m@mucml.cuc

51(3)‘.&).1‘ O\JJ) umujﬁjuhsﬂh

Artinya: Menjatuhkan thalak kepada budak wanita adalah dua
kali dan iddahnya adalah dua kali haid (HR Abu
Dawud).

c. Sunnah sebagai bayan nasakh.

Sunnah berfungsi menasakh hukum yang terdapat di
dalam al-Qur’an, seperti hadits: o) g )) Sl dpag Y
52(4;"\-*&33\ (tidak ada wasiat kepada ahli waris). Menurut
sebagian ulama, hadits ini menjadi nasikh terhadap hukum
wasiat bagi orang tua dan kaum kerabat. Sebagaimana firman
Allah dalam surah al-Baqarah ayat 180:

SIAba Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz. 2, Dar al-Hadits, al-
Qahirah, 1999, hal. 939.

32Al-Nasa'1, Sunan al-Nasa'i, J1d. 6, Dar al-Fikr, Bairut, 1995, hal.
249,
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2

Lash 14 d}”u\ Esall Bl Hima 13 sl G
Sl e B g el GadW g ol 5

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan
harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan
karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah)
kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

d. Sunnah sebagai bayan tasyri’.

Yaitu menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al-
Qur'an. Dalam hal ini, hadits berfungsi sebagai tasyri’ yang
berdiri sendiri. Sebagal contoh:

u\g_\mﬁ duduu@;?@m@@wucw\

) ASJ‘: Lﬂ:‘ e:s‘)j\ thj ﬁ!\ ‘ L@j 3 44‘34 ‘Jﬁu‘aJS

TS24 RSl SR 51 A s 1y um\ 3

LlE 2l a0 Tty a5 3 WISl 156 UL
53(&)@\0\})}5&&1&5)‘5#‘5

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas r.a, ia berkata: ‘Umar berkata:
sungguh saya khawatir jika suatu saat nantinya
seseorang berkata: kami tidak mendapatkan (ayat)
rajam dalam Kitab Allah, sehingga mereka tersesat
sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah
diturunkan Allah. Ingat bahwasanya rajam itu adalah
masalah yang benar bagi orang yang melakukan zina

3Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Salam, Riyadh, 1997, hal.
1432.
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dalam status muhsan, jika bukti-buktinya ada atau
terjadi kehamilan atau pengakuan. Sufyan berkata:
demikianlah saya menghafalnya, ingat Rasulullah
SAW benar telah melakukan hukum rajam dan kami
melakukannya juga sesudahnya (HR. al-Bukhari).

Hadits ini menjelaskan bahwa seseorang yang
melakukan perzinaan dan ia berstatus telah kawin (muhsan),
maka hukumannya bukan jilid 100 kali, sebagaimana firman
Allah dalam al-Qur'an surah al-Nur ayat 2, tetapi dirajam
sampai mati. Hukuman rajam bagi pelaku zina dalam status
muhsan tidak terdapat dalam al-Qur'an, tetapi hanya melalui
hadits Nabi SAW. Dengan demikian dapat dipahami bahwa
Nabi punya otoritas untuk menetapkan hukum baru yang tidak
terdapat dalam al-Qur an.

Terhadap wajah keempat yang memberi facdah bahwa
sunnah itu kadang-kadang dapat menetapkan suatu hukum
yang tidak terdapat dalam al-Qur’an, baik secara umum
maupun terperinci, dianggap bertentangan secara zahir dengan
firman Allah surah al-Nahlu ayat 44: (i S bl Wl 3l
a@—,d\ J ke ol (dan Kami telah menurunkan kepadamu al-
zikra untuk memberi penjelasan kepada manusia tentang apa
yang telah diturunkan kepada mereka), seolah-olah dipahami
bahwa sunnah hanya sebagai penjelas al-Qur'an dan tidak
termasuk yang lain. Di sini Abli Zahti mengemukakan ada dua
jawaban terhadap persoalan tersebut.>*

S4Abi Zahil, al-Hadits wa Muhadditsiin, hal. 40-45.
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Pertama, sesungguhnya al-Qur'an tidak terlepas dari
hukum-hukum yang ada dalam bentuk atau wajah bayan
tasyri’ dari segi penjelasan, akan tetapi kandungan penjelasan
tersebut menggunakan metode ijmal, maka sahlah sunnah itu
menjadi penjelas al-Qur'an berdasarkan ungkapan ini.
Penjelasan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan sunnah tidak
ada secara zahir di dalam al-Qur'an, karena mungkin sunnah
menjadi penjelas bagi al-Qur'an, baik melalui metode ilhaq,
qiyas dan metode istinbat dengan menggunakan kaedah umum
dari nas-nas yang bersifat juz ‘iyyah.>®

a. Penjelasan melalui metode ilhag (keterkaitan dengan
masalah asal yang ada dalam al-Qur’an).

Kadang-kadang nas al-Qur'an menghalalkan sesuatu
dan mengharamkan yang lainnya. Antara salah satu dari dua
perkara tersebut ada sesuatu yang ketiga yang tidak ada nas
atas penetapan hukumnya. Di sini ada tempat untuk berijtihad
untuk menghubungkan salah satunya dan menetapkan
bahwasanya perkara tersebut merupakan bagian kandungannya.
Sebagai contoh, Allah menghalalkan yang baik-baik dan
mengharamkan yang jelek-jelek. Masih ada sisa di antara
keduanya sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan
sesuatu dari perkara tersebut. Maka Nabi SAW melarang
memakan setiap binatang buas yang mempunyai taring dan
setiap burung yang memiliki cakar dan melarang memakan
daging himar yang jinak dan mengatakan bahwasanya itu
adalah rijsun (kotor/keji). Dan Rasul melarang memakan

>SAbil Zahi, al-Hadits wa Muhadditsiin, hal. 40-45.
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binatang yang menjijikkan dan melarang meminum susunya,
karena di dalam daging dan susunya ada bekas yang
menjijikkan, ini semua kembali kepada makna ilhaq
(penghubungan) dengan asal yang jelek.

b. Menjelaskan al-Qur’an dengan metode giyas.

Kadang-kadang al-Qur’an menetapkan hukum sesuatu,
lalu Rasulullah SAW menggiyaskannya dengan peristiwa lain
dengan cara menyamakan ‘i/llat. Sebagai contoh, Allah
mengharamkan riba yang dipraktekkan oleh orang Arab
Jahiliyyah, bahwa jual beli itu sama dengan riba (d-\-ﬂ g—‘j\ L)
\—\)M Dalam hal ipi Allah berﬁrman (279 {)ﬁ-‘j‘) A1) u\j

2N 5 Gy gallad Y eSS\Ju\ Cr 98 ) @555 (dan J1ka kamu
bertaubat [dari pengambilan riba], maka bagimu pokok
hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak [pula] dianiaya).

Adanya pemberian lebih (ziyadah) dari hutang yang
dipinjamkan merupakan ‘i/lat’® terhadap pengharaman riba.

6Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan ‘illat yaitu suatu sifat
yang menjadi dasar penetapan atau dibina hukum atasnya dan dengannya
dapat diketahui hukum pada furi’(illat giyast). ‘Abd al-Wahhab Khallaf,
Nlmu Usal al-Figh, Dar al-Fikr, t.tp, 1978, hal. 63. Syalabi sebagaimana
dikutip oleh Alyasa Abubakar, membedakan %l/lat itu kepada tiga katagori,
yaitu ‘illat al-tasyri’i, ‘illat al-giyast dan ‘illat al-istihsani. (1). ‘lllat al-
tasyri’t ialah ‘illat yang telah ditetapkan oleh nas itu sendiri dan digunakan
untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nas tersebut harus
tetap atau dapat dirubah. Dan ketika seseorang mampu memberikan definisi
yang lebih sesuai terhadap ‘illat al-tasyri’7 tersebut, maka hukumnya akan
bergeser dari hukum yang sudah ada. ‘lllat al-tasyri’t ini berfungsi untuk
mengetahui alasan Syari’ menetapkan suatu hukum dengan tidak
dipermasalahkan apakah ada giyas atau tidak. Tetapi ketika ‘llat tersebut

diberlakukan pada masalah lain (furii’), maka fungsinya berubah menjadi

34



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

Lalu Rasulullah SAW menggiyaskan kepada peristiwa lain,

yaitU'

MM@A\;@AUM\;}MUM\;M\ 3351_1
A_Q‘;.Laaﬁl\jum@)\ﬁa\)w\)\abwm\m

7 (phse ol 5 )

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: emas dengan emas, perak
dengan perak, gandum dengan gandum, syi’ir dengan
syi’ir, tamar dengan tamar, garam dengan garam,
sama dan tunai, barangsiapa yang menambah atau
minta tambah, ia telah berbuat riba, pengambil dan
pemberi adalah sama (HR. Muslim).

c. Metode istinbat dengan menggunakan kaedah-kaedah umum
dari nas-nas al-Qur’an yang bersifat juz iyyah.

Kadang-kadang nas al-Qur’an itu datang dengan makna
yang berbeda-beda, tetapi mempunyai maksud yang sama,

‘illat al-qiyast. (2). ‘Illlat al-qiyast ialah ‘illat yang digunakan untuk
diberlakukan terhadap masalah furi’ yang tidak ada ketentuan secara zahir
dalam nas. Dalam proses giyas ini, kesamaan ‘illat dari dua peristiwa yang
dibandingkan itu menjadi titik tambatan hukum. Dari dua peristiwa tersebut,
salah satunya telah ditetapkan hukum oleh nas dan yang lain tidak
ditemukan nas yang menetapkan hukumnya secara zahir. (3). ‘Illlat al-
istihsani ialah ‘illat pengecualian. Artinya, karena ada pertimbangan
khusus, sehingga menyebabkan ‘illat al-tasyri’t dan giyasi tidak dapat
diterapkan. Alyasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian
Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab,
Jakarta, INIS, 1998, hal. 8-9.
7 Muslim, Sahih Muslim, Juz. 1, hal. 692.
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maka sunnah berfungsi untuk menyatukan makna-makna
tersebut dalam satu kaedah umum. Misalnya sabda Rasulullah:

s sl (5 el IS0 Lail 5 lilly Jlae ) Ly

Dalam hadits ini terdapat dua kaedah, yaitu (1) ikhlas
(2) seseorang memperoleh apa yang diusahakannya. Kedua
kaedah ini diambil dari ayat-ayat yang mendorong untuk
melakukan perbuatan ikhlas, mencela riya dan menjelaskan
bahwa seseorang tidak memperoleh kecuali dari apa yang
diusahakan, seperti firman Allah:

(5 i) A0 AT Gualia 0 1R Y) 1550 5 o
(3 a3l SalAD) B A YT
¥y adia e Jakals 435 ol 15455 S (e
(110 : 2SI 132 435 33y &
(145 :elill) AN Ga JALNI A3 8 Cpaaliall &) o
selull) il &2 50 JUK ) a8 s3all ) 128 135 o
(142
Al Bl ) alerasi ha g HA ey e
(100 :sbuill) all e 6 5a) 85 2aa & jall 4S )Y,
Kedua, Allah telah menjadikan Rasul sebagai wakilnya

untuk menyampaikan al-Qur’an kepada manusia, sebagaimana
firman-Nya dalam surah al-Nahlu ayat 44;

2] 035 e G Gty A& ) G5
Rasul menjelaskan al-Qur'an kepada manusia tidak bersandar

dari diri-sendirinya, akan tetapi mengikuti apa yang telah

36



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

diwahyukan kepadanya oleh Allah. Sebagalmana b surah
al- Na]mu ayat 3-4; @j }7 j—“ u\ YA Y =)
- 52 (apa saja yang dlsampalkan Rasul tidaklah dldasarl pada
hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu Allah). Oleh
karena itu, mentaati Rasul merupakan bentuk ketaatan kepada
Allah (4»“\ &Uﬂ\ Qa8 (J | g )5\ @Lﬂ u—A Dari sini dapat
dipahami bahwa sunnah sebenarnya tidak menambah atau
membuat hukum baru, melainkan hanya menjelaskan atau
merincikan hukum-hukum yang tidak termuat secara khusus
dalam al-Qur’an. Atau dengan kata lain, sunnah hanya
berfungsi untuk menjelaskan rincian dari hukum-hukum yang
bersifat umum dalam al-Qur'an. Apa yang ditetapkan oleh
sunnah pada prinsipnya merupakan penjelasan dari hukum asal
yang sudah ditetapkan al-Qur'an, bukan hukum baru yang
tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang terdapat
dalam al-Qur’an.>®

Fungsi sunnah terhadap al-Qur'an dalam pandangan
fuqaha sama dengan apa yang dikemukakan oleh kalangan ahli
hadits. Mereka nampaknya saling mengutip pendapat di antara
mereka untuk menjelaskan posisi sunnah tersebut. Di sisi lain,
para fuqaha itu sendiri (khususnya imam mazhab) sebenarnya
juga para ahli hadits. Kita dapat melihat figur Imam Malik
dengan kitabnya al-Muwatta" yang dikatakan sebagai kitab
figh, namun isinya merupakan kumpulan dari hadits-hadits
dalam masalah figh. Kemudian al-SyafiT dan Hanbali, kedua
mereka itu juga merupakan ahli hadits. Al-SyafiT memiliki

8Abil Zahil, al-Hadits wa Muhadditsiin, hal. 40-45.
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kitab hadits yang diberi nama Musnad Imam al-Sydfi'T dan
Hanbali memiliki kitab hadits yaitu Musnad Ahmad bin
Hanbal. Selain itu, khusus Malik dan Hanbali, kalangan ahli
hadits mengelompokkan mereka itu kepada imam hadits.
Karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam hal ini, para
fugaha dan para ahli hadits memiliki pendapat yang sama
tentang fungsi sunnah terhadap al-Quran.

Al-SyafiT dalam kitabnya al-Risalah menyatakan
bahwa Allah telah memerintahkan Nabi untuk selalu mengikuti
perintah-Nya. Allah SWT dan kita umat manusia bersaksi
bahwa Muhammad telah menunaikan tugas dan misi
kerasulannya dengan sempurna. Kita menyatakan iman
padanya bagi kedekatan diri dengan Allah, dan mempercayai
sabda-sabdanya untuk memperoleh jalan menuju ridha Allah
SWT. Allah telah memberikan kesaksian bahwa Muhammad
adalah Nabi pembawa petunjuk ke jalan risalah-Nya secara
sempurna dengan selalu mengikuti perintah serta bimbingan-
Nya. Semua kenyataan ini cukup menjadi bukti (hujjah) bagi
umat manusia untuk patuh terhadap segala perintah Rasul dan
menerima dengan ridha terhadap putusan yang ditetapkannya.
Semua yang disunnahkan Rasulullah, meskipun tanpa dasar
nas dari Allah (al-Qur’an), maka sebenarnya Nabi melakukan
itu atas perintah Allah. Sesuai firman-Nya dalam surah al-
Syura ayat 52-53, 4 -L\)—“" 649-“3‘ -L‘\)*" sz\ Lﬁéé-ﬂ ‘ﬂ-’\j
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk
kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah). Dan Rasul telah
menetapkan suatu sunnah mengenai hal-hal yang ada nasnya di
dalam al-Qur’an dan juga yang tidak ada masnya. Apa saja
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yang Nabi tetapkan sebagai sunnah, Allah mewajibkan kita
untuk mengikutinya, seperti telah ditegaskan bahwa mengikuti
sunnah Rasul berarti mengikuti perintah Allah. Ini suatu
prinsip fundamental yang tak bisa diabaikan.>’

Dalam hal kedudukan sunnah terhadap al-Qur’an, al-
Syafi'T menyatakan bahwa sunnah tidak mungkin bertentangan
dengan al-Qur'an. Menurut beliau, apa yang disunnahkan
Rasulullah mengenai suatu persoalan, pasti terdapat nasnya
dalam al-Qur'an. Secara keseluruhan, sunnah merupakan
penjelasan yang juga datang dari Allah. Sebagai penjelas, tentu
lebih rinci dan mengandung lebih banyak dimensi
dibandingkan dengan yang dijelaskan. Apa yang disunnahkan
Rasulullah yang tidak terdapat nasnya dalam al-Qur’an
(menetapkan sendiri sesuatu ketentuan hukum), maka kita
wajib mengikutinya berdasarkan perintah Allah untuk mentaati
Rasul-Nya dalam segala perintah-Nya.%

Dalam kitab al-Risalah, al-Syafi'T menyatakan bahwa
fungsi sunnah terhadap al-Qur'an ada dua katagori:

1) Sunnah yang hadir untuk mengkonfirmasikan semua yang
diwahyukan Allah.

2) Sunnah yang berfungsi untuk memberikan kejelasan
makna yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan menerangkan

9 Al-Syafi’i, al-Risalah, Dar al-Fikr, t.tp, t.t, hal. 87-88.
®0A1-Syafi’1, al-Risalah, hal. 212.
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bentuk perintah yang diturunkan apakah bersifat umum
ataukah khusus, dan bagaimana cara menunaikannya.!

Dari dua fungsi ini, al-SyafiT mengatakan ada tiga
bentuk peran sunnah terhadap al-Qur an, yaitu:

1) Sunnah yang menegaskan seperti apa yang dinaskan oleh
al-Qur’an (bayan ta’kid).

2) Sunnah yang menjelaskan makna yang dikehendaki oleh
al-Qur'an (bayan tafsir).

3) Sunnah yang berdiri sendiri yang tidak punya kaitan
dengan nas al-Qur an (bayan tasyri’).5*

Pada bentuk pertama dan kedua tidak ada perbedaan
pendapat di kalangan ulama. Tapi terhadap bentuk ketiga,
ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa
dengan adanya perintah untuk wajib patuh kepada Rasul dan
penegasan bahwa Rasul telah diridhai sepenuhnya oleh Allah,
maka semua ini jelas menunjukkan adanya kewenangan bagi
Rasul untuk menggariskan sunnahnya sendiri, kendati tanpa
sandaran al-Qur’an. Sebagian ulama lain mengatakan, pada
dasarnya Rasulullah tidak pernah meletakkan sunnah tanpa
sandaran al-Qur'an, seperti sunnah yang menjelaskan tentang
jumlah raka’at shalat dan cara melaksanakannya. Sandarannya
adalah ayat al-Qur’an tentang kewajiban umum untuk shalat.
Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa kewenangan
Rasul untuk menetapkan sendiri sunnahnya adalah fungsi yang

81 Al-Syafi’1, al-Risalah, hal. 91.
02A1-Syafi’1, al-Risalah, hal. 91-92.
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inheren dalam tugas risalahnya. Sebagian lagi mengatakan
Rasulullah diberi inspirasi bagi semua yang dia sunnahkan.
Sunnah adalah hikmah ilahiyyah yang diinspirasikan oleh
Allah, dan dengan demikian, apapun yang diinspirasikan
kepadanya merupakan sunnahnya.%

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy (w. 1975 M), al-Syafi'l
menetapkan fungsi sunnah terhadap al-Qur'an ada lima
macam, yaitu:

1) Bayan tafsil, yaitu menjelaskan ayat-ayat yang mujmal.

2) Bayan takhsis, yaitu menentukan (membatasi) makna
umum dari suatu ayat.

3) Bayan ta’yin, yaitu menentukan mana yang dimaksud dari
dua atau lebih perkara yang semuanya mungkin tercakup.

4) Bayan tasyri’, yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak
didapati dasarnya dalam al-Qur an.

5) Bayan nasakh, yaitu dijadikan sebagai dalil untuk
menentukan mana yang dinasikhkan dan mana yang
dimansukhkan dari ayat-ayat al-Qur'an yang kelihatan
berlawanan.®*

Lalu Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan lagi bahwa
dalam kitab al-Risalah al-SyafimT menerangkan fungsi sunnah
terhadap al-Qur'an ada lima macam bayan, yaitu pertama

93 A1-Syafi’, al-Risalah, hal. 92-93.
%4Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadiets, Cet.
II, Bulan Bintang, Jakarta, 1955, hal. 99.
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bayan ta’kid, kedua bayan tafsil, ketiga bayan takhsis, keempat
bayan ta’yin, dan kelima bayan isyarah (qiyas).%

Keterangan Hasbi ash-Shiddieqy di atas kontradiktif, ia
tidak menjelaskan kenapa bisa terjadi perbedaan tersebut.
Keterangan pertama tidak dijelaskan dari mana ia
mengutipnya, sedangkan pada keterangan kedua 1ia
menjelaskan kutipannya dari kitab al-Risalah. Ini juga berbeda
dengan apa yang penulis jelaskan di atas, di mana penulis
mengutip dari kitab al-Risalah juga, yang menjelaskan bahwa
fungsi sunnah terhadap al-Qur’an menurut al-Syafi’t ada dua,
yang kemudian dijabarkan lagi dalam tiga bentuk. Menurut
hemat penulis, perbedaan ini terjadi karena penjelasan dalam
kitab al-Risalah tentang fungsi sunnah terhadap al-Qur’an
tidak dalam bentuk pointer, seperti yang disimpulkan oleh
Hasbi ash-Shiddieqy dan penulis sendiri, melainkan hanya
dalam  bentuk narasi, sehingga pembaca mencoba
menyimpulkan sendiri dari narasi tersebut.

Hasbi ash-Shiqqieqy juga menjelaskan tentang
pandangan fuqaha lainnya tentang fungsi sunnah terhadap al-
Qur an, yaitu:®

1) Malik menyatakan bahwa bayan sunnah itu terbagi kepada
tiga macam, yakni:

%Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadiets, hal.
99.

®Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar limu Hadiets, hal.
94-100.
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a) Bayan tafsil ialah menjelaskan kemujmalan ayat al-
Qur’an.

b) Bayan tawdih (tafsir) ialah menerangkan maksud ayat
al-Qur’an.

¢) Bayan basti (tatwil) ialah menjelaskan masalah yang
disebutkan secara ringkas dalam al-Qur an.

2) Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa fungsi sunnah
terhadap al-Qur'an ada tiga macam, yakni:

a) Bayan ta’kid (taqrir) ialah menguatkan kembali apa
yang terkandung dalam al-Qur’an.

b) Bayan tafsir ialah menjelaskan apa yang dimaksud oleh
al-Qur’an.

¢) Bayan tasyri’ ialah mendatangkan suatu hukum yang
tidak terdapat dalam al-Qur an.

3) Ulama ahlu al-ra’yi menerangkan fungsi sunnah terhadap
al-Qur’an ada tiga macam, yakni:

a) Bayan taqrir ialah menjelaskan kembali apa yang
diterangkan oleh al-Qur’an, sebagai penguat.

b) Bayan tafsir ialah menerangkan apa yang sukar
dipahami dari al-Qur’an.

¢) Bayan tabdil (nasakh) ialah mengganti sesuatu hukum
yang terdapat dalam al-Quran atau menasakhnya.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara
umum para fuqaha menetapkan ada empat fungsi sunnah
terhadap al-Qur’an, yaitu:

a. Memperkuat atau menegaskan hukum yang telah ditetapkan
di dalam al-Qur'an (bayan ta'kid). Sunnah yang
mengandung hukum yang sama dengan hukum yang
disampaikan al-Qur'an, berarti sunnah berfungsi sebagai
penegas dan penguat terhadap apa yang ditetapkan oleh al-
Qur’an. [a tidak membawa hukum baru, tidak menjelaskan
hal-hal yang mutlag dan tidak mentakhsis hal-hal yang
umum. Seperti hadits yang menjelaskan kewajiban untuk
berpuasa. Hadits tersebut sebagai penegas terhadap ayat
183-185 surah al-Baqarah.

b. Memperjelas setiap ayat al-Qur'an yang belum jelas maksud
dan tujuannya (bayan tafsir). Penjelasan ini dapat ditempuh
dengan menggunakan metode bayan takhsis, taqyid, tawdih
dan sebagainya. Sunnah di sini berfungsi untuk
menjelaskan maksud suatu nas al-Qur'an, membatasi
(mentaqyid) lafaz mutlag, mentakhsis lafaz ‘am, dan
merinci lafaz mujmal. Berarti sunnah berfungsi sebagai
penjelas terhadap hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.
Seperti al-Qur’an menyebutkan bahwa Allah menghalalkan
jual beli, kemudian sunnah menjelaskan macam-macam
jual beli yang dihalalkan itu. Sunnah yang mentakhsis lafaz
‘am, seperti al-Qur'an menghalalkan setiap wanita kecuali
yang disebutkan pada ayat 23 surah al-Nisa'. Kemudian
sunnah membatasi pada wanita yang dihalakan itu dengan
melarang memadu wanita dengan keponakannya, dan
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contoh sunnah yang merinci lafaz mujmal adalah hadits
yang menjelaskan tatacara shalat, zakat dan haji.

c. Menghapus atau menggantikan hukum yang terdapat dalam
al-Qur'an (bayan nasakh/tabdil). Di sini sunnah berfungsi
sebagai dalil untuk menentukan mana hukum yang
dinasikhkan dan mana yang dimansukhkan dari al-Qur’an,
ketika terjadi ta’arud (perlawanan). Seperti al-Qur'an
menerangkan tentang wasiat bagi orang tua dan kaum
kerabat dalam surah al-Baqarah ayat 180, yang kemudian
dinasakh oleh sunnah yang menyatakan bahwa tidak ada
wasiat bagi ahli waris.

d. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat ketentuan
hukumnya dalam al-Qur‘an (bayan tasyri’). Sunnah yang
membawa hukum yang tidak ada dalam al-Qur’an banyak
sekali, seperti kewarisan nenek, keharaman persusuan sama
dengan keharaman hubungan kekerabatan (nasab).

Dari keempat fungsi sunnah terhadap al-Qur'an yaitu
bayan ta'kid, bayan tafsir, bayan nasakh/tabdil dan bayan
tasyri', dua di antaranya (bayan ta'kid,dan bayan tafsir)
disepakati oleh para ulama tentang keabsahannya, namun
fungsi sunnah sebagai bayan nasakh/tabdil dan ziyadah (bayan
tasyri") masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para
ulama. Pertama, dalam masalah menasakh al-Qur’an dengan
sunnah, terdapat dua macam pendapat, yaitu:
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a. Ulama ushul Hanafiyyah berpendapat bahwa menasakh al-
Qur'an dengan hadits mutawatir’ atau  masyhur®
diperkenankan, sebagai contoh hadits; 69 )l ol dpa s Y
menasakh hukum yang terkandung dalam surah al-Baqarah
ayat 180. Hadits tersebut sangat masyhur di kalangan para
ahli hadits, bahkan al-Syafi’l menganggapnya sebagai
hadits mutawatir.

b. Ulama ushul yang lain berpendapat bahwa menasakh al-
Qur'an dengan sunnah, baik dengan hadits mutawatir
maupun masyhur, tidak boleh.”

Kedua, dalam masalah sunnah berdiri sendiri (bayan
tasyri'), ulama yang mengatakan sunnah dapat berfungsi
sebagai ziyadah bagi yang tidak terdapat dalam al-Qur an,
dengan alasan bahwa Allah telah memerintahkan untuk taat
dan patuh kepada Rasul-Nya, dengan apa yang bersumber dari

8"Hadits mutawatir ialah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah
perawi yang ‘adil dan terpercaya, yang menurut adat mustahil mereka
sepakat untuk berdusta. Subhi al-Salih, ‘Ulum al-Hadits wa Mustalahuhu,
Dar al-Ilmu, Barut, 1977, hal. 3.

%8Hadits masyhur ialah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang
lebih dari dua orang pada setiap tingkatan rawi, namun tidak sampai pada
jumlah perawi hadits muta@watir. Subhi al-Salih, ‘Ulum al-Hadits, hal. 3.

% Al-Nasa'1, Sunan al-Nasa 7, J1d. 6, Dar al-Fikr, Bairut, 1995, hal.
249.

70 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan
Hukum Figh Islami, Al-Ma’arif, Bandung, 1986, hal. 451-452.
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Rasul, pada hakikatnya adalah dari Allah, sebab Rasul tidak
akan berbicara dan berbuat kecuali apabila ada wahyu.”!

2. Metode Penafsiran Al-Qur an

Secara etimologis, “tafsir” berarti menjelaskan dan
mengungkapkan. Sedangkan menurut istilah, “fafsir”” bermakna
ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafaz-lafaz al-
Qur’an, makna-makna yang terkandung di dalamnya dan
hukum-hukumnya.”

Para ulama membagikan metode penafsiran al-Qur'an
pada empat metode, yaitu Metode tafsir tahlili, ijmali, mugaran
dan mawdu’t. Metode tafsir tahlili yaitu metode yang
digunakan oleh kebanyakan ulama pada masa dahulu. Akan
tetapi dalam penggunaan tafsir ini, di antara mereka ada yang
menafsirkan ayat al-Qur’an dengan cara ifnab (panjang lebar),
seperti al-Alust (w. 1270 H), al-Fakhr al-Raz1 (w. 606 H), al-
Qurtubt (w. 671 H) dan Ibnu Jarir al-Tabart (w. 310 H). Ada
yang menggunakan cara ijaz (singkat), seperti Jalal al-Din al-

" Al-Syafi'l, al-Risalah, Dar al-Saqafah, Mesir, 1983, hal. 52,. Al-
Syawkani, Irsyad al-Fukhul, Mustafa al-Bab1 al-Halabi, Mesir, 1973, hal.
33. Abi Zahrah, Usal al-Figh, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Bairut, 1985, hal. 112-
113. Zakiyuddin Sya’ban, Usul al-Figh al-Islami, Dar al-Taklif, Mesir,
1965, hal. 73-77. ‘Abd. al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usil al-Figh, Dar al-
‘Arabiyyah, Baghdad, 1977, hal. 174. Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum
Tertutup, PT. Pustaka, Bandung, 1984, hal. 44-45.

"2¢Ali Hasan al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, hal. 3.
Muhammad Husain al-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufassiran, J1d. 1, Maktabah
Wahbabh, Kairo, t.t, hal. 12.
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Suyuti (w. 911 H), Jalal al-Din al-Mahall1 (w. 864 H) dan al-
Sayyid Muhammad Farid Wajdi. Ada juga yang menggunakan
cara musawah (pertengahan), seperti Imam al-Baydawt (w. 691
H), Muhammad ‘Abduh (w. 1332 H), dan al-Naysaburt (w. 405
H).73

Metode tafsir fahlili ini adalah metode tafsir yang
bermaksud menjelaskan kandungan ayat al-Qur'an dari seluruh
aspeknya, sesuai dengan runtutan ayat dan surah dalam al-
Qur'an. Penafsirannya mulai dari arti kosa kata dan lafaz,
menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan
kandungan ayat, yaitu unsur i’jaz, balaghah dan keindahan
susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat diistinbatkan dari
ayat. la juga mengemukakan munasabah (komformitas) antara
ayat-ayat dan relevansinya dengan surah sebelum dan
sesudahnya. Penafsir juga membahas mengenai asbab al-nuzul,
hadits-hadits dari Rasul dan riwayat dari para shahabat dan
tabi’in, bahkan kadang-kadang bercampur baur dengan
pendapat para penafsir itu sendiri dan seringkali pula beraduk
dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang
dapat membantu memahami nas al-Qur an tersebut.”

Para ulama membedakan metode tafsir fahlili kepada
tujuh bentuk tafsir, yaitu:

3Ali Hasan al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, hal. 40-41.
Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu’iy, hal. 11.

7Ali Hasan al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, hal. 41-42.
Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu’iy, hal. 12.
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a.

Tafsir bi al-ma’tsur adalah penafsiran ayat dengan ayat
atau hadits Nabi SAW.

Tafsir bi al-ra’yi adalah penafsiran al-Qur'an dengan
ijtihad berdasarkan ilmu pengetahuan.

Tafsir  al-sufi adalah penafsiran al-Qur'an dengan
menggunakan pendekatan ilmu tasawuf. Bentuk tafsir ini
ada dua macam:

1) Penafsiran dengan pendekatan tasawuf teoritis, yakni
meneliti dan mengkaji al-Qur'an berdasarkan teori-teori
mazhab  tasawuf yang mereka anut. Menurut
Muhammad Husayn al-Zahab1 (w. 748 H) pengarang
kitab al-Tafsir wa al-Mufassirin, penafsiran al-sufi
teoritis ini tidak mengikuti susunan al-Qur’an ayat per
ayat, sebagaimana tafsir tasawuf al-isyari. Tafsir al-sufi
teoritis hanya berupa penafsiran ayat-ayat al-Qur'an
secara acak dan parsial.

2) Penafsiran dengan pendekatan tasawuf praktis. Tafsir ini
disebut dengan tafsir al-isyari, yakni menta 'wil ayat-
ayat, berbeda dengan arti zahirnya, berdasarkan isyarat-
isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para
pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan
dengan arti zahir yang dimaksudkan.

Tafsir al-fighi adalah penafsiran yang difokuskan pada
ayat-ayat hukum, yang disebut dengan tafsir ayat ahkam.

Tafsir al-falsafi adalah penafsiran ayat al-Qur’an dengan
menggunakan pendekatan ilmu filsafat.

49



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

f. Tafsir al-‘ilmi adalah penafsiran ayat-ayat kawniyah
dengan pendekatan paradigma ilmiah (teori-teori ilmu
pengetahuan, seperti ilmu kedokteran, astronomi, fisika,
zoologi, botani, geografi dan lain-lain).

g. Tafsir al-adabt al-ijtima’t adalah penafsiran ayat al-Qur’an
dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik,
yang dapat memikat dan membuat pembacanya terpesona,
sehingga tergugah hatinya untuk mengkaji lebih dalam
makna dan rahasia al-Qur’an.”®

Metode tafsir al-ijmali adalah suatu metode tafsir
dengan mengemukakan makna global dari ayat-ayat al-Qur’an
yang diuraikan secara singkat, tanpa menyinggung hal-hal lain
yang tidak dikehendaki ayat. Penafsiran ini dilakukan menurut
runtun ayat dan surah dalam mushaf al-Qurian. Di dalam
tafsirnya, penafsir menggunakan lafaz yang mirip, bahkan
sama dengan lafaz al-Qur’an, sehingga pembaca akan merasa
bahwa uraiannya tidak jauh dari gaya bahasa al-Qur'an itu
sendiri.”®

Metode tafsir al-mugaran adalah metode tafsir yang
memperbandingkan di antara para mufassir, baik mereka dari
kalangan salaff maupun khalaf, ataukah mereka yang
menggunakan corak tafsir bi al-ma’tsur dengan bi al-ra’yi, dan
lain-lain. Cara kerja tafsir ini yaitu seorang mufassir

SAli Hasan al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, hal. 42-72.
Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu iy, hal. 12-28.

"8Ali Hasan al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, hal. 73-74.
Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu iy, hal. 29.
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mengambil sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengemukakan
penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat tersebut, dengan
menjelaskan perbandingkan segi-segi dan kecenderungan
masing-masing mereka yang berbeda dalam tafsirnya,
selanjutnya dijelaskan tentang corak penafsiran dari masing-
masing mereka dan keterkaitan dengan disiplin keilmuan yang
mereka kuasai.”’

Metode tafsir al-mawdu’t adalah metode tafsir yang
ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun
seluruh ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan tentang satu
masalah (tema) serta mengarah pada satu pengertian dan satu
tujuan, sekalipun ayat-ayat itu cara turunnya berbeda, tersebar
di berbagai surah. Kemudian ia menentukan ayat-ayat itu
sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan sebab turunnya
sepanjang hal itu memungkinkan (jika ayat itu ada asbab al-
nuzulnya), menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji
seluruh segi dan apa yang dapat diistinbathkan darinya, unsur
i’rab dan balaghahnya, segi-segi i’jaz dan lainnya, sehingga
satu tema itu dapat diuraikan secara tuntas.”®

3. Pendekatan Sosiolinguistik

Kata sosiolinguistik terdiri dari kata sosio dan
linguistik. Sosio adalah masyarakat, dan linguistik adalah
kajian bahasa. Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa

7TAli Hasan al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, hal. 75-76.
Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu iy, hal. 30-31.

8Ali Hasan al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, hal. 78. Abd.
Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu iy, hal. 36.
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yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Secara umum,
sosiolinguistik membahas hubungan bahasa dengan penutur
bahasa sebagai angggota masyarakat. Hal ini mengaitkan
fungsi bahasa secara umum, yaitu sebagai alat komunikasi.

Menurut Harimurti Kridalaksana, sosiolinguistik lazim
didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai
variasi bahasa di dalam masyarakat bahasa. ’* Pendapat lainnya
mengatakan bahwa sosiolinguistik lazim didefinisikan sebagai
ilmu yang mempelajari ciri dan pelbagai variasi bahasa serta
hubungan di antara para bahasawan dengan ciri fungsi variasi
bahasa itu dalam suatu masyarakat bahasa. Jadi sosiolinguistik
adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi variasi
bahasa, dan penggunaan bahasa, karena ketiga unsur ini
berinteraksi dalam dan saling mengubah satu sama lain dalam
satu masyarakat tutur, serta identitas sosial dari penutur.®’

Kaitannya dengan metode istinbath hukum Islam,
kajian ilmu ushul figh sebagai ilmu yang membahas tentang
kaidah istinbath hukum tidak terlepas dari penafsiran terhadap
teks nas (al-Qur’an dan sunnah) yang berbahasa Arab. Dalam
perjalanan sejarah ilmu ini, al-Risalah karya al-Syafi’i
dianggap buku rintisan pertama tentang ilmu ini. A/-Risalah
yang penulisannya bercorak teologis-deduktif itu kemudian
diikuti oleh para ahli usul madhhab mutakallimun (Syafi’iyyah,
Malikiyyah, Hanabilah dan Mu’tazilah). Sementara itu ulama

Harimurti Kridalaksana, Beberapa Masalah Linguistik Indonesia,
FSUI, Jakarta, 1978, hal. 94.

80Joshua A Fishman, The Sociology of Language, Newbury House,
Rowley, 1972.
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Hanafiyyah memiliki cara penulisan tersendiri yang bercorak
induktif-analitis. Baik al-Risalah, buku-buku wusul madhhab
mutakallimun maupun mazhab Hanafiyyah memiliki kesamaan
paradigma, yaitu paradigma literalistik, dalam arti begitu
dominannya pembahasan tentang teks. Dalam hal ini teks
berbahasa Arab, baik dari segi grammar maupun sintaksisnya
dan mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar dari
wahyu yang ada di balik teks literal.®!

Secara sederhana, paradigma literalistik atau disebut
paradigma bayani adalah paradigma yang bertumpu pada teks,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Karakteristik dari
epistemologi bayani antara lain; pertama, epistemologi ini
selalu berpijak pada asal (pokok) yang berupa nas (teks), baik
secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ilmu ushul figh
yang dimaksud dengan nas adalah al-Qur'an, Hadits dan ijma’.
Sedangkan dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan nas
adalah perkataan orang Arab. Kedua, epistemologi ini selalu
menaruh perhatian secermat-cermatnya pada proses transmisi
nagql (teks) dari generasi ke generasi. Menurut epistemologi ini,
apabila proses transmisi teks itu benar, maka isi nas itu pasti
benar, karena nas itu masih murni dari Allah atau Nabi. Tetapi
jika teks tersebut proses transmisinya sudah tidak bisa
dipertanggungjawabkan, maka nas itu pun tidak bisa
dipertanggungjwabkan isinya. Dengan kata lain epistemologi
ini sesungguhnya senantiasa berpijak pada riwayah (nagl).

8IM. Amin Abdullah, “Al-Ta’wil al-‘Ilmi: Ke Arah Perubahan
Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, Al-Jami’ah, Vol. 39, No. 2. 2001, hal.
359-391.
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Sebagai bukti dari ciri kedua ini adalah begitu banyaknya
pembahasan yang dilakukan oleh para ulama tentang riwayah
yang ingin menjaga orisinalitas khabar (dalam hal ini berupa
nas atau teks).%?

4. Pendekatan Historis

Pendekatan sejarah adalah usaha untuk menelusuri
asal-usul dan pertumbuhan ide dan lembaga melalui periode-
periode tertentu dari perkembangan sejarah dan juga
merupakan usaha untuk memperkirakan peranan kekuatan-
kekuatan yang sangat mempengaruhinya.®® Kajian sejarah
dalam penelitian hukum dianggap penting, karena dapat
memberikan sebuah gambaran tentang perkembangan
sosiokultural dan sosiopolitik dari perkembangan suatu
masyarakat yang mempunyai pengaruh baik secara langsung
atau tidak terhadap pembentukan hukum. Dalam kaitannya
dengan penafsiran ayat atau hadits ahkam, pembahasan tentang
asbabun nuzul (sebab-sebab turun) ayat atau asbabul wurud
(sebab-sebab datang) hadits merupakan salah satu bahan
pertimbangan dalam memahami makna nas.

Manna’ Khalil al-Qattan mengatakan para peneliti
ilmu-ilmu al-Qur'an menaruh perhatian besar terhadap
asbabun nuzul. Karena untuk menafsirkan al-Qur'an, ilmu ini

82Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (terj. Joko Supomo),
Islamika, Yogyakarta, 2003, hal. 87-100.

8Dikutip oleh Romdon dari Joachmin Wach dalam buku
Comparative Studi of Religios. Romdon, Metodologi Ilmu Perbandingann
Agama; Suatu Pengantar Awal, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
hal. 77.
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diperlukan sekali, sehingga ada pihak yang mengkhususkan
diri dalam pembahasan mengenai bidang ini, seperti Ali bin
Madini (guru al-Bukhari), al-Wihidi (w. 427 H), al-Ja’bari (w.
732 H), Ibnu Hajar (w. 852 H), dan al-Suyuti (w. 911 H).3

Menurut al-Qattan, yang dimaksud dengan asbabun
nuzul adalah sesuatu hal yang karenanya al-Qur’an diturunkan
untuk menerangkan status (hukum) nya, pada masa hal itu
terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan.®
Pengetahuan mengenai asbabun nuzul mempunyai banyak
faedah, yang terpenting di antaranya:

a. Mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan
perhatian syara’ terhadap kepentingan umum dalam
menghadapi segala peristiwa.

b. Mengkhususkan (membatasi) hukum yang diturunkan
dengan sebab yang terjadi, bila hukum itu dinyatakan
dalam bentuk umum.

c. Apabila lafaz yang diturunkan itu lafaz yang umum dan
terdapat dalil atas pengkhususannya, maka pengetahuan

84Manna’ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur an (terj. Mudzakir
AS), Cet. 6, Litera AntarNusa, Jakarta, 2001, hal. 106-107. Muhammad
Abdul Adzim al-Zarqani, mendefinisikan asbabun nuzul yaitu sesuatu yang
(karenanya) satu atau beberapa ayat turun membicarakannya atau
menjelaskan hukumnya pada hari-hari terjadinya. Maksudnya, ia
merupakan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi SAW atau pertanyaan
yang diajukan kepadanya, lalu turun satu atau beberapa ayat untuk
menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa itu atau menjawab
pertanyaan tersebut. Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, Manahil al-
‘Urfan fi ‘Ulum al-Qur an, (terjemahan), Gaya Media Pratama, Jakarta,
2001, hal. 111-112.

85 al-Qattan, Studi llmu-Ilmu Qur'an, hal. 106-107.
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mengenai asbabuun nuzul membatasi pengkhususan itu
hanya terhadap yang selain bentuk sebab.

d. Mengetahui sebab turun ayat adalah cara terbaik untuk
memahami makna al-Qur'an dan menyingkap kesamaran
yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat
ditafsirkan  tanpa  mengetahui  sebab  turunnya.
Sebagaimana dikutip dari pernyataan; (1) al-Wahidi
mengatakan, “tidaklah mungkin mengetahui tafsir ayat
tanpa mengetahui sejarah dan penjelasan sebab
turunnya”. (2) Ibnu Daqiqi al-‘Id berpendapat,
“keterangan tentang asbabun nuzul adalah cara yang kuat
(tepat) untuk memahami makna al-Qur'an”. (3) Ibnu
Taymiyah mengatakan, “mengetahui sebab turun akan
membantu dalam memahami ayat, karena mengetahui
sebab menimbulkan pengetahuan mengenai musabbab
(akibat)”.

e. Sebab turun ayat dapat menerangkan tentang kepada
siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak
diterapkan kepada orang lain, karena dorongan
permusuhan dan perselisihan.®

$al-Qattan, Studi Imu-llmu Qur'an, hal. 110-114. Menurut
Muhammad Abdul Adzim al-Zargani, fungsi mengetahui asbabun nuzul
adalah (1) mengetahui kebijaksanaan Allah SWT secara lebih rinci
mengenai syari’at yang diturunkan-Nya. (2) membantu memahami ayat
yang bersangkutan dan mengeyahkan problem berkenaan dengannya. (3)
menolak dugaan berlakunya hasr (pembatasan) dari ungkapan yang secara
literal menunjukkan adanya hasr itu. (4) mentakhsiskan hukum dengan
sebab nuzul, menurut mereka yang berpendapat bahwa ketentuan (al- ibrah)
berlaku untuk kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. (5) mengetahui
bahwa sebab nuzul tidak keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat
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Adapun asbabun wurud hadits merupakan ilmu yang
menerangkan tentang sebab lahirnya hadits. Sebagaimana
pentingnya mengetahui asbabun nuzul, demikian juga dengan
asbabul wurud, ilmu ini berfaedah antara lain:

a. Untuk memahami dan menafsirkan hadits, karena
pengetahuan tentang sebab terjadinya sesuatu itu
merupakan sarana untuk mengetahui musabbab (akibat)
yang ditimbulkan.

b. Lafaz hadits itu kadang-kadang menggunakan lafaz
umum, sehingga untuk mengambil kandungannya
memerlukan dalil yang mentakhsiskannya.

c. Untuk mengetahui hikmah ketetapan syari’at.

d. Untuk mentakhsiskan hukum, bagi yang berpendapat
bahwa hukum itu berdasarkan sebab yang khusus (al-
‘ibratu bikhususi al-sabab).’’

D. Metode Penelitian

Kajian utama penelitian ini adalah melihat keterkaitan
(hubungan/fungsi) antara al-Qur'an dan sunnah dalam
penetapan hukum syara’, dengan contoh kasus yang diteliti

yang bersangkutan bila ada yang menfakhsiskanya. (6) mengetahui orang
yang secara khusus ayat itu turun berekenaan dengannya, sehingga tidak
akan terjadi kesimpang-siuran yang mengakibatkan kesalahpahaman. Al-
Zarqani, Manahil al- ‘Urfan, hal. 115-120.

8Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalahuhul Hadits, Cet. 7, PT.
Alma’arif, Bandung, 1991, hal. 286-287.
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yaitu masalah kesaksian wanita. Penelitian ini berupa kajian
kepustakaan (library research), jadi pengumpulan data
dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dengan cara
mempelajari berbagai kitab figh, ushul figh, hadits, tafsir dan
buku-buku lainnya serta tulisan-tulisan ilmiah yang terkait
dengan pokok masalah.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah; pertama, mencari lafaz syahadah dalam kitab al-
Mu’jam al-Mufahras i Alfaz al-Qur’an al-Karim, untuk
mengetahui ayat-ayat yang membicarakan tentang kesaksian.
Kemudian penulis merujuk ke kitab figh yang mencantumkan
dalil (ayat al-Qur'an dan hadits). Di antara kitab figh tersebut
adalah Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu,
Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, dan Ibnu Hazm, al-Muhalla.
Selain itu, dirujuk pada kitab figh yang mengandung materi
ushul figh (figh-ushul figh), yaitu kitab ‘I’lam al-Muwaqqi’in
karangan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, untuk menentukan mana
di antara ayat-ayat tersebut yang menjadi kajian dalam masalah
hukum.

Pada tahap kedua, penulis membahas secara detail
tentang tafsir ayat yang secara khusus membicarakan tentang
kesaksian dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir, baik tafsir bi
al-ma’tsur dan bi al-ra’yi, tafsir ahkam maupun modern.
Kitab-kitab tersebut adalah Tafsir al-Tabari dan Tafsir Ibnu
Katsir yang bercorak bi al-ma’tsur,; Tafsir al-Nasafi dan Tafsir
Abi al-Su’id yang bercorak bi al-ra’yi; kitab tafsir ayat ahkam,
Ibnu al-‘Arabi, Ahkam al-Qur'an dan al-Qurtubi, al-Jami’
li"Ahkami al-Qur an;serta kitab tafsir modern, Ahmad Mustafa
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al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi dan Muhammad Hasbi Ash-
Shiddieqy, an-Nur.

Selanjutnya pada tahap ketiga, dengan merujuk pada
penafsiran para mufassir, penulis mengharapkan dapat
mengetahui hadits yang menjadi penjelas terhadap ayat-ayat
yang membicarakan tentang kesaksian. Penulis melacak hadits
tersebut dalam kitab hadits Kutub al-Tis ah, yaitu Sahih al-
Bukhart, Sahth Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Turmuzi,
Sunan al-Nasa't, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad,
Muwatta® Imam Malik, dan Sunan al-Darimi. Untuk
memudahkan pelacakan hadits tersebut, penulis melakukan
penelitian melalui program Mawsii’ atu al-Hadits al-Syarif dan
program Maktabah Syamilah.

Pada tahap keempat, penulis mencari syarh melalui
kitab hadits dan syarhnya. Di sini penulis berharap dapat
menemukan penjelasan tentang hadits tersebut, apakah sesuai
dengan penjelasan ulama tafsir ataukah tidak. Kemudian akan
diperbandingkan dengan penalaran fuqaha terhadap ayat dan
hadits tersebut dalam penetapan hukum kesaksian wanita.

Pada tahap kelima, penulis merujuk kepada kitab-kitab
figh yang dapat mewakili pendapat mazhab empat
(Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah) dan Ibnu
Hazm dari mazhab Zahiri. Khusus pendapat Ibnu Hazm dirujuk
langsung pada kitabnya "al-Muhalla". Melalui penelusuran
kitab-kitab figh tersebut, penulis berharap dapat menemukan
metode penalaran dari masing masing mazhab tersebut.
Selanjutnya, penulis memaparkan pendapat ulama modern
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tentang hukum kesaksian wanita, dan metode penalarannya,
sebagai perbandingan dengan apa yang dikemukakan oleh
fugaha mazhab. Pendapat ulama modern yang dipilih adalah
mereka yang memiliki buku yang membahas secara khusus
masalah kesaksian wanita.

Pada tahap terakhir dilakukan diskusi (munagasyah)
dalil. Di sini penulis menjelaskan tentang perbedaan pendapat
antara fugaha mazhab (mazhab empat dan Ibnu Hazm) dengan
kaum pembaharu; apakah perbedaan itu terletak pada
perbedaan metode penalaran ataukah pada perbedaan dalil yang
digunakan dan konsistensi dalil yang digunakan.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini bersifat komparatif. Artinya pendapat para fuqaha
yang berbeda, yaitu fugaha mazhab (mazhab empat dan Ibnu
Hazm) dan ulama modern akan dikomparasikan dari segi
metode penalaran yang digunakan tentang hukum kesaksian
wanita. Di sini  diharapkan penulis menemukan suatu
kesimpulan tentang metode penalaran para fuqaha terhadap
hukum kesaksian wanita, dan kaitannya dengan fungsi sunnnah
terhadap al-Qur'an. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis
merumuskan teori penetapan hukum Islam dengan pendekatan
tafsir tematik serta merumuskan hubungan antara al-Qur’an
dan sunnah dalam penetapan hukum Islam.
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BAB DUA
PEMAHAMAN ULAMA TAFSIR DAN
HADITS TERHADAP NAS
TENTANG KESAKSIAN WANITA

A. Pemahaman Ulama Tafsir Terhadap Ayat-Ayat al-
Qur’an Tentang Kesaksian

Kesaksian dalam bahasa Arab disebut syahadah,
berasal dari kata ¢ - ¢du - 33lgd yang berarti
mengabarkan apa yang diketahui.®® Untuk menentukan ayat-
ayat tentang kesaksian, penulis melacak lafaz 8led melalui
kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim.
Dalam kitab ini ditemukan lafaz 33l dengan berbagai
perubahan bentuknya dalam al-Qur’an sebanyak 41 bentuk
lafaz yang tersebar di 164 ayat.*

Ayat-ayat tersebut sebagiannya tidak berkaitan dengan
kesaksian dalam masalah hukum, baik di pengadilan maupun
di luar pengadilan. Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis
memilih ayat yang membicarakan tentang kesaksian dalam
masalah hukum dengan berpedoman pada kitab figh yang
mencantumkan dalil (ayat al-Qur'an dan hadits). Di antara

8M. Abdul Maujieb, dkk, Kamus Istilah Figh, Pustaka Firdaus,
Jakarta, Cet. II, 1995, hal. 303.

$Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Baqt, al-Mu ’jam al-Mufahras li Alfaz
al-Qur’an al-Karim, Dar al-Fikr, t.tp, t.t, hal. 492-495. Penjelasan lebih
lanjut dapat dilihat pada bagian lampiran.
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kitab figh tersebut adalah Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami
wa Adillatuhu, Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, dan Ibnu Hazm,
al-Muhalla. Selain itu, diruyjuk pada kitab figh yang
mengandung materi ushul figh (figh-ushul figh), yaitu kitab
‘I’lam al-Muwaqqi’in karangan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah.*°
Berdasarkan keterangan dari kitab-kitab tersebut, dapat
disimpulkan bahwa dasar hukum tentang kesaksian dalam al-
Qur'an terdapat dalam lima ayat, yaitu surah al-Baqarah ayat
282, al-Nisa" ayat 15, al-Ma'idah ayat 106, al-Nur ayat 4, dan
al-Thalak ayat 2.°! Jadi ayat-ayat yang dikaji sebagai ayat
kesaksian dalam tulisan ini adalah lima ayat tersebut.

Adapun kitab tafsir yang dijadikan rujukan dalam
pembahasan ini adalah:

1. Kitab tafsir yang menggunakan corak penafsiran bi al-
ma tsur dan bi al-ra’yi, yaitu:

a. Tafsir al-Tabari dan Tafsir Ibnu Katsir yang bercorak
bi al-ma’tsur

b. Tafsir al-Nasafi dan Tafsir Abt al- Su’iid yang bercorak
bi al-ra’yi.*?

Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Dar al-Fikr,
Damsyik, 1997. Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Dar al-Fikr, Bairut-Libanon,
1983. Ibnu Hazm, al-Muhalld, Juz. 10, Maktabah al-Humhuriyah al-
‘Arabiyah, Mesir, 1970. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I’lam al-Muwaqqi in,
Juz. 1, Dar al-Jil, Bairut, 1973.

o' Ibnu Qayyim, ‘I’lam al-Muwaqqi’in, Juz. 1, hal. 91-92.

92Penulis mendapatkan informasi tentang klasifikasi kitab tafsir
sesuai corak penafsirannya, yaitu bi al-ma tsur dan bi al-ra’yi, berdasarkan
keterangan dari kitab al-Tafsir wa al-Mufassiran. Dalam kitab ini,
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Pemilihan kitab tersebut dimaksudkan untuk
mengetahui tentang penggunaan sunnah sebagai penjelas al-
Qur'an. Karena tafsir yang bercorak bi al-ma’tsur sangat
mengandalkan riwayat dalam penafsirannya. Sedangkan

pengarangnya yaitu Muhammad Husain al-Zahabl menjelaskan bahwa isi
kitabnya dirujuk pada berbagai sumber kitab tafsir yang meliputi; tafsir bi
al-ma’tsur, bi al-ra’yi, al-mu’tazilah, al-imam al-isna ‘asyariyyah, al-
zaydiyyah, al-khawarij, al-sufiyyah, al-fuqaha, dan kitab tafsir fi al- ‘asr al-
hadits. Untuk kitab tafsir bi al-ma’tsur, ia merujuk pada sembilan buah
kitab, yaitu; (1) Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur an karangan Ibnu Jarir al-
Tabari, (2) Bahr al-‘Ulim karangan Abu al-Lays al-Samaqandi, (3) al-
Kasyaf wa al-Bayan ‘an Tafsir al-Qur’an karangan Abu Ishaq al-Sa'labi,
(4) Mu’alim al-Tanzil karangan al-Hasan bin Mas’ud al-Baghdadi, (5) al-
Muharar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-‘Aziz karangan Ibnu ‘Atiyah al-
Andalusi, (6) Tafsir al-Qur'an al-‘Azim karangan Ibnu Katsir, (7) al-
Jawahir al-Hasan karangan ‘Abd al-Rahman al-Sa’ali, (8) al-Dar al-
Mansir karangan Jalal al-Din al-Sayiiti, dan (9) Tanwir al-Mugbas min
Tafsir Ibnu ‘Abbas karangan Abu Tahir al-Fairliz Ibadi al-Azhariyyah.
Sedangkan kitab tafsir bi al-ra’yi dirujuk pada sepuluh buah kitab, yaitu; (1)
Mafatih al-Ghaib karangan al-Fakhr al-Razi, (2) Anwar al-Tanzil wa Asrar
al-Ta'wil karangan al-Baydawi, (3) Mudarik al-Tanzil wa Haqa'iq al-
Ta'wil karangan al-Nasafi, (4) al-Bab al-Ta'wil fi Ma’ani al-Tanzil
karangan al-Khazin, (5) al-Bahr al-Mahith karangan Abl Hayan, (6) Tafsir
al-Jin karangan al-Jalal al-Mahallt dan al-Jalal al-Sayiti, (7) Gharaib al-
Qur'an wa Raghd'ib al-Furgan karangan al-Naysaburi, (8) Irsyad al-’Aql
al-Salim karangan Abu al-Su’td, dan (10) Ruh al-Ma’ani karangan al-
Aliist. Muhammad Husayn al-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirin, Jid. 2,
t.tp, 1976, hal. 630-631. Klasifikasi kitab tafsir kepada bi al-ma’tsur dan bi
al-ra’yi, juga disebutkan dalam kitab; ‘Ali Hasan al-‘Aridl, Sejarah dan
Metodologi Tafsir, (Terj. Ahmad Akrom), PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, Cet. II, 1994, hal. 41-72, dan Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode
Tafsir Mawdhu’iy; Suatu Pengantar, (Terj. Suryan A. Jamr ah), PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I, 1996, hal. 12-29.
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tafsir yang bercorak bi al-ra’yi lebih mengedepankan logika
daripada riwayat dalam penafsirannya.
2. Kitab tafsir ayat ahkam, yaitu:
a. Ibnu al-‘Arabi, Ahkam al-Qur an
b. Al-Qurtubi, al-Jami’ i’ Ahkami al-Qur an

Demikian juga dengan pemilihan kitab tafsir ayat
ahkam, dimaksudkan untuk mengetahui tentang penggunaan
sunnah sebagai penjelas al-Qur'an menurut kalangan
mufassir yang bercorak figh. Ini sesuai dengan pembahasan
tulisan ini yang mengangkat kasus kesaksian wanita yang
merupakan kasus hukum. Penulis ingin mengetahui, apakah
mereka menjadikan hadits sebagai penjelas ayat atau tidak.

3. Kitab tafsir modern, yaitu:
a. Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi
b. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, an-Nur.”

SAbli Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari
(Jami’ al-Bayan fi Takwil al-Qur’an), Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Bairut-
Libanon, 1999. Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Dar Masri li al-Tiba’ah,
t.tp., t.t., Abt al-Su’nd, Tafsir Abi al-Su’ud, Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, Bairut-
Libaonon, t.t., ‘Abd al-Allah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi, Tafsir al-
Nasafi (Madarak al-Tanzil wa Haqa'iq al-Ta'wil), Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, Bairut-Libanon, t.t., Abii ‘Abd al-Allah Muhammad bin Ahmad
al-Ansart al-Qurtubi, al-Jami’ li’Ahkami al-Qur an, Dar al-Katib al-‘Arabi
litaba’ah wa al-Nasyr, 1967. Ibnu al-‘Arabi, Ahkam al-Qur'an, Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, Bairut-Libanon, t.t. Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir
al-Maraght, Dar al-Fikr, Bairut, 1973. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,
Tafsir al-Qur anul Majid (an-Nur), Pustaka Rizki Putra, Semarang, t.t.,
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Demikian juga halnya dengan pemilihan kitab tafsir
modern,  dimaksudkan untuk  mengetahui tentang
penggunaan sunnah sebagai penjelas al-Qur'an menurut
kalangan mufassir modern. Apakah mereka menjadikan
sunnah sebagai penjelas ayat atau tidak. Intinya adalah
pemilihan semua corak tafsir tersebut dimaksudkan untuk
melihat kecenderungan para mufassir dengan berbagai
macam corak tafsir tersebut dalam penggunaan sunnah
sebagai bayan terhadap ayat al-Qur'an, sesuai dengan kajian
pokok tulisan ini adalah melihat fungsi atau hubungan
antara al-Qur'an dan sunnah.

Dalam penafsiran ayat-ayat tersebut, dikaji satu demi
satu ayat dari delapan kitab tafsir tersebut secara komprehensif
(menyeluruh), dengan masalah utama yang diperhatikan pada
setiap penafsiran ayat adalah asbabun nuzul, makna lafaz atau
prase, hadits/riwayat yang menjadi penjelas ayat, nasikh-
mansitkh, dan munasabah (konformitas) dengan ayat kesaksian
lainnya. Diharapkan dengan kajian secara komprehensif ini
penjelasan setiap ayat tersebut dapat diketahui secara detail,
sehingga kecil kemungkinan terjadi kekeliruan dalam
pemahamannya. Namun di sini penulis menyadari bahwa hal
ini akan membosankan bagi pembaca, tetapi penulis tetap
mempertahankannya. Adapun uraiannya sebagai berikut:
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1. Surah al- Baqarah ayat 282

a).uSlJ dA‘ c_r“ O ?‘“"h" \J\ | gialg Q.\JJ\ \_g_q\l_a
A_Acuia_u&u\a_u&ub‘ﬁjdwa_ﬂlseﬁuuﬁﬂj
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ul_a NE L;P‘i\ Lalas) )Sd_ﬁ L las) Jocad Gl ;\J@-ud
%;H S paias ju&u\\ym‘jj\)cquh\chg_&l\
\‘)(\}yl_a’).\‘i\@q\jaql.@_uﬂws\jm\m.k;é\eﬁa&\
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wu\) g.i.g_a.n\){jc_u\swl_:adyage.\ul_u\d‘\)lﬂ\g Y
d&gi\.ﬂj ‘ESASS_\}AU\ \)A.\\jé.\d}.uﬁ‘\_itﬁ \J&ﬂ.\

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang
itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya
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mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di
antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari
saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang
lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas
waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di
sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian
serta lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu, (tulislah mu’amalah itu), kecuali jika
mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi
kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjualbeli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesunguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.

Penjelasannya:

a. Tafsir al-Tabart

Dalam Tafsir al-Tabari tidak disebutkan asbabun nuzul
surah al-Baqarah ayat 282 ini secara khusus. Al-Tabar1 (w. 310
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H) menafsirkan ayat ini dalam bentuk potongan ayat demi
potongan ayat, yang dapat dikelompokkan kepada 17 (tujuh
belas) potongan ayat, yaitu:

Pertama; (=oms Ja) ) i 280185 13) 1 hale Cpall il
Menurut al-Tabari, ayat ini membicarakan masalah jual
beli salam, sesuai riwayat dari Ibnu ‘Abbas yang mengatakan:
Lala elud\ & 4_1‘){\ sda (Al . Dalam hal ini al-Tabari
mengutip lima buah riwayat, yang salah satunya berbunyi:
e Waa (JB e il dil de o deaa s
cu\_m L;a\ e cu\_\s...u uc ch\_mS\ u.\\ Whas cd\ﬁ Caaliall
13) \}m\ Cll \.@_1\ L": b u;\ oS sz ‘f\ R ooe
d;\ LsJ\ ?}SM d.\S @ ‘?L‘J\ Ls“' ;ﬂ).a A c"u.m.a e.u.\\m
94 2 33,_‘,

Kedua; ° )ﬁS\A, di sini al-Tabarm menjelaskan, para ulama
berbeda pendapat tentang hukum menulis dalam masalah
hutang-piutang, apakah wajib atau sunnat. Ulama yang
berpendapat wajib berpegang kepada tiga buah riwayat, yang
salah satunya berbunyi:

chaA U_a\ u.m\ Whas cd\ﬁ d\;.u\ Whas - d\ﬁ c@.\.d‘ u_\.m;

e Jal ) G aTlxi 13"l B 8wl el e
S ISR S e piR

%Abi Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari
(Jami’ al-Bayan fi Takwil al-Qur'an), J1d. 3, Dar al-Kutub al-‘IImiyah,
Bairut-Libanon, 1999, hal. 116.

% Al-Tabari, Tafsir al-Tabart, JId. 3, hal. 117.
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Sedangkan ulama yang berpendapat tidak wajib atau
sunnat adalah karena menurut mereka perintah pada ayat ini
telah dinasakh hykumpya olgh ayat berlkutnya (al-Bagarah
283) yaltu A_uLA\ u.mj\ Lgﬂ\ JJ.\SS Lasu eS.AAM UA\ u\ﬁ
4 1) )l @-‘-d 5 (maka jika sebahagian kamu mempercayai
sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanahnya [hutangnnya] dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya). Sebagian ulama lain
berpendapat, ayat 283 surah al-Baqarah itu merupakan rukhsah
terhadap perintah menulis dalam masalah hutang-piutang.
Dalam hal ini al-ThabarT mengutip tiga belas buah riwayat,
yang di antaranya berbunyi:

3a8 e cmn Was JB8 4y Was ‘du Was -
mb)ugcwﬂ\umu\u\uﬁd d‘.ﬁ
LGJLAJLEAUJAL_\ ‘ulam‘i eyu\dd\s& 61.\:5
d;) JUQJJUJSJQ_L\SJ \}SUQAJMRXBMJ
cmuomdud;NScwgJu&#mah
JEy 4y ac B Yl iy o8 4y leod
djsm.\scl.mﬁ u.d\_aul_\ﬁ\ c_al_uS\ u\S u_ﬁ,);‘
(MLQ\ UAJJ\ LS‘JS‘ .Jbﬂﬁhaax:iesmuw\ u\ﬁ)

@.\)M cu\u.cc‘)sgu_\\u.n\uhd&)\.«;uc -
dtﬂ w\j ‘)ML_LA\.SH d\&cd..ﬁﬁ\)j—t\.lm

% (2\3 )
Ketiga; S50 O a8 Qb V5 gl ok & il
;W\ ,!, 12 S

%Al-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. 3, hal. 117.

69



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

Al-TabarT menjelaskan si penulis itu wajib menuliskan
perjanjian hutang-piutang itu secara benar, dengan tidak
berbuat zalim (aniaya), baik dengan mengurangi atau
melebihkannya. Dalam hal ini, ia mengutip delapan buah
riwayat, yang di antaranya berbunyi:

(&2 838 (e e Wiaa o JU 3y 5 Wiaa (JU8 o Whas -
@ S 4 @4\ JE "Jaadl il (‘S.\.u i PP P
Odabiad qup Y cb;mucmja TN

Uﬁhcdlﬁeml.cy\\_uh d\sjju:u;ml_uh -

)s:d.ﬂ\d)s"'ms\.;auccc_\mg\u;\ (e
u\ c_u\Sj\ ‘_A.C &_1;\} dtﬁ cu_ulS Q_Il_i ‘J}"d;J

97,
Keempat;

Ma A Y5 455 A sl Gall ale ool gty ikl =

-

Menurut al-Tabari, potongan ayat ini menjelaskan
bahwa pemberi hutang wajib mendiktekannya secara benar,
dengan tidak mengurangi sedikitpun dari hutangnya itu. Al-
TabarT mengutip dua buah riwayat, yaitu:

uscu\ucc)m \u.\\l..x.m:.cd\ﬁ)\.«:usg_uh -

Lﬁ:‘_g (AT ulSﬂ c"dél“\_ilccg.ﬂ‘ M} : ‘)j\
Aia allay Y djﬁ6"mmum:yj¢4)¢“\dﬂ "
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97Al-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. 3, hal. 117.
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‘_gm)ua\dbcd\ﬁu_&ju;\b)n\cd\ﬁumy‘;uh -
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Al-Tabarm1 menjelaskan, jika orang yang memberi
hutang itu dalam kondisi lemah, maksudnya bodoh, baik
kebodohan itu karena ia masih kecil atau sudah dewasa, tetapi
ia dungu, sehingga tidak mampu untuk mendiktekannya, maka
wali harus menggantikannya untuk mendiktekannya secara
jujur. Untuk menjelaskan ini, al-Tabari berpegang kepada

sembilan riwayat, yang di antaranya adalah:

e ‘d.\.u Was cd\ﬂ 46\\\ ).1\ Lhas cd\ﬂ @.\A\ sz.m;

d;l\ ale L;JS\ u\S lﬁ" saalaa uf— = Y
)AY\} ;.)m‘)!l_a JMASIA \ LA\ ¢ L@_q.m

LU.\;\‘JAJJJ.\LU_\;\ cd\ﬁ;ﬂ\.ﬁa@\w@u@.\h
M}M M‘M\}Q d&cmj\ﬁu
L

e c.ia\_\.u\ Wiaa ‘d\ﬁ D Wiaa ‘d\ﬁ (™90 qub
99 dA;Y\}gA (Caaall Wi Lgd.ud\

Keenam; eﬁlé,) e ua%\@-w ‘_946-“‘-’“‘_9

%8Al-Tabari, Tafsir al-Tabari, J1d. 3, hal. 121.
P Al-Tabari, Tafsir al-Tabari, JId. 3, hal. 121-123.
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Di sini al-TabarT menjelaskan, kesaksian dalam masalah
mu’amalah harta adalah dua orang saksi laki-laki muslim
merdeka, bukan hamba sahaya, dan bukan orang kafir
merdeka. [a berdalil kepada dua buah riwayat, yaitu:

& o o ‘uumug‘@\ Was (JU¥ S5 o) Was -

" \A | J 4" M\AA

MaSlla ) e el | saelial oo e
B

ceau&uc‘mmu.\ésh};\ cd\ﬁu,u}.a‘_?\.m; -
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Al-TabarT menafsirkan potongan ayat ini bahwa saksi
itu haruslah orang yang adil dan yang diridhai oleh kedua belah
pihak (pemberi hutang dan yang menerima hutang), dan
kesaksian wanita dapat diterima dalam masalah hutang
(mu’amalah harta) dengan perbandingan dua orang wanita
sebagai pengganti seorang laki-laki. Berdasarkan dua riwayat
berikut:

G_a\ u.a\ Was cd\& d\Am\ Whas ‘dla G_u.‘d\ G_uA:. -
e | sdgdiind 5" tal 8 3 )l (el (e dna
Glay Uy ol (" = uﬂ‘ @ s sl (e
o s e = cpall Al ol el 5 s b
Jsae tJsay "elagidl

10A]-Tabari, Tafsir al-Tabari, J1d. 3, hal. 123.
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c‘)&‘) y\ Whas 4d\3 d\;u\ Whas ‘dtﬁ ‘;u.d\ L;uq; -
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Al-TabarT menjelaskan alasan kenapa harus dua orang
perempuan sebagai ganti seorang laki-laki, yaitu untuk saling
mengingatkan satu sama lain jika terjadi kekeliruan atau lupa.
Saling mengingatkan ini merupakan kewajiban agar dapat
mengantisipasi sebelum terjadi kekeliruan tersebut. Jadi dalam
memberikan kesaksian, apabila kesaksian wanita yang pertama
ada kesalahan (lupa), maka wanita yang satunya lagi yang akan
bersaksi atas kelupaan temannya. Karena itu, pengertian dua
orang saksi perempuan adalah berkumpulnya dua orang
perempuan untuk menyaksikan peristiwa perjanjian hutang-
piutang itu. Kedua orang perempuan tersebut berfungsi untuk
saling mengingatkan jika dibutuhkan kesaksian mereka itu di
kemudian hari. Dalam hal ini al-Tabari mengutip enam
riwayat, di antaranya adalah:

q;d\a‘u\)wu.u &l awe o e Gl clas
JS.J.\S"d)S d.g\_au.d d\a M\mwu\_xmuc
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01 Al-Tabari, Tafsir al-Tabari, J1d. 3, hal. 123.
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Al-TabarT menjelaskan, para ulama berbeda pendapat
tentang kewajiban seseorang untuk bersaksi ketika ia diminta
bersaksi. Menurut sebagian ulama, seseorang itu wajib bersaksi
jika dimintainya. Ada tiga puluh riwayat yang dikutipnya, di

antaranya adalah:

3 e e Was (JB 4y Was (JB8 dn Was
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Balgd A cued L 13) agdi o) QB Y i JE (M gea
(SEE \jﬂs “){\ cc\ﬁjﬁ@udmu});‘ d\A}
J;ycd\d‘djs;j\&sﬂ.g_m)du_cdw&sdduaﬁ
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Menurut al-Tabari, inti potongan ayat ini menjelaskan
tentang janganlah bosan atau jemu untuk menulis hutang itu,

12Al-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. 3, hal. 123-126.
103A]-Tabari, Tafsir al-Tabari, J1d. 3, hal. 126-127.
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baik kecil (sedikit) ataupun besar (banyak). Ia mengutip satu
riwayat yang berbunyi:

us: chhAS\ ua\ \.1).1;\ 4d\3 ) g Whas d\ﬁ qu.d\ L,,A.m;
j\b.\ma}u&u\\}o\.myj" Alas e “_u]gr_‘d.)
104 3l ga oW "ala) ) ) S

Kesebelas; A 349 LLal (‘Sh

Al-TabarT menjelaskan, dengan menulis hutang itu
maka keadilan itu dapat ditegakkan, karena Allah juga
memandang itu adalah yang lebih adil. Berdasarkan riwayat
berikut:

Lgd.ul\ o 4.1::\.1.»:\ Whas cd\ﬁ EDn Whaa cd\& CS“")A @.u;
05 ) xie Jael rJsf "l die Jad) oK1l 68

Kedua belas; ) 5255 N @J\} salgall (‘)5\}

Potongan ayat di atas menjelaskan, dengan menulis
hutang itu maka bukan saja lebih adil di sisi Allah, tetapi juga
dapat menguatkan kesaksian serta lebih dekat kepada
kebenaran, sehingga tidak menimbulkan keraguan di dalamnya.
Di sini al-TabarT mengutip satu riwayat yaitu:

os bl Uas (JE 5 jee Uaa (JU (e Laa
S Y U\ (Jst (Mals s Y u\ ) db"Lgm.d\
106 33 )

104A1-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. 3, hal. 130.
15 Al-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. 3, hal. 130-131.
106A]-Tabari, Tafsir al-Tabari, JId. 3, hal. 131.
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Al-TabarT menafsirkannya bahwa dalam mu amalah
tunai, tidak ada unsur penundaan waktu atau penangguhan
pembayaran, schingga tidak ada kemungkinan Ilupa atau
disengketakan di kemudian hari. Oleh karena itu, tidak ada
kebutuhan untuk menulisnya, maka para ulama sepakat tentang
tidak wajibnya menulis mu’amalah tunai tersebut. Ia berdalil
kepada dua buah riwayat berikut:

e c.La\_u.n\ Was cd\ﬁ J.AQL\JJ; cd\ﬁ jAb_uJ; -
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Menurut al-TabarT, di sini para ulama berbeda pendapat
tentang perintah menghadirkan saksi setiap bermu’amalah
(jual-beli), apakah wajib atau sunnat. Sebahagian mereka
berpendapat hanya sunnat saja. la berpegang kepada enam
buah riwayat yang di antaranya adalah:

107 Al-Tabari, Tafsir al-Tabari, J1d. 3, hal. 131-132.
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Di sini dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat
dalam menafsirkan potongan ayat ini. Sebahagiannya berkata,
Allah melarang juru tulis itu menuliskan apa yang tidak
didiktekan oleh si pendikte, dan saksi itu tidak boleh
memudharatkan para pihak, dengan memberikan kesaksian
yang tidak disaksikannya. Dalam hal ini al-TabarT mengutip
dua puluh dua buah riwayat, di antaranya adalah:

cd‘.ﬁd\JJ\_ﬁcb)&\ cd\.ﬁ@mu.\uu;]\@_m; -
Y " d)s‘_g‘\_u\uccwj\.lau.\\ c‘)m\_u.\;\
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108 Al-Tabari, Tafsir al-Tabari, J1d. 3, hal. 133-134.
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V) dgd Yy balglll S5 Y B Maed V" i)y
109, gan

Keenam belas; (‘S" d}uﬁ :‘:‘\3 ‘ 9533-‘ u‘j

Menurut al-Tabari, sebagian para ulama menafsirkan
potongan ayat ini bahwa jika juru tulis dan saksi itu melakukan
kezaliman, dengan menuliskan apa yang tidak didiktekan dan
bersaksi dengan apa yang tidak disaksikannya, maka berarti ia
telah melakukan sebuah kefasikan, yaitu dosa dan kemaksiatan.
Di sini ia mengutip empat buah riwayat, di antaranya adalah:
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Al-TabarT menafsikan potongan terakhir dari surah al-
Baqarah ayat 282 ini adalah sebuah kewajiban bagi para pihak
yang bermu’amalah secara tidak tunai untuk takut kepada
Allah, dengan menulis dan mempersaksikan mu’amalah yang
mereka lakukan, sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah-
Nya. Di sini ada satu riwayat yang dikutip, yaitu:

19 Al-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. 3, hal. 134-135.
10A]-Tabari, Tafsir al-Tabari, J1d. 3, hal. 138.
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Dari wuraian di atas tergambar bahwa al-Tabari
memahami maksud dari surah al-Baqarah ayat 282 ini
berbicara secara khusus masalah jual beli salam, berdasarkan
riwayat Ibnu ‘Abbas. Dalam menafsikan ayat ini, ia berpegang
kepada 98 buah riwayat, tetapi tidak ada satu pun dari riwayat
itu yang menjelaskan tentang perbedaan antara saksi laki-laki
dengan saksi perempuan. Kemudian dalam tafsirnya, al-Tabart
mengaitkan dengan ayat berikutnya surah al-Baqarah ayat 283,
untuk menjelaskan bahwa ada sebahagian ulama yang
berpendapat hukum menulis di sini tidak wajib, dengan alasan
telah mansiakh, dan sebahagian lagi berpendapat sebagai
rukhsah. Tetapi ia tidak menjelaskan keterkaitan ayat ini
dengan ayat kesaksian lainnya.

b. Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir (w. 774 H) tidak menyebutkan asbabun
nuzul surah al-Baqarah ayat 282 ini. Ia menjelaskan, ayat ini
merupakan ayat yang terpanjang dalam al-Qur’an, intinya
membicarakan masalah hutang-piutang. D1 sini ia mengutip
tiga buah riwayat, salah satunya berbunyi:
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W Al-Tabari, Tafsir al-Tabari, JId. 3, hal. 138-139.
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Kemudian Ibnu Katsir menguraikan ayat ini kepada
enam potongan ayat yaitu
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Menurut Ibnu Katstr, potongan ayat tersebut merupakan
tuntunan Allah kepada orang-orang mukmin jika mereka
melakukan mu’amalah hutang-piutang supaya ditulis, agar
jelas jumlahnya, waktunya dan mudah untuk persaksiannya,
sehingga menghilangkan keraguan di kemudian hari. Hal ini
sesuai dengan potongan ayat

| ool 55 ‘X\@q\jaaweﬁ\jm\m.k;é\eﬁq

Di sini Ibnu Katsir mengutip tiga buah riwayat, salah satunya
adalah:

\_3 wbe e c.JA\AA c_\m @\ U-"
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Adapun perintah menulis di sini “® suiSle hanyalah
petunjuk ke jalan yang baik dan terjamin keselamatan yang
diharapkan, bukan perintah wajib. Ibnu Katsir mengutip
riwayat dari Ibnu Juraij yang berpendapat bahwa pada mulanya
perintah menulis itu wajib, kemudian kewajiban itu
dimansiuikhkan dengan ayat 283 surah al-Baqarah:

"2Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, Dar al-Misri Litta’ah, t.tp,
t1, hal. 333-334.
BIbnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 334.
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Di sini ada empat buah riwayat yang dikutip Ibnu Katsir, di
antaranya adalah'
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Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mengajarkan
supaya antara orang yang berhutang dengan yang memberi
hutang ada seorang juru tulis yang adil, jujur dan tidak punya
kepentingan apapun. la menuliskan transaksi itu secara benar
dengan tidak menambah atau menguranginya. Lalu ditekankan
bahwa seseorang yang pandai menulis, jika dimintainya, maka
jangan menolaknya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya
sehingga ia pandai menulis. Ia berhujjah pada dua buah hadits
berikut:

Vosl el 5 L
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41bnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 334.
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Berdasarkan dua hadits tersebut, Ibnu Katsir mengatakan,
menurut Mujahid dan ‘Ata’, seorang juru tulis wajib hukumnya
menulis transaksi hutang piutang itu ketika dimintai
bantuannya.!!>

Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan, orang yang
mendiktekan kepada penulis itu adalah yang berhutang, supaya
catatan yang ditulis itu merupakan pengakuannya sendiri. la
dalam mendiktekan hutangnya itu tidak boleh berlaku curang,
ia harus takut kepada Allah, dengan mendiktekannya secara
benar, sehingga tidak merugikan pihak yang memberi hutang.
Tetapi jika orang yang berhutang itu orang bodoh atau tidak
sempurna akalnya, baik karena masih anak-anak atau gila atau
ia sendiri tidak mampu untuk mendiktekannya, maka walinya

yang akan mendiktekannya secara jujur dan adil.!'®
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Di sini Ibnu Katsir menjelaskan, dalam transaksi hutang
piutang, selain pencatatan, juga hendaknya dipersaksikan
dengan dua orang saksi laki-laki untuk ~menambah
kepercayaan. Jika tidak ada dua orang laki-laki, boleh seorang
laki-laki dan dua orang wanita. Dan saksi itu haruslah orang

WIbnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 335.
16Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 335.
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yang disukai (diridhai) oleh kedua belah pihak, baik yang
berhutang maupun yang memberi hutang, serta saksi itu
disyaratkan haruslah orang yang jujur dan adil, sebagaimana
pendapat al-Syafi’1.

Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa kesaksian wanita
dapat diterima hanya dalam masalah harta, dan kedudukan dua
orang saksi wanita adalah untuk saling mengingatkan, jika
salah satunya lupa, disebabkan wanita kurang dari segi
akalnya. Beliau merujuk kepada sebuah hadits Nabi SAW yang
diriwayatkan Muslim, yaitu:

“)m u_q d_\;;m\ Wiaa ‘dnmtn\\ w‘—é(‘l““‘ d\ﬁ
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o\)a\ uﬂ_qs Lﬂ\ dﬁ\ )}35\ :)S..u\J qula )\Axﬂ»‘ﬁ\ uj&\j
O3 08 J\-ﬂ‘ Jal S8 by W ey Al Gide
g_ﬂs:\u.mjdsr_g_\hasb L_LI\ LAJJ.\MAM/ ’;}aﬂ\
d\ﬁwﬂ\jdsd\uhamu)m\d}u)bd\ﬁu&: <
\J@ d;) b.JL@.u dm ':r),a\ aaLg_ua dsud\ LAS.I LA\
117"u_,_\j\ u1 s

Hadits di atas menerangkan bahwa, Rasulullah
bersabda; wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan
perbanyaklah istighfar (minta ampun). Karena aku melihat
kaum wanita yang lebih banyak menjadi penghuni neraka.
Seorang wanita yang cukup pintar di antara mereka bertanya:
ya Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang lebih banyak

"WIbnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 335.
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menjadi penghuni neraka? Rasulullah SAW bersabda: kalian
banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat
kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal
daripada kalian. Wanita itu bertanya lagi: ya Rasulullah,
apakah kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah SAW
bersabda: yang dimaksudkan kekurangan akal yaitu persaksian
dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Ini
adalah kekurangan akal, wanita melalui malam-malamnya
tanpa mengerjakan shalat dan berbuka di bulan Ramadhan
(karena haid), inilah kekurangan agama.

Keempat

311 b 5888 O 1 54008 Y5520 e 1) g1 b v
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Terhadap potongan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan
bahwa saksi itu wajib memenuhi panggilan untuk bersaksi.
Dalam hal ini, menurut jumhur ulama, hukum bersaksi itu
fardu kifayah. Tonu Katsir juga mengutip pendapat Mujahid
dan beberapa ulama lain yang mengatakan, jika seseorang
dipanggil untuk bersaksi dalam transaksi hutang piutang, maka
ia boleh menerima atau menolaknya. Tetapi jika ia telah
menjadi saksi dalam transaksi tersebut, ia wajib memberikan
persaksiannya ketika dibutuhkan. Di sini Ibnu Katsir mengutip
riwayat dari al-Bukhart dan Muslim, yaitu:
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Hadits pertama menyatakan “sukakah aku beritahukan
kepadamu sebaik-baik saksi, ialah yang memberikan kesaksian
sebelum diminta”. Maksudnya saksi jujur yang menerangkan
apa yang diketahui untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi
dan butuh kepada kesaksiannya. Sedangkan hadits kedua
“sukakah aku beritahukan kepadamu sejahat-jahat saksi, ialah
mereka yang memberikan kesaksian sebelum diminta.
Maksudnya saksi yang memberikan keterangan palsu.

Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, dalam transaksi
hutang piutang, para pihak tidak boleh malas untuk
menuliskannya, baik kecil maupun besar hutang itu. Karena
dengan menulis hutang itu, lebih adil di sisi Allah, lebih kuat
untuk persaksian dan tidak menimbulkan keraguan di
kemudian hari.!'"
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Berkaitan dengan potongan ayat sebelumnya, di sini
dijelaskan jika transaksi jual beli kontan (tunai), maka tidak
perlu untuk menulisnya, tetapi hendaknya dipersaksikan

"8Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 335-336.
"Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 336.
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transaksi itu supaya lebih aman. Ibnu Katsir berdalil pada
riwayat berikut:

&\muq‘;xa‘;\thdsjjy\uh ea\;@\uq\dlﬁ
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Pendapat ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh
Jabir bin Zayid, Mujahid, ‘Ata’ dan al-Dhahhak. Sedangkan
menurut al-Syu’bi dan al-Hasan, perintah ini telah mansiikh
dengan firman Allah dalam ayat berikutnya surah al-Baqarah
ayat 283:

12033 (b 53l 35 Wi a8y Gl B8
Tetapi menurut jumhur ulama, hukum menghadirkan saksi
dalam transaksi tunai ini irsyad (pengarahan) dan nadb
(sunnat),'! bukan wajib. Berdasarkan hadits dari Khuzaimah
bin Tsabit, yaitu:
e 6L_UM Whas cu\..u.“ j.a‘ Whas JAA\ LA‘)” o\}J
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1201bnu Katstr, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 336.

12Iperbedaan antara irsydd dan nadb ialah nadb itu bertujuan untuk
mencari pahala di akhirat, sedangkan irsyad itu hanya pengarahan untuk
kemashlahatan di dunia. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar
Pembinaan Hukum Figh Islami, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1986, hal. 197.
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Hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW
membeli seekor kuda dari seorang A 'rabi (Arab Baduwi),
kemudian minta padanya supaya ikut ke rumah untuk dibayar
harganya. Nabi SAW berjalan agak cepat, sedangkan Baduwi
perlahan-lahan, sehingga banyak orang yang menawarkan
kudanya, karena orang-orang itu tidak mengetahui bahwa kuda
itu sudah dibeli oleh Nabi SAW. Ketika ada tawaran yang lebih
tinggi daripada tawaran Nabi SAW, Baduwi itu berseru kepada
Nabi SAW: “jika anda membeli kuda ini, segeralah, jika tidak,

122lbnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 336.
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maka akan aku jual”. Ketika Nabi SAW mendengar seruan
Baduwi itu, beliau berhenti dan berkata: “bukankah kuda itu
telah aku beli?”. Baduwi itu menjawab: “tidak, demi Allah aku
belum menjual kepadamu”. Lalu orang-orang berkerumun di
antara Nabi SAW dan Baduwi itu, kemudian Baduwi itu
berkata: “siapakah saksinya, bahwa aku telah menjual
kepadamu?” Maka kaum muslimin yang ada di situ semuanya
memperingatkan Baduwi itu, “Celaka kamu, Nabi SAW tidak
pernah berdusta”. Kemudian Khuzaymah bin Tsabit datang dan
mendengar tuntutan Baduwi untuk membawa saksi, maka
Khuzaymah bersaksi, “Aku bersaksi, bahwa anda telah
membelinya”. Maka selesailah urusan itu. Kemudian Nabi
SAW bertanya kepada Khuzaymah, “atas dasar apakah kamu
berani menjadi saksi?” Khuzaimah berkata: “karena
keteranganmu, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW
menetapkan bahwa kesaksian Khuzaymah sama dengan
kesaksian dua orang”.

Ibnu Katsir juga mengutip hadits berikut:
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Hadits di atas menjelaskan ada tiga macam orang yang
berdoa kepada Allah, tetapi doa mereka tidak diterima, yaitu

123Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 336.

88



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

seseorang yang mempunyai istri yang rendah budinya, tetapi
tidak dicerainya. Seseorang yang menyerahkan harta kepada
anak yatim sebelum baligh. Seseorang yang memberi hutang
kepada orang lain dan tidak mempersaksikannya
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Menurut Ibnu Katstr, potongan ayat di atas menjelaskan
bahwa juru tulis dan saksi itu tidak boleh mempersulit, dengan
menuliskan yang berbeda dari yang didiktekan dan saksi
menyembunyikan atau menyampaikan apa yang tidak
didengarkannya atau disaksikannya, ini pendapat al-Hasan dan
Qatadah. Sedangkan menurut Ibnu Hatim, maksud dari
potongan ayat tersebut adalah antara juru tulis dan saksi tidak
boleh saling mempersulit. Dalam hal ini, Ibnu Katsir mengutip
sebuah riwayat dari Ibnu ‘Abbas, yaitu:
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Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, perbuatan curang
yang dilakukan oleh juru tulis dan saksi tersebut di atas
merupakan perbuatan fasik. Karena itu, bertaqwalah kepada
Allah SWT dengan mengikuti segala perintahnya, dan Allah itu
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maha mengatahui segalanya. Di sini ia mengutip dua ayat,
yaitu surah al-Anfal ayat 29 dan surah al-Hadid ayat 28.1%*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Ibnu
Katsir dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 282 tersebut
berpegang kepada 19 buah riwayat. Yang menarik di sini
adalah ia mengutip sebuah riwayat yang menjelaskan tentang
perbedaan kesaksian laki-laki dengan perempuan, yaitu
kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki. Dalam
hadits tersebut tidak dibatasi kesaksian perempuan itu hanya
dalam masalah harta saja. Tetapi dijelaskan dalam hadits
tersebut bahwa satu saksi laki-laki sama dengan dua saksi
wanita. Alasannya adalah wanita kurang dari segi akalnya.
Kemudian Ibnu Katsir sebagaimana al-TabarT juga mengaitkan
dengan ayat 283 surah al-Baqarah, untuk menjelaskan bahwa
ada sebahagian ulama yang berpendapat hukum menulis di sini
tidak wajib, dengan alasan telah mansikh. Tetapi ia juga tidak
menjelaskan keterkaitan ayat ini dengan ayat kesaksian
lainnya.

c. Tafsir al-Nasafi

Al-Nasaft (w. 701 H) juga tidak menyebutkan secara
konkrit asbabun nuzul surah al-Bagarah ayat 282 ini.
Menurutnya, ayat ini berbicara masalah mu’amalah, khususnya
masalah jual beli salam. Berdasarkan riwayat berikut:
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124Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 336-337.
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Dalam hal ini, Allah menyuruh untuk mencatatnya, supaya
lebih dapat dipercaya, terhindar dari kealpaan (lupa) dan jauh
dari kemungkinan terjadinya pengingkaran, dan perintah
menulis di sini menurut al-Nasafi hukumnya sunnat.!?>

Untuk menulis transaksi tersebut, para pihak yang
berakad perlu mengangkat seorang juru tulis. Juru tulis itu
adalah orang yang dipercaya dan jujur terhadap para pihak
yang bertransaksi hutang piutang itu. Ia tidak boleh melakukan
kecurangan di antara mereka, dengan tidak menambah atau
mengurangi dari yang semestinya ia tulis. Oleh karena itu, juru
tulis itu haruslah orang cerdas, sehingga paham apa yang harus
ditulisnya, sesuai dengan apa yang disepakati. Seseorang tidak
boleh melarang orang lain untuk menulis transaksi tersebut,
sebagaimana Allah telah mengajarkannya untuk menulisnya,
dengan tidak menggantikannya atau merubahnya dari yang
semestinya ditulis.'?®

Kemudian al-Nasafi menjelaskan, orang yang
berhutang itu harus mendiktekannya secara benar, sebagai
bukti terhadap kemurnian dan keabsahan dari transaksi itu,
karena sesuai dengan keputusan dan keluar dari lisannya
sendiri, sehingga ia tidak mungkin membantahnya. Dan ia
haruslah takut kepada Allah, dengan tidak mengurangi sedikit
pun dari hutangnya dalam mendiktekannya. Jika orang yang
berhutang itu lemah akalnya, masih anak-anak, atau

125¢Abdullah bin Ahmad bin Mahmiid al-Nasafi, Tafsir al-Nasaft
(Madarak al-Tanzil wa Haqad'iq al-Ta 'wil), JId. 1, Dar al-Kutub al-‘IImiyah,
Bairut-Libanon, hal. 155.

126A]-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, J1d. 1, hal. 155-156.
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ketidakmampuannya untuk mendiktekannya disebabkan ia bisu
atau kurang cakap berbahasa, maka hendaklah walinya yang
mendiktekannya dengan jujur dan benar.'?’

Lebih lanjut al-Nasafi menjelaskan, transaksi itu juga
harus dipersaksikan dengan dua orang saksi laki-laki yang
merdeka dan baligh. Sedangkan kesaksian orang kafir dapat
diterima, jika kesaksian itu adalah kesaksian di antara mereka.
Bila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka dapat digantikan
dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Kesaksian
laki-laki bersama perempuan dapat diterima dalam segala
masalah hukum, kecuali masalah hudiid dan gisas. Fungsi dua
orang perempuan adalah jika salah seorang lupa, maka
diingatkan oleh kawannya.!?®

Dalam Tafsir al-Nasafi juga dijelaskan tentang sikap
para pihak yang bertransaksi tidak boleh enggan untuk menulis
hutang piutang itu, baik sedikit maupun banyak. Karena
dengan menulis perjanjian tersebut akan terwujudnya keadilan
dan terhindar dari keraguan bagi saksi, hakim dan bagi pihak
yang bertransaksi. Kecuali jika transaksi itu dilakukan secara
tunai, maka tidak masalah untuk tidak menulisnya. Demikian
juga dengan perintah bersaksi, yaitu untuk menghindari dari
terjadinya ikhtilaf. Kemudian para saksi dan juru tulis itu tidak
boleh saling menyulitkan, seperti tidak memenuhi panggilan
ketika diminta atau juru tulis melakukan kecurangan dengan
mengurangi atau menambahnya. Jika mereka melakukan hal

127 Al-Nasafi, Tafsir al-Nasaft, J1d. 1, hal. 156.
128 A1-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, JId. 1, hal. 156.
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itu, berarti mereka telah melakukan sebuah kefasikan atau
dosa. Oleh karena itu, Allah menghendaki supaya bertaqwa
kepadanya, dengan tidak melakukan kecurangan tersebut,
karena Allah maha mengetahui segala sesuatu.'?

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, kitab Tafsir al-
Nasafi ini sebagai salah satu kitab tafsir yang bercorak bi al-
ra’yi, lebih memfokuskan penafsirannya dari segi logika
dibandingkan riwayat. Namun dalam Tafsir al-Nasafi ini
dikutip juga satu hadits yang menjelaskan tentang konteks
pembicaraan surah al-Bagarah ayat 282, yaitu masalah
mu’amalah, khususnya jual beli salam. Berkaitan dengan
masalah saksi, dalam Tafsir al-Nasafi ini dijelaskan bahwa
saksi wanita dapat diterima dalam segala masalah hukum,
kecuali perkara hudiid dan gisas.

d. Tafsir Abr al-Su’ud

Dalam Tafsir Abi al-Su’iid juga tidak disebutkan
asbabun nuzul surah al-Baqarah ayat 282 ini. Abt al-Su’id (w.
982 H) menjelaskan, ayat ini berbicara tentang mu’amalah
secara tidak tunai. Ia berdalil pada riwayat dari Ibnu ‘Abbas,
sebagaimana dikutip a/-Nasafi yaitu:

L 5 ALl 43 3l o Lgie Al o) (ubie ol o0
130l GA CL\\ L\)l\ 4 e

129 A1-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, J1d. 1, hal 156-157.

130Ab1 al-Su’id Muhammad bin Muhammad bin Mustafa al-
‘Amadi al-Hanafl, Tafsir Abi Su’iid (Irsyad al- ‘Aql al-Salim ila Mazaya al-
Kitab al-Karim), Juz. 1, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Bairut-libanon, t.t, hal.
319.
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Selanjutnya Abi al-Su’iid menjelaskan bahwa jumhur
ulama berpendapat, perintah menulis di sini hukumnya
mustahab (sunnat). Seorang juru tulis itu harus bersikap adil,
yaitu berlaku sama di antara kedua belah pihak (pemberi dan
penerima hutang), tidak bersikap cenderung kepada salah
satunya, dengan tidak menambah atau menguranginya. Karena
itu, diharapkan kepada kedua belah pihak yang membuat
perjanjian tersebut untuk memilih juru tulis itu orang yang
pintar, sehingga ia akan menulis perjanjian tersebut secara adil
sesuai dengan ketentuan syara’. Dan tidak boleh seseorang
melarang orang lain untuk menulis perjanjian tersebut, karena
menulis perjanjian itu adalah sebuah kebaikan yang dapat
memberi manfaat bagi orang lain. Karena Allah menyuruh kita
untuk berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah
berbuat baik kepada kita, sesuai dengan firman-Nya dalam
surah al-Qashash ayat 77: d-d\ A Gl LS il 5

Kemudian Abi al-Su’dd menjelaskan, pihak yang
mendikte (orang yang berhutang) untuk menulis hutang itu
dengan tidak berlaku aniaya, baik menambah atau mengurangi
dari perjanjian tersebut yang dapat merugikan pihak lain. Jika
ia dalam kondisi lemah akalnya atau masih anak-anak atau
orang dewasa cacat atau ia tidak mampu mendiktekannya
karena bisu, kurang lancar berbicara atau bodoh atau halangan
lainnya, maka dikte itu dilakukan oleh walinya dengan tetap
berlaku adil, yaitu tidak menambah atau menguranginya.'3?

BIAbT al-Suw’iid, Tafsir AbT Su’iid, hal. 319-320.
132Abi al-Su’td, Tafsir Abi Su’id, hal. 320.
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Abi al-Su’td juga menjelaskan, kesaksian dalam
masalah hutang-piutang adalah dua orang laki-laki muslim dan
merdeka Tapi jika hutang-piutang itu terjadi di antara sesama
orang kafir atau di dalamnya ada hak orang kafir, maka boleh
mengambil saksi dari orang kafir pula. Kemudian Abt al-Su’td
juga menegaskan, jika tidak dapat dihadirkan dua orang saksi
laki-laki, disebabkan karena adanya kekurangan atau karena
sebab-sebab lainnya, maka boleh digantikan dengan seorang
laki-laki dan dua orang perempuan, tetapi ketentuan ini tidak
berlaku pada masalah hudiid dan gisas, dan menurut al-Syafi’1,
khusus dalam masalah harta, sebagaimana ungkapannya:

Ydﬁuﬂ\@@)késmu\w\g\ {La)S.\elulﬁ}
GUJSS.\ UL’\‘)‘“\J d;)d@.u.\hd\ {u\.ﬁ‘JA\j ;ﬂ} L_\\_Lu‘)”
Lala JIgel iy Lae Cabadll 5 3 5aall \Js:\.uﬂ\&_,

1336351.,.»3\_\49

Lebih lanJut Ab1 al Su’iid menjelaskan, yang dimaksud
dengan lafaz ()3 0 u—Aé, yaitu ridha sebagai sebuah sifat
yang dilekatkan pada saksi, baik laki-laki maupun perempuan.
Di sini ia menjelaskan, saksi itu harus orang yang diridhai oleh
para pihak yang membuat perjanjian. Jadi dalam hal ini
kedudukan saksi perempuan bukanlah sebagai pengganti
ketidakadanya saksi laki-laki, tetapi karena saksi laki-laki tidak
diridhai oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dan
kedudukan dua saksi perempuan adalah untuk saling
mengingatkan ketika salah satu di antara mereka lupa, sehingga

133 Abi al-Su’td, Tafsir Abi Su’id, hal. 320.
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jika timbul ketidakjelasan, maka yang satunya lagi berfungsi
untuk  memperkuat atau memperjelas dari  kesaksian
sebelumnya.'**

Dalam tafsirnya ini, Abi al-Su’td juga menjelaskan,

ayat ini melarang seseorang enggan untuk menulis transaksi
hutangnya itu, baik hutang tersebut sedikit atau banyak. Karena
malas (enggan) itu merupakan sifat dari orang munafik. Dalam
hal ini Allah berfirman dalam surah al-Nisa' ayat 142: u\
e@-‘”\é a3 4 UJ‘N\A-’ C88l3all dan Nabi bersabda:
G VS eyl J 5. Karena dengan menulis perjanjian
tersebut, maka akan menghilangkan keraguan, baik dari segi
jenis hutangnya, kadarnya, waktunya, maupun kesaksiannya.
Kecuali jika transaksi itu dilakukan secara tunai, maka tidak
masalah untuk tidak menulisnya. Karena dalam hal ini tidak
timbulnya _ pertikaian dan kealpaan. Terhadap ungkapan
e—i*-’LJJ \J‘ \ jle-—w\ S, menurut jumhur ulama menunjukkan
kepada sunnat, tetapi ada yang berpendapat wajib. Di sini
diperselisihkan hukumnya, apakah sudah mansikh atau
tidak.'%

Dari apa yang diungkapkan oleh Abi al-Su’did di atas,
dapat disimpulkan bahwa surah al-Baqarah ayat 282 ini
berbicara dalam masalah mu’amalah secara tidak tunai, dan
menurutnya dengan berpegang kepada pendapat jumhur ulama,
disunnatkan menulis transaksi tersebut dan disaksikan oleh dua
orang saksi laki-laki. Di sini ada hal menarik dari uraian di

34AbT al-Suw’iid, Tafsir AbT Su’iid, hal. 320-321.
135Abi al-Su’td, Tafsir Abi Su’id, hal.321-322.
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atas, bahwa menurut Ab1 al-Su’Qid, saksi itu tidak mesti kedua-
duanya laki-laki, tetapi boleh digantikan seorang laki-laki
dengan dua orang wanita, jika saksi wanita itu lebih diridhai
oleh para pihak yang berakad, walaupun orang laki-laki ada. Di
sini ia juga menjelaskan, kesaksian wanita itu tidak dapat
diterima dalam masalah hudiid dan gisas, dan bahkan kalau
berpegang kepada pendapat al-Syafi’1, kesaksian wanita itu
yang diterima khusus dalam masalah harta saja.

Tafsir Abt al-Su’iid ini sama seperti Tafsir al-Nasaft
merupakan tafsir dengan corak bi al-ra’yi, artinya pemahaman
logika lebih dikedepankan daripada riwayat. Namun demikian,
ia juga mengutip dua buah riwayat, tetapi kedua riwayat itu
tidak dalam konteks perbedaan antara kedudukan saksi laki-
laki dengan saksi wanita, sehingga tidak bisa disimpulkan
posisi kesaksian wanita dalam penjelasan ayat ini dengan
hadits. Kedua riwayat tersebut, yaitu pertama untuk
menjelaskan tentang muamalah secara tidak tunai dan kedua
untuk menjelaskan tentang sifat malas dilarang dalam menulis
transaksi hutang piutang. Kemudian ia juga mengaitkan ayat
ini dengan dua ayat lain, yaitu surah al-Qashash ayat 77 dan
surah al-Nisa' ayat 142. Tetapi sebagaimana al-Tabari, Ibnu
Katsir dan al-Nasafl, ia juga tidak mengaitkannya dengan ayat
kesaksian lainnya.

e. Tafsir Ibnu al-‘Arabi

Ibnu al-‘Arab1 (w. 543 H) tidak menyebutkan asbabun
nuzul ayat ini. Dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an, ia
menjelaskan bahwa surah al-Bagarah ayat 282 merupakan
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dasar hukum dalam masalah jual beli serta yang berkaitan
dengannya. Penulis mengelompokkan penjelasannya kepada 15
(lima belas) potongan ayat.

Pertama; (saxeh Jal S R e.u:ah.a 13)

Di sini Ibnu al-‘ArabT mengutip pendapat sahabat Abi
Hanifah yang mengatakan bahwa secara umum termasuk
dalam ayat ini yaitu persoalan adanya keraguan untuk
penerimaan saksi wanita dalam masalah mahar yang ditunda,

dan sulh (perdamaian) dalam kasus pertumpahan darah secara
sengaja.!3®

Kedua; > )ﬁsu, menurut Ibnu al-‘Arabi ayat ini menjadi
syari’at bahwa transaksi jual beli itu perlu ditulis dan
disaksikan. Ini sesuai juga dengan hadits riwayat Ahmad bin
Hanbal dari Ibnu ‘Abbas, sebagaimana telah dikutip
sebelumnya yang menjelaskan bahwa Nabi Adam merupakan
orang pertama yang ingkar janji. Dan potongan ayat ini
menjadi isyarat zahir bahwa menulis transaksi itu sebagai alat
bukti bagi hakim di pengadilan ketika terjadi sengketa.!s’

Ketiga; J3L Calk Sy Sl
Menurut Ibnu al-‘Arabi, ada dua makna yang

terkandung, yaitu;

1. Dalam setiap mu’amalah yang dilakukan manusia,
kadangkala menimbulkan keraguan, sehingga Allah

36Ibnu al-* Arabi, Ahkam al-Qur an, JId. I, Dar al-Kutub al-
‘[lmiyah, Bairut-Libanon, t.t, hal. 327 dan 328.
137bnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 328.
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memerintahkan ~ menulisnya  secara  adil, untuk
menghilangkan keraguan tersebut.

Dalam masalah hutang piutang, mungkin saja ada pihak
yang mengingkarinya, maka Allah memerintahkan untuk
menulisnya secara adil.!*®

Keempat; 2&“ aale S ‘4-‘5-‘/. }¢ u‘ &“\5 ‘—‘LJ ‘Jj

Di sini Ibnu ‘Arabl menjelaskan bahwa ada empat

pendapat ulama, yaitu:

1.

3.
4.

Pendapat al-Syafi’i, bahwa hukum menulis itu fardu
kifayah, seperti hukum berjihad dan shalat janazah.

Pendapat sebahagian ahlul Kufah, bahwa fardu (wajib)
jika kondisi si juru tulis itu tidak ada halangan untuk
menulisnya.

Pendapat Mujahid dan ‘Ata’ adalah sunnat.
Pendapat al-Dhahhak adalah mansiikh.'>

Kelima; 4 (paiy Y320l 3l aall ale oAl Jlalg
12°’h

Ibnu ‘Arabt menjelaskan, dikte itu dilakukan oleh orang

atau pihak yang melakukan akad, karena itu menjadi alat bukti
di kemudian hari. Sesuai dengan hadits yang di antaranya
diriwayatkan oleh al-Turmuzi, yaitu:

38]bnu al-* Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 328-329.
13%Tbnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 329.
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: = (e e Al
140 S5 (e (e Gl
Keenam; N j‘ \A.Lv_a.a J\ T é&\ 4\_\1{: Lg.AJ‘ u\ﬁ uu

d‘,“:‘u\@j“"'“"‘

Ibnu ‘Arabl menjelaskan, menurut fugaha ada empat
makna dari ‘\7}9-‘-“5 (1) menurut Mujahid, bodoh, (2) anak-
anak, (3) menurut al-Hasan, wanita dan anak-anak, dan (4)
menurut al-Syafi’1, orang mubazzir (boros) hartanya dan fasid
(rusak) agamanya. Adapun yang dimaksud dengan qﬂ’—mj‘,
Ibnu ‘Arabi mengutip pendapat al-Tabari, yaitu al-ahmagq
(dungu), al-akhras (bisu), atau al-ghabiyyu (bodoh/bebal).
Sedangkan yang dimaksud dengan d—j u\ @-L'-\-‘-ﬂ-\ }[ ada tiga
pendapat, yaitu: (1) menurut Ibnu ‘Abbas, al- ghabzyyu
(bodoh/bebal), (2) terhalang karena ditahan (dipenjara) atau
‘ayyun (lemah), dan (3) majnun (gila).'"!

Keenam; J=lU A5 JLls

Menurut Ibnu ‘Arabi ada dua pendapat; pertama yang
dimaksudkan dengan wali di sini adalah wali dari pihak yang
berhak (yang melakukan akad), dan kedua adalah wali dari
pihak yang melakukan akad yang terhalang untuk
mendiktekannya, karena ia safih (bodoh), da’if (lemah, seperti

dungu atau bisu, dll) atau ‘ajz (lemah mungkin karena tua).'*?

40Tbnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 329.
“41bnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 330.
“Ibnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur’an, hal. 331.
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Ketujuh; esné,) 2 L)-’J-*G-“ | sagiil g

Ibnu ‘Arabi menjelaskan, ada perbedaan pendapat
tentang hukum bersaksi di sini, apakah wajib atau sunnat.
Menurutnya, pendapat yang sahih adalah sunnat. Kemudian ia
menjelaskan bahwa saksi itu dua orang berlaku dalam semua
masalah hukum, baik berkaitan dengan persoalan maliyah,
badaniyah, maupun hudid, kecuali dalam masalah zina, harus
empat orang saksi. Berikutnya ia menjelaskan tentang lafaz (s

\A:,), ia mengutip pendapat Mujahid yang mengatakan
bahwa yang dimaksudkan adalah orang merdeka. Tetapi ada
yang mengatakan orang Islam (u—‘-d-um u-A) Dalam hal ini,
menurut Ibnu ‘Arabi pendapat yang kuat adalah orang laki-laki
yang baligh (dewasa) dan muslim, bukan anak-anak dan bukan
perempuan, karena tidak termasuk dalam kata d‘—A J. Dan
bukan juga kafir, karena juga tidak termasuk dalam kata u—A

eﬂé . 143
Kedelapan; UUUAU Ja ()—‘53, a5 LS ej ulﬁ

Di sini Ibnu al-‘Arabi menjelaskan, ayat tersebut secara
tegas menyatakan tentang dibolehkan saksi wanita, jika tidak
ada saksi laki-laki. Di sini Allah telah menetapkan bahwa
kesaksian dua orang wanita sebagai pengganti kesaksian

seorang laki-laki, maka wajib berhukum dengan kedua
kesaksian wanita itu sama seperti kesaksian laki-laki.

3Ibnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 332-333.
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Kemudian ia menjelaskan tentang keutamaan laki-laki

dibandingkan perempuan dari enam segi, yaitu:
1.
2.

144

Allah menjadikan wanita dari laki-laki.

Allah menjadi wanita dari tulang rusuk laki-laki yang
bengkok, sesuai dengan hadits yang di antaranya
diriwayatkan oleh al-Turmuzi, yaitu:

Qq.,cﬁi ATOYIPYLIEQ WA O rppe QU
U 7 se o L Ceriaind ()5 Lt S Leani Cad
Leda la Sy

Kurang agamanya.

Kurang akalnya. Sesuai dengan hadits yang dirujuknya
dari kitab Sahith al-Bukhari, Fath al-Bari, Sahih Muslim,
Irwa'u al-Ghalil, al-Sunan al-Kubrd, Sunan Abi Dawud,
Sunan Ibnu Majah, al-Sunnah karangan Ibnu Abi ‘Ashim,
Musykal al-Atar karangan al-Tahawi, al-Tumhid karangan
Ibnu ‘Abd al-Bar, al-Dar al-Mansir karangan al-Sayut,
Sahih Ibnu Khuzaymah dan Hulyah al-Awliya’, yang
berbunyi:

askall Jal ll caadl g Jie calialls (e &l L
Balgdis i Vg o suat¥ LU (Slaa) ESai Gl
) fda )l saled caal e oSlas
Kurang bagian dalam warisan, sebagajmana,firman Allah
dalam surah an-Nisa" ayat 11: u—*-ﬁ-*y\ SEEN :534 )Sﬁﬂ

1%Ibnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur'an, hal. 334-335.
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6. Kurang kekuatan dari segi fisiknya.
- 3:. 4 T o-c. ow S @
Kesembilan; ¢35l (e (50 (yae

Menurut Ibnu ‘Arabi ayat ini bisa dipahami bahwa
saksi itu sebagai salah satu alat bukti di muka hakim, karena
saksi merupakan orang yang turut serta dalam perkara dan
dipercaya oleh para pihak yang berperkara. Dalam hal ini, ia
mengutip pendapat al-Syafi’1 yang mengatakan bahwa maksud
potongan ayat ini adalah saksi itu orang yang adil, sehingga
dipercaya oleh pihak yang beragad. Sesuai dengan keterangan
lain dalam surah al-Thalak ayat 2, yaitu: dl-“— (530 ) 9ag-dl g

2Sig 145
Kesepuluh; s A Y! FYYRN R Laa a3 s B

Inti dari penjelasan ayat ini menurut Ibnu ‘Arabt adalah
fungsi dua orang perempuan tersebut yaitu untuk saling
mengingatkan jika salah satu dari mereka lupa atau lalai dalam
kesaksiannya.!46
Kesebelas; | s5£23 L \3‘ gl Qb Y s

Dijelaskan bahwa ada tiga pendapat di sini; pertama,
saksi itu tidak boleh enggan menjadi saksi dalam akad. Kedua,
saksi itu tidak boleh enggan untuk bersaksi di pengadilan.
Ketiga, saksi itu tidak boleh enggan bersakasi dalam dua hal
tersebut. Adapun hukumnya juga ada tiga pendapat; pertama,

sunnat. Kedua, fardu kifayah. Dan ketiga, fardu ‘ain menurut
al-Syafi’1. Di sini pendapat yang sahih menurut Ibnu ‘Arabi

4Ibnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 336-337.
146Ibnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 338.
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adalah fardu kifayah menjadi saksi dalam akad, dan wajib
bersaksi ketika dibutuhkan di pengadilan, dalam rangka
mengungkap kebenaran, sesuai dengan hadits yang salah satu

perawinya adalah al-Turmuzi: )\ DA SRE FY il
Lo sllag 147

Kedua belas;

e hadl AR alsd ) 158 kmf,usu\\yhuy}
\Gj‘)!\‘fm\jml.@_uﬂejs\}m\

Menurut Ibnu ‘Arabi, potongan ayat ini menunjukkan
sebagai peringatan bagi orang-orang malas untuk menulis dan
bersaksi atas transaksi yang dilakukannya, karena kecilnya
nilai transaksi tersebut. Di sini Allah menegaskan bahwa sama
saja transaksi itu, apakah kecil atau besar, tetap perlu ditulis
dan disaksikan oleh dua orang saksi. demi terwujudnya
keadilan. Dan fungsi menulis transaksi tersebut adalah untuk
menguatkan kesaksian atau mungkin saksi itu lupa.'*3

Ketlabelas/u-uﬂﬁfg:ﬁ\.@_g}ﬁ Bo‘)\adu}suiy\
LA9.\.\SJ’“ 5y Fla EE S

Ibnu ‘Arabi mengutip pendapat al-Syu’bi yang
mengatakan jual beli itu ada tiga bentuk, yaitu; jual beli dengan
ditulis dan saksi, jual beli dengan jaminan, dan jual beli dengan
amanah (kepercayaan). Menurutnya, jika transaksi itu

4TIbnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 339.
8Ibnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 340.
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berbentuk hutang, maka wajib ada saksinya, tetapi jika
transaksi itu tunai, maka tidak wajib ada saksinya.'#’

Keempat belas; 63’-,’1-‘3 \3‘ ‘J}-\-@-:ﬂj

Di sini Ibnu ‘Arabi menjelaskan, ada dua pendapat
dalam masalah bersaksi dalam setiap transaksi jual beli; wajib
menurut pendapat al-Dhahhak, sedangkan menurut ahli Kuffah
sunnat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah,
yaitu:

UAAJJ\AJJ\H.\ M\JSM}Q_\_\SJ UAL—F\.J‘&I_}MS
meuﬁwsuw;\muﬂ\um )
Y_g‘\J.ILC \YJ;\JY‘\_A\}\ \J_K:é\_ng‘).\_u\Lmj A.U\

Ve

150 =§ ALl

Kelima belas;

RO P R \Jsm 15 Ll Vg Cull HUs) Y
eﬁé& d&’\;iﬂ\"jm\\js.\\j

Menurut Ibnu ‘Arabi tentang maksud dari potongan
ayat ini ada tiga pendapat ulama:

1. Menyuruh juru tulis untuk menulis apa yang tidak
didiktekan kepadanya dan menyuruh saksi bersaksi dengan
apa yang tidak disaksikannya. Ini menurut pendapat
Qatadah, Hasan dan Tawus.

2. Mencegah juru tulis untuk menulisnya dan melarang saksi
untuk bersaksi. Pendapat Ibnu ‘Abbas, Mujahid dan ‘Ata’.

Tbnu al-Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 341.
150bnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 342.
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3. Meminta kepada orang sibuk dan uzur untuk menjadi juru
tulis dan saksi. Pendapat jumhur.'>!

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ibnu
‘Arabl memandang inti pokok pembahasan surah al-Bagarah
ayat 282 adalah masalah mu’amalah secara umum. Di sini ia
menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang hukum
menulis dan bersaksi dalam perkara keperdataan. Yang
menarik dalam tafsirnya ini, Ibnu ‘Arabl menjelaskan tentang
keutamaan laki-laki dibanding perempuan dilihat dari enam
segi, yang salah satunya adalah perempuan itu lemah akalnya,
sehingga kesaksian mereka setengah kesaksian laki-laki,
berdasarkan hadits yang dirujuknya dari 13 buah kitab hadits
dan syarhnya. Keterkaitan ayat ini dengan ayat kesaksian
lainnya, sebagaimana mufassir yang lain, Ibnu ‘Arabi tidak
melihat perlunya dimunasabahkan ayat ini dengan ayat
kesaksian lainnya.

f. Tafsir al-Qurtub1

Al-Qurtubi (w. 671 H) dalam kitab tafsirnya al-Jami’
li'Ahkami al-Quran mengutlp dua buah  riwayat untuk
menjelaskan potongan ayat u-ﬁ—’ e—‘-\-’\ﬁ—’ \—"\ \ j—’-ﬁ\fﬁ Ol L@—‘“—’
yaitu

1. Dari Sa’id bin al-Musayyab yang menyatakan bahwa
ayat ini memblcarakan masalah hutang (u\ Tﬂi\

51bnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur an, hal. 342.
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2. Dari Ibnu ‘Abbas yang menyatakan bahwa ayat ini
membicarakan secara khusus masalah jual beli salam

(Aald ALl 345 o2 < 3),

Berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas, al-Qurtubi
menyatakan asbabun nuzul surah al-Baqarah ayat 282 ini
adalah praktek jual beli salam penduduk Madinah. Kemudian
para ulama menjadikannya sebagai dalil untuk semua persoalan
keperdataan (mu amalah).'>?

Al-Qurtubl mengutip pendapat darl Ibnu al-Munzir
yang menurutnya firman Allah L;A-*-M \ &\ menunjukkan
bahwa jual beli salam yang sifatnya al—ajal al-majhil (tidak
diketahui waktunya) tidak dibolehkan. Ia berdalil pada dua
buah hadits, yaitu:

L;mmdyjdm‘umbuwumvuﬁm
aslea JS 8 Caluli i 6 bl (e " el g ade 4
A Al plbe alel s, " eJJM dal (A asdea 055
Lot pe g alisa g g A0
Q\Jjg\eguﬁmmu\dﬁ\u\s Cyae o) Qs
ol Joea s A8 s o AL Ty ALl Jam
153&3&#3&\&&4&5\dy‘)e§\.€_\3 At

1532AbT ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-
Jami’ li'Ahkami al-Qur an, Juz. 3, Dar al-Katib al-‘Arabi litaba’ah wa al-
Nasyr, 1967, hal. 377.

133A1-Qurtubi, al-Jami’ li' Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 378.
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. Selanjutnya al-Qurtubi menjelaskan potongan lafaz
0)-‘-‘5 yaitu menulis hutang dan waktunya (d;‘)[\ 3 u-d\)
Menurutnya perintah menulis di sini adalah menulis dan saksi,
karena menulis saja tanpa saksi tidak ada kekuatan hukumnya,
sebagaimana ungkapannya 2N RSN SN PR RN JA\
m u)S.\ Y A)@.u: ).uu 4.1\.\5]\ uy 631.@....:\}[\} Dalam hal ini
ia berdalil pada sebuah riwayat dari Abi Dawud yang
menceritakan tentang Nabi Adam sebagai orang pertama yang
ingkar janji:

cre Al o dlaa (e ediien 8 (—alldall agla gl (595
B JE ulbe (ol e ) e (R Chus 08 1) (2 Ao
‘J\"déjﬁﬂ‘dﬁtﬁejﬂ}ucdﬂ\é_mdﬂ\djﬂj
Ol o) " ALY AT ) T o gii€lE asa il ) (s w55
A s LS\JAMJJ.JD‘ \m\u\e)wl\n\_heq\mw
uJud\AJ}\Jd.u\\Md\ﬁ\dﬁquhd\sﬂaJyLaiau
Y\YJMcw@oJJu)bdbmuwdbowm
Aad g\dum;d\dugﬂu}dudﬁwm}u\
mh;@_u\}uusmm\mdumum)\um}
w@;@\dﬂ@)ﬂ\mcbau‘;\@)mu&m)u
Laduaj\admyw}ud_a\\ﬁbcmuwj\d)nc
M_;thJ\o)_AQeJ\JJM‘LJLAJJ\JJe_JU M\}JG_S_

154 Liagf (s il A A",

Terhadap potongan ayat dqﬂb 15 eSJ-'-' u—’ﬂ 9, al-

Qurtubl mengutip pendapat ‘Ata’ yang mengatakan wajib
hukumnya bagi juru tulis yang ditunjuk untuk menuliskan

134A1-Qurtubi, al-Jami’ li' Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 382.
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transaksi tersebut. Al-Qurtubi juga mengutip pendapat al-
Syu’b1 yang mengatakan orang yang ditunjuk sebagai juru tulis
wajib menulisnya, jika tidak ada orang lain yang menulisnya.
Kemudian ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz

JJSJ\A yaitu secara benar dan adil (MMU ééﬂ-’) 15

Berikutnya ,al-Qurtubl menjelaskan potongan ayat N 3
QG u‘ ‘—*—1\5 ‘—’\—’ adalah seorang juru tulis itu tidak boleh
enggan menuliskannya. Dalam hal ini ia mengutip pendapat al-
TabarT dan al-Rab1’ yang mengatakan wajib bagi juru tulis itu
menuliskan transaksi tersebut jika diperintahkan untuk
menulisnya (<5 u‘ )—A\ 1) i) e sl ). Namun
sebagian ulama lain_berpendapat hukum ini telah mansitkh
dengan ayat J—*@—w NE 3 ‘—\—’15 ,)\—'A-’ \2( 2 . Kaitannya dengan
potongan ayat berikutnya, yaitu :—\35333 &) axle L& adalah
juru tulis itu menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarnya, maksudnya ia telah memperoleh nikmat dari
Allah dengan ilmu menulis, maka ia tidak boleh enggan untuk
menuliskannya. %

Selanjutnya al-Qurtubi menjelaskan maksud dari
potongan ayat:

Ui Ao 0l W5 405 41 (3005 Gl adle (2 Ll
yaitu orang yang berhutang itu sendiri yang mendiktekannya

dengan benar dengan didasari pada ketaqwaan kepada Allah.
Dan terhadap potongan ayat berikutnya:

155 Al-Qurtubi, al-Jami’ i’ Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 383.
156 Al-Qurtubi, al-Jami’ li" Ahkami al-Qur'an, Juz. 3, hal. 384-385.
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Jad ¢ kil ¥ 3 alia 5l i Gl adle (o2 R 016

Jaally a5 Jladls 3
Maksudnya adalah jika yang melakukan transaksi itu anak
kecil atau orang dewasa yang kurang akalnya atau karena sakit
atau bisu sehingga tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka

walinya yang menggantikannya untuk mendiktekannya secara
adil.'’

i Adapun terhadap potongan ayat u-ﬂ u:u_«.@_.:, \ jﬁg-:ﬁ:-“\j
}S;\Ai,), di sini al-Qurtubl menjelaskan ada perbedaan
pendapat dalam persoalan hukum bersaksi dalam kasus
perdata, apakah wajib atau sunnat. Menurutnya, pendapat yang
sahih adalah sunnat. Dan saksi yang dimaksudkan dari lafaz
(esné,) () adalah bukan kafir, anak-anak atau wanita.
Sedangkan persoalan saksi budak, timbul perbedaan pendapat
di kalangan ulama, apakah boleh atau tidak. Menurut Mujahid,
yang dimaksudkan ayat adalah orang merdeka. Pendapat
Syurayh, ‘Usman al-Banta, Ahmad, Ishaq, dan Abu al-TsawrT,
budak boleh menjadi saksi, apabila ia adil. Sedangkan menurut
pendapat Abi Hanifah, Malik, al-Syafi’t dan jumhur ulama,
budak tidak boleh menjadi saksi.!>®

. Kemudian al-Qurtub1 menjelaskan potongan ayat ej ulﬁ
ol Hal g BEGY u:'yé) U 583 bahwa menurut jumhur ulama,
jika tidak ada dua orang laki-laki sebagai saksi, maka boleh
digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang
perempuan. Ketentuan ini berlaku khusus dalam masalah

157 Al-Qurtubi, al-Jami’ li"Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 385-388.
38A1-Qurtubi, al-Jami’ li" Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 389-390.
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transaksi harta. Dan penerimaan dua saksi wanita disyaratkan
bersama dengan satu saksi laki-laki, bukan semuanya (empat
orang) saksi wanita. Dalam hal ini, al-Qurtubi mengutip
banyak pendapat ulama, di antaranya, pendapat Malik yang
mengatakan kesaksian wanita dapat diterima khusus dalam
masalah harta (al-amwal). Al-Mazari mengatakan hal yang
sama bahwa tidak ada khilaf ulama dalam penerimaan
kesaksian wanita dalam masalah harta, tetapi dalam masalah
nikah, thalak dan selainnya, masih diperselisihkan. Dan al-
Mahdawi mengatakan, pendapat kebanyakan fuqaha, di
antaranya pendapat Malik dan al-Syafi’1, menolak kesaksian
wanita dalam masalah hudiid, nikah dan thalak.'>’

Terhadap potongan ayat e‘w‘ (e u;-m}* u—’u\,
menurut al-Qurtubi, intinya menjelaskan bahwa saksi itu, baik
laki-laki maupun perempuan adalah orang-orang yang diridhai
oleh pihak yang bertransaksi, karena saksi itu memiliki sifat
adil. Sebahagian ulama menjelaskan, adil yang dimaksudkan
adalah Islam, sebagaimana dikemukakan AbtG Hanifah,
Syurayh, ‘Usman al-Batta dan Abi al-Tsawri.!®°

Berikutnya al-Qurtubi menjelaskan potongan ayat:
G OAY) LAa) SN LAl s ()
Di sini dijelaskan jika seorang wanita yang menjadi saksi itu

lupa, maka akan diingatkan oleh saksi wanita yang lain. Dalam
hal ini al-Qurtubt mengutip pendapat Ibnu Katsir dan Abu

19A1-Qurtubi, al-Jami’ li" Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 391-395.
10A]1-Qurtubi, al-Jami’ li" Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 395-397.
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‘Amr yang menyatakan kesaksian seorang wanita adalah
setengah dari kesaksian, sehingga kesaksian dua orang wanita
sama dengan kesaksian seorang laki-laki.'®!

Selanjutnyg al-Qurtubl menjelaskan potongan ayat NE 3
)52 L 13) 2135l ‘—’1—’ bahwa saksi itu ada dua macam,
yaitu saksi dalam menuhs akad (di luar pengadilan) dan saksi
di muka hakim (di pengadilan). Dengan mengutip pendapat
beberapa ulama, ia menjelaskan seseorang itu tidak wajib
menjadi saksi dalam akad, tetapi apabila ia telah bersaksi
dalam akad, maka ia wajib menghadiri panggilan untuk
bersaksi di muka hakim. Di sini ia berpegang kepada sebuah
hadits yang mengatakan kesaksian yang paling baik, yaitu
bersaksi sebelum diminta.

u\ d_\a 4.1.3‘.@_“.’ ‘5_\\_1 Lgﬂ\ ;\.\@_....J\ )..IA J_HJ\ 4_:&: Uj.d
162 4.;0.1‘)!\ °\_5J "LgJLuu

Potongan ayat berikutnya

e Tdl a0 alaf ) 1K ;&:Azf,usu\\ymy)
z;_mgo)uwsq\y\\;i*;y T3 salgall 2 585 4
LQJJSSSY\CIJA@SJ&Q‘JAAS?SJML@}}L

Al-Qurtubl menjelaskan, para pihak yang berakad tidak boleh
enggan untuk menulis transaksi yang dilakukan, baik kecil
maupun besar, dengan disaksikan oleh para saksi. Hal ini
dipandang lebih adil dalam pandangan Allah, karena akan

161 Al-Qurtubi, al-Jami’ i’ Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 397.
12 A1-Qurtubi, al-Jami’ li" Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 398-399.
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terhindar dari kemungkinan dipersengketakan, kecuali

mu’amalah itu dilakukan secara tunai.'®?

Potongan ayat selanjutnya ef"-‘t—ﬁ \51 \JS(;—Z\}, di sini
al-Qurtubl menjelaskan, para ulama berbeda pendapat tentang
hukum bersaksi di setiap akad jual beli, ada yang berpendapat
wajib dan ada yang mengatakan sunnat. Di antara ulama yang
berpendapat wajib adalah Abii Musa al-Asy’ari, Ibnu ‘Umar,
Al-Dhahhak, Sa’id bin al-Musayyab, Jabir bin Zayid, Mujahid,
Dawud bin ‘All dan anaknya Abtu Bakar. Sedangkan ulama
yang berpendapat sunnat, di antaranya adalah al-Syu’bi dan al-
Hasan, berdasarkan riwayat dari Malik, al-Syafi’t dan ahli
rahyi. Sebagian ulama lain berpendapat, ayat ini telah mansiikh
dengan surah al-Bagarah ayat 283 Liazy es-“*’-' Ol Ou,
berdasarkan riwayat al-Nahas dari Abi Sa’id al-Khudri. Dan
menurut al-Nahas, ini merupakan pendapat al-Hasan, al-Hakim
dan ‘Abd al-Rahman bin Zayid.'®*

. Kemudian al-(%urtubi menjelaskan potongan ayat MK
Ll ¥y QIS Hlay di sini ada tiga pendapat, yaitu (1)
Pendapat al-Hasan, Qatadah, Tawus dan Ibnu Zayid; seorang
juru tulis tidak menulis apa yang belum didiktekan kepadanya,
dan saksi tidak menambah atau mengurangi dalam
kesaksiannya. (2) Pendapat Mujahid dan ‘Ata’ berdasarkan
riwayat Ibnu ‘Abbas; jangan seseorang menghalang-halangi
juru tulis untuk menulisnya dan saksi untuk bersaksi. (3)
Pendapat Mujahid, al-Dhahhak, Tawus dan al-Sadda, juga

163 Al-Qurtubi, al-Jami’ li"Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 400-402.
164Al-Qurtubi, al-Jami’ li" Ahkami al-Qur’an, Juz. 3, hal. 402-403.
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berdasarkan riwayat Ibnu ‘Abbas; saksi yang dipanggil untuk
bersaksi dan juru tulis untuk menuliskannya, kalau mereka
sibuk atau wuzur, maka bebaskan mereka, dan jangan
menyusahkannya.'®®

Potongan ayat terakhir yaitu:

\&bjﬂ\\}&\}éd”@b\}i&u\j
Mo gl

Al-Qurtubi menjelaskan jika juru tulis dan saksi itu melakukan
penambahan atau pengurangan dari apa yang diakadkan, berarti
mereka telah melakukan kemaksiatan. Dalam hal ini,
hendaklah mereka takut kepada Allah, dengan tidak
mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, karena
Allah maha mengetahui dengan apa yang mereka perbuat. '

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, menurut al-
Qurtubi, surah al-Bagarah ayat 282 tersebut berbicara tentang
jual beli salam, tapi kemudian para ulama menggeneralisasikan
kepada semua bentuk transaksi keperdataan lainnya
(mu’amalah harta secara umum). Adapun hukum menulis
transaksi perdata tersebut, sebagian ulama berpendapat wajib,
tetapi sebagian yang lain berpendapat telah  mansiikh
hukumnya dengan ayat ini juga (J-‘-s—w Yy &l 15 _)1-*4-‘ N _5)
Sedangkan masalah saksi, di sini ulama memahammya bahwa
ayat ini membicarakan tentang dua bentuk saksi, yaitu saksi di
luar pengadilan (saksi ketika menulis akad jual beli) dan saksi

15 Al-Qurtubi, al-Jami’ li" Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 405.
166 A1-Qurtubi, al-Jami’ li" Ahkami al-Qur an, Juz. 3, hal. 406.
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di pengadilan atau di muka hakim (saksi ketika dipanggil oleh
hakim untuk bersaksi dalam rangka menyelesaikan sengketa
dari transaksi tersebut). Berkaitan dengan munasabah dengan
ayat kesaksian lainnya, sebagaimana ulama tafsir lainnya, al-
Qurtubi juga tidak mengaitkan ayat ini dengan ayat kesaksian
lainnya. Dan kaitannya dengan hadits-hadits kesaksian, dari 26
buah riwayat yang dikutip al-Qurtubi, tidak ada satu pun yang
menjelaskan tentang perbedaan saksi laki-laki dan perempuan.
Tetapi ia mengutip pendapat ulama yang menjelaskan bahwa
jumhur ulama sepakat untuk menerima saksi perempuan
khusus dalam masalah mu’amalah harta, sedangkan dalam
masalah selainnya masih diperselisihkan.

g. Tafsir al-Maraghi

Al-Maraght (w. 1945 M) juga tidak menjelaskan
asbabun nuzul surah al-Bagarah ayat 282 ini. Menurutnya ayat
ini menjelaskan masalah yang berhubungan dengan menulis
hutang, saksi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
mu’amalah.'®’ Berkaitan dengan masalah saksi, al-Maraghi
menyatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang perlunya
dua orang saksi laki-laki dalam hal transaksi hutang-piutang.
Saksi tersebut diambil dari orang yang hadir, dan disyaratkan
saksi itu harus orang Islam dan adil. Tapi ia juga mengutip
pendapat Ibnu Qayyim dalam kitabnya [I’lam al-Muwaqqi’in,
yang menyatakan bahwa pengertian al-bayyinah (bukti) dalam
istilah syari’at adalah lebih umum dibandingkan pengertian

17 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraght, Juz. 3, Dar al-
Fikr, Bairut, 1973, hal. 71.
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syahdadah (saksi). Setiap sesuatu yang menjelaskan dengan
benar, misalnya bukti-bukti konkrit, dinamakan al-bayyinah.
Oleh sebab itu, tidak mengapa seseorang yang non-muslim
dimasukkan ke dalam al-bayyinah (sebagai bukti), selama
hakim melihat bahwa dengan kesaksiannya akan terbukti
kebenaran.'®

Kemudian al-Maraght menjelaskan apabila orang yang
dijadikan saksi tersebut hanya ada seorang laki-laki, maka
boleh didatangkan dua orang wanita sebagai pengganti seorang
laki-laki. Kedua wanita itu adalah orang-orang yang memenuhi
syarat kesaksian, yaitu agamanya baik dan adil.'®

Adapun rahasia disyari’atkan dua orang wanita sebagai
saksi sebagai ganti seorang laki-laki adalah karena
dikhawatirkan salah satunya lupa atau salah, lantaran
perhatiannya yang kurang terhadap masalah yang dihadapi,
maka salah seorang dari mereka mengingatkan temannya. Jadi
kesaksian yang satu sifatnya melengkapi kesaksian lainnya. Di
samping itu, seorang hakim ketika menginterogasi salah
seorang dari keduanya, mereka harus disaksikan oleh lainnya.
Namun banyak sekali kalangan hakim yang tidak mengetahui
cara sebenarnya dalam melaksanakan apa yang seharusnya ia
perbuat.!”°

Akan halnya apabila saksi itu terdiri-dari dua orang
laki-laki, maka kesaksian keduanya dipisahkan. Jika yang

18 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraght, Juz. 3, hal. 74.
19 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraght, Juz. 3, hal. 74.
170A1-Maraghi, Tafsir al-Maraght, Juz. 3, hal. 74-75.
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seorang kurang jelas dalam memberikan kesaksian, maka
kesaksiannya itu batal. Dan kesaksian seorang lagi tidaklah
cukup, dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, meski
perkara yang benar dapat dijelaskan.

Di sisi lain, rahasia disyari’atkan berbilangnya jumlah
saksi wanita adalah, menurut kebiasaan, wanita tidak
melibatkan diri dalam urusan yang berkaitan dengan harta
benda dan lainnya yang masuk dalam lingkungan transaksi
mu’amalah, sehingga ingatan mereka tampak lemah dalam
menangani masalah ini. Berbeda halnya dengan berbagai
masalah yang berhubungan dengan urusan rumah tangga,
ingatan mereka terhadap masalah ini lebih kuat dibandingkan
laki-laki. Sebab, secara fitrah manusia akan selalu mengingat
hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi
urusannya, dan kesibukan wanita masa sekarang bukan berarti
merubah prinsip dari ketetapan hukum ini. Sebab, hukum
ditetapkan untuk umum.!”!

Adapun hukum menjadi saksi, menurut al-Maraghi
adalah fardu kifayah, atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang
bersangkutan, melainkan apabila tidak ada orang lain yang bisa
menggantikan kedudukannya. Sesuai dengan firman Allah: Y
) geaLa 1)) elagdll WLy (dan bagi para saksi, janganlah
menolak dijadikan sebagai saksi ketika dibutuhkan). Dalam hal
ini al-Maraght mengutip pendapat al-Rabi’ yang meriwayatkan
ayat ini diturunkan ketika seorang laki-laki mengelilingi
beberapa kaum sambil meminta agar mereka bersedia menjadi

171 Al-Maraght, Tafsir al-Maraghi, Juz. 3, hal. 75.
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saksi, tetapi tidak seorang pun yang menyanggupinya. Ada
pula yang menyatakan bahwa pengertian potongan ayat
tersebut adalah jangan menolak dijadikan saksi, dan hendaklah
mengabulkannya, karena menolak hukumnya haram.!”?

Dari uraian di atas dapat dipahami menurut al-Maraghi
surah al-Bagarah ayat 282 membicarakan masalah hutang-
piutang dan mu’amalah lain secara umum. Dalam tafsirnya ini
ia tidak mengutip satu pun riwayat yang menjadi penjelas ayat
ini. Bagi penulis, dari penjelasan al-Maraght di atas ada sesuatu
yang menarik yang tidak ditemukan dalam tafsir lainnya yaitu
pendapatnya yang dikutip dari Ibnu Qayyim, yang menyatakan
bahwa pengertian al-bayyinah dalam istilah syari’at lebih
umum dibandingkan pengertian syahddah. Setiap sesuatu yang
menjelaskan dengan benar, seperti dokumen, dinamakan al-
bayyinah. Karena itu, keterangan dari seorang non-muslim
boleh dimasukkan ke dalam salah satu alat bukti, jika hakim
meyakini dengan kesaksiannya akan terbukti kebenaran. Ini
artinya menurut al-Maraghi  kesaksian orang kafir dapat
diterima, tetapi bukan dalam kapasitas (kedudukan) sebagai
saksi, melainkan sebagai bukti pendukung (al/-bayyinah) yang
nilai kesaksiannya sama dengan bukti tertulis lainnya.

h. Tafsir an-Nur

Hasbi ash-Shiddieqy (w. 1975 M) mengutip riwayat
dari al-Rabi’ yang menyatakan bahwa ayat ini turun ketika
seorang laki-laki meminta kepada suatu jama’ah supaya

172 A1-Maraghi, Tafsir al-Maraght, Juz. 3, hal. 75.
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menjadi saksi, tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia.!”?
Menurutnya ayat ini membicarakan masalah hutang piutang.
Dalam hal ini Allah memerintahkan untuk menulis transaksi
hutang piutang tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk
menghindari terjadinya sengketa ketika dilakukan penagihan
pada waktu jatuh temponya. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy,
membuat surat keterangan berhutang adalah suatu perintah
yang difardukan dengan nas, tidak diserahkan kepada
kehendak orang yang bersangkutan. Tetapi menurut jumhur
ulama bahwa perintah menulis hutang tersebut adalah nadb dan
irsyad (sunnat). Sedangkan Ata’, al-Syu’bl dan Ibnu Jarir
berpendapat, perintah ini ijab (wajib), sesuai dengan hukum
asal perintah.!”*

Selanjutnya Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan juru tulis
itu hendaklah orang yang adil yang tidak berpihak, sehingga
tidak merugikan salah satu pihak. Di samping itu, disyaratkan
pula mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan menulis
surat hutang, baik berdasarkan syara’, ‘uruf ataupun undang-
undang. Inilah makna dari “penulis harus menulis sebagai yang
diajarkan Allah”.!”

Berikutnya dijelaskan bahwa perintah menulis di sini,
sesudah dilarang juru tulis berlaku enggan, bermakna untuk
mengokohkan, karena mengingat pentingnya persoalan menulis
hutang ini. Kemudian dijelaskan bahwa yang mendiktekannya

173 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur anul Majid (an-
Nur), J1d. 1, Pustaka Rizki Putra, Semarang, t.t, hal. 493.

17“Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, J1d. 1, hal. 489.

17SHasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, JId. 1, hal. 490.
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adalah orang yang berhutang itu sendiri; yang menerangkan ia
berhutang, jumlahnya, syaratnya dan waktu jatuh temponya.
Hal ini untuk menghindari penipuan. Orang yang berhak
mendikte itu hendaklah bertagwa kepada Allah, dengan berlaku
jujur dan tidak mengurangkan sesuatu hak. Hasbi ash-
Shiddieqy juga menjelaskan jika orang yang berhutang itu
lemah akalnya, atau anak kecil atau sudah sangat tua atau tidak
mampu mendiktekan lantaran dungu atau bisu, maka hendaklah
didiktekan oleh yang mengurusinya. Orang tersebut juga harus
berlaku adil dalam mendiktekan transaksi hutang itu.!”

Penjelasan berikutnya adalah transaksi hutang itu harus
disaksikan oleh dug orang laki-laki. Di sini para ulama
berpendapat, lafaz (‘.SSIA ) (® mensyaratkan saksi itu orang
Islam. Dalam hal ini para ulama berselisih tentang persaksian
budak. Secara umum, budak termasuk dalam lafaz eﬁlé D Us,
sebagaimana pendapat Syurayh, ‘Usman al-Batti, Ahmad dan
Abi al-Tsawr1. Di sini juga dijelaskan jika tidak ada dua orang
laki-laki yang bertindak sebagai saksi, maka hendaklah
disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.
Fungsi dua orang saksi perempuan adalah karena
dikhawatirkan salah seorangnya khilaf lantaran perempuan
biasanya kurang perhatiannya kepada masalah-masalah yang
bukan tugasnya, maka dapat diingatkan oleh yang lainnya
(sebagai penguat).

Dalam konteks modern, para wanita sudah mulai terjun
ke dalam berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk

176Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, JId. I, hal. 490-491.
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masalah keuangan, menurut Hasbi ash-Shiddieqy hal ini tidak
mengubah hukum ini, karena hukum itu didasarkan pada yang
terbanyak. Dalam hal ini ia juga condong kepada pendapat
Mahmiid Syaltit yang mengatakan bahwa yang diperlukan
hakim adalah bayyinah (bukti), bukan persoalan persaksian
perempuan dan laki-laki.!”” Artinya, al-Qur'an turun dalam
kondisi para wanita tidak banyak berkecimpung dalam
persoalan kemasyarakatan dibandingkan laki-laki, sehingga
kesaksian wanita dianggap setengah kesaksian laki-laki, tetapi
bagi hakim yang terpenting adalah terbuktinya suatu perkara
dalam proses peradilan. Karena itu yang dicari hakim adalah
bayyinah, baik berupa saksi (laki-laki atau perempuan) dan
bukti lainnya.

Terhadap lafaz \ }2:3 [+ \52 é\ﬁé_:.ﬁ\ g_ab \gj, Hasbi
ash-Shiddieqy mengutip riwayat dari al-Rabi" seperti tersebut
di atas, menyatakan hukumnya haram bagi seseorang menolak
menjadi saksi di waktu membuat surat keterangan berhutang
dan di waktu dibutuhkan oleh hakim di pengadilan. Tegasnya,
kesediaan menjadi saksi adalah fardu (wajib), bukan tatawwu’
(sunnat). Karena menjadi saksi adalah untuk menegakkan
keadilan dan memelihara hak, dan itu merupakan suatu
kewajiban (fardu). Jalan yang menyampaikan kepada yang
difardukan hukumnya juga fardu.'”

Adapun mengenai menghadirkan saksi dalam akad jual
beli tunai, Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan para ulama

17THasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, J1d. 1, hal. 492-493.
178Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, JId. 1, hal. 493.
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berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, tetapi ada juga
yang mengatakan sunnat. Secara zahir, perintah itu
menunjukkan kepada wajib, walaupun jumhur mengatakan
sunnat. Di antara sahabat yang mewajibkan adalah ‘Umar dan
Abi Misa, sedangkan ulama lain yang juga mewajibkannya
adalah al-Dhahhak, Ata’, Sa’id ibnu Musayyab, Jabir ibnu
Zayid, Mujahid dan Dawud ibnu ‘Al1.!”

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hasbi ash-
Shiddieqy sebagaimana kebanyakan mufassir mengkategorikan
ayat ini sebagai ayat masalah hutang piutang. Menurutnya ayat
ini  masih  muhkam, karena tidak ada ayat yang
memansitkhkannya. Ia tidak mengutip satu hadits pun yang
bisa dijadikan sebagai baydan terhadap surah al-Baqarah ayat
282 ini, dan ia juga tidak memunasabahkan ayat ini dengan
ayat kesaksian lainnya.

Dari penjelasan di atas penulis berkesimpulan, para
ulama tafsir memandang keterangan surah al-Baqarah ayat 282
tersebut adalah berkaitan dengan masalah mu’amalah. Jadi
kesaksian yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah
kesaksian dalam masalah mu’amalah. Sebahagian dari mereka
menyatakan asababun nuzul ayat ini berkaitan dengan praktek
jual beli salam. Namun kebanyakan mufassir mengatakan ayat
ini membicarakan masalah hutang piutang. Kemudian para
mufassir juga menjelaskan, ayat ini berbicara masalah saksi di
luar pengadilan dan di pengadilan. Saksi di luar pengadilan
adalah bersaksi ketika menulis akad transaksi mu’amalah,

17Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, JId. 1, hal. 494,
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sedangkan saksi di pengadilan yaitu bersaksi ketika hakim
meminta karena para pihak yang melakukan akad itu
bersengketa.

Dalam masalah mu’amalah, mereka sepakat wanita
dapat diterima sebagai saksi, dengan perbandingan dua saksi
wanita sama dengan satu saksi laki-laki. Menurut mereka,
syari'at Islam lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan
wanita dalam kesaksian. Hal ini karena kebiasaan laki-laki
yang melakukan tugas-tugas di dalam masyarakat, sedangkan
wanita lebih banyak disibukkan dengan masalah-masalah
keluarga, pemeliharaan anak dan urusan-urusan rumah tangga
lainnya. Disebabkan kurangnya perhatian dan keterlibatan
wanita dalam urusan-urusan di luar rumah tangga, maka
dikhawatirkan mereka mudah lupa atau salah terhadap
masalah-masalah yang tidak menjadi perhatiannya itu. Oleh
karena itu, al-Qur’an menetapkan kesaksian seorang laki-laki
sama dengan dua orang wanita.

Dari semua riwayat yang dikutip dalam berbagai kitab
tafsir tersebut, hanya kitab Tafsir Ibnu Katsir dan Ahkam al-
Qur’an karangan Ibnu al-‘Arabi yang mengutip hadits untuk
menjelaskan tentang perbedaan antara saksi laki-laki dengan
saksi wanita, yaitu satu saksi laki-laki sama dengan dua saksi
wanita. Dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang
membatasi saksi itu hanya dalam masalah harta saja. Di
samping itu, dalam hadits itu dijelaskan perbandingan dua
saksi wanita dengan satu saksi laki-laki adalah karena wanita
kurang dari segi akalnya. Kemudian dalam kitab-kitab tafsir
tersebut tidak dikaitkan dengan ayat-ayat kesaksian lainnya,
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sehingga tidak dipahami keterkaitan antara ayat ini dengan
ayat-ayat kesaksian lainnya.

2 Surah al-Nisa‘ ayat 15

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan
perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di
antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian
apabila mereka telah memberi persaksian, maka
kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah
sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah
memberi jalan yang lain kepadanya.

Penjelasannya:
a. Tafsir al-Tabar1

Dalam kitab tafsirnya, al-Tabari tidak menyebutkan
asbabun nuzul dari ayat ini. la dalam menafsirkan ayat ini
membagikannya kepada 7 (tujuh) potongan lafaz, yaitu:

1. Adaldl) u—*—'l-i @Jd\ 5 maksudnya adalah wanita-wanita
yang melakukan zina ( LS\ L L u—u\-' u—’)d\ Ll 5
B R).

2. 55-'\-*-“-’ (® maksudnya wanita-wanita yang sudah kawin
(bersuami) atau yang belum bersuami ( Gliasa (A

CUJ\L_&\)A);;}\C\)J\LJ}J)
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3. Sk 2\-’”)\ e ) 93¢888 maksudnya hendaklah ada

empat orang saksi laki-laki yang muslim di antara kamu

yang menyak51kan perbuatan keji itu ( e ‘j%—ﬂwu
lAde\AJMJ‘MM\LJAMU.H‘LAJ

u.\.qLu]\ U‘“)

4. Vgl 8 maksudnya jika para saksi itu menyaksikan
perbuatan keji yang dilakukan oleh para wanita tersebut
(Osle)

5. Gsll & OB Suald maksudnya wanita yang terbukti
melakukan zina dihukum kurungan rumah atau penjara
(Cosmll (& A sunld)

6. Csall (ald gy > maksudnya hukuman kurungan
rumah itu sampai mereka meninggal (u:m;1 uj;)

7. S Ol &) Ja ji maksudnya sampai Allah
memberikan kepada mereka solusi sehingga selamat dari

Perbuatan keji tersebut ( & ik g S e el Y e )\
ialal) pe an u—*—*‘ Las 3laill LA\) 180

Kemudian al-TabarT mengutip tujuh belas buah hadits
untuk menjelaskan ayat ini, di antaranya adalah:

1. Riwayat dari Abii Hisyam yang menjelaskan tentang
perintah untuk memenjarakan para wanita yang terbukti
melakukan perbuatan zina (al-fahisyah), sehingga Allah
memberikan jalan keluar lain, yaitu hukuman had.

180A]-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. 3, hal. 633-634.
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uqsful_uhcd\ﬁm‘)qundmsc\ﬁ)ﬂewy\uh
u.u\_a ‘_fa)d\j" MlAA Oe ‘C"’); u:\ Qs: com\) ‘f\
@ug_uu;.a).q\ ‘"u}d\ )S...mlﬁ \j.lg_.\.u
aall -\ "ML)@J‘N\J’A-'J\"QML;A

2. Riwayat dari al-Mutsanna yang membicarakan masalah
hukuman terhadap pelaku zina (al-fahisyah) yaitu kurungan
rumah sampai ia meninggal, sehingga turun surah al-Nur
ayat 2 sebagai jalan keluar yang ditetapkan Allah bagi
mereka.
u_uh Ja CJLA 4JJ\ ne UWaa 4d\3 iall Was
U“‘L“: U"\ Q.c c‘\;ﬂa ‘A&: La R a )La.a
AJJ\ d:A.\ S ”("S"L"“ % m\ﬂ\ Ol (SO -4l 8

'umwj\d\o\ﬂ\w&c"mu@]
@\)S\J‘\_u\)l\) JJM&L@}JJM&J\ d)—"(:—‘ “_1_546.1
ou 4[2 J}ﬂ\ a)}.u] (aﬂ; M\.Aué_m .A;\j dS. \jﬂ;\ﬁ

3. Riwayat dari al—Qasml yang menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan al-fahisyah di sini adalah zina, dan yang
dimaksud dengan al-sabila adalah had rajam dan jilid

Rl uf— ,:1;; W -0 u.q.’...&l\ W -0 e.ulsl\ G
).\.\Su.tad.\\ .J.u:jcl_u u.at;Uas: d\aﬂd\a C_U};
qu\}e;,n Jutdl 5 B3 -2

4. Riwayat dari Ibnu Basysyar yang menjelaskan bahwa bagi
pezina yang berstatus muhsan dihukum jilid seratus kali dan
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dirajam, sedangkan pezina ghairu muhsan dijilid seratus kali

dan diasingkan selama satu tahun.

Se el WG L;s:\J\q.m:l_u -J& )qu.:\l_uq;

dla g_ml.,.al\u.aaal_cug AN e U:.;Q;: oJL\S

AJJ\QAJS‘;\Q \jh" (Aujugw‘;mw

)S.d\) JIAA}L’?;).’)MLA x\\“ m‘l_ac 0 \\ ).u...uq@J
I8 MRy dle

Dari riwayat di atas, dapat dipahami bahwa, menurut al-
Tabari, sebelum turunnya surah al-Nur ayat 2, hukuman
terhadap perempuan yang berzina adalah dikurung di
rumahnya sampai mereka meninggal. Di sini ia tidak
menjelaskan bagaimana halnya dengan laki-laki yang berzina,
apakah berlaku hukum yang sama atau tidak. Namun dalam
pembahasannya ia menjelaskan, yang dimaksud ayat adalah
perempuan, bukan laki-laki, karena digunakan lafaz g,—“im‘,
yang menunjukkan khusus perempuan. Tapi jika lafaz yang
digunakan (), baru bermakna laki-laki dan perempuan.!s2
Dan ayat ini memberi isyarat bahwa nantinya Allah akan
memberikan jalan keluar lain terhadap pelaku zina, yaitu
dengan diturunkannya surah al-Nur ayat 2, yang menjelaskan
bahwa pezina (laki-laki dan perempuan) dihukum jilid 100
kali, bagi mereka yang telah menikah dirajam (hadits), dan
inilah jalan yang Allah berikan kepada mereka. Intinya, dari
tujuh belas buah riwayat yang dikutip oleh al-TabarT, semuanya
menjelaskan tentang makna al-fahisyah dan hukuman bagi

B Tafsir al-Tabari, J1d. 3, hal. 634-635.
82Tafsir al-Tabari, J1d. 3, hal. 636.
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pelakunya. Tidak ada satu pun riwayat yang menjelaskan
tentang permasalahan saksi, baik laki-laki atau perempuan
dalam perkara zina ini.

b. Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir juga tidak menjelaskan secara konkrit
asbabun nuzul ayat ini, tetapi ia hanya menjelaskan, pada
permulaan Islam, jika ada seorang perempuan yang terbukti
melakukan zina, ia dihukum dengan kurungan rumah seumur
hidupnya dan tidak boleh keluar sampai mati. Menurut Ibnu
‘Abbas, hukuman kurungan itu kemudian diganti dengan
hukuman dera dengan turunnya surah al-Nur. Itulah jalan lain
yang dijanjikan Allah dalam surah al-Nisa' ayat 15 ini, yang
menurut ulama menjadi mansikh (terhapus hukumnya) oleh
ayat yang menjelaskan hukuman dera dalam surah al-Nur,
sebagaimana ungkapannya berikut:
lali it cuy 1) syl (o aDLaY) elai 3 oSal) <
‘_A\MA jﬂ\wu&ﬂmgmchM\Mb

(2 {m\.«ﬂ\ u.u\_a};a)l\j} A \A@JJ ‘g_\}u u\
\Jqﬁ_:: ol (‘;SJ.Z t-\.:u \” W“ ‘jl@.ﬁ:ﬁu\ﬁ es.\}..\;u}w}
u.@J \du.ﬁ}\ g_\j.d\ uhbju@;g_\}d\ujdhj&ﬁo\é
e o JB A ) g dl alea 3 Jandls
}\‘thjﬁjym\d}\@;‘dhs \u\.S

183 PEN )j\

Ibnu Katsir mengutip delapan buah riwayat untuk
menjelaskan ayat 1ini. Namun semua riwayat tersebut

183[bnu Katsir, Tafsir Ibnu Katstr, Juz. 1, hal. 462.
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menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina, bukan masalah
kesaksian. Di antara riwayat tersebut adalah:

1.

Riwayat dari Muslim yang menjelaskan tentang hukuman
bagi pezina ghairu muhsan dijilid seratus kali dan
diasingkan selama satu tahun, sedangkan pezina muhsan
dihukum jilid seratus kali dan dirajam.

u.codb&u_cd)_ku_auud\uh_;abel_ui \‘5‘)
uJ_mu_d\u.c«_a.?L;A\‘ .odb.c ucgtk;usgual\
&\Q.zéuu_c\}n@c \JJA"A_LQ}?LM 4_13;4.0\

)S\j‘\_\l.ad;a_ﬂﬂb

Riwayat dari al-Tabarani yang menjelaskan bahwa setelah
turunnya surah al-Nisa' tidak ada lagi hukuman kurungan

(penjara)
(P e 4] (e dagd o) Giob be o) ) 5303
a)).uk_d}u d‘.ﬁu.ul_mu.i\&cu)scusw@l

b‘)j.udu&u;Y"éL-u_g‘d‘jémcw‘d d\ﬁct:j:
"o U

Berdasarkan hadits di atas, Ibnu Katsir menjelaskan,

para ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi pezina
muhsan. Imam Ahmad berpendapat janda dan duda yang
berzina dihukum jilid dan rajam sekaligus. Sedangkan jumhur

ulama berpendapat cukup dirajam saja, tanpa dijilid lagi.

184

1840bnu Katstr, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 1, hal. 462.
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Ternyata Tafsir Ibnu Katsir sebagaimana halnya dengan
Tafsir al-Tabart, memandang inti pembicaraan surah al-Nisa'
ayat 15 ini adalah masalah hukuman bagi pezina, yang
kemudian dimansitkhkan dengan turunnya surah al-Nur ayat 2.
Sehingga semua riwayat yang dikutipnya berkaitan dengan
masalah hukuman bagi pezina, bukan persoalan saksi dalam
kasus zina. Ibnu Katsir sebagaimana halnya dengan al-TabarT,
juga mengaitkan surah al-Nisa' ayat 15 ini dengan surah al-Nur
ayat 2, yang kedua ayat ini merupakan ayat tentang kesaksian,
namun kajian mereka hanya pada persoalan nasikh
mansikhnya hukuman bagi pezina, bukan persoalan
kesaksiannya.

c. Tafsir al-Nasafi

Al-Nasaft tidak menyebutkan asbabun nuzul ayat ini. la
langsung menjelaskan makna lafaz dari ayat ini. Di sini
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz “asalall pada
ayat ini adalah zina (U )M) Lebih lanjut dijelaskannya, untuk
membuktikan perbuatan zina tersebut, harus berdasarkan gmpat
orang saksi dari kalangan orang-orang mukmin ( eS-M day ,)‘
Oia gl uA) Jika terbukti mereka melakukan zina, maka
dihukum kurungan rumah sampai meninggal atau sampai Allah
menentukan jalan lain. Dalam hal ini, al-Nasafi menafsirkan
potong ayat m—)—‘-w u@J 4 Jaxg _9‘ dengan menukilkan
riwayat dari Ibnu ‘Abbas:

Al as S dodl legie Al oy e o)) e
(e 150" D) agle Al gl an Il il ble oy ja
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e ala SIL S Slaw el Al Jaas 8 e 1534
1555 jlaadly an 5 A3ke ala il il 5 ale o jai g

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas r.a, ketentuan bagi perawan adalah
dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun,
sedangkan bagi janda dirajam sesuai dengan sabda
Nabi SAW, “ambillah dariku, ambillah dariku,
sungguh Allah telah menentukan bagi perawan/pejaka
seratus kali jilid dan diasingkan selama satu tahun dan
bagi janda/duda dijilid seratus kali dan dirajam
dengan dilempari batu”.

Keterangan di atas tidak menjelaskan tentang saksi
dalam kasus zina ini, apakah harus laki-laki atau dapat
digantikan dengan perempuan. Merujuk pada penjelasan surah
al-Bagarah ayat 282 yang mana al-Nasafi berpendapat
kesaksian laki-laki bersama perempuan tidak dapat diterima
dalam dua hal, yaitu hudid dan gisas, maka di sini dapat
dipahami, saksi yang dimaksudkan dalam surah al-Nisa" ayat
15 ini adalah laki-laki, bukan laki-laki bersama perempuan atau
perempuan saja. Di sini ia hanya menguti satu riwayat dari
Ibnu ‘Abbas yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku
zina. la tidak mengaitkan ayat ini dengan ayat kesaksian
lainnya.

185Hadits ini dikutip oleh al-Nasafi dari riwayat Muslim pada kitab
hudid hadits ke 12-13, Abii Dawud pada kitab hudiid bab 23, al-Turmuzi
pada kitab Audid bab 8, dan Ibnu Majah pada kitab hudiid bab 7. Al-Nasafi,
Tafsir al-Nasafft, J1d. 1, hal. 240.
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d. Tafsir Ab1 al-Su’ad

Ab1 al-Su’ud juga tidak menjelaskan asbabun nuzul
surah al-Nisa" ayat 15 ini. Lebih lanjut ia menjelaskan yang
dimaksud dengan ‘*—HAN‘ dalam ayat terseput adalah
perbuatan zina, dan yang dimaksudkan dengan “es-'l-w u—A”
adalah isteri-isteri kamu.!®® Dari penjelasan tersebut dapat
dipahami, menurut Abi al-Su’ud, ayat ini membicarakan
tentang /i’an (suami menuduh isterinya berzina). Ini berbeda
dengan ulama lainnya yang tidak membatasi lafaz “ O
}SSLI..Q” hanya pada makna isteri saja, tetapi wanita secara
umum. Dan untuk pembuktian zina inj, Ab] al-Su’ud mengutip
pendapat dari al-Sudi, bahwa lafaz PN )\ u-@—dc \ jle—uﬂ:-“u

bermakna kesaksjan itu adalah empat orang laki-laki
mukmm dan merdeka ( ‘*—*—U‘ Lol Oeale 2y u‘ ) sallald
ob )l al s cpiasall Jlay (pe) 197

Selanjutnya potongan ayat:

j\uﬂ\mﬁyﬁug\&wpmﬂ_uuu
Mu@l&\dﬁl

Dijelaskan, jika mereka terbukti melakukan perbuatan zina,
maka mereka dihukum kurungan dan dijadikan rumah itu
sebagai penjara bagi mereka sampai meninggal. Atau Allah
mensyari’atkan hukum khusus kepada mereka yang bentuk

16 Abt al-Su’id, Tafsir AbT Su’id, Juz. 11, hal. 110.
187 Abi al-Su’iid, Tafsir Abi Su’id, Juz. 11, hal. 110.
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hukuman tersebut tidaklah lebih ringan dari kurungan.
Pendapat ini dikutip AbT al-Su’tid dari Abii Muslim. '3

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, menurut Abi al-
Su’iid, surah al-Nisa® ayat 15 ini menjelaskan tentang masalah
kesaksian dalam perkara /i’an, yaitu empat orang saksi laki-
laki. Hal ini berbeda dengan penjelasan tafsir lainnya yang
memahaminya dalam kasus zina secara umum. Dalam
penjelasannya ia tidak mengutip satu pun riwayat yang dapat
dijadikan sebagai dalil penjelas ayat tersebut, dan ia juga tidak
memunasabahkan ayat ini dengan ayat kesaksian lainnya.

e. Tafsir Ibnu ‘Arabi

Ibnu ‘Arabi tidak menyebutkan asbabun nuzul ayat ini.
Menurutnya kedudukan hukum ayat ini telah disepakati belum
mansitkh. Kemudian ia menjelaskan tunjukan ayat ini secara
khusus kepada perempuan, dengan menggun;akan lafaz L.,—')J‘
Adapun yang dimaksud dengan lafaz 4 L‘ﬂ\ , yang disepakati
adalah zina, sedangkan pendapat yang menyatakan liwat,
masih diperselisihkan. Namun Ia sendiri lebih berpegang
kepada makna liwat.'®

Kemudian Ibnu ‘Arabi menjelaskan makna ngLM uA,
di mana terdapat perbedaan pendapat, apakah yang dimaksud
wanita yang sudah kawin atau wanita secara umum. Menurut
kebanyakan shahabat adalah wanita yang sudah kawin.

ISAbT al-Su’iid, Tafsir Abi Su’iid, Juz. 11, hal. 111.
19Tbnu * Arabi, Ahkam al-Quran, J1d. 1, hal. 457-458.
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Pendapat ini didasari pada firman Allah surah al-Baqarah ayat
226 dan surah al-Mujadalah ayat 2:

(226 3 8d1) Jedl a5l G5 agdlis Ge G5l Gl @

(2 Alkadll) gl Gn (35l Gl 5 o

Tetapi yang sahih menurutnya adalah semua wanita, karena
lafaz yang digunakan lafaz mutlaq.lgo

. Potongan ayat selanjutnya FE ,)‘ u-s—\l‘: \qu_.ﬁula
es-‘-e, ditafsirkannya dengan surah al-Nur ayat 4 dan hadits
yang diriwayatkan oleh Abii Dawud yaitu:

J}@_\l\ugh du&\muq)qbucdj\d};\&))j
e&uj‘\_\lccw\ém@ﬂ\] d\s&h.\) [M]?@Ab\f‘j
MLU}.A ulL o sild (es.m U"XAJ el:.\.a L.s—’}'"\)
13) 5155l 8 a3 Y € (515 8 (aia el (aad ()
M\@M\ML@AJ&@@J&J\)\)*\@J‘&
L)

Hadits ini menjelaskan tentang ketentuan dalam kitab Taurat
dan Injil juga empat orang saksi, jadi saksi dalam kasus
zina/liwat telah disepakai empat orang, Penjelasan berikutnya
bahwa yang dimaksud dengan lafaz 55-\'4 di sini adalah laki-
lakl bukan perempuan, karena Allah telah menyebutkan lafaz

(0 sebelumnya. Sebagaimana ungkapannya: 452 )
UA YJ\ AN s Y Y e O Lala

191 (,S_,\_u_,

0lbnu ‘Arabi, Ahkam al-Qur'an, J1d. 1, hal. 458.
Y1bnu ¢ Arabi, Ahkam al-Qur- an, J1d. 1, hal. 460.
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Kemudian Ibnu ‘Arabt menjelaskan lafaz:

Sl GG e Al 8 b Kedli ) e
Maksudnya bahwa untuk pembuktian zina/liwat ini dibutuhkan
saksi, tetapi bukan wajib adanya saksi. Artinya hukum
menuntut salah satu pembuktiannya melalui saksi yang benar-
benar menyaksikannya. Jika ada saksi yang bisa
membuktikannya, maka Allah memerintahkan untuk menahan
perempuan yang berbuat kejahatan itu untuk ditahan di rumah
(penjara). Dalam hal ini timbul perbedaan pendapat, apakah ini
merupakan hukuman /ad atau bukan. Di sini ia mengutip
pendapat Ibnu °‘Abbas, al-Hasan, dan Ibnu Zayid, yang
menyatakan ketentuan ayat ini sebagai hukuman supaya
perempuan tersebut tidak bisa menikah sampai ia meninggal,
kemudian turun surah al-Nur ayat 2 yang menasakhnya dengan
ditetapkannya hukuman had, yaitu jilid bagi yang ghairu
muhsan, dan rajam bagi yang muhsan (hadits).'*?

]?)erlkutnya Ibnu ‘ArabT menafsirkan lafaz 4 Jaag _5\

)“-‘“‘ u@J dengan merujuk pada tiga buah hadits yang
d1r1wayatkan Muslim, salah satunya adalah:

ﬁj\ ) o crabiall 0 BE (e o gt s plsa sl
)/S:\JL))SJ\ ML)@JW‘ 22 Jﬂcf.c ‘Jh(‘l""}‘\'\b

193 é)\j@bhﬁb@ﬂ\j :\.:\MGA.UMLA
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan,
menurut Ibnu ‘Arabi yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah

192Tbnu *Arabi, Ahkam al-Qur an, J1d. 1, hal. 460-461.
193Tbnu “Arabi, Ahkam al-Qur'n, J1d. 1, hal. 461-462.
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masalah hukuman terhadap pelaku liwat. la menjelaskan, jika
ada empat orang saksi yang bisa membuktikan perbuatan liwat
ini, maka perempuan tersebut dihukum kurungan rumah
sampai meninggal, yang kemudian ketentuan hukuman ini
dihapus (nasakh) oleh surah al-Nur ayat 4. Ia tidak mengutip
riwayat yang menjelaskan masalah kedudukan saksi dalam
kasus liwat ini, apakah ada perbedaan antara saksi laki-laki
dengan saksi perempuan.

f. Tafsir al-Qurtubi

Al-Qurtubi juga tidak menjelaskan asbabun nuzul ayat
ini. Ia langsung menjelaskan lafaz 94")\1@\, yang dimaksudkan
ayat adalah perempuan, dan lafaz mm\, yang dimaksudkan
adalah zina (h)l\ @4)—03‘ ) < Z\-JAN‘) Jadi bisa
disimpulkan bahwa yang dimaksudkan ayat ini adalah
perempuan yang berzina. Kemudian ia menjelaskan khusus
dalam kasus zina, harus disaksikan oleh empat orang saksi dari
kalangan orang muslim ( LS\ pSia ‘\-"—U\ Cele | agiinld)

= (®. Ketentuan empat orang saksi ini juga sesuai
dengan keterangan ayat kesaksian lainnya, yaitu surah al-Nur
ayat 4. Dan menurutnya kesaksian empat orang itu juga
ditetapkan dalam kitab Taurat dan Injil, sesuai dengan hadits
riwayat Abu Dawud'**(sebagaimana dikutip Ibnu ‘Arabi).

Selanjutnya al-Qurtubi menjelaskan potongan ayat ulﬁ
‘—‘J—‘-‘M < O Sl | 5335 maksudnya, kurungan rumah
(penjara) merupakan ‘uqubat (hukuman) yang berlaku pada
masa awal Islam. Menurut ‘Ubadah bin al-Samit, al-Hasan, dan

194Al-Qurtubi, al-Jami’ li "Ahkami al-Qur - an, Juz. 5, hal. 82-84.
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Mujahid, ayat ini telah dinasakh dengan turunnya surah al-Nur
ayat 4 yang menyatakan pezina itu dijilid 100 kali dan juga
dirajam berdasarkan keterangan hadits, yaitu:

1533 rCuball (g sabe Cuaa & LBl ale Al oa

MLAJL‘)SJD)SJ\MU@J&\L}:A&@; \Jh@s
195 (a0 5 Ale ala il il 5 ale oy 3

Uraian di atas dapat disimpulkan, menurut al-Qurtub1
inti pembicaraan ayat ini adalah perempuan yang melakukan
zina, bukan laki-laki yang berzina. Pada awal Islam, hukuman
yang dijatuhkan bagi perempuan yang terbukti berzina
berdasarkan keterangan empat orang saksi, maka ia dihukum
kurungan rumah sampai ia meninggal. Hukuman ini kemudian
dimansitkhkan oleh surah al-Nur ayat 4. Di sini ia tidak
menjelaskan tentang siapa yang boleh menjadi saksi dalam
perkara zina ini, apakah laki-laki atau perempuan, dan ia tidak
mengutip satu pun riwayat yang menjelaskan hal ini.

g. Tafsir al-Maraghi

Dalam Tafsir al-Maraghi juga tidak disebutkan
asbabun nuzul surah al-Nisa® ayat 15 ini. Lebih lanjut ia
menjelaskan, yang dimaksud dengan lafaz al-fahisyah pada
ayat ini adalah perbuatan zina, dan lafaz min nisa ikum adalah
wanita muykmin, Kemudian ia menjelaskan potongan ayat:
eS.m 4—*—’_)‘ u@—'h UJ@-MMU bahwa empat orang saksi yang
dimaksudkan di sini ialah empat orang laki-laki merdeka dari
kalangan sendiri (muslim). Alasan ia menetapkan saksi yang

195 Al-Qurtubi, al-Jami' li "Ahkami al-Qur-an, Juz. 5, hal. 84-85.
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dimaksud di sini adalah laki-laki, bukan perempuan, ia
berhujjah pada riwayat al-Zuhri yang mengatakan:

3aled Juss Y of saay (pialall ¢ Al J gy (pe A Cuas
Asaall oLl

(Praktek yang berlaku pada masa Rasulullah dan dua khalifah
sesudahnya adalah bahwa kesaksian wanita dalam masalah
hudiud tidak diterima). Hikmah yang terkandung ialah
menjauhkan kaum wanita dari hal-hal yang berkaitan dengan
kejelekan-kejelekan perbuatan fahisyah, kriminal, hukuman
(siksaan), dengan maksud agar mereka (kaum wanita) tidak
terpengaruh dan selamanya tidak mengenal hal-hal jelek dan
tidak memikirkan permasalahannya, serta tidak bergaul dengan
orang-orang yang bersangkutan dengan perbuatan tersebut.!*®

Kemudian terhadap potongan ayat berikut;

S dsa B s el b Gh Al A s
Shuts G Al Jasg

Al-Maraght menjelaskan ketika ada empat orang saksi laki-laki
yang menyaksikan perbuatan zina tersebut, maka tahanlah
wanita yang berzina itu di dalam rumahnya, dan dilarang
keluar rumah sebagai hukuman terhadap dirinya, agar ia tidak
mengulangi perbuatannya itu sampai meninggal. Atau sampai
Allah menjadikan untuknya jalan keluar sesuai dengan
ketentuan Allah, yaitu had zina, berdasarkan keterangan surah
al-Nur ayat 2, yang kemudian dirincikan dengan hadits dari
‘Ubadah bin Samit, bahwa Nabi SAW bersabda:

196Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, J1d. 2, Juz. 4, hal. 205.
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ﬂ;u;\ﬂbf_fd\ )\.u.uu.éj \duqsu_u:\jh‘fs\jh
197el.cwﬁjmuh)ﬂb)ﬂ\jajm}be;)lbmu

Pernyataan al-Maraght di atas tentang hikmah tidak
diterimanya kesaksian wanita dalam masalah Audid
menunjukkan bahwa al-Maraght sangat menghendaki
perempuan itu hanya duduk di rumah saja, tidak keluar untuk
beraktifitas sebagaimana laki-laki. Karena mustahil kalau
seorang perempuan yang aktif di luar rumah tidak terlibat, baik
secara langsung atau tidak dengan berbagai kejahatan,
meskipun sebatas melihatnya saja. Pendapatnya ini menjadi
sangat mustahil dalam konteks modern, di mana kebanyakan
wanita sudah beraktifitas di luar rumah, ada yang menjadi
pengacara, jaksa, hakim bahkan presiden dan lain-lain. Yang
menarik dari penjelasan al-Maraght adalah ia mengutip riwayat
dari al-Zuhri sebagai penjelas (bayan) terhadap surah al-Nisa’
ayat 15 ini yang menerangkan tentang praktek yang berlaku
pada masa Rasulullah dan Khalifah Abii Bakar serta ‘Umar
yaitu kesaksian wanita dalam masalah hudiid tidak diterima.
Menurut hemat penulis, ungkapan al-Zuhi tersebut tidak
dikutip oleh tafsir lainnya.

h. Tafsir an-Nur

Hasbi ash-Shiddieqy tidak menjelaskan asbabun nuzul
ayat ini. Menurutnya, inti dari penjelasan ayat ini bahwa yang
dimaksud dengan empat orang saksi di sini adalah empat orang
saksi laki-laki. la merujuk pada pendapat jumhur ulama yang
mengatakan bahwa kedudukan dua orang wanita di tempat

197 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraght, J1d. 2, Juz. 4, hal. 205-206.
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seorang laki-laki dalam soal persaksian sebagaimana tersebut
dalam surah al-Baqarah tidak dapat diterima dalam soal hak
wanita (tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan hak
wanita), hanya diterima dalam soal lain. Adapun hikmahnya
adalah menjauhkan wanita turut mencampuri soal-soal yang
hanya layak dilakukan oleh laki-laki.'*8

Pendapat yang berbeda dari apa yang dikemukakan
oleh mufassir lainnya, menurut Hasbi ash-Shiddieqy, yang
dimaksud dengan lafaz al-fahisyah adalah perbuatan lesbian
sesama wanita (musahagah). Itu artinya hukuman yang
dibicarakan dalam ayat ini khusus kepada wanita. Dalam hal
ini Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan wanita yang terbukti
melakukan musahagah (lesbian) berdasarkan empat orang
saksi laki-laki, maka mereka dikurung di dalam rumah, jangan
diberi izin keluar, sehingga mereka meninggal, atau Allah
memberikan kepadanya jalan keluar dari rumah itu, atau
diadakan undang-undang yang membenarkan mereka keluar.
Di sini Hasbi ash-Shiddieqy menambahkan penjelasannya
bahwa ayat ini memberi pengertian tentang larangan (tidak
dibenarkan) bagi seseorang untuk mencegah wanita keluar
rumah di waktu ada keperluan, jika tidak dalam keadaan
sedang dihukum.'®® Pendapat Hasbi ash-Shiddieqy ini memberi
pengertian bahwa negara atau pemerintah diberi wewenang
untuk mengatur masalah ini dengan membuat aturan tentang
bentuk penghukuman yang dianggap layak bagi pelaku lesbian,
sebagai ganti hukuman kurungan rumah. Kemudian yang

198Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, J1d. 1, hal. 778-779.
1Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, JId. 1, hal. 779.
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menarik dari penjelasannya itu adalah ketidakbolehan

seseorang melarang seorang wanita keluar rumah, ketika ada

keperluan, sedangkan wanita itu tidak dalam kondisi sedang

menjalani hukuman. Pernyataan ini nampaknya dikutip dari

tafsir “al-Manar” yang bunyi teksnya adalah:

Ogries Sl (B GeSlual s pad e dids s A
200 0al) ol e A adl) dalall die g Al

Hasbi ash-Shiddieqy mengutip pendapat jumhur
mengatakan ayat ini telah mansitkh dengan hukuman had yang
ditetapkan dalam surah al-Nur. Tetapi ia juga mengutip
pendapat Abii Muslim yang menurutnya tidak ada yang
mansitkh dalam soal ini, sebagaimana juga telah difatwakan
oleh Mujahid.?"!

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, kebanyakan
mufassir memahami keterangan surah al-Nisa' ayat 15 adalah
dalam konteks masalah zina, karena kebanyakan mereka
menafsirkan lafaz al-fahisyah dengan perbuatan zina. Dalam
hal ini mereka sepakat berpendapat kesaksian dalam kasus zina
ini mesti dilakukan oleh empat orang saksi laki-laki mukmin
dan merdeka, tidak diterima kesaksian laki-laki bersama
perempuan atau perempuan saja. Dan mereka berpendapat
kedudukan hukum dalam ayat ini telah mansiikh dengan
turunnya surah al-Nur ayat 2. Artinya, hukuman terhadap
pelaku zina tidak lagi dalam bentuk kurungan rumah sampai

200Muhammad Rasyid Ridha, a/-Manar, Juz. 4, Dar al-Fikr,t.tp, t.t,
hal. 436.
20'Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, J1d. 1, hal. 779-780.
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mati, melainkan dijilid seratus kali bagi ghair al-muhsan (al-
Nur: 2), dan dirajam sampai mati bagi muhsan (berdasarkan
hadits). Pendapat jumhur mufassir ini berbeda dengan apa yang
dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy (menurut hemat
penulis, nampaknya dikutip dari Tafsir al-Manar karangan
Muhammad Rasyid Ridha), bahwa ayat ini membicarakan
masalah perbuatan lesbian (musahagah), bukan zina secara
umum, sehingga hukuman yang dimaksudkan dalam ayat juga
khusus kepada wanita saja. Kemudian Hasbi ash-Shiddieqy
juga cenderung berpegang kepada pendapat Abi Muslim yang
menyatakan ayat ini tidak mansikh dengan turunnya surah al-
Nur ayat 2, karena kasus yang dibicarakan dalam surah an-Nur
berbeda dengan yang terdapat dalam surah al-Nisa® ini. Kalau
dalam surah al-Nur berbicara masalah zina, yaitu perbuatan
keji antara laki-laki dan wanita dengan bentuk hukuman jilid
100 kali bagi yang ghairu muhsan dan rajam bagi yang muhsan
(hadits), sedangkan dalam surah al-Nisa' ini berbicara masalah
musahaqah, yaitu perbuatan keji antara wanita dengan wanita
(lesbian) dengan bentuk hukuman berupa kurungan rumah.
Selain itu, dengan mengutip dari tafsir al-Mandar, Hasbi ash-
Shiddieqy menjelaskan ayat ini melarang seseorang untuk
mencegah seorang wanita keluar rumah ketika ada keperluan,
kecuali sedang dihukum. Penjelasan ini tidak ditemukan dalam
tafsir lainnya, malah dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan
tentang sebaiknya perempuan itu tidak keluar rumah untuk
beraktifitas sebagaimana laki-laki, karena dapat menimbulkan
fitnah.
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3. Surah al-Maidah ayat 106

Z/ g_ajad‘ ?S \).».a; ‘J\ /l odl_g_._u \J_m\g ﬂ\ 1.@_\“_1
es‘).tswg\ﬁ\;‘j eS:qux_ \‘53”\4.1\4_\.»4‘93\

&Sﬁjuﬁ@gﬁ‘ﬁeﬂ)\u\&bu@ﬁ M\m
MY\M\J\\J&\M@@&Y)@)&\J

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang
kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan
berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan
oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua
orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu
dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa
bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah
sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka
keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu
ragu-ragu; “(Demi Allah) kami tidak akan menukar
sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk
kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat,
dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian
Allah, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah
termasuk orang-orang yang berdosa”.

Penjelasannya:
a.Tafsir al-Tabart

Dalam Tafsir al-Tabari tidak disebutkan asbabun nuzul
ayat ini. Dalam menafsirkan ayat ini, al-TabarT mengutip 84
buah riwayat, tetapi tidak ada satu pun dari riwayat tersebut
yang menjelaskan tentang perbedaan antara saksi laki-laki dan
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perempuan dalam masalah wasiat. Berikut ini gambaran dari
penjelasan al-Tabarf.

Al-Tabar1 dalam menjelaskan potongan ayat:

Ga &5l 48380 Hima 13) A Bale s 1 pale Gpdd) el
K e 15 uu\ a3l

Ia mengutip 13 buah riwayat yang menjelaskan bahwa dalam
masalah wasiat dibutuhkan dua orang saksi yang adil. Di sini
dijelaskan tentang maksud dari lafaz es-‘-ﬁ Jae | ed L),
Menurutnya lafaz ini mengandung pengertian yaitu orang yang
memiliki kecerdasan dan akal dari kalangan muslim ( SR PN
u—‘-‘d—wd‘ U= Q,AA 9 Jse j) Dalam hal ini al-Tabari
menjelaskan, penafsiran para ahli takwil terhadap lafaz tersebut
pada prinsipnya sama, tetapi menggunakan istilah yang
berbeda-beda, ada yang menafsirkan dengan: Onalisal) R, (0
eS-UJ d-%\ e)u-»y\ | A, Al (e sebagaimana riwayat

berikut ini:

e e caa ) ) r b Was ¢ JB B (p des Lias e
Jac 1" laald - JU8 vl (1 Qs (pe BILEE e
u.\.d...ml\ e ¢MaSia

e (s cs—’\ u_1\ Whas Yla G_.\.mj\ U—’\J JLuu u.s\ Was e
52 QLI Al g el (s e AU e (s
eS.u.J dA\ e UL“\ d\& 4"55.\.4 d.lc

R oe Can ] e cu.uJJ\ Cn) Was ¢ JB8 e S _94\ Was o
GJL_:JA,U\JJ_SU_‘: il d\._aad__ur_u_c P
Al (e 1 JB ¢ MaSia Jae 153 LI KA
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‘;AQL;L}JAcduL’_i‘ b‘dumww‘;uu.
?S.\.Add.c \jd" u.u\.\c u.\\uc‘u\gc ‘_5_1 ‘;ud; Ja
2oze)wy\&\wdnga A\ ¢

Demikian juga dengan makna lafaz u-A u\ )A\g j\
es )—1-“— mereka menaf51rkannya

d,;\}cw uusndmw M\
Di sini al-TabarT mengutip sebanyak 60 riwayat, di antaranya
adalah:

u_ad_u.x\_u ‘)(u JL:LAUJH),oMu_\muAAO
j\} t_u_..uj‘u_t.l.w_uu_c od\_ﬁ ‘A"’—“‘U:‘:,@JJ
&_c ‘)_uu\_u.m\ du e.\_m.&,\_u du ujsugudéo
GJYUU\Q_\\ u.m.d\u.amuc G.q.d\uu.ﬂuje.&\).a\
é—\hdfb‘}f—uﬂ VG (3 S G AT 31} Al
B mwu)\)s\mu 08 sk 03 ol ae s e
u‘—u‘} Al B e (0 A Oe mw«.fdm‘u
M\w\jmguu,uﬁ;@\ S Je 153
: Al i G

u..a\ /,g_\g_m\u.c uujd\uq\u dla g.\.uSy\LuJ:.
_9\} LAL:_M.L\\J_,AU_GAJ@ L8 °J—u9u—°a,u-ua—»:~
Al i G058 (R B A

u_al ,(“MU-G u.u_a‘gd\u_a\\_u du @S}u_a\\_udéo
Ru Gl 5 Be 6 e G G

202Al-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. 5, hal. 100-102.
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d\ﬁ ‘ru du ‘rﬂ d\ﬁ JMUJJAML,’AJJA.
{eSJ-’*‘—u-AuUA‘ 51 w‘—’f— A e Al el
s o

205 SN Gal g e 18

Inti penjelasan al-TabarT dalam kitabnya bahwa ayat ini
membicarakan masalah kesaksian dalam wasiat. Dalam hal ini
ia berpendapat bahwa jika wasiat itu bukan dalam perjalanan
(safar), maka para ulama sepakat menyatakan saksi itu mesti
orang Islam. Tetapi jika wasiat itu dalam perjalanan (safar),
berdasarkan riwayat di atas, ia berpendapat boleh saksi itu dari
kalangan non-muslim, jika tidak ada orang Islam. Di sini ia
tidak menjelaskan secara konkrit tentang perbedaan antara
saksi laki-laki dengan saksi perempuan dalam masalah wasiat.
Ia hanya mengutip beberapa riwayat yang menggunakan lafaz
J= Y dalam masalah saksi wasiat ini, salah satunya riwayat
dari al-Qasim, yaitu:

\cd\_"ne.uAL;u.\A 4d1.3 u.\.m;j\ Laa cd\.ﬁ ?““Ld\ Waa

M‘Y\cd&@yuu@q\ )muqmujegh\}\ucca
aujx\ JAJH PYS-EN \.J\ ‘}[u c"es..\.u o.J\.@_u \}m\ u.a.ﬂ\ LG_\‘ La"
204@..:5!\&5\

Riwayat di atas menjelaskan, yang dimaksudkan
dengan potongan ayat 'es-"—,.'é Balgdi | sl (ppddl 1—@—'\ =
adalah kesaksian dalam kondisi safar, ketika seseorang yang
akan meninggalkan ingin berwasiat, yaitu dua orang saksi laki-
laki yang muslim. Namun jika tidak ada dua orang saksi laki-

283 Al-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. 5, hal. 103-111.
204A1-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. 5, hal. 111.
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laki yang muslim, maka diterima kesaksian itu dari dua orang
laki-laki yang ahli kitab. Jadi menurut hemat penulis, di sini al-
TabarT ingin mengatakan saksi dalam masalah wasiat ini adalah
dua laki-laki muslim, bukan saksi perempuan. Bahkan dalam
dalam kondisi safar, jika tidak ada dua orang saksi laki-laki
yang muslim, diterima kesaksian dari dua orang laki-laki non-
muslim.

b. Tafsir Ibnu Katsir

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan beberapa riwayat
tentang asbabun nuzul dari ayat ini, di antaranya adalah
riwayat dari Ibnu Zayid yang mengatakan, ayat ini diturunkan
mengenai seorang yang akan meninggal dunia dan tidak ada
seorang muslim pun, itu terjadi pada masa awal Islam ketika
masih terjadi perang antara orang muslim dengan orang kafir.
Kemudian dihapuskan (mansitkh) kewajiban wasiat dengan
turunnya ayat tentang pembagian warisan. Sedangkan dalam
riwayat dari Ibnu Mas’ud diceritakan ada seorang suku Bani
Sahm yang bernama Budail bin Abi Maryam (seorang
pedagang), mendadak ia sakit keras, ketika itu hanya ada dua
orang yang beragama Nashrani, yaitu Tamim al-DarT dan ‘Adi
bin Badda’. Lalu ia mewasiatkan kepada keduanya, jika ia
meninggal supaya dagangannya itu diberikan kepada
keluarganya. Tetapi oleh mereka berdua, harta wasiat itu
dijualnya sebagian dan sebagian lagi diberikan kepada
keluarganya. Ketika Tamim al-Dar1 itu kemudian masuk Islam,
ia merasa berdosa dan melaporkan hal ini kepada Rasulullah,
lalu Rasulullah meminta Tamim al-Dari (sudah beragama
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Islam) dan ‘Adt bin Badda’ (masih bergama Nashrani) untuk

bersumpah menurut agamanya, dan turunlah ayat ini.?*®

Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini
mengandung hukum yang sangat berharga. Namun ada yang
berpendapat hukum dalam ayat ini telah mansizkh, sebagaimana
riwayat dari al-‘Awfi dari Ibnu ‘Abbas dan Hammad bin
Sulaiman dari Ibrahim. Tetapi kebanyakan ulama seperti
dikemukakan oleh Ibnu Jarir berpendapat hukum ini tetap
muhkam, jika ada yang berpendapat mansitkh, harus
menjelaskan buktinya, sebagaimana ungkapannya berikut:
Fomie ) 18 e aSa o Ay KU ALY s2a il
e Olatlis () malea JUB 5 Gibae Gl e S5ad) 6l 5 )
A8 L () 5 SV ab - (g5 AT JB s AR gusia L) ta) il

206, 5l aled 2l o2l 5t 38 i e i O

Berikutnya Ibnu Katsir menjelaskan makna lafaz ) 53
55-"-0 Jae pada ayat ini adalah Onaladl) U, sesuai dengan
pendapat jumhur, berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas:

W e i iy il i (g Aall o o e O3

Aa B Gl Be OF L Jie 153
Namun sebagian yang lain berpendapat, maksud dari lafaz ) 53
55-'\-‘\ Jie adalah = sall Jal (e, Berdasarkan riwayat
berikut:

205Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, J1d. 2, Dar Masri li al-Tiba’ah,
tp, t.t, hal. 114-115.
20Tbnu Katstr, Tafsir Ibnu Katsir, J1d. 2, hal. 113.
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gr‘“}&\éﬁju;‘&‘jm‘udm}°mugdjjj
15 o oed Sl 2 5 A o Jilad 5 535 (Xl 5 yakg
e GsHAT s a3 JB Al 425 da e 5 Al o
207 }d\&\wg\"gsud_\c\a"dh
Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari lafaz
K e G IOAT 3l adalah Jal s tm cpalisall e (1
<US) perdasarkan riwayat dari Ibnu Ab1 Hatim dari Ibnu
‘Abbas. Sedangkan menurut riwayat dari ‘Ukramah dan
‘Ubaydah, yang dimaksud dengan eS-\-A adalah AL (ys
L;*-é}d daneS)-“‘- uﬁu\ﬁ\ adalah L;*-é}d\ AL e (e
, sebagaimana riwayat berikut:

M WA G3e o) v WA o LS s ) 08
J_u;u_md.uv_uu.:;o‘)du;@\ umuqadb)wq;\jl\
Cre J3 1S 53 G OIBAT ] U)ﬂ%—"wh‘— o JaJe

oq_us;u_cdi)j due_u_a\_\ﬁ\d_m Lru_zu.ml_..ml\
)Aﬁueu—m; G O 2aah 5 CELAN (0 Aty 555
@’AA%\)J\J@’—“‘S\JJ-‘J;UJMJMB‘ MJS.CJ
Gaa ) ae 5 A 00 Jileh csXdl s Hlaa ol 5 830
u-CJ-’ﬁu-’“\SAL‘;.A‘J‘JJJJMeAPJeL‘wMJ
)A\de\ﬂ\u"'@"d;ﬁébﬁjmi)&
TLd e bl 5% G oI AT I Bga 21540 o6&
2086_‘&}41\

Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, berdasarkan
riwayat dari Ibnu Jarir yang mengatakan, tidak boleh kesaksian
itu dari orang-orang Yahudi dan Nashrani, kecuali dalam

207Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, J1d. 2, hal. 113.
28Tbnu Katstr, Tafsir Ibnu Katsir, J1d. 2, hal. 113.
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keadaan safar, dan tidak boleh dalam safar itu kecuali dalam
masalah wasiat, sebagaimana ungkapannya:

ESJJMJL&AJA\MJAG‘;LL)J}JAQLHJA F)J‘);ud\d\ﬁ
)jé.ly d C\_\)_uu.cce&\ﬁ\ cL}n.A.G\)“LUJAyu
)M@JJAJYJ‘)M@Y\ @\M\j&&}@.ﬂ\bd\.@.&»

2094_,_“4,)@‘)[\

Dalam hal ini Ibnu Jarir berpegang kepada riwayat dari
al-Zuhrt:

LLLJA‘JJ\J}.\\L\.\JA‘LADU_IJ‘).AQLL}JA J_U;u_a\dta
ﬁHu\cyijﬁﬁuaq@JH
10, palisal)

Dari uraian di atas tergambar, Ibnu Katsir dalam
penjelasan tafsirnya terfokus pada masalah siapa yang boleh
menjadi saksi dalam masalah wasiat, apakah muslim atau non-
muslim, dan ada yang berpendapat ahli keluarga yang
berwasiat atau orang lainnya. Ia tidak membicarakan persoalan
perbedaan antara saksi laki-laki dan perempuan dalam masalah
wasiat. Dalam penjelasannya, Ibnu Katsir banyak mengutip
riwayat yang bersumber dari para sahabat, bukan dari hadits
Rasulullah. Dan ia tidak mengutip satu pun ayat kesaksian
yang lain yang dapat dijadikan munasabah dengan ayat ini.

20Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, J1d. 2, hal. 113.
201bnu Katstr, Tafsir Ibnu Katsir, J1d. 2, hal. 113.
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c. Tafsir al-Nasafi

Al-Nasafi tidak menyebutkan asbabun nuzul ayat ini.
Menurut al-Nasafi, ayat ini menerangkan tentang diwajibkan
menghadirkan dua orang saksi dalam masalah wasiat ketika
hendak meninggal dunia, sebagaimana ungkapannya: Baled
QL) 2l o aSule (ym 58 Ladd LS\ aSin. Dan menurutnya,
wasiat itu hukumnya wajib bagi orang yang diketahui akan
menemui ajalnya, dengan disaksikan olgh dua orang saksi yang
adjl dari kaum kerabat. la memaknai es-\-A pada potongan ayat
es-‘-ﬂ di-f— )33 adalah kaum kerabat, karena menurutnya
mereka merupakan orang yang paling mengetahui keadaan
orang yang meninggal itu, sebagaimana pernyataannya: (=

Caall Ul saly dlel 2l oS5 6 21

Ini artinya, menurut al-Nasafi kedua saksi itu adalah
mesti orang Islam dari kalangan keluarga atau kaum kerabat,
bukan orang Islam secara umum. Karena menurut mereka,
kaum kerabat adalah orang yang paling mengetahui hal ikhwal
diri dan keluarga dari orang yang meninggal tersebut. Kondisi
ini sangat dibutuhkan ketika ada persoalan terhadap apa yang
diwasiatkan itu. Kaum kerabat merupakan orang yang paling
mengetahui kondisi dan situasi keluarganya, sehingga sangat
membantu dalam penyelesaian kasus yang mungkin muncul di
kemudian hari.

i Kemudian al-Nasafi memahami lafaz uA u\ )A\ j\
55 _)-K‘— dengan u-ilé\l” ( (orang lain bukan kaum kerabat).
Maksudnya, kalau dalam keadaan safar (perjalanan), maka

2 Al-Nasafi, Tafsir al-Nasaft, J1d. 1, hal. 347-348.
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saksi itu boleh dari orang lain yang bukan kaum kerabatnya. Itu
kebalikan dari lafaz 55-\4“ yang dipahaminya dengan kaum
kerabat. Dan terhadap pendapat yang mengatakan maksud:
aadl) dﬁ»\ %) V’SJ'“: s Q:\AS-‘-MM %) ?S.m, menurut al-
Nasafi hukum itu telah dihapus. Itu merupakan ketentuan pada
masa awal Islam, ketika itu kaum muslimin masih sedikit,
sehingga diberi keringanan untuk mengambil saksi dari
kalangan kafir zimmi, sebagaimana ungkapan berikut:

212 ysalocdl) B LY 5 e N

Al-Nasaft tidak menjelaskan ayat yang mana yang menasakh
(menghapus) hukum dari al-Maidah ayat 106 ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
menurut al-Nasaft pokok pembicaraan ayat ini adalah masalah
kesaksian wasiat. [a mengatakan saksi yang dimaksudkan
adalah ahli keluarga dari orang yang berwasiat, tetapi jika
dalam perjalanan boleh digantikan oleh orang lain yang bukan
ahli keluarga. Sedangkan kedudukan saksi non-muslim sudah
mansitkh hukumnya dengan turunnya surah al-Thalak ayat 2.
Dalam tafsir al-Nasafi ini tidak dikutip satu riwayat pun untuk
menjelaskan ayat ini, dan juga tidak dijelaskan tentang
perbedaan antara saksi laki-laki dengan perempuan dalam
masalah wasiat.

212Al-Nasafi, Tafsir al-Nasaft, J1d. 1, hal. 347-348.
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d. Tafsir Ab1 al-Su’ad

Ab1 al-Su’ud juga tidak menjelaskan asbabun nuzul
ayat ini. Menurutnya (sebagaimana dikemukakan al-Nasafi)
yang dimaksud dengan dua orang saksi yang adil dalam ayat
ini adalah orang-orang Islam dari kalangan keluarga terdekat,
karena mereka lebih paham dengan keadaaan orang yang
meninggal itu dan dapat memberinya nasihat ketika berwasiat
itu, sebagaimana ungkapannya:

C_@\}g_ms\d\ﬁtess\ ‘!eSJJU\ng\eS.\AdJc | 53
2130\.1.1‘2[u1_ﬁ.\4m3

Menurut Abi al-Su’ud, dalam keadaan perjalanan,
ketika tidak ada orang muslim, dapat digantikan oleh ahli
zimmi, ketentuan ini berlaku pada awal Islam. Tetapi kemudian
dinasakh (dihapuskan hukumnya) dengan turunnya surah al-
Thalak ayat 2. Ia berkata:

U\SMJ M.AJS\J.A\U.A d_\ﬁj “—‘-’\AY\U‘“LS\(‘S,)—“;U‘“
)LJ\GALA.\.MYUM\ JP}DJJJEMY\ ;.AJGAJ.J
650 153505} 1 Mot ad 8 Leas ail Jsale (e 5 R o

214(7 : 3l (K Jre

Dalam uraian tafsirnya, Ab1 al-Su’td sebagaimana al-
Nasafi, tidak mengutip satu pun riwayat untuk menjelaskan
ayat ini. [a dalam menjelaskan ayat ini mengaitkan dengan ayat
kesaksian lainnya, yaitu surah al-Thalak ayat 2, tetapi tidak

23AbT al-Su’dd, Tafsir AbT Su’id, Juz. 11, hal. 330.
214AbT al-Su’td, Tafsir Abi Su’id, Juz. 11, hal. 330.
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dalam posisi menjelaskan perbedaan antara saksi laki-laki dan
perempuan, tetapi untuk menjelaskan penolakan kesakian non-
muslim. Sehingga tidak bisa disimpulkan pendapat Abi al-
Su’iid tentang kedudukan saksi wanita dalam perkara wasiat.

e. Tafsir Ibnu ‘Arabi

Sebagaimana Tafsir Ibnu Katsir, dalam Tafsir Ibnu
‘Arabt juga disebutkan riwayat yang sama tentang asbabun
nuzul surah al-Ma'idah ayat 106 ini. Di sini Ibnu ‘Arabi
merujuk pada 7 (tujuh) buah riwayat, yang salah satunya
berasal dari riwayat al-Turmuzi dari Muhammad bin Ishaq dari
Ab1 al-Nadhr dari Bazan maula Ummun Hani® dari Ibnu Abbas
dari Tamim al-Dar1.?!>

Selanjutnya Ibnu ‘Arabi menjelaskan perlunya saksi
ketika seseorang hendak berwasiat dikala kondisi sakit parah
menjelang ajalnya. Mengenai saksi yang dimaksudkan ayat,
menurutnya juga adalah dua orang laki-laki, sesuai dengan
lafaz yang digunakan, yaitu Jac 153 menunjukkan muzakkar
(laki-laki), sedangkan untuk perempuan digunakan lafaz
@‘ jJ sebagaimana ungkapannya:

d\.ﬁt&.\\‘){\ UJAJJA.\A.U uw@'aﬁé\fsﬂamu&j
CLAJY.LASM‘X UA;JA\J\M\UM Jae 150 rellh aay
216 L_ujAﬂY\CLa.ﬁY"u_x\j.ﬁ" UH-‘“S )SMHY\

Kemudian Ibnu ‘Arabl menjelaskan makna dari lafaz
55-"-4 pada ayat tersebut ada tiga pendapat ulama:

25Ibnu Arabi, Ahkam al-Qur'an, J1d. 2, hal. 231-235.
219Tbnu *Arabi, Ahkam al-Qur'an, J1d. 2, hal. 239.
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1. Orang Islam, pendapat dari Ibnu ‘Abbas dan Mujahid.

2. Kelompok/suku (gabilah), pendapat dari al-Hasan dan
Sa’id bin al-Musayyab.

3. Pihak ahli keluarga yang meninggal (tidak disebutkan
pendapat siapa).

Terhadap pendapat ya j:nengatakan lafaz es-m bermakna e
atau , maka lafaz 55 )—*C R
bermakna sebaliknya, yaitu (2 O A 217

Inti penjelasan Ibnu ‘Arabi adalah surah al-Maidah
ayat 106 ini menerangkan tentang kesaksian yang diterima
dalam perkara wasiat adalah laki-laki, bukan perempuan,
karena digunakan lafaz muzakkar \ 99, bukan lafaz muannas

s,
f. Tafsir al-Qurtub1

Dalam Tafsir al-Qurtubi disebutkan asbabun nuzul ayat
ini berdasarkan riwayat al-Bukhari dan al-Daruqutni dari Ibnu
‘Abbas adalah berkaitan dengan kisah Tamim al-Dar1 dan ‘Ad1
bin Badda' (non-muslim) yang melakukan perjalanan ke
Mekkah. Dalam hadits yang diriwayatkan al-Turmuzi
dikatakan keduanya beragama Nashrani melakukan perjalanan
ke Syam. Di tengah jalan keduanya bertemu dengan seorang
pedagang muslim dari Bani Sahm yang bernama Budail bin
Ab1 Maryam yang sedang sakit keras, lalu meninggal tanpa ada
seorang muslim di sana. Ketika sekarat itu, pedagang tersebut

2Tbnu Arabi, Ahkam al-Qur'an, J1d. 2, hal. 240.
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mewasiatkan hartanya kepada kedua orang itu untuk
disampaikan kepada keluarganya. Riwayat selengkapnya
sebagaimana dikutip dalam Tafsir Ibnu Katsir. Menurut Abi
‘Isa bahwa hadits ini gharib, tidak ada satu pun sanadnya yang
sahih.*'8

Kemudian  al-Qurtubi  menjelaskan, ayat ini
membicarakan tentang perlunya menghadirkan dua orang
saksi ketika melakukan wasiat oleh seseorang yang sudah dekat
(berdasarkan tanda-tanda) akan meninggal. Dug orang saksi itu
adalah laki-laki, karena digunakan lafaz ut-‘-‘\ yang diikuti
dengan lafaz berikutnya dJQ \ _53 yang tidak lain maksudnya
adalah dua orang laki- lakl, sedangkan untuk perempuan
digunakan lafaz Ul 53 (sebagaimana terdapat dalam surah al-
Rahman ayat 48), sebagaimana ungkapannya berikut (sama
dengan pernyataan Ibnu ‘Arabi):

dA‘.&M)uLA)LJJL "u.t%" (ULU\A‘M)M u.\;) szt.x.\‘djﬂ
‘u.u.a;u MSLAJ Gmﬁs.a "u\.\.\\" ‘d}&) "J.»..A; 4_\3
M\u.u"d..\.c \j.l" JJJMJ\ALJM\ V) cu.\LJdA.\;.a}
M G LS SRl ) ey Y dadl 4y copla ol

217, Siall V) eload¥ [ 1pmn M)

Adapun yang dimaksud dengan lafaz (,S.m dalam ayat
ini adalah orang muslim, dan yang dimaksud dengan lafaz j\
;‘SJ-‘-C e u\_);“- adalah orang kafir. Di sini al-Qurtubi
menjelaskan kesaksian orang ahli kitab dibolehkan dalam
masalah wasiat, jika orang Islam tersebut dalam keadaan safar

28A1-Qurtubi, al-Jami’ li “Ahkami al-Qur'an, Juz. 6, hal. 346-347.
29A1-Qurtubi, al-Jami’ li “Ahkami al-Qur'an, Juz. 6, hal. 348.
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(perjalanan), sebagaimana pendapat shahabat Abt Musa al-
Asy’ari, ‘Abdullah bin Qiyas dan ‘Abdullah bin ‘Abbas. Al-
Qurtubl juga mengutip pendapat Ahmad bin Hanbal, yang
mengatakan bahwa kesaksian ahli zimmah dibolehkan bagi
orang Islam dalam keadaan safar, ketika tidak ada orang Islam.
Tetapi menurut al-Qurtubi, para fugaha lainnya tidak sepakat
dengan hal ini. Menurut mereka, yaitu Zayid bin Aslam, al-
Nakha’1, Abt Hanifah, Malik, dan al-Syafi’1, hukum tersebut
telah mansikh. Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat
dibolehkan kesaksian orang kafir bagi sesama mereka, tidak
boleh bagi orang muslim. Ia berhujjah pada firman Allah surah
al-Bagarah ayat 282, ¢«‘-‘€-J\ (e 032 1A (4 dan al-Thalak
ayat 2, /S Jae (5 93 ) 53¢ 5220 AL-QurtubT juga mengutip
pendapat lain yang mengatakan ayat ini tidak mansiikh, yaitu
pendapat al-Zuhri, al-Hasan dan ‘lkrimah. Menurut mereka
lafaz es-\ﬁ maknanya adalah kaum kerabat, sedangkan lafaz )\
;“S,)-"; Oe u\,)é“; adalah selain kaum kerabat. Dalam hal ini
al-Nuhas mengatakan orang kaﬁr itu tidak memiliki sifat adil,
jadi yang dimaksudkan es ,)-\9 uA u\ ,)3\9 _5\ adalah orang
muslim yang bukan kaum kerabat.??!

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, menurut al-
Qurtub1 inti pembicaraan ayat ini adalah masalah kesaksian
wasiat. Menurutnya saksi yang dimaksudkan adalah dua orang
laki-laki, karena lafaz yang digunakan uLU\ yang diikuti
dengan lafaz berikutnya di‘; ‘ _53, yang tidak lain maksudnya
adalah dua orang laki- lakl, sedangkan untuk perempuan

20A1-Qurtubt, al-Jami’ li “Ahkami al-Qur'an, Juz. 6, hal. 349-350.
21 Al-Qurtubi, al-Jami’ li “Ahkami al-Qur an, Juz. 6, hal. 350-351.
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digunakan lafaz Ul 53, Sedangkan persoalan saksi non-muslim,
ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan sudah mansiikh
(hapus), tetapi ada juga yang mengatakan masih muhkam
(berlaku). Dalam penjelasannya, ia juga mengaitkan ayat ini
dengan ayat-ayat kesaksian lainnya, tetapi tidak untuk
menjelaskan perbedaan antara saksi laki-laki dengan
perempuan, dan ia tidak mengutip satu pun riwayat dalam
penafsiran ayat ini.

g. Tafsir al-Maraghi

Dalam Tafsir al-Mardaghi disebutkan asbabun nuzul
ayat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir,??
sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir. Kemudian al-Maraght
menjelaskan potongan ayat

U—‘A g_aj.fd\ ?Sh‘ \.J\ eS.\.u o.l‘.@_u \).m\c wﬂ\ L@_\\La

K e 150 GE) da sl

Menurut al-Maraghi, kesaksian yang disyari’atkan
dalam ayat tersebut adalah kesaksian dua orang laki-laki di
antara kalian dari orang-orang yang adil dan istigamah, yaitu
orang muslim. Karena menurutnya yang dimaksud dengan
lafaz 55-'-0 adalah di antara kaum muslimin. Kedua saksi itu
dimintai kesaksiannya oleh orang yang berwasiat atas
wasiatnya, sehingga kedua saksi itu akan memberikan
kesaksiannya di waktu dibutuhkan. Penjelasan ini terkait
dengan penjelaskan potongan ayat berikutnya:

222 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, 11d.3, Juz. 7, hal. 48-49.
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(;Sfub.ala uaHy) L”,,A (:.1.1‘);.4 (;3.'1\ u\ eSJ.r_ B Q\;);s\a 3
o5l At
Yaitu dalam perjalanan boleh kedua saksi itu bukan dari

kalangan kaum muslimin, jika memang tidak ada orang
Islam.?%

Kemudian al-Maraghi menjelaskan potongan ayat:

G A Y Y o) Ay et sYall 20 (e g sedd
)s\quls}ljl_mau

Bahwa yang dimaksud di sini adalah shalat ‘ashar, karena Nabi
menyumpah ‘Adi dan Tamim sesudah shalat itu. Dan sumpah
terhadap kedua saksi dalam perkara wasiat ini dibutuhkan jika
hakim ragu akan kejujuran mereka. Artinya, kalau hakim
merasa yakin dengan apa yang disampaikannya, maka sumpah
itu tidak perlu. Dalam hal ini al-Maraghi mengaitkannya
dengan surah al-Nisa' ayat 135 untuk menjelaskan saksi itu
harus bersikap adil:

é.c ‘9]_5 4)1 c«\d@.ﬁ: Mb u.m\js \_5.17)5 ‘_5.1.4‘;« u.lﬂ\ L@.\\\_\
24(135 ;L.».d\) Om8Y) 5 ol ) )\ \,S...m\

Potongan ayat terakhir yaitu: \J\ 1—‘\ Al 33lgs 545-‘ NE 3
u;ié:’y u»‘d di sini al-Maraght menjelaskan saksi itu
bersumpah  dengan mengatakan  “dan  kami  tidak

menyembunyikan kesaksian yang telah diwajibkan Allah”,

23 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraght, J1d.3, Juz. 7, hal. 49.
224 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, J1d.3, Juz. 7, hal. 49-50.
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sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Thalak ayat 2
(& 3G | 54 5) 225

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, al-Maraght
mempunyai pandangan yang sama dengan mufassir lainnya
tentang inti yang dibicarakan surah al-Maidah ayat 106 ini
merupakan masalah kesaksian dalam masalah wasiat.
Menurutnya saksi tersebut adalah dua orang laki-laki yang
muslim, tetapi jika dalam keadaan safar yang tidak ditemukan
orang Islam, boleh saksi itu dari kalangan non-muslim. Di sini
ia tidak mengutip satu pun riwayat yang dapat dijadikan
sebagai bayan terhadap ayat ini. Dan ia mengaitkan ayat ini
dengan dengan ayat kesaksian lainnya, yaitu surah al-Thalak
ayat 2 untuk menjelaskan saksi itu harus bersikap adil, karena
itu merupakan perintah Allah.

h. Tafsir an-Nur

Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsirnya menyebutkan
asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan peristiwa seorang
pedagang yang bernama Budail maula ‘Amr ibn ‘As yang pergi
ke Madinah. Di sana ia berjumpa dengan Tamim dan ‘Adi, dua
orang Nashrani yang tinggal di Mekkah, lalu mereka bersama-
sama berangkat ke Syam. Di tengah perjalanan Budail jatuh
sakit, lalu ia menulis surat wasiat yang dimasukkan dalam
barang dagangannya serta diwasiatkan kepada kedua kawannya
itu untuk menyampaikan barang dagangannya kepada

225al-Maraghi, Tafsir al-Maraght, J1d.3, Juz. 7, hal. 50.

160



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

keluargannya. Riwayat selanjutnya sebagaimana telah
disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir.>*°

Selanjutnya Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan dua
orang saksi yang dimaksudkan ayat adalah dua orang saksi
laki-laki dari kalangan orang mukmin, karena maksud dari
lafaz es-‘-ﬂ di sini adalah orang mukmin. Tetapi dalam keadaan
safar, boleh dua orang saksi itu selain orang muslim. Namun
menurutnya ada yang berpendapat, yang dimaksud dengan
“orang lain” di sini ialah orang muslim yang bukan kaum
kerabat.??’

Penjelasan berikutnya, menurut Hasbi ash-Shiddieqy
sebagaimana dikemukakan oleh mufassir lainnya, sumpah bagi
saksi dalam perkara wasiat diperlukan jika ada keraguan
terhadap kebenaran wasiat yang disampaikan. Dan_lafaz
sumpah itu sebagaimana dikemukakan ayat, yaitu: LS,)-“-“-‘ Y

208 13 IS 31y Ui a2

Inti dari penjelasan Hasbi ash-Shiddieqy juga sama
dengan apa yang telah dikemukakan oleh mufassir lainnya,
saksi itu adalah orang muslim, dan boleh non-muslim jika
dalam safar yang tidak ada orang Islam. Ia juga tidak mengutip
satu pun riwayat dalam menjelaskan surah al-Maidah ayat 106
ini, dan juga tidak mengaitkan dengan ayat kesaksian lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, para
mufassir melihat surah al-Maidah ayat 106 dalam masalah

226Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, J1d. 2, hal. 1134-1135.
22THasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, J1d. 2, hal. 1131.
228Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, J1d. 2, hal. 1131-1132.
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wasiat di kala akan meninggal dunia. Dalam hal ini, mereka
tidak sepakat tentang siapa yang dimaksudkan dengan dua
orang saksi yang adil itu. Sebagian mereka (mufassir dari
kalangan bi al-ma’tsur) mengatakan, yang dimaksud dengan
dua orang saksi itu adalah orang Islam secara umum, tetapi
sebagian lagi (mufassir dari kalangan bi al-ra’yi) mengatakan
orang Islam dari kalangan keluarga terdekat (kaum kerabat).
Demikian juga dengan kesaksian dari kalangan selain kamu
(;’SJ-“; % u‘ﬁ‘ j‘) menurut mufassir bi al-ma tsur adalah
orang kafir zimmi, yaitu jika kesaksian masalah wasiat ini
dalam keadaan safar. Namun demikian dari kalangan mufassir
bi al-ma’tsur juga berkembang pendapat lain seperti yang
dikutip oleh Ibnu Katsir dari riwayat Ibnu Jarir yang
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kesaksian dalam
ayat ini adalah eS-'-A adalah = sl 218 e dan (e u\ JA\
55 )—“‘— adalah = }‘J‘ "J-‘-ﬁ R (s, Sedangkan menurut
mufassir bi al-ra’yi adalah orang lain yang bukan kaum
kerabat. Pendapat mufassir bi al-ma’tsur ini didukung oleh
mufassir modern yang berpendapat dua orang saksi itu jika
bukan dalam keadaan safar adalah orang Islam (baik dari kaum
kerabat atau bukan), sedangkan dalam keadaan safar, boleh
dari kalangan non-muslim, kalau tidak ada orang Islam.
Kemudian dalam masalah ini para mufassir juga tidak sepakat
tentang muhkam atau tidaknya ayat ini. Sebagian berpendapat
hukum dalam ayat ini masih tetap muhkam, tetapi sebagian lagi
berpendapat telah mansitkh dengan turunnya surah al-Thalak
ayat 2, tetapi ada juga yang mengatakan ayat ini mansitkh
dengan turunnya ayat tentang pembagian warisan. Adapun
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terhadap kedudukan wanita dalam masalah kesaksian wasiat
ini, tidak ada keterangan konkrit dari para mufassir, kecuali apa
yang dijelaskan oleh Ibnu ‘Arabi, kesaksian yang dimaksudkan
dalam surat al-Maidah ayat 106 ini adalah laki-laki, karena ayat
menggunakan lafaz muzakkar Jac | jJ bukan lafaz mu ‘annas
L;" 5. Namun demikian, dari penjelasan ayat sebelumnya,
khususnya surah al-Baqarah ayat 282, dapat dipahami para
mufassir sependapat untuk menerima kesaksian wanita jika
bersama dengan laki-laki dalam kasus ini.

4. Surah al-Nur ayat 4 )
Mjﬂ;\a;\%ﬁmg\yufsgéuwmuﬁ Sl g
u)s.uuhegdjj\j\m\aqt@_m?@\jmy ’qlsu.ul.u

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang
baik-baik  (berbuat zina) dan mereka tidak
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,
dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat

selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang
fasik.

Penjelasannya:
a. Tafsir al-Tabart

Menurut al-Tabari, ada riwayat yang mengatakan ayat
ini turun berhubungan dengan adanya peristiwa hadits ifki
tentang tuduhan kepada Aisyah r.a, salah seorang isteri Nabi
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berbuat zina tanpa disertai bukti, sebagaimana ungkapannya
berikut:

‘;\J\ijcmtc \ijﬂ‘@d}uq\@y‘a&u\‘)sj
229d5‘§\w4_,uﬁjmelujmlc4n\:gm

Riwayat ini sesuai dengan riwayat dari Sa’id bin Jubair,
ketika ia ditanya oleh Khushaif tentang manakah yang lebih
buruk antara zina dengan gadhaf (menudub wanita baik-baik
berzina), ia menjawab: zina. Lalu Khusayf berkata:
sesungguhnya Allah berfirman: <liiaddll (sa’y Cpills)
Sa’ld menjawab: sesungguhnya firman tersebut hanya khusus
untuk ‘Aisyah, sebagaimana riwayat berikut:

e cd.uaﬂu.\\\_u\ﬁlﬁ cmu.ae.&‘).a\jt_\.\\.uﬂ\ }.1\
uqu\ ‘m\l_ul\ )ﬁww;ﬁs d\ﬁ cu.um
2304.,.413 R u.m; é RV \.A.a\ dls (c.a\.ua&.’d\

Al-TabarT menjelaskan ayat ini membicarakan tentang
qgadhaf. Bagi mereka yang menuduh seorang wanita berbuat
zina, kemudian si penuduh itu tidak dapat menghadirkan empat
orang saksi yang adil untuk bersaksi bahwa mereka melihat
perbuatan zina wanita tersebut, maka cambuklah si penuduh itu
delapan puluh kali, dan jangan menerima kesaksian mereka
selamanya.?!

2 Al-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. IX, hal. 265.
20A1-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. IX, hal. 265.
BIAl-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. IX, hal. 265.
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Kesimpulannya, = menurut al-Tabari, ayat ini
membicarakan masalah gadhaf, dengan asbabun nuzulnya
yaitu kasus hadits ifki yang menimpa isteri Nabi Aisyah r.a.
Dalam menjelaskan tafsir surah al-Nur ayat 4 ini, al-Tabart
mengutip tiga buah riwayat. Dari tiga riwayat tersebut tidak
ada satu pun yang berkaitan dengan masalah saksi dalam kasus
zina. la juga tidak mengaitkan ayat ini dengan ayat kesaksian
lainnya.

b. Tafsir Ibnu Katsir

Dalam Tafsir Ibnu Katsir tidak dijelaskan asbabun
nuzul surah al-Nur ayat 4. la menjelaskan ayat ini menerangkan
tentang hukuman jilid delapan puluh kali sebagai had bagi
orang yang menuduh zina kepada muhsanat. Menurutnya yang
dimaksud dengan muhsanat dalam ayat ini adalah wanita yang
merdeka, baligh dan baik-baik, sebagaimana pernyataannya
(u\-.‘” 5)-33\ RS (Aiiasal) 4—9-*9*”) Namun demikian,
Ibnu Katsir berpendapat, gadhaf yang dimaksud ayat ini bukan
saja untuk perempuan, tetapi juga tuduhan kepada laki-laki
yang baik-baik, yang tidak dapat dibuktikan empat orang saksi.
Tapi jika penuduh mampu menunjukkan empat orang saksi
yang menunjukkan akan kebenaran tuduhannya, maka penuduh
dilepaskan dari hukuman had. Dalam hal ini tidak ada
perselisihan pendapat di antara para ulama. Lebih lanjut Ibnu
Katsir menjelaskan, jika penuduh tidak dapat menghadirkan
empat orang saksi, maka ia dikenakan tiga bentuk sanksi, yaitu;
pertama, dijilid delapan puluh kali. Kedua, kesaksiannya
ditolak untuk selamanya. Dan ketiga, ia menjadi orang fasik,
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bukan orang adil, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia,
sebagaimana ungkapannya:

@jcwqdw\ﬂ;é&uul.@_ﬁwﬂ“uy‘b&%

JJ;.\«J]ASS )A;) u;d&d\ U\S \Ju MJ.\S:J\ 4\.:1\_\3\ OJAM

uqul\ aldl o)) Lala clalal) u.u&\} KYY ‘_gu.n.d ayl 43318

&Ludu\_\.@)u;ﬂ‘u:q) ‘uuumuj;m
\)J.\s.\y‘joﬂauuuehjdhtﬁch@_u‘\_q \.\\;.\

eJ\J‘uJ\AMuJQk_\;j\Ac {u)&mm\eﬁd.\jj\)‘h\bﬂ.@_w

ralSal 4330 a8 e dasa e day
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232 WUl aie Y dll e Y eJam Ged Buld S of -Culil

Ibnu Katsir dalam menjelaskan tafsir ayat ini tidak
mengutip satu pun riwayat sebagai bayannya, juga tidak
mengaitkan ayat ini dengan ayat kesaksian lainnya. Dari uraian
di atas dapat dipahami bahwa menurutnya inti pokok
pembahasan ayat ini adalah hukuman terhadap pelaku gadhaf,
baik tuduhan itu ditujukan kepada perempuan yang muhsanah,
maupun kepada laki-laki yang muhsan, bukan persoalan
kesaksian dalam kasus gadhaf atau zina.

c. Tafsir al-Nasafi

Al-Nasaft tidak menyebutkan asbabun nuzul ayat ini.
Lebih lanjut ia menjelaskan maksud lafaz Glicasall dalam

ayat ini adalah LL\LASAM Q\.A.LLMM L_.QSLJZ&S\‘} ‘}E\JAM (Wanlta

22lbnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 3, hal. 273.
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muslimat mukallaf yang baik-baik dan merdeka). la memahami
ayat ini dalam pengertian yang lebih luas lagi, tidak terbatas
pada menuduh berzina saja, tetapi termasuk semua bentuk
tuduhan yang bernilai fasig. Menurutnya yang dimaksudkan
dengan gadhaf adalah menuduh berbuat zina dan selainnya
(seperti fasiq, pemakan riba dan lain-lain). Jadi menurut al-
Nasafi, gadhaf itu bukan hanya terbatas pada menuduh berbuat
zina, tetapi termasuk semua bentuk tuduhan jahat lainnya.
Terhadap gadhaf zina harus dibuktikan dengan empat orang
saksi, sedangkan gadhaf selain zina dibuktikan dengan dua
orang saksi. Jika orang yang menuduh zina tidak dapat
menghadirkan empat orang saksi, maka dihukum delapan
puluh kali jilid, sedangkan bagi orang yang menuduh selain
zina dan tidak dapat menghadirkan dua orang saksi, dihukum

dengan hukuman ta zir, sebagaimana ungkapan berikut:
u)ﬁ.ls.\ LS\ GJL JLAS\ {L_QL.D.AMS\ ujA .JS\}}
OsS o \j c_alsl&d\ uusmj\ ailaxll }\);J\ LG
}Ju\)hd)muhb)lbu@ﬁaam A yall g6y g L3I0
}‘d)&;‘l@.u@)‘.k\)w\)!_j \jj\;uscc_\W\
u)%d}@umb\ybéﬁd\{;\w 'L\\}abel
Ll dS\hthdJsauhb)S\}uuqﬂ\ u\)l_u)l\ér_
233 3 ale 5 (LS A i,

Adapun syarat penjatuhan hukuman gadhaf terhadap
penuduh apabila wanita yang dituduh itu memenuhi syarat,
yaitu: merdeka, berakal, baligh dan ‘iffah (menjaga kehormatan
diri) dari zina. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang

23 Al-Nasafi, Tafsir al-Nasaft, J1d. 11, hal. 150.
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menuduh laki-laki baik-baik berbuat zina, sebagaimana
ungkapan berikut:

e)u_q‘}_”} &)U\j ds:d‘j 4_1);3\ LJJSM uha;\ L‘g‘}u‘g
) 234C_g)all

Di sini ia tidak mengutip satu pun riwayat yang
dijadikan sebagai penjelas ayat ini. la juga tidak mengaitkan
ayat ini dengan ayat kesaksian lainnya. Masalah kedudukan
saksi wanita dalam kasus gadhaf atau zina, di sini al-Nasafi
tidak menjelaskannya, namun merujuk pada penjelasan ayat
sebelumnya, maka menurutnya saksi wanita tidak diterima
dalam perkara hudiid dan gisas. Hal yang menarik dari
penjelasannya di atas adalah ia tidak membatasi gadhaf itu
hanya dalam kasus zina saja, tetapi dalam semua kasus
kejahatan lainnya. Untuk gadhaf dalam kasus zina, kesaksian
harus empat orang laki-laki, sedangkan dalam kasus gqadhaf
selain zina, kesaksiannya hanya dua orang laki-laki. Di
samping itu, ia mempunyai pendapat sama dengan Ibnu Katsir
bahwa tuduhan itu bukan saja ditujukan kepada perempuan
yang muhsanah, tetapi juga berlaku terhadap laki-laki yang
muhsan.

d. Tafsir Ab1 al-Su’ad

Ab1 al-Su’iid juga tidak menyebutkan asbabun nuzul
ayat ini. la menjelaskan ayat ini membicarakan tentang
hukuman bagi orang yang menuduh berzina terhadap ‘afaifu

234Al-Nasafi, Tafsir al-Nasaft, J1d. 11, hal. 150.
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(perempuan yang baik-baik yang menjaga kesucian dirinya),
yaitu delapan puluh kali jilid. Hukuman ini merupakan akibat
dari dusta dan fitnah yang mereka sampaikan kepada para
wanita yang memelihara kesuciannya. Penjatuhan hukuman
kepada mereka yang melakukan tuduhan keji itu, apabila
mereka tidak dapat menghadirkan empat orang saksi untuk
bersaksi dengan apa yang mereka tuduhkan itu.>%

Kewajiban menghadirkan empat orang saksi untuk
membuktikan tudahan dalam kasus zina, menurut Ab1 al-Su’ad
sesuai juga dengan ketentuan dalam surah al-Nisa' ayat 15.
Kaitan dengan kedudukan saksi wanita dalam perkara gadhaf
atau zina, merujuk penjelasannya pada surah al-Baqarah ayat
282, dapat dipahami kesaksian dalam kasus gadhaf atau zina
haruslah laki-laki, karena kesaksian perempuan tidak diterima
dalam perkara hudiid dan gisds. Dalam penjelasan ayat ini, ia
tidak mengutip satu pun riwayat sebagai bayannya.

e. Tafsir Ibnu ‘Arabi

Ibnu ‘Arabi juga tidak menyebutkan asbabun nuzul
ayat ini. Ia menjelaskan surah an-Nur ayat 4 ini merupakan
ayat yang secara khusus membicarakan masalah gadhaf. Lebih
lanjut, ia memberi pengertian terhadap lafaz al-muhsanat yaitu
orang Islam, merdeka dan menjaga kehormatannya e)hwy\
(Adall 5 4y ,)AJ\ 9). Selanjutnya Ibnu ‘Arabi menjelaskan,
menurut para ulama, ada 9 (sembilan) syarat penjatuhan
hukuman gadhaf, yaitu dua syarat pada penuduh (gadhif), dua
syarat pada sesuatu yang dibuat untuk menuduh (al-maqdhif

5 AbT al-Sw’id, Tafsir AbT al-Su’iid, Juz. 1V, hal. 439-440.
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bih), dan lima syarat pada yang dituduh (magdhuf). Adapun
dua syarat pada penuduh (gadhif), yaitu berakal dan baligh.
Dua syarat pada sesuatu yang dibuat untuk menuduh (al-
maqdhif bih), yaitu tuduhan wata " yang dikenakan had, yakni
zina dan liwat, dan bapak yang mengingkari anaknya (kasus
li’an). Lima syarat pada yang dituduh (magqdhiif), yaitu berakal,
baligh, Islam, merdeka dan menjaga kehormatan dari perbuatan
keji (al-fahisyah).?

Kemudian ia menjelaskan prihal penjatuhan hukuman,
bahwa para ulama sepakat terhadap kewajiban menjatuhkan
hukuman /ad jika tuduhan itu secara sarih (jelas). Tetapi jika
tuduhan itu tidak sarih, ulama berbeda pendapat. Menurut
Malik, tetap dihukum gadhaf, sedangkan menurut Abt Hanifah
dan al-Syafi’1, tidak dihukum gadhaf, sampai diketahui maksud
pernyataannya itu dengan gadhaf.

Penjelasan berikut yang menarik yaitu masalah katagori
hak dari hukuman terhadap pelaku gadhaf, Tbnu ‘Arabi
menjelaskan ada tiga pendapat ulama, yaitu:

1. Merupakan hak Allah, seperti hukuman zina, menurut
pendapat Abii Hanifah.

2. Merupakan hak korban, menurut pendapat Malik dan al-
Syafi’t.

3. Merupakan hak campuran antara hak Allah dan hak
hamba, menurut pendapat Malikiyyah.?*’

Z36Ibnu ‘Arabi, Ahkam al-Qur'an, J1d. 3, hal. 341.
ZIbnu ‘Arabi, Ahkam al-Qur'an, J1d. 3, hal. 344.
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Konsekwensi dari pendapat ulama yang dikutip Ibnu
‘Arabi di atas adalah menurut Abt Hanifah, hukuman terhadap
pelaku gadhaf adalah hukuman had, di mana hakim tidak boleh
menggantikan dengan hukuman lain selain jilid 80 kali atau
menghapusnya dengan memaafkannya. Kalau menurut Malik
dan al-Syafi’1, hukuman gadhaf termasuk hukuman yang dapat
dimaafkan oleh korban, karena merupakan haknya, sama
seperti hukuman gisas. Sedangkan menurut Malikiyyah,
hukuman gadhaf merupakan hak campuran antara hak Allah
dan hak hamba. Di sini penulis memahaminya hakim harus
menegakkan hukum dengan menghukum pelaku gadhaf
dengan hukuman yang ada dalam ayat tersebut yaitu dijilid 80
kali, namun di dalamnya termasuk hak hamba, berarti korban
dapat juga memaafkan pelaku.

Dalam tafsirnya, Ibnu ‘Arabi tidak memfokuskan
pembahasannya pada persoalan saksi dalam kasus gadhaf atau
zina, tetapi lebih terfokus pada masalah gadhaf itu sendiri. la
tidak mengutip satu riwayat pun yang dijadikan sebagai bayan
terhadap surah al-Nur ayat 4 ini, dan ia tidak mengaitkan
pembahasan ayat ini dengan ayat kesaksian lainnya.

f. Tafsir al-Qurtubi

Al-Qurtub1 juga tidak menyebutkan asbabun nuzul
surah al-Nur ayat 4. Ia menjelaskan bahwa ayat ini
membicarakan masalah gadhaf. Di sini ia berpegang kepada
dua buah riwayat, salah satunya dari Sa’id bin Jabir, yaitu:
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Kemudian ia menjelaskan bahwa termasuk dalam
masalah gadhaf ini, yaitu tuduhan kepada laki-laki. Dalam hal
ini ia mencontohkan pada kasus pengharaman daging babi, di
mana termasuk di dalamnya gemuk dan tulangnya, juga haram.
Selanjutnya ia menjelaskan tentang syarat gadhaf itu ada
sembilan macam menurut ulama (sebagaimana dikemukakan
oleh Ibnu ‘Arabi); dua syarat pada penuduh (gadhif), yaitu
berakal dan baligh. Dua syarat pada sesuatu yang dibuat untuk
menuduh (al-maqdhif bih), yaitu tuduhan wata® yang
dikenakan had, yakni zina dan liwat, dan bapak yang
mengingkari anaknya (kasus /i’an). Lima syarat pada yang
dituduh (magqdhiif), yaitu berakal, baligh, Islam, merdeka dan
menjaga kehormatan dari perbuatan keji (al-fahisyah).
Terhadap syarat pada yang dituduh (al-maqdhif), menurut al-
Qurtubl sama dengan syarat pada penuduh (gadhif), yaitu
berakal dan baligh.?*°

Dalam  hal penjatuhan  hukuman, al-Qurtubi
menjelaskan bahwa para ulama sepakat terhadap kewajiban
menjatuhkan hukuman 4ad jika tuduhan itu secara sarih (jelas).
Tetapi jika tuduhan itu tidak sarih, ulama berbeda pendapat.
Menurut Malik, tetap dihukum gadhaf, sedangkan menurut

28AL-Qurtubt, al-Jami’ li “Ahkami al-Qur'an, Juz. 12, hal. 172.
29 Al-Qurtubi, al-Jami’ li “Ahkami al-Qur'an, Juz. 12, hal. 172-
173.
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Abi Hanifah dan al-Syafi’1, tidak dihukum gadhaf, sampai
diketahui maksud pernyataannya itu dengan gadhaf. Kemudian
dijelaskannya, jumhur ulama berpendapat, tidak dikenakan had
jika menuduh orang laki-laki atau wanita dari ahli Kkitab.
Sedangkan pendapat dari al-Zuhri, Sa’id bin al-Musayyab dan
Ibnu Abi Layl, dikenakan had jika ia memiliki anak yang
muslim. Kemudian dijelaskannya juga jika seorang budak
menuduh orang merdeka, menurut jumhur ulama dikenakan
had jilid empat puluh kali.>*

Terhadap penafsiran lafaz ¢\5€-i:;‘ 2\-"—’)1-) \)Slﬁ r‘j é—*,
fokus pertama penjelasan al-Qurtubi bukan pada siapa yang
boleh menjadi saksi, tetapi pada masalah bagaimana kesaksian
itu diberikan, apakah kesaksian dari empat orang saksi itu
disampaikan secara simultan dalam satu majelis, atau bisa
secara terpisah. Di antaranya pendapat Malik yang
mensyaratkan harus dalam satu majelis. Berikutnya fokus
penjelasannya pada perbedaan pendapat ulama tentang had
qadhaf (sebagaimana juga dikemukakan oleh Ibnu ‘Arabi),
apakah hak Allah, hak manusia atau hak campuran antara hak
Allah dan hak manusia. Menurut Abt Hanifah adalah hak
Allah, Malik dan al-Syafi’t berpendapat hak manusia,
sedangkan pendapat yang lain dari kalangan Malikiyyah
merupakan hak campuran antara hak Allah dan hak hamba,**!

2OA1-Qurtubi, al-Jami’ li "Ahkami al-Qur an, Juz. 12, hal. 173-
174.

2 Al-Qurtubi, al-Jami’ Ii “Ahkami al-Qur'an, Juz. 12, hal. 176-
177.
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Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini tidak mengutip
riwayat yang menjelaskan perbedaan antara saksi laki-laki
dengan saksi wanita. la memfokuskan penjelasannya pada
perbedaan pendapat fuqaha dalam masalah gadhaf, yang
meliputi persyaratannya, bentuk hukumannya dan cara
pembuktiannya. Al-Qurtubi tidak menjelaskan secara konkrit
siapa yang boleh bersaksi, apakah laki-laki dan perempuan atau
laki-laki saja, dan bagaimana dengan kesaksian non-muslim. Ia
juga menjelaskan bahwa gadhaf yang dimaksudkan dalam
surah al-Nur ayat 4 ini sama dengan yang dipahami oleh Ibnu
Katsir dan al-Nasaft, bahwa tuduhan itu bukan saja kepada
perempuan, tetapi berlaku juga kepada laki-laki. Dan dalam
penjelasannya ia tidak memunasabahkan ayat ini dengan ayat
kesaksian lainnya.

g. Tafsir al-Maraghi

Al-Maraghi tidak menjelaskan asbabun nuzul surah al-
Nur ayat 4 ini. Lebih lanjut ia menjelaskan pokok pembicaraan
ayat ini adalah masalah gadhaf, dan maksud dari lafaz
ﬂ—’w‘ di sini adalah wanita-wanita merdeka yang telah
‘akil-baliq dan muslim.?*?

Kemudian ia menjelaskan orang-orang yang mencela
wanita baik-baik dari kaum muslimin yang merdeka, dengan
menuduh mereka berbuat zina, lalu tidak menguatkan
tuduhannya itu dengan mendatangkan empat orang saksi, maka
deralah mereka delapan puluh kali dan tolaklah kesaksiannya
untuk selama-lamanya dalam semua perkara. Mereka itu adalah

22 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, J1d. 6, Juz.18, hal. 71.
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orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Tuhannya,
karena mereka melakukan perbuatan fasik (dosa besar) dengan
menuduh wanita mukminat yang baik-baik dengan perbuatan
keji tanpa ada bukti.?*?

Dari uraian di atas dapat dipahami, al-Maraghi
mempunyai pandangan sama dengan kebanyakan para
mufassir, bahwa maksud dari ayat ini adalah membicarakan
masalah kesaksian dalam kasus gadhaf. Tetapi ia tidak
menjelaskan tentang perbedaan antara saksi laki-laki dengan
perempuan dalam perkara ini. Dan dalam penjelasannya ia
tidak mengutip satu pun riwayat untuk menguatkan
penafsirannya, serta tidak dikaitkan dengan ayat kesaksian
lainnya.

h. Tafsir an-Nur

Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsirnya juga tidak
menjelaskan  asbabun nuzul ayat ini. Lebih lanjut ia
menjelaskan, dalam ayat ini Allah menerangkan tentang orang-
orang yang memfitnah wanita-wanita muhsanah akan
mendapat dua azab, yaitu; pertama, azab di dunia dengan
dicambuk 80 kali dan ditolak persaksiannya. Kedua, di akhirat
dengan ditimpa azab yang pedih, kecuali ia bertaubat serta
terus memperbaiki diri dan amalnya.?** Ia tidak mengutip satu
pun riwayat yang menjelaskan tentang perbedaan antara saksi
laki-laki dan perempuan dalam perkara gadhaf, juga tidak
dikaitkan dengan ayat kesaksian lainnya.

23 Al-Maraghi, Tafsir al-Mardaght, J1d. 6, Juz.18, hal. 72-73.
244 Hasbi Ash-Shiddieqy, an-Nur, J1d. 4, hal. 2700-2701.
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Dari keterangan di atas dapat disimpulkan, para
mufassir memahami keterangan surah al-Nur ayat 4 adalah
dalam masalah gadhaf, yaitu menuduh seseorang berbuat zina.
Dalam hal ini, mereka sepakat mengatakan bagi orang yang
menuduh orang lain berbuat zina, dihukum cambuk 80
(delapan puluh) kali jilid. Adapun yang tidak disepakati pada
penafsiran ayat tersebut adalah apakah gadhaf itu terbatas pada
masalah zina atau tidak. Berbeda dengan mufassir lain,
menurut al-Nasafi, gadhaf itu bukan hanya dalam masalah
tuduhan zina, tetapi termasuk juga semua bentuk tuduhan
kejahatan lainnya. Terhadap gqadhaf zina harus dibuktikan
dengan empat orang saksi, sedangkan gadhaf selain zina cukup
dengan dua orang saksi. Kemudian masalah yang tidak
mendapat penjelasan konkrit dari ayat tersebut adalah:

1. Apakah tuduhan itu khusus kepada wanita baik-baik saja,
ataukah juga tuduhan kepada laki-laki. Menurut Ibnu
Katsir, al-Nasaft dan al-Qurtubi tuduhan kepada laki-laki
juga termasuk gadhaf, yang harus dibuktikan dengan
empat orang saksi.

2. Apakah kesaksian wanita dapat diterima dalam masalah
qgadhaf atau tidak. Merujuk kepada penjelasan sebelumnya,
penulis berkesimpulan bahwa mereka sepakat untuk
menolak kesaksian wanita dalam masalah gadhaf, karena
termasuk perkara pidana, khususnya terkait dengan zina.
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5. Surah al-Thalak ayat 2

uj)mwﬁgu;\ungi)@uu#\u@m
UAMLQ‘}J?SXJAUDJW\ \}Q.\S‘)KQSJAJJQLQJJ\JJ@&‘)
A dana A 50 Has AV asall s AL (el O8

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka
rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka
dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu
tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian diberi
pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada
Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa
kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya
jalan keluar.

Penjelasannya:
a. Tafsir al-Tabar1

Al-Tabar1 tidak menyebutkan asbabun nuzul ayat ini.
Menurutnya ayat ini membicarakan masalah thalak dan rujuk.
Di sini ia berdalil pada dua buah riwayat, salah satunya
berbunyi:

sz ‘(_sm\ us: ‘L\_u.n\ s - d\ﬁ cm\ (v d\ﬁ (daaa Was

Sl <oyt ol saal g Lgalla 13) 8 q@;\u,mm) 4l 8
245ULAAML@A}MJM;_UJMJL@SMU

Kemudian al-Tabar1 dengan mengutip riwayat dari Ibnu
‘Abbas dan Sadiyyi menjelaskan bahwa yang dimaksudkan

25 Al-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. X1, hal. 128-129.
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dengan lafaz egM di‘: 532 ) jig-::\j adalah kesaksian dalam
masalah thalak dan rujuk. Dalam hal ini, saksi yang
dimaksudkan adalah dua orang laki-laki, sebagaimana riwayat
berikut:

o cA_U\.:u‘;u -J\a ccjhay\\_u -Ja cé.:: ‘;ud;o
o Ja8 Leiaal s A g s Ja (e Gl e e
535 \}qg_u\j) A JE WS sy gl c\.g_\.lcu_o.as.u
u.@\.@_u\)u\ﬂcm‘)d\MJéM‘_‘uG(esudm
28 Lgiae Cucali) 13 Leaal y ol () 5 (il e saic
u_\gl...nu.ch).ue.u Lg_ms.u \L;Aj‘oh\ﬁ‘\_mt_u\_j
2 5l s

‘)A@.a.n\)) A @ 8 s e Jaluad S :Jé (aaaf Ui o
246«»)5\}9)&.!\;;:_ du(e&adx_djq

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, al-Tabar1
memandang ayat ini merupakan ayat yang membicarakan
masalah kesaksian dalam masalah thalak dan rujuk. Dalam
menafsirkan ayat ini, ia berdalil pada 6 (enam) buah riwayat,
salah satunya adalah riwayat Ibnu ‘Abbas yang menyatakan
saksi dalam masalah tersebut adalah dua orang laki-laki, yaltu

‘Lg_i.lc u_;as.u u\ d.ﬁ L@.MA\JA A\J\ u\ dl.ﬁ cu..u\..i.c u.i\
Oala )y gl 247

b. Tafsir Ibnu Katsir

Sebagaimana al-Tabari, Ibnu Katsir juga tidak
menjelaskan asbabun nuzul ayat ini. la menjelaskan surah al-

246 Al-Tabari, Tafsir al-Tabart, J1d. XII, hal. 129.
24T Al-Tabari, Tafsir al-Thabart, J1d. XII, hal. 129.
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Thalak ayat 2 ini membicarakan tentang wanita yang dithalak
oleh suaminya dan telah sampai di penghujung masa iddahnya,
maka di kala itu, bisa saja suaminya itu ber’azam (bercita-cita)
mempertahankannya, yaitu merujuknya kembali dengan baik,
atau bisa saja suaminya itu ber’azam menceraikannya dengan
cara yang baik pula. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah
tersebut, hendaklah dipersaksikan dengan dua orang saksi yang
adil di antara kamu, yaitu untuk merujuknya kembali atau
menceraikannya, bila kamu bertekad akan melakukan hal itu.
Ibnu Katsir berhujjah pada hadits dari Abii Dawud dan Ibnu
Majah yang meriwayatkan dari Imran bin Husayn, dia pernah
ditanya tentang seseorang yang mencerai isterinya, kemudian
bercampur dengannya, namun tidak ada seorang pun yang
tampil sebagai saksi atas perceraian dan perujukan itu. Maka ia
menjawab, dia dithalak tidak berdasarkan sunnah dan dirujuk
tidak berdasarkan sunnah. Persaksikanlah perceraian dan
perujukannya, dan dia tidak perlu menungguh masa iddah.
Demikian juga riwayat dari Ibnu Jurayj yang menjelaskan
maksud dari potongan firman Allah Jre (553 ) g3l 5}
{?S"'"“ adalah tidak boleh dalam masalah nikah, thalak dan
rujuk tanpa ada dua orang saksi yang adil, kecuali ada halangan
atau ‘uzur syar’i, sebagaimana ungkapan berikut:

e G el oeldal Gl caly 136 s J s
Anad (AKIL 3axll &ﬁ-’ejuﬁj REIR Q.}JGJBA:J\ chau\
daac A Lhaa ) sy deSla) oz 53l am ol Wl
{&’_ij)ifa:a} Lol 4\.:3}:— LLU\SLAL;Q g J“)Almt}“j 4.3\5.1
L jlie ooy o Ll dgimna (8 L) Lusas (gl
Jieayiad Vg dailiia Vs dailie e (e 1) {CBs)aay)
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Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan potongan lafaz;

23303 AL Ba%d SIS B a3 2805 o Bale 1 a5

A
Bahwa ayat ini menunjukkan perintah untuk bersaksi, di sini ia
mengutip pendapat al-Syafi’t yang mengatakan wajib
hukumnya bersaksi dalam masalah rujuk, sebagaimana wajib
adanya saksi dalam masalah nikah, dan sebagian ulama

berpendapat tidak sah rujuk tanpa ada saksi.?*’

Dari penjelasan Ibnu Katsir dapat dipahami menurutnya
ayat ini membicarakan tentang hukum bersaksi dalam masalah
thalak dan rujuk. Dalam hal ini, ia berpedoman pada pendapat
ulama, di antaranya al-Syafi’l yang menyatakan saksi dalam
masalah rujuk hukumnya wajib, tetapi ia tidak menjelaskan
bagaimana hukum bersaksi dalam masalah thalak, apakah
wajib atau tidak. Dan dalam menafsirkan ayat ini, ia mengutip

28Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 4, hal. 380.
2YIbnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz. 4, hal. 380.
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dua buah riwayat, tetapi kedua riwayat tersebut tidak ada yang
menjelaskan tentang perbedaan antara saksi laki-laki dengan
perempuan dalam masalah thalak dan rujuk.

c. Tafsir al-Nasafi

Al-Nasaft tidak mengemukakan asbabun nuzul ayat ini.
Menurutnya ayat ini menerangkan tentang ketentuan Allah
bagi seorang suami antara memilih rujuk kembali kepada
isterinya dalam sisa waktu iddah secara baik-baik atau berpisah
dengannya secara baik-baik pula. Dan hendaklah disaksikan
oleh dua orang saksi yang adil di antara kamu, baik dalam
masalah rujuk maupun cerai. Adapun kedudukan saksi dalam
perkara ini adalah sunnat, dan dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya prasangka buruk ( & Sl ay) ) gia Ay 1a g
JA\A—‘J\ LA@—\-\-') Dan al-Nasafi memaknai eS-\A pada potongan
ayat es-'-ﬂ dﬁ“— 133 adalah kaum muslimin (385 ¢ e 55

) 250

Menurut al-Nasafi pokok pembicaraan ayat adalah
masalah saksi dalam perkara thalak dan rujuk. Hukum bersaksi
dalam perkara tersebut adalah sunnat. Ia tidak berpegang pada
satu pun riwayat dalam menafsikan ayat ini, dan tidak
mengaitkan dengan ayat kesaksian lainnya.

d. Tafsir Ab1 al-Su’ad

Ab1 al-Su’iid juga tidak menyebutkan asbabun nuzul
ayat ini. Menurutnya ayat ini menerangkan tentang kesaksian
dalam masalah rujuk dan cerai. la menjelaskan kesaksian ini

20A1-Nasafi, Tafsir al-Nasaft, J1d. 11, hal. 695.
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hukumnya sunnat, berdasarkan pada keterangan lain dalam
surah al-Bagarah ayat 282: rﬁ’U\—ﬂ \J‘ \ jle—‘-"\ 3. Di sini ia tidak
menerangkan kenapa potongan ayat 282 surah al-Baqarah itu
dipahaminya bersaksi itu hukumnya sunnat, dan kenapa ia
merujuk pada surah al-Baqarah ayat 282 tersebut. Namun
demikian, ia juga mengutip pendapat dari al-Syafi’i, yang
menerangkan kesaksian itu wajib dalam masalah rujuk,
sebagaimana ungkapan berikut:

Laksu?)ﬂ\}m)\q_c i_Ag dq_chjq\jgg_u\

‘.J\ ‘j.\@_u‘j} L;Lu &_\A_a )—A‘ \..LQJ 6&

SPUQNI P g W uf— S35 (282 31 3 ) sar) TR0l
25144;)1\

Intinya, penjelasan Abi al-Su’td terhadap surah al-
Thalak ayat 2 sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-
Nasafi, bahwa ayat ini membicarakan masalah kesaksian dalam
perkara thalak dan rujuk. Dalam penjelasannya jjuga tidak
didasari pada riwayat, baik yang bersumber dari Nabi atau pun
sahabat. Ia mengaitkan ayat ini dengan ayat kesaksian lainnya,
yaitu surah al-Baqarah ayat 282 untuk menjelaskan saksi itu
hukumnya sunnat. Dalam penjelasannya tidak ada keterangan
tentang perbedaan antara kesaksian laki-laki dengan
perempuan.

e. Tafsir Ibnu ‘Arabi

Ibnu ‘Arabi juga tidak menyebutkan asbabun nuzul
surah al-Thalak ayat 2 ini. Ia menjelaskan, dalam ayat ini

251 AbT al-Su’d, Tafsir Abi al-Su’id, Juz. V1, hal. 261.
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dibicarakan tentang posisi wanita yang dithalak yang hampir
habis masa iddahnya, maka diberikan dua pilihan bagi
suaminya untuk merujuknya atau melepaskannya.>> Dalam hal
ini, yang menarik dari penjelasannya adalah lafaz \jls-w\j
S8 Je (552 dipahami menunjukkan kepada muzakkar,
sebagaimana ungkapannya yaitu:
G OSAL daa )l e Balglll jalaidl caag 4
JaaeY cUslale JB clidly | S Mg Al d Y byl
253 O el ae Lagd Lol DJL@_HJ

Ini maksudnya adalah menurut Ibnu ‘Arabi, kesaksian
yang dimaksudkan ayat adalah kesaksian dari dua orang laki-
laki. Tetapi ia tidak mengutip satu pun riwayat yang
menjelaskan tentang perbedaan antara saksi laki-laki dengan
perempuan dalam perkara saksi thalak dan rujuk. Ia
mengaitkan ayat ini dengan surah al-Baqarah ayat 282, untuk
menjelaskan kesaksian wanita hanya diterima dalam masalah
harta saja.

f. Tafsir al-Qurtub1

Al-Qurtubi juga tidak menjelaskan asbabun nuzul ayat
ini. Sebagaimana mufassir lainnya, menurutnya ayat ini
merupakan ayat tentang kesaksian dalam masalah thalak dan
rujuk. Dalam hal ini, ia memahami lafaz \ j-\e-w\ S menunjukkan
pada perintah untuk menghadirkan saksi dalam dua masalah
tersebut. Khusus saksi dalam masalah rujuk, di sini ia mengutip

22Ibnu ‘Arabi, Ahkam al-Qur’an, J1d.4, hal. 279-280.
253Ibnu ‘Arabi, Ahkam al-Quran, J1d.4, hal. 283.
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dua pendapat yang berbeda, yaitu; pertama, pendapat Abt
Hanifah yang mengatakan hukumnya sunnat. Kedua, pendapat
al-Syafi’1 yang mengatakan wajib adanya saksi dalam rujuk,
tetapi sunnat ketika thalak. Menurut al-Qurtubi, jumhur ulama
berpendapat saksi rujuk hukumnya sunnat.?>*

Kemudian al-Qurtubi menjelaskan lafaz dx- LS}J
es-'-ﬁ menurut al-Hasan adalah orang Islam (u—'-d--uj\ )
sedangkan menurut Qatadah adalah orang merdeka di antara
kamu (es BB u-ﬂ) Berikutnya ia menjelaskan lafaz yang
digunakan ayat ini, yaitu LSJJ menunjukkan kepada laki-laki
( )SJA) sehingga saksi yang dimaksudkan di sini adalah laki-
laki, bukan perempun, sebagaimana ungkapannya yang juga
dikemukakan Ibnu ‘Arabi:

050 oSG dea ) e salgdl) (alaial c g ol
c-b.uﬂ d;m‘z( 1_1_31.;01(: d\ﬁ JJJ )SJA "&}J" ‘)! «.\Uﬁ\

265 5 581 5 ) g (B Y ima N d\}o‘ﬁ\\x_m

Intinya, menurut al-Qurtubi, surah al-Thalak ayat 2 ini
merupakan ayat tentang kesaksian dalam masalah thalak dan
ryjuk. D1 sini ia tidak mengutip riwayat yang menjelaskan
perbedaan antara saksi laki-laki dan perempun, tetapi
berdasarkan kaidah bahasa, 1a berpendapat saksi yang
dimaksudkan di sini adalah laki-laki. Ia sebagaimana Ibnu
‘Arabi mengaitkan ayat ini dengan ayat kesaksian lainnya yaitu

24 A1-Qurtubt, al-Jami’ li “Ahkami al-Qur'an, Juz. XVIIL, hal. 157-
158.
235 Al-Qurtubi, al-Jami’ li “Ahkami al-Qur an, Juz. XVIIL, hal. 159.
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surah al-Bagarah ayat 282, untuk menjelaskan bahwa saksi
wanita hanya dalam masalah harta.

g. Tafsir al-Maraghi

Al-Maraghi juga tidak menyebutkan asbabun nuzul
ayat ini. Dalam penjelasannya ia tidak berpegang kepada satu
pun riwayat yang dapat dijadikan sebagai bayan dari surah al-
Thalak ayat 2 ini. Ia menjelaskan ayat ini membicarakan
tentang thalak dan rujuk bagi seorang suami yang isterinya
hampir habis masa iddahnya. Menurutnya ayat ini menjelaskan
bagi seorang suami boleh memilih untuk merujuk kembali
dengan pergaulan yang baik serta menunaikan hak-hak nafakah
dan pakaian bagi mereka. Atau jika ingin untuk berpisah,
hendaklah dilakukan secara ma ruf serta memberikan kepada
mereka hak-haknya, seperti sisa mahar dan mut’ah yang dapat
menyenangkan mereka.?*®

Terhadap potongan ayat: egM dJ‘; C;j5 \ jjﬂg-:-ﬂj, al-
Maraghi menjelaskan persaksian rujuk dengan dua orang saksi
yang adil diperlukan untuk menghilangkan pertentangan yang
mungkin terjadi ketika suami meninggal, maka para ahli waris
akan mendakwakan ia tidak merujuk kepada isterinya. Atau
mungkin kekhawatiran jika isteri dengan alasan menghabiskan
masa iddah, padahal ia akan menikah dengan orang lain. Di
sini al-Maraght mengutip pendapat al-Syafi’1 yang menyatakan
wajib saksi ketika rujuk, sedangkan menurut Abii Hanifah,

236 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, J1d. 10, Juz. 28, hal. 139.
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rujuk itu tidak menuntut persaksian seperti halnya hak-hak
lainnya.?®’

Intinya, menurut al-Maraght surah al-Thalak ayat 2 ini
merupakan ayat tentang kesaksian dalam masalah rujuk dan
thalak. Namun dari penjelasan di atas tergambar, menurutnya
saksi itu wajib dalam perkara rujuk tetapi tidak dalam thalak,
karena dalam persoalan rujuk jika tanpa saksi mungkin akan
terjadi pertengkaran di kemudian hari pada waktu suaminya
meninggal, khususnya dalam persoalan harta warisan. Al-
Maraghi dalam menafsikan ayat ini tidak mengutip satu hadits
pun yang dapat dijadikan sebagai penjelas ayat ini, dan ia juga
tidak memunasabahkan ayat ini dengan ayat kesaksian lainnya.

h. Tafsir an-Nur

Hasbi ash-Shiddieqy juga tidak menyebutkan asbabun
nuzul ayat ini. Lebih lanjut i1a menjelaskan sebagaimana
dikemukakan al-Maraght di atas, bila mereka (para isteri) telah
hampir mengakhiri iddahnya, maka di waktu itu suami boleh
rujuk kembali untuk hidup rukun dengan memenuhi segala
haknya, dan jika tetap ingin melepaskannya, maka hendaklah
dilepaskan dengan cara yang wajar serta memenuhi haknya
yang masih ada dalam tanggungjawabnya, membayar mas
kawin yang belum dibayar, memberi ganti rugi atau mut’ah
untuk sekedar menjadi hiburan baginya.?*8

257 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraght, J1d. 10, Juz. 28, hal. 139-140.
258 Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, JId. 5, hal. 4103.
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Kemudian Hasbi ash-Shiddieqy mengutip pendapat al-
Syafi’1 mengatakan, mengadakan saksi ketika rujuk hukumnya
wajib, sedangkan ketika menjatuhkan thalak hukumnya sunnat.
Berbeda dengan pendapat Abti Hanifah yang mengatakan rujuk
tidak memerlukan saksi. Dalam hal, ini Hasbi ash-Shiddieqy
menjelaskan, maksud dari lafaz es-\i dl“— S99 \)JS-“‘\J
adalah ketika kamu akan merujuk atau menthalaknya,
hendaklah menghadirkan dua orang saksi yang adil untuk
menghindari sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari,
lebih-lebih apabila sesudah rujuk lalu ia meninggal, sehingga
ahli waris mengatakan kamu belum merujuk kepada isterimu
(jika tidak ada saksi), untuk menyingkirkan mereka dari hak
warisan.>’

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, penafsiran Hasbi
ash-Shiddieqy terhadap surah al-Thalak ayat 2 sama dengan
apa yang dikemukakan oleh al-Maraghi. Ia juga tidak mengutip
satu pun hadits yang menguatkan penjelasannya, serta tidak
juga mengaitkan dengan ayat kesaksian lainnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan mufassir
di atas adalah, mereka sepakat menyatakan tentang pokok
pembicaraan surah al-Thalak ayat 2 adalah masalah kesaksian
dalam perkara thalak dan rujuk. Tetapi mereka tidak sepakat
tentang hukumnya, sebagian mengatakan wajib dan yang lain
mengatakan sunnat, bahkan ada yang berpendapat mubah-
mubah saja. Ibnu Katsir berpendapat tidak boleh dalam
masalah nikah, thalak dan rujuk tanpa ada dua orang saksi yang

2Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nur, J1d. 5, hal. 4103.
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adil, kecuali ada halangan atau ‘uzur syar’i, tanpa menyatakan
secara konkrit hukumnya, apakah wajib atau tidak. Menurut al-
Nasaft dan Abi al-Su’tid, kedudukan saksi dalam perkara
thalak dan rujuk hukumnya sunnat. Sedangkan mufassir
modern berpendapat hukumnya wajib dalam perkara rujuk dan
sunnat dalam perkara thalak, mereka berpegang kepada
pendapat mazhab al-Syafi’t. Namun menurut Abi Hanifah,
dalam masalah rujuk tidak memerlukan saksi. Berkaitan
dengan siapa yang boleh menjadi saksi dalam kasus thalak dan
rujuk, tidak ada penjelasan dari para mufassir, kecuali Ibnu
‘Arabl yang menjelaskan maksud ayat adalah kesaksian laki-
laki, bukan perempuan.

Dari uraian di atas tergambar, selain surah al-Baqarah
ayat 282, semua ayat tersebut membicarakan tentang kesaksian
tanpa menyebutkan secara konkrit laki-laki dan wanita.
Sedangkan dalam surah al-Baqarah ayat 282 secara tegas
dinyatakan kesaksian wanita sama dengan setengah kesaksian
laki-laki. Dan kebanyakan mufassir memahami surah al-
Baqgarah ayat 282 itu khusus membicarakan tentang kesaksian
dalam masalah mu ‘amalah harta.

Penjelasan para mufassir di atas memberikan gambaran
bahwa dari lima ayat tentang kesaksian, mereka memahami
bahwa kesaksian laki-laki bersama wanita hanya boleh dalam
masalah mu’amalah harta, sebagaimana dibicarakan dalam
surah al-Baqarah ayat 282 dan kesaksian dalam masalah wasiat
yang dibicarakan dalam surah al-Maidah ayat 106. Sedangkan
dalam masalah selainnya seperti yang dibicarakan dalam tiga
ayat lainnya, kesaksian yang diterima hanyalah kesaksian laki-
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laki saja. Kecuali pendapat Ibnu ‘Arabi yang mengatakan
kesaksian yang dimaksudkan dalam surah al-Maidah ayat 106
Juga laki-laki, bukan wanita, karena ayat menggunakan lafaz
muzakkar LS}J bukan lafaz mu annas@\ jJ

B. Pemahaman Ulama Hadits Terhadap Hadits
Tentang Kesaksian Wanita

Berdasarkan penjelasan dari beberapa kitab tafsir di
atas, ternyata hanya kitab Tafsir Ibnu Katsir, al-Maraghi dan
Ahkam al-Qur an yang menyebutkan hadits tentang perbedaan
antara kesaksian laki-laki dengan perempuan yang dijadikan
sebagai penjelas terhadap ayat-ayat kesaksian. Dalam kitab
Tafsir Ibnu Katsir dan Ahkam al-Qur’an disebutkan secara
konkrit hadits sebagai penjelas surah al-Bagarah ayat 282,
yaitu:

o5 Bags 08 A1 Al adle @0 L A Ok e
d’;’ salgs (Jaxd

Kemudian dalam kitab Tafsir al-Maraghi, dikutip
ungkapan dari al-Zuhri sebagai penjelas surah al-Nisa" ayat 15,
yaitu:

3ol a1 Y o paan (@A) g dlll J sy (e Al Caas
.JJ.JAML:;SC-LMM

Adapun penjelasan pokok terhadap hadits dan
ungkapan al-Zuhrt tersebut yang dijadikan sebagai bayan dari
ayat-ayat kesaksian adalah matan (teks) hadits, sedangkan
kajian sanad hanya sebatas gambaran umumnya saja, kecuali
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terhadap tokoh yang diperselisihkan, jika hal itu dianggap
mempengaruhi nilai hadits.

Dalam kajian hadits ini, untuk tela’ah matan, penulis
merujuk pada Kutub al-Tis’ah, yaitu Sahih al-Bukhari, Sahih
Muslim, Sunan Abui Dawud, Sunan al-Turmuzi, Sunan al-
Nasa 1, Sunan Ibnu Mdjah, Musnad Ahmad, al-Muwatta’ Imam
Malik, dan Sunan al-Darimi. Sedangkan untuk syarahnya,
penulis merujuk pada kitab hadits yang memiliki syarahnya,
dan dilengkapi dengan buku kumpulan hadits, yaitu Nayl al-
Awtar.

1. Hadits tentang kesaksian wanita setengah kesaksian
laki-laki

Setelah dilakukan penelitian terhadap Kutub al-Tis ah,
penulis temukan hadits tersebut dalam beberapa kitab hadits,
dengan redaksi yang sedikit berbeda, tetapi mengandung
makna yang sama, yaitu menyatakan bahwa kesakian wanita
adalah setengah kesaksian laki-laki, hal ini disebabkan karena
adanya kekurangan pada kaum wanita dalam masalah akal.
Sebagaimana tergambar dalam hadits-hadits berikut:

a. Sahzh al Bukharz kltab al hayd dan kltab al-syahadat
c\.ml\elr_ E;&Aﬁ\;ﬁj‘)&}\ 9‘“‘“69‘?}“)
JLJ\ d&,\ ).\S\ uS.u\ (o SJ“"‘:" w:;l.»..a.\l\ _}Jw.:a L\ dlgs
LJ.A Ju\wd;)\ uﬂ «_um\ QL dsr_ g_,t.mauw g_u\_)
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A 08 T U g8 5) sl cilas (e sl el Eulg

Artinya:

(A o) 5 ) G lall (e ol J6 T

Dari Abi Sa’id al-Khudri r.a, ia berkata:
Rasulullah SAW keluar kepada kami pada hari
raya ‘Idul Adhha atau ‘Idul Fitri ke tempat shalat,
beliau melewati kaum perempuan dan bersabda:
wahai kaum perempuan, bersedekahlah kalian,
karena sesungguhnya saya diperlihatkan bahwa
kalian itu merupakan orang-orang yang sebagian
besar penghuni neraka. Lalu mereka bertanya,
karena apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab:
kalian sering mencerca orang lain dan
mengingkari terhadap suami. Saya tidak melihat
kekurangan akal dan agama pada seseorang yang
mampu merusak hati seorang laki-laki yang
kokoh daripada salah seorang di antaramu.
Mereka  bertanya lagi, dimanakah letak
kekurangan akal dan agama kami wahai
Rasulullah?  Beliau  bersabda: bukankah
persaksian perempuan sama dengan setengah
persaksian laki-laki? Mereka menjawab, ya.
Beliau bersabda: itulah letak kekurangan akal
kalian. Dan bukankah apabila perempuan haid,
dia tidak shalat dan tidak puasa? Mereka
menjawab, ya. Beliau bersabda: itulah letak
kekurangan agamanya (HR. al-BukharT).
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‘&\‘jm@mu;mm@ang\m S
J\od\.@.&u;mduo‘ﬂ\od@[}d‘duéujwo

Artinya: Dari Ab1 Sa’1d al-Khudr1 r.a, Nabi SAW bersabda:
bukankah persaksian perempuan sama dengan
setengah persaksian laki-laki? Mereka menjawab,
ya. Beliau bersabda: itulah letak kekurangan akal
kalian (HR. al-Bukharf).

b. Sahih Muslim, kitab al-iman:

ej.a.u)u/cﬂ\uj.m&.\\ej Ju.CJ.AQu_IAL\‘_‘u.G/%)%
@UJ\&MY\U)_\S‘}L)SM¢M‘JM\_1J$

@ AR,

Lal_dl_a R u&\.‘\’a\ ARG u\;,w)ﬁ\usm,
M\q)ﬁjwﬂ\umauju\dm)s\mdyj
S)S_\..og_d (M G g Jae il Ga a3l La
umu\duwﬂ\jdﬂ\umujmdfw EENE
d_q:d\ S_)L.asa \.J.@A d;) b.JL@_u: d.ﬁ:u U.LI‘JA\ o.l\ﬁ_uﬂ dsud\
u@‘d@u@)&)ﬁjyuéw‘u&}

261(ala o 5 ) il

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah bersabda,
wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan
perbanyaklah istighfar (minta ampun). Karena
aku melihat kaum wanita yang lebih banyak

260 A1-Bukhari, Sahth al-Bukhari, Juz. 1, Dar al-Taqwa, Kairo,

2001, hal. 79-80 dan 642.

56.

261Muslim, Sahih Muslim, Juz. 1, Dar al-Fikr, t.tp, 1992, hal. 55-
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menjadi penghuni neraka. Seorang wanita yang
cukup pintar di antara mereka bertanya: ya
Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang lebih
banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah
SAW bersabda: kalian banyak mengutuk dan
mengingkari  suami. Aku tidak  melihat
kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai
pemilik akal daripada kalian. Wanita itu bertanya
lagi: ya Rasulullah, apakah kekurangan akal dan
agama itu? Rasulullah SAW bersabda: yang
dimaksudkan kekurangan akal yaitu persaksian
dua orang wanita sama dengan persaksian seorang
laki-laki, ini adalah kekurangan akal. Wanita
melalui malam-malamnya tanpa mengerjakan
shalat dan berbuka di bulan Ramadhan (karena
haid), inilah kekurangan agama (HR. Muslim).

C. Sunan Abﬁ Dawud, kitab al-sunnah

uj;ﬂ\au&m;ﬂgﬂg_\lc\wayjdsbuhaah

Ol 5 Balgs ds:d\ um Gl J& gl 5 il u\.,.as;

iz

262(.3_5\.3 _9.1‘ b\j_)) ‘_Aa.a.\ ‘}Z LAL\\ (‘-\-\9-\j

22 Abii Dawud, Sunan Abii Dawud, Juz. 4, Dar al-Hadits, Kairo,
1999, hal. 1999.
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Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah bersabda,
aku tidak melihat kekurangan akal dan agama
yang lebih menguasai pemilik akal daripada
kalian. Seorang wanita bertanya: apa kekurangan
akal dan agama itu? Rasulullah SAW bersabda:
yang dimaksudkan kekurangan akal yaitu
persaksian dua orang wanita sama dengan
persaksian seorang laki-laki. Dan adapun yang
dimaksud dengan kekurangan agama adalah
kalian berbuka di bulan Ramadhan dan wanita
melalui hari-harinya tanpa mengerjakan shalat
(karena haid) (HR. Abi Dawud).

d. Sunan al-Turmuzi, kitab al-iman:

k_/\b/;/@lm‘\_tlc \émc\l\\dy)u‘b‘){)ﬁ%_\\
).\S\ uS.\U (AN ;L.u.ﬂ\ "yl LIQ\A e@_}a.c_,s u.u\_ﬂ\
dUAL\\ d)u)hd]déé'&@qao‘f\ L_AUS}JU\ ‘_QA\
Ge il Gy J8 ulall (K5 g (R 35
s_)S.LALg\JM J}L_\u\)”dj.ﬂulc\u.ﬂ dﬁu:g_ahaah
odl;g_md\ﬂ\.gjss;\.g_udgmuju@aa\ \&J\ﬁ
u&w\u&aumjd;JDJLMU& 5l )

263(&&&\).\5\ "‘JJ)&"A—'Y@JY\JQM\ uS\J;\

Artinya: Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW
berkhuthbah  menasihati  manusia  dengan
bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah
kalian karena sesungguhnya kalian yang lebih

263 Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Juz. 4, Dar al-Hadits, Kairo,
1999, hal. 436.
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banyak menjadi penghuni neraka. Salah seorang
wanita di antara mereka bertanya: kenapa
demikian itu ya Rasulullah, Rasululllah bersabda,
karena kalian banyak mengutuk dan mengingkari
suami. Dan aku tidak melihat kekurangan akal
dan agama yang lebih menguasai pemilik akal
daripada kalian. Wanita itu bertanya lagi: ya
Rasulullah, apakah kekurangan akal dan agama
itu? Rasulullah SAW bersabda: persaksian dua
orang wanita sama dengan persaksian seorang
laki-laki. Dan kekurangan agama adalah ketika
haid kalian tidak mengerjakan shalat untuk tiga
atau empat hari (HR. al-Turmuzi).

e. Sunan Ibnu Mdjah kitab al-futun:
4\.“2; \%;.aa\dy UQJAQUJA.U\JL:)&

@ujt_umy\w 3815 AL oL S b I8 A

uu jdﬁu@“\f\u&m Lﬁ\d.m\:)ﬁ\us.u\)

/ , @

uS.\AuSLSJh_\lc\ Jdﬁbubaab u.a\JLA
da:d\ umu\ d\au.aﬂbd.uf\ ub.a.cul.a AJ.\\d

dsad\ uLAsJ \q@ d; ;51.@_...; dqa_a u.u\ ) aal.@_...;s
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Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah bersabda,
wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan

264Tbnu Majah, Sunan Ibnu Mdajah, Juz. 2, Karya Thaha Fiitura,
Semarang, t.t, hal. 1326-1327.
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perbanyaklah istighfar (minta ampun). Karena
aku melihat kaum wanita yang lebih banyak
menjadi penghuni neraka. Seorang wanita yang
cukup pintar di antara mereka bertanya: ya
Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang lebih
banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah
SAW bersabda: kalian banyak mengutuk dan
mengingkari  suami. Aku tidak  melihat
kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai
pemilik akal daripada kalian. Wanita itu bertanya
lagi: ya Rasulullah, apakah kekurangan akal dan
agama itu? Rasulullah SAW bersabda: yang
dimaksudkan kekurangan akal yaitu persaksian
dua orang wanita sama dengan persaksian seorang
laki-laki. Ini adalah kekurangan akal, wanita
melalui malam-malamnya tanpa mengerjakan
shalat dan berbuka di bulan Ramadhan (karena
haid), inilah kekurangan agama (HR. Ibnu
Majah).

f. Musnad Ahmad, kitab musnad al-muktsirin min al-sahabah

dan kitab bagi musnad al-muktsirin:

\-’du?lﬂ'j =2, A \uj.sa&\\djuﬂ?u\ u.i\
Y dmuuuw_ub M\)ssju,_m
dm\umujmdyJuum[j&;usdﬂuu
Jaxi 154 ald oA Jisdl (el GI 36 s
L_A;ASY‘_AL\H‘Q_\SAJ M\y@\i@ﬁd})ud\.@m
(M\a\jj)udﬂ\uhas.lh@ﬁuhan‘)é‘ﬁa&j
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Artinya: Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda,
wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, karena
aku melihat kaum wanita yang lebih banyak
menjadi penghuni neraka. Disebabkan kalian
banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku
tidak melihat kekurangan akal dan agama yang
lebih menguasai pemilik akal daripada kalian.
Seorang wanita bertanya: ya Rasulullah, apakah
kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah SAW
bersabda: yang dimaksudkan kekurangan akal dan
agama yaitu persaksian dua orang wanita sama
dengan persaksian seorang laki-laki, inilah
kekurangan akal. Dan kalian melalui malam-
malamnya tanpa mengerjakan shalat dan berbuka
di bulan Ramadhan (karena haid), inilah
kekurangan agama (HR. Ahmad).

\_Ik_\nj eL.n} o/}w\u.lmu_\.d\u\ QAG—’\&)"C

«_u\')uhﬂc«_xssjuncﬂuuw}.auqb\fw\dy:)
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SR (R e uLas.auAg_USALALA\ uSJJJuLas.t
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Artinya: Dari AbT Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, ...
kemudian seorang wanita bertanya: ya Rasulullah
apakah anda berpendapat apa yang aku dengar
darimu ketika anda berhenti bersama kami, yaitu
aku tidak melihat kekurangan akal dan agama
saja, tetapi juga hilangnya hati nurani dari pemilik
akal daripada kalian. Seorang wanita bertanya: ya
Rasulullah, apa yang dimaksud kekurangan
agama dan akal itu pada kami? Rasulullah SAW
bersabda: yang dimaksudkan dengan kekurangan
agama itu adalah ketika kalian haid menyebabkan
kalian tidak mengerjakan shalat dan tidak
berpuasa. Dan yang dimaksudkan dengan
kekurangan akal adalah kesaksian seorang wanita
setengah saksi (HR. Ahmad).

g. Sunan al-Darimi, kitab al-taharah:

;Luuﬂdui\j\ehjc\ﬂ; !’Lf‘:h;)f—,@\élf‘;p'
3\_“9 “‘“‘“"j"‘)‘“‘d}ééju\dh\)ﬁ u&/&m
O ’Qaﬂ\u).&us_q\duﬁg TR
GRnal Bl Elad B Glie lad u

265Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Program al-Maktabah al-
Syamilah, Juz. 11, hadits no. 5091, hal. 127 dan Juz. 18, hadits no. 8507,
hal. 49.
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Artinya: Dari ‘Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda,

hendaklah kaum wanita bersedekah, karena
sesungguhnya kaum wanita yang lebih banyak
menjadi  penghuni neraka. Seorang wanita
bertanya kenapa demikian. Nabi bersabda:
sesungguhnya kalian banyak mengutuk dan
mengingkari suami... apa yang dimaksud dengan
kekurangan akalnya, Nabi bersabda: dijadikan
persaksian dua orang wanita sama dengan
persaksian seorang laki-laki. Dan apa yang
dimaksud dengan kekurangan agamanya, Nabi
bersabda: dalam keadaan haid, kalian melalui
siang dan malamnya tanpa mengerjakan shalat
(HR. al-Darimi).

Ternyata hadits yang membicarakan tentang kesaksian

wanita setengah kesaksian laki-laki terdapat dalam tujuh kitab
hadits, yaitu:

1.

Sahih al-Bukhari, terdapat dua hadits yang tertera dalam
kitab al-hayd dan kitab al-syahadat. Hadits pertama dalam
kitab al-hayd, dengan rentetan sanadnya adalah Sa’id bin
Ab1 Maryam, Muhammad bin Ja’far, Zayid Ibnu Aslam,

266Darimi, Sunan al-Darimi, Juz. 1, Dar al-Hadits, Kairo, 2000, hal.
234-235.
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‘Iyad bin ‘Abdullah dan Abt Sa’id al-Khudri. Hadits kedua
dalam kitab al-syahadat dengan rentetan sanadnya sama
dengan hadits pertama.?®’

2. Sahih Muslim, dalam kitab al-iman, rentetan sanadnya
adalah Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir al-Misri, al-
Layts, Ibnu al-Hadi, ‘Abdullah bin Dinar, ‘Abdullah bin
‘Umar.%

3. Sunan Abii Dawud, kitab al-sunnah, rentetan sanadnya
adalah Ahmad bin ‘Amr bin al-Sarh, Ibnu Wahab, Bakar
bin Mudar, Ibnu al-Hadi, ‘Abdullah bin Dinar, ‘Abdullah
bin ‘Umar.2®’

4.  Sunan al-Turmuzi, kitab al-iman, rentetan sanadnya adalah
Abi ‘Abdillah Huraym bin Mis’ar al-Azdi al-Tarmizi,
‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad, Suhail bin Ab1 Salih, Ab1i
Salih, Abi Hurairah.?”’

5. Sunan Ibnu Madjah, kitab al-futun, rentetan sanadnya
adalah Muhammad bin Rumh, al-Layts bin Sa’ad, Ibnu al-
Hadi, ‘Abdullah bin Dinar, ‘Abdullah bin ‘Umar.?"!

267 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz. 1, hal. 79, 80 dan 642.

268 Dalam Sahih Muslim hadits ini memiliki tiga jalur sanad lain,
yaitu (1) Abu al-Tahir, Ibnu Wahab, Bakar bin Mudar, Ibnu al-Hadi,
‘Abdullah bin Dinar, ‘Abdullah bin ‘Umar, (2) al-Hasan bin ‘Ali al-
Hulwani dan Abt Bakar bin Ishaq, Ibnu Abt Maryam, Muhammad bin
Ja’far, Zayid bin Aslam, ‘Iyad bin ‘Abdullah dan Abt Sa’id al-Khudri, (3)
Yahya bin Ayyiib dan Qutaibah dan Hujr, Isma’il ibnu Ja’far, ‘Amr bin Abt
‘Amr, al-Magburi, Abt Hurairah. Muslim, Sahith Muslim, Juz. 1, hal. 55-56.

209 Abii Dawud, Sunan Abii Dawud, Juz. 4, hal. 1999.

2OAI-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Juz. 4, hal. 436.

27! Tbnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz. 2, hal. 1326-1327.
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6.

Musnad Ahmad, terdapat dua hadits yang tertera dalam
kitab musnad al-muktsirin min al-sahabah dan kitab bdqi
musnad al-muktsirin. Hadits pertama dalam kitab musnad
al-muktsirin min al-sahabah, dengan rentetan sanadnya
adalah Hartn bin Ma’rif, Ibnu Wahab, Marrah Haywah,
Ibnu al-Hadi, ‘Abdullah bin Dinar, ‘Abdullah bin ‘Umar.
Dan hadits kedua dalam kitab bagi musnad al-muktsirin,
dengan rentetan sanadnya adalah Sulaiman, Isma’il, ‘Amr
ibnu AbT ‘Amr, Abi Sa’id al-Magburi, Abi Hurairah.?”?
Sunan al-Darimi, kitab al-tahdrah, rentetan sanadnya
adalah Abt Zayid Sa’1id bin al-Rab1’, Syu’bah, al-Hakam,
Zarran, Wa'il bin Muhanah, ‘Abdullah bin Mas’ud bin al-
Ghafil.?”

Uraian di atas memperlihatkan dari sembilan hadits

tersebut, ternyata memiliki delapan rentetan sanad. Di mana
dua buah hadits al-Bukhari yang tertera dalam kitab al-hayd
dan kitab al-syahadat merupakan hadits yang sama, tetapi telah
dipenggal matannya sebahagian, sehingga matan hadits itu
sebenarnya hanya delapan, bukan sembilan. Untuk lebih

jelasnya, penulis dapat gambarkan alur sanad dari delapan

hadits di atas sebagai berikut:

272 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Juz. 11, hadits no. 5091,

hal. 127, dan Juz. 18, hadits no. 8507, hal. 49.

273 Darimi, Sunan al-Darimi, Juz. 1, hal. 234-235.
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Rasulullah SAW
Abii Sa’id al-Khudri ~ ‘Abdullah bin ‘Umar Abi Hurairah ‘Abdullah bin
/ /\ Mas’ud
Sa’id bin ‘Abdullah bin Dinar Abi Sa’id al-Magburi Abi Shalih ~ Wayl bin
Ab]' Maryam Muhanah
v
Muhammad  Ibnu al-Hadi ‘Amr ibnu Abi ‘Amr Suhail bin  Zarran
bin Ja’far Abi Shalih
l v
v

ZaWd Ibnu al-Layts Marrah Bakar Isma’il  ‘Abd al-‘Aziz  al-Hakam
Aslam Haywah bin Mudhar bin Muhammad

v v v

‘Iyadh bin Muhammad [bnu Wahab Sulaiman  Abu‘Abdillah Syu’bah
‘Abdullah  bin Rumh Huraim bin Mis’ar

T

v

Harun bin Ma’ruf/ Ahmad bin ‘Amr Abu Zayid Sa’id
Bin al-Rabi’

al-Bukhari Muslim Ibnu Majah al-Turmuzi
1 2 3 7

v

Ahmad Abu Dawud al-Darimi
4&5 6 8
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Dari gambaran di atas, ternyata hadits tersebut
bersumber dari empat orang shahabat yaitu Abu Sa’id al-
Khudri, ‘Abdullah bin ‘Umar, Aba Hurairah dan ‘Abdullah bin
Mas’ud. Di sini bisa digambarkan bahwa hadits al-Bukhari
memiliki jalur sanad tersendiri, yang berpangkal pada sahabat
Abi Sa’id al-Khudri. Hadits Muslim dan Ibnu Majah memiliki
jalur sanad yang sama, yang berpangkal pada sahabat
‘Abdullah bin ‘Umar. Hadits Abi Dawud memiliki jalur sanad
yang sebagian sanadnya sama dengan Muslim, Ibnu M3jah dan
Ahmad, dengan pangkal sanadnya pada sahabat ‘Abdullah bin
‘Umar. Hadits Ahmad memilik dua jalur sanad, yang pertama
berpangkal pada sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar, dan yang kedua
berpangkal pada sahabat Abti Hurairah. Hadits al-Turmuzi
memiliki jalur sanad tersendiri, tetapi berpangkal pada sahabat
Abtu Hurairah juga. Sedangkan hadits al-Darimi memiliki jalur
sanad tersendiri, yang berpangkal pada sahabat ‘Abdullah bin
Mas’ud. Meskipun sebagian hadits tersebut memiliki jalur
sanad yang berbeda, dengan redaksi bahasa yang juga sedikit
berbeda, tetapi kandungan maknanya sama, yaitu menjelaskan
kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang
laki-laki, hal ini dikarenakan wanita punya kekurangan dengan
akalnya. Adapun penilaian ulama hadits terhadap hadits
tersebut adalah sahih, kecuali dari jalur sanad al-Turmuzi,
menurut Abi ‘Isa, bahwa hadits itu hasan sahih.>’™*

274 Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Juz. 4, hal. 436. Istilah hasan
sahih (zma< (=) merupakan istilah al-Turmuzi. Para ulama memberikan
penjelasan (1) Menurut Ibnu al-Salah, yaitu hadits itu mempunyai dua
sanad; pertama, bersanad hasan dan kedua bersanad sahih. (2) Pendapat
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lain mengatakan, bahwa di antara kedua kalimat itu (hasan sahih) terdapat
huruf penghubung yang telah dibuang, yaitu aw (atau). Jika demikian, maka
hadits itu hanya mempunyai satu sanad saja, tetapi para ulama berbeda
menilainya. Sebagian ulama menilainya dengan /asan dan sebagian ulama
lain menilainya dengan sahih. Jadi, dalam hadits ini terdapat taraddud
(perlawanan) tentang nilainya, sehingga menimbulkan keraguan. Dengan
demikian, hadits ini lebih rendah derajatnya daripada hadits sahih. Karena
hadits yang dinilai dengan tegas lebih meyakinkan daripada hadits yang
dinilai dengan keragu-raguan. Di samping istilah hasan sahih, para ulama
hadits menerapkan beberapa istilah lain untuk hadits sahih, yaitu (1) 485
1LY =l adalah hadits yang mempunyai rentetan sanad yang lebih sahih.
Martabat hadits tersebut sangat tinggi, karenanya harus diutamakan
daripada yang lain. (2) J&« el 485 adalah sanad hadits ini perlu diselidiki
lebih lanjut, disebabkan di antara sanadnya terdapat orang yang
dipertengkarkan tentang keadaan dan kelakuannya. Oleh karenanya, hadits
ini belum dapat langsung diamalkan, selama belum jelas sanadnya atau
memperoleh sokongan kekuatan dari hadits lain. (3) sl siw¥) maa Cuas 13
zessa 23Ul adalah hadits ini sahih sanadnya. Tetapi tidak berarti sahih
matannya. Suatu hadits kadang-kadang hanya sahih sanadnya, yaitu
rawinya tsigah (terpercaya), tetapi matannya tidak sahih, lantaran terdapat
‘illat (cacat) atau syudhudh (kejanggalan). (4) gesswa Euas 1 adalah hadits
yang muttasil (bersambung) sanadnya serta melengkapi segala syarat hadits
sahih. Istilah ini tidak memberikan pengertian bahwa hadits itu harus
diterima secara gqat’i. Sebab hadits sahih itu mungkin juga hanya
diriwayatkan oleh seorang rawi pada seluruh atau sebagian tabagah (hadits
gharib) atau beberapa orang rawi pada seluruh atau sebagian tabagah
(hadits masyhur) yang tidak sampai mencapai derajat mutawatir. (5) G
diaua Jle 5l 4de adalah hadits sahih yang telah disepakati oleh kedua imam
hadits; al-Bukhari dan Muslim, tentang sanadnya (6) akse 5 s ) 4a Al
adalah hadits yang ditulis oleh mustakhrajnya terdapat dalam sahih al-
Bukhart dan sahih Muslim. Hanya saja yang ditulisnya tidak sama benar
dengan yang terdapat dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, kecuali
kalau disebutkan dengan “akhrajahu bi lafzihima”. (7) <hrs Je maa
alue 5 &) adalah hadits sahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat
al-Bukhar1 dan Muslim, sedangkan kedua imam tersebut tidak
mentakhrijnya. (8) > <uws 1 menurut Ibnu Salah dan al-Bulqini, istilah
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Dari keterangan hadits-hadits tersebut, yang penting
diperhatikan adalah tidak adanya pembatasan kesaksian wanita
dalam bidang tertentu, sebagaimana dipahami oleh para ulama
tafsir terhadap lima ayat tentang kesaksian di atas, yang
menyatakan kesaksian wanita itu terbatas dalam masalah

ini sama dengan istilah “hadha haditsun sahithun”. Di dalam sunan al-
Turmuzi terdapat istilah “hadha haditsun jayyidun hasanun” yang artinya
sama dengan “hadha haditsun sahthun hasanun”. Tbnu Hajar menyangkal,
tidaklah tepat apabila hadits sahih itu muradif dengan hadits jayyid, kecuali
kalau hadits itu semua hasan li dhatih, kemudian naik menjadi sahih li
ghairihi. Dengan demikian, hadits sahih yang disifatkan dengan jayyid itu
lebih rendah daripada hadits sahih itu sendiri. (9) 3sae sl i Cuns 13
Pengarang al-Tadrib menyatakan, istilah ini dapat diterapkan penggunanya
pada hadits sahih dan hasan. Sedangkan terhadap hadits hasan, istilah yang
digunakan para ulama hadits adalah (1) 2GwY) s Suas 138 gdalah hadits
yang sanadnya saja hasan, tetapi matannya tidak. Hadits hasan yang
demikian ini lebih rendah nilainya daripada hadits yang dinilai dengan '3
O duas (2) msea s oo 1 (sudah dijelaskan pada hadits sahih). (3)
e Gma Cuaa s gdalah istilah yang digunakan oleh al-Turmuzi. Menurut
sebagian ulama, bahwa di antara kedua kalimat itu (hasan gharib) ada huruf
‘ataf (penghubung) yang dibuang, yaitu aw (atau). Dengan demikian,
menurut pendapat ini, al-Turmuzi meragukan nilai hadits itu, apakah hasan
atau gharib. (4) 'a> Oms duas 1 adalah hadits yang maknanya sangat
menarik hati (5) Obes Cudal ol zlaca Cuslal 3 adalah istilah yang khusus
terdapat dalam kitab al-Masabih, karya al-Baghaw1. Yang dimaksud dengan
sihah ialah segala hadits yang tercantum dalam kitab Sahih al-Bukhart dan
Muslim. Sedangkan hisan ialah segala hadits yang tercantum dalam kitab-
kitab sunan. (6) clba Cuia 1 Di dalam Sunan Abt Dawud, nilai hadits itu
terbagi kepada: hadits sahih, musyabih (yang menyerupai), muqarib (yang
mendekati dan wahnun syadidun (lemah sekali). Di samping itu, masih ada
hadits yang tidak ditentukan nilainya. Hadits yang seperti ini dinamakan
hadits salih. (7) i <uas 138 Menurut ahli hadits, istilah ini dimaksudkan
untuk memberi nilai hadits yang mendekati hadits hasan. Fathur Rahman,
Ikhtishar Musthalahul Hadits, Cet. 7, PT. Alma’arif, Bandung, 1997, hal.
107-110 dan 114 — 117.
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mu’amalah saja. Lalu bagaimana para ulama hadits memahami
hadits-hadits tersebut, berikut ini penjelasannya.

Ibnu Hajar al-‘Asqalant (w. 852 H) dalam kitabnya
Fathu al-Bari bab haid, menjelaskan, letak kekurangan agama
pada kaum wanita adalah kaum wanita menerima ketiga
perkara yang dinishahkan oleh Nabi SAW kepada mereka,
yaitu banyak melaknat, ingkar terhadap suami dan
menghijlangkan atau merusak hati seorang laki-laki Gl ‘/.—‘;55\)
(e Ja5l Kemudian mercka sulit  memahami
kekurangan yang ada pada diri mereka (karena mereka
kekurangan akal).?”

~Adapun sabda Nabi SAW: Jie 7")‘” ;’JLS-‘:‘ u*-d‘)
(dﬂéj\ Bl Caial merupakan isyarat terhadap firman Allah
SWT surah al-Baqarah ayat 282. Di sini perlunya dua orang
wanita untuk saling mengingatkan, yang mengindikasikan
kekurangan yang mereka miliki.?’® Pernyataan Ibnu Hajar al-
‘Asqalani ini juga mengindikasikan hadits ini merupakan
penjelas dari surah al-Baqarah ayat 282, yang dipahami oleh
para ahli tafsir bahwa ayat tersebut membatasi kesaksian
wanita dalam bidang mu ‘amalah saja.

Lebih lanjut Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalam bab al-
syahadah, dengan mengutip pendapat Ibnu al-Mundhir

275 Ahmad ‘Alf bin Hajar al-‘Asqalani, Fathu al-Bari Syarh Sahth
al-Bukhart, Juz. 1, Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah, Bairut, 1997, hal. 535.

Y6Al-‘Asqalani, Fathu al-Bart, Juz. 1, hal. 535. Hal ini juga
dikemukakan dalam kitab Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami’ al-Turmuz,
Juz. 6, Program al-Maktabah al-Syamilah, hal. 411.
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menjelaskan, para ulama sepakat berpendapat makna lahiriyah
hadits tersebut dipahami tentang kebolehan kesaksian wanita
bersama laki-laki. Namun mayoritas ulama mengkhususkan hal
itu dalam masalah hutang-piutang dan perdata lainnya.
Sedangkan dalam masalah pidana, mereka berpendapat
kesaksian wanita tidak dapat diterima. Mayoritas ulama juga
berpendapat kesaksian wanita dapat diterima dalam masalah
nikah, thalak, nasab dan wala’, tetapi ulama Kufah
menolaknya. Ibnu al-Mundhir juga berkata, para ulama sepakat
pula menerima kesaksian wanita tanpa laki-laki dalam perkara-
perkara yang tidak dapat diketahui oleh laki-laki, seperti haid,
kelahiran, tanda kehidupan pada bayi yang baru lahir dan cacat
fisik wanita. Tetapi mereka berbeda tentang kesaksian wanita
dalam menyusui.*”’

Selanjutnya Ibnu Hajar al-‘Asqalani mengutip pendapat
Abi ‘Ubayd yang mengatakan kesepakatan ulama untuk
menerima kesaksian wanita dalam masalah perdata didasarkan
pada ayat 282 surah al-Baqarah. Sedangkan kesepakatan ulama
untuk menolak kesaksian wanita dalam masalah pidang
didasarkan pada firman Allah dalam surah al-Nur: 4, \ )—’\—1 ej A~
€-\4€-° da) ,)1-‘ (kemudian mereka tidak dapat mendatangkan
empat orang saksi).?’®

Jumhur ulama memahami kata ¢\3€-’5 “-"—’_)‘ bermakna
empat orang saksi laki-laki. Di sini tidak dijelaskan kenapa
dipahami laki-laki, bukan wanita. Menurut hemat penulis, para

27 Al-* Asqalani, Fathu al-Bari, Juz. 5, hal. 334.
28Al-*Asqalani, Fathu al-Bar, Juz. 5, hal. 334.
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ulama, baik dari kalangan mufassirin maupun fuqaha
memahaminya berdasarkan kaidah kebahasaan, di mana
menurut ketentuan kaidah bahasa Arab apabila ‘adadnya
muzakkar, maka ma’dudnya mu'annas dan jika ‘adadnya
mu ‘annas, maka mg 'dudnya muzakkar. Berdasarkan kaidah ini,
berarti lafaz 423 )\ adalah ‘adad mu annas, jadi ma’dudnya
harus muzakkar, yaitu J=_2™ Hal ini sebagaimana juga
dipahami oleh ulama Syafi’iyyah dan sebagian dari kalangan
mujtahid, sebagai contoh, lafaz quri’ diartikan dengan suci,
bukan haid. Mereka beralasan bahwa dita ‘niskannya kata
bilangan ERpk menunjukkan bahwa sesuatu yang ditunjuk
(ma’dudnya) adalah mudzakkar (laki-laki), yaitu lafaz
(suci), bukan dican (lafaz mu’annats). Jadi lafaz ¢ 58 4553
1tu artmya )L@-jﬂ\ 33);.1 280

Kemudian Ibnu Hajar al-‘Asqalant menjelaskan, dalam
perkara nikah dan semisalnya, para ulama berselisih pendapat
tentang penerimaan kesaksian wanita. Perselisihan ini
disebabkan oleh perbedaan dalam menganalogikannya, apakah
termasuk perkara perdata ataukah pidana. Sebagian ulama
menganalogikannya dengan perkara perdata, dengan alasan
bahwa di dalamnya terdapat masalah mahar, nafkah dan lain
sebagainya yang berkaitan dengan harta, sehingga mereka
membolehkan kesaksian wanita dalam masalah nikah.
Sedangkan sebagian yang lain menganalogikannya dengan

2%Syekh Muhammad bin A. Malik al-Andalusi, Matan al-Fiyah,
(terj. Moch. Anwar), Cet. 6, Alma’arif, Bandung, 1994, hal. 380.

280 Abdul Wahhab Khallaf, ‘llmu Usul Figh, Dar al-Qalam, T.tp,
1978, hal. 172.
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perkara pidana, dengan alasan nikah menjadi penghalalan atau
pengharaman terhadap kemaluan wanita (ada kaitannya dengan
zina), maka mereka tidak membolehkan kesaksian wanita pada
masalah nikah. Dalam hal ini ia mengutip dari Abi ‘Ubayd,
yang menurutnya pendapat kedua ini yang terpilih, karena
didukung oleh firman Allah dalam surah al-Thalak: 2, \ jﬁ-é-w\ 3
eS-‘A dJQ s 33 (dan persaksikan dua saksi yang adil di antara
kamu). Menurut penulis, mereka memahami lafaz \ )%—w\
dengan makna dua saksi laki-laki. Setelah itu Allah
menamakannya sebagai hudiid, dengan firman-Nya, 23> il
) (itulah hudiid/batasan-batasan Allah). Lalu Abi ‘Ubayd
mengatakan bagaimana mungkin mereka dapat menjadi saksi
dalam perkara yang tidak ada hak apapun bagi mereka, baik
dalam akad nikah maupun pembatalan akad.?®' Di sini penulis
memahami, akad nikah dilakukan oleh wali bagi seorang
wanita, tidak dilakukan sendiri. Demikian juga dalam hal
pembatalan akad, baik dalam bentuk thalak yang merupakan
hak suami atau melalui fasakh yang merupakan putusan
pengadilan.

Selanjutnya Ibnu Hajar al-‘Asqalani menjelaskan, para
ulama berbeda pendapat dalam perkara yang umumnya tidak
diketahui oleh laki-laki, apakah cukup kesaksian seorang
wanita saja, ataukah tidak. Menurut mayoritas ulama,
dipersyaratkan empat orang wanita, sedangkan Malik, Ibnu
Hajar al-‘Asqalani dan Ibnu Ab1 Layla (w. 148 H), berpendapat
cukup dua orang wanita. Tapi menurut al-Syu’bi (w. 104 H)

BIAL-*Asqalani, Fathu al-Bart, Juz. 5, hal. 334.
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dan al-Tsawri (w. 161 H), cukup seorang wanita, dan pendapat
ini yang dianut oleh ulama mazhab Hanafi.?$?

Yang menarik dalam penjelasan ini adalah Ibnu Hajar
al-‘Asqalani mengutip pendapat al-Muhallab (w. 83 H) yang
mengatakan “dari hadits ini dapat diambil kesimpulan tentang
adanya perbedaan para saksi sesuai tingkat kecerdasan dan
akurasi kesaksian mereka. Kesaksian orang yang cerdas dan
cakap lebih dikedepankan daripada orang shalih yang lamban
berfikir’.?®* Jadi di sini nampaknya al-Muhallab tidak
mempersoalkan laki-laki ataukah wanita, tetapi ia lebih melihat
pada inteletual dan daya ingat seseorang. Seseorang yang lebih
pintar dan lebih kuat ingatannya harus diutamakan daripada
orang yang kurang cerdas dan kurang daya ingatannya,
meskipun orang tersebut terkenal baik dan dapat dipercaya.

Al-Nawaw1 (w. 676 H) dalam kitabnya Syarh al-
Nawawi ‘ald Muslim, tidak menjelaskan, hadits di atas
membatasi kesaksian wanita hanya dalam masalah mu’amalah
(perdata) saja. Menurut al-Nawawi, hadits di atas menjelaskan
kaum wanita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk
bersedekah, memperbanyak istighfar (minta ampun) dan
melakukan ketaatan-ketaatan lainnya untuk menghapus
kejahatan. Sesuai dengan firman Allah “bahwa melakukan
kebaikan maka akan menghapus kejahatan”. Hal ini
disebabkan kaum wanita merupakan kelompok yang paling

22Al-*Asqalani, Fathu al-Bari, Juz. 5, hal. 334.
B3A1-*Asqalani, Fathu al-Bart, Juz. 5, hal. 335.
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banyak menjadi penghuni neraka, dikarenakan kejahatan yang
mereka lakukan, yaitu melaknat dan mengingkari suami.?*

Kemudian al-Nawaw1 men)elaskan yang dlmaksudkan
dengan d;) odl.g_m dda_\ U'”‘)“‘\ aJ\.@.mﬂ ds:d\ 8
(kurang akal maka kesaksian dua orang wanita sama dengan
kesaksian seorang laki-laki yang adil) adalah sebuah peringatan
dari Rasulullah SAW, sesuai dengan firman Allah: d-‘-é-' u\
LS)AY\ a4 13s \ )53-‘5 W\h‘ (jika seorang lupa maka
seorang lagi menglngatkannya) Tni menunjykkan kaum wanita
itu kurang teliti/ingatan (-L'u\ QM u@d\) 285

Selanjutnya al-Nawawi juga menjelaskan, yang
dimaksudkan dengan wucapan Rasulullah SAW yang
mensifatkan kaum wanita dengan kurang agamanya adalah
karena kaum wanita tidak melakukan shalat dan puasa pada
masa haid. Di sini perlu dijelaskan, kata “al-din” (agama)
memiliki makna yang sama dengan kata “al-iman” (iman) dan
kata “al-Islam” (Islam), yaitu ta’at. Barangsiapa banyak
melakukan ibadah (keta’atan) maka akan bertambah iman dan
agamanya, dan barangsiapa yang kurang melakukan ibadah,
berarti kurang agamanya. Jadi kekurangan kaum wanita dalam
agama adalah karena kurang melakukan ibadah, disebabkan

BIAl-Nawawi, Syarh al-Nawawi ‘ald Muslim, Juz. 1, Program al-
Maktabah al-Syamilah, hal. 176.
285 Al-Nawawi, Syarh al-Nawawr, Juz. 1, hal. 176.
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mereka meninggalkan shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya

pada masa haid.?%

Meskipun al-Nawaw1 dalam kitabnya Syarh al-Nawawi
‘ald Muslim, tidak menjelaskan hadits di atas membatasi
kesaksian wanita hanya dalam masalah mu’amalah (perdata),
khususnya hal yang berhubungan dengan harta, namun dalam
kitab  al-Majmu’  Syarh  al-Muhazdzdab,  al-Nawaw1
mengatakan kesaksian wanita hanya terbatas pada masalah
perdata, khususnya hal yang berkaitan dengan harta. Pada
masalah yang bukan harta dan tidak dimaksudkan dengannya
harta serta hal-hal yang dapat diketahui oleh laki-laki, seperti
nikah, ruju’, thalak, pemerdekaan budak, wakalah, wasiat,
pembunuhan sengaja dan hudiid selain had zina, tidak
ditetapkan selain dengan dua orang saksi laki-laki, sesuai
dengan firman Allah tentang rujuk (dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi laki-laki yang adil di antara kamu). Demikian
juga hadits riwayat Ibnu Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW
bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (laki-
laki) dan saksi (laki-laki) yang adil, dan ucapan al-Zuhrf:

ém&\d)ujdé.culsmd\u); d\.sau\d)mj\

@¢MDJLHJJSJYU‘DJMLJAM‘_5?SM}M&C4M
i 287.3‘53;]‘

BOAI-Nawawi, Syarh al-Nawawi, Juz. 1, hal. 176. Pernyataan al-
Nawawl tersebut dikutip juga dalam kitab ‘Abd al-Rahman Muhammad
‘Usman, ‘Awn al-Ma’bud Syarh Sunan Abt Dawud, J1d. 12, Cet. 111, Dar al-
Fikr, Bairut-Libanon, 1979, hal. 439.

BIAl-Nawawi, al-Majmii’ Syarh al-Muhadhdhab, Juz. 20, Dar al-
Fikr, t.tp, t.t, hal. 255.
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Artinya: Dari al-Zuhrf, ia berkata: telah berlaku kebiasaan pada
masa Rasulullah SAW dan dua khalifah sesudahnya,
bahwa tidak diterima kesaksian wanita dalam masalah
hudid.

Dalam kitab Syarh Sunan Ibnu Majah i al-
Sanadi/Khasyiyah al-Sanadi ‘ala Ibnu Majah, disebutkan
kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang
laki-laki, karena kekurangan akal pada kaum wanita.
Sedangkan kekurangan agama disebabkan mereka tidak
melaksanakan perintah (seperti shalat dan puasa) dalam
keadaan haid. Di sini dibedakan antara ketaatan terhadap
kewajiban untuk meninggalkan shalat atau ibadah (bagi
perempuan yang haid), dengan ketaatan dalam melaksanakan
kewajiban shalat atau ibadah (bagi laki-laki atau wanita yang
tidak berhalangan).’®® Penulis memahami maksud dari
pernyataan itu adalah melaksanakan kewajiban seperti shalat
bagi seorang wanita yang tidak dalam kondisi berhalangan
(haid) atau bagi laki-laki merupakan suatu bentuk ketaatan, dan
meninggalkan kewajiban seperti shalat adalah juga suatu
bentuk ketaatan bagi para wanita yang sedang haid. Namun
ketaatan dalam melaksanakan perintah wajib lebih tinggi
nilainya daripada ketaatan dalam melaksanakan perintah untuk
meninggalkan kewajiban.

88 Khasyiyah al-Sanadi ‘ala Ibnu Majah, Juz. 7, Program al-
Maktabah al-Syamilah, hal. 371.
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Al-Syawkani dalam kitabnya Nayl al-Awtar, pada bab
al- hayd mengutlp hadits riwayat al-Bukhari, yaitu:

duem‘gua ‘;mg;unu\ Aeua baml G
QJJ ’"«*d;)smt@_uq@ ,9\)45\%;@_2;@;5\;9@

Al-Syawkani menjelaskan: (1) hadits itu menunjukkan
tidak wajibnya puasa dan shalat bagi perempuan yang dalam
kondisi haid, dan ini merupakan ijma’ ulama, (2) Menunjukkan
pula bahwa akal itu bisa bertambah dan bisa berkurang, seperti
halnya iman. Dan tidaklah dimaksudkan dengan menyebut
kekurangan akal bagi perempuan adalah sebagai suatu hal
tercela bagi mereka, karena kekurangan itu bukan atas
kehendak mereka sendiri. Tetapi yang dimaksudkan adalah
untuk berhati-hati, jangan sampai menimbulkan fitnah dari
kekurangan mereka itu.?®’

Dari penjelasan al-Syawkani terhadap hadits di atas,
tidak ada gambaran konkrit tentang penjelasan kedudukan
saksi wanita. Hal ini disebabkan hadits itu dikutip dalam bab
al-hayd, itu artinya inti yang ingin dijelaskan oleh al-Syawkani
dari hadits tersebut adalah tentang kondisi wanita dalam
keadaan haid, bukan persoalan kesaksian, meskipun dalam
hadits tersebut ada pernyataan tentang kesaksian wanita

89Muhammad al-Syawkani, Nayl al-Awtar, Juz. 1, Dar al-Fikr,
Bairut-Libanon, 1983, hal. 353-354.
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setengah kesaksian laki-laki. Namun demikian, dalam

penjelasan al-Syawkani tersebut ada ungkapan:

(Gl e Geasl oLl Jsie iall &3 G 35l Gy

(e ).m;_d\ J‘)ﬁ\ Jooeand u&»)\.\.\;\éf Jaxa Y |9 4.\\)!
2907, O u\_,_,g‘}_}\

Artinya: Dan tidaklah dimaksudkan dengan menyebut
kekurangan akal bagi perempuan adalah sebagai suatu
hal tercela bagi mereka, karena kekurangan itu bukan
atas kehendak mereka sendiri. Tetapi yang
dimaksudkan adalah untuk berhati-hati, jangan
sampai menimbulkan fitnah dari kekurangan mereka
itu.

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa al-Syawkant
mengakui tentang kekurangan kaum wanita sebagaimana
digambarkan dalam hadits tersebut. Sehingga kaum laki-laki
harus mengantisipasinya dengan berhati-hati dalam melibatkan
kaum wanita dalam suatu urasan yang dapat menimbulkan
fitnah, akibat kekurangan yang mereka miliki. Di antara
kekurangan kaum wanita dalam gambaran hadits tersebut
adalah kurang akal. Ini menjadi persoalan dalam hal
penerimaan kesaksian wanita, khususnya kesaksian dalam
masalah  pidana. Akibat kekurangan tersebut dapat
menimbulkan fitnah berupa kesalahan dalam kesaksian,
sehingga akan merugikan salah satu pihak yang berperkara.
Oleh karena itu, kesaksian wanita itu baru dapat diterima jika

20A1-Syawkant, Nayl al-Awtar, Juz. 1, hal. 353-354.
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bersama laki-laki dan perbandingan satu saksi laki-laki sama
dengan dua saksi wanita.

Kesimpulan tersebut tidak tergambar jelas dalam
pernyataan al-Syawkani di atas, tetapi dalam penjelasannya
pada bab tsubut al-gatl bi syahidayn, ia menyatakan hal
tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan dua hadits di
bawah ini:

oy el be 5y el 08 g o @) o
5583 allg e ) &a @J < °s,w5l/é¥=e, RE
U108 a8 e oty ol 21706 4 Al
B sk o L)y el e S S 9

" _ .b‘ - < T wo -
o\}J {cdr—w(slu_j c :,J...a/ Zf\:d\ }b\/jé"’ 931;.\“'/“"@

Artinya: Dari Rafi’ bin Khadij, ia berkata; ada seorang laki-laki
dari Anshar yang terbunuh di Khaibar, lantas para
walinya datang kepada Nabi, Ilalu mereka
menuturkan peristiwa pembunuhan itu kepada
beliau, maka Nabi bertanya, kamu mempunyai dua
orang saksi yang menyaksikan atas terbunuhnya
temanmu? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, di
sana tidak terdapat seorang Islam-pun, sesungguhnya
mereka hanyalah orang-orang Yahudi tidak
merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada ini.
Rasulullah SAW bersabda, maka pilihlah dari

P1Al-Syawkani, Nayl al-Awtar, Juz. 7, Dar al-Fikr, t.tp, t.t, hal.
181-182.
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mereka 50 orang, lalu ambil sumpahlah mereka, lalu
Nabi SAW mengambil diyat dari sisinya (HR. Abi
Dawud).

&‘ai}ahucu\ucw@&jfsuc
‘_Am&\d}m)d\ss‘)mu\y\‘;s)uﬁ/zjm\)m\f\
d\.ﬁ&}éﬂ\mjmuﬁ&#mueﬂ\gﬂ)m )

4
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\
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“aKa 4l ;u bdhﬂ}é.amum d\ﬂ ?G_'\)"‘
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Artinya: Dari ‘Amri bin Syu’ayb dari ayahnya dari kakeknya
bahwasanya Ibnu Muhayyisah al-Asghar terbunuh di
pintu Khaibar, lantas Rasulullah SAW bersabda,
datangkanlah dua orang saksi atas orang yang
membunuhnya, tentulah aku memberikan kepada
kamu dengan tali pengikatnya. Ada seorang laki-laki
yang bertanya, wahai Rasulullah, dari mana saya
mendapatkan dua orang saksi, sedangkan ia sudah
terbunuh di pintu mereka. Perawi berkata, Rasulullah
lalu menyumpah 50 orang. Laki-laki itu bertanya,
bagaimana saya menyumpah atas sesuatu yang tidak
saya ketahui? Rasulullah SAW bersabda, mintalah
kepada 50 orang dari mereka untuk bersumpah.
Laki-laki itu bertanya, bagaimana kami meminta

22Al-Syawkani, Nayl al-Awtar, Juz. 7, hal. 181-182.
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sumpah kepada mereka, sedangkan mereka adalah
orang-orang Yahudi? Rasulullah SAW lalu membagi
kepada mereka diyatnya yang dibebankan atas
mereka dan beliau menolong kepada mereka
separuhnya (HR. al-Nasa'1).

Al-Syawkani menyatakan pengarang kitab al-Bahri
telah meriwayatkan dari al-Awza’1 (w. 157 H) dan al-Zuhrt (w.
124 H) bahwasanya gisas itu seperti harta, sehingga cukup di
dalamnya kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki
ditambah dengan dua orang wanita, sebagaimana
ungkapannya

ua\.md\ u‘o/g)&)ﬂj Gc\”‘zl\ )A.\S\ u_ml...a Lé;ﬁ

Kemudian al—Syawkanl menyatakan, pensyarah kitab
al-Mahalli menggunakan dalil untuk yang pertama dengan
firman Allah Ta’ala: “Dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi laki-laki di antaramu, jika tidak ada dua orang laki-laki,
maka boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita”. la
mengatakan, keumuman perorangan mengharuskan keumuman
keadaan yang dikehendaki darinya empat buah syarat (tidak
disebutkan apa empat buah syarat tersebut) dan apa yang tidak
dianggap cukup dengan seorang laki-laki ditambah dengan dua
orang wanita. Berikutnya beliau menggunakan dalil yang
kedua dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik dari al-ZuhrT,
yaitu “kebiasaan (sunnah) yang telah berlaku bahwa tidak

23 Al-Syawkani, Nayl al-Awtar, Juz. 7, hal. 182.
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boleh kesaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan
thalak” sebagaimana ungkapan berikut

:J6 {ulj‘);‘\i Ja2 RS ‘-'Js-wdu‘ﬁ eﬁbawume-w
uu\°'\jd;)sum¢3§yu mJY\‘mL’“
«_u‘u} d\ﬁc&ﬁj\&dﬂba\jjmghﬂdmﬁb
Cls.d\ LI 2 92Al| &b el s Heag Y A8 48
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Terhadap wucapan al-Zuhri tersebut, al-Syawkani
menjelaskan, menurut Ibnu Ab1 Syaybah (w. 235 H) hadits
tersebut daif, karena salah satu sanadnya, yaitu al-Hajjaj bin
Artah adalah perawi yang tercela. Di samping itu hadits
tersebut merupakan hadits mursal, sehingga tidak bisa
digunakan untuk berhujjah, dan tidak bisa digunakan untuk
menfakhsis keumuman al-Qur’an (surah al-Baqarah ayat 282).

Kemudian al-Syawkani menjelaskan, dua hadits di atas
tidak punya arti lain kecuali hanya tansis (menetapkan nas)
atas kesaksian dua orang saksi dalam gisas. Demikian itu
bukanlah berarti menunjukkan atas tidak diterimanya kesaksian
seorang laki-laki ditambah dengan dua orang wanita. Pokok
perkara ini adalah Nabi SAW menuntut perkara asal (dua orang
saksi laki-laki) di mana perkara yang lain tidak mencukupinya
(kesaksian wanita), kecuali jika ia tidak ada, sebagaimana apa
yang telah difirmankan Allah Ta’ala; “jika tidak ada orang

294 A1-Syawkani, Nayl al-Awtar, Juz. 7, hal. 182.
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laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita

yang kamu ridhai” **>

Dari pernyataan al-Syawkani di atas dapat disimpulkan,
kesaksian wanita dapat diterima dalam kasus gisds, seperti
tersebut dalam dua hadits di atas, dan ia juga tidak menolak
kesaksian wanita dalam masalah pidana hudiid lainnya.
Kesimpulan ini didasari pada pendapat al-Syawkani yang
mendukung pernyataan Ibnu Abi Syaybah yang menolak
keberadaan ungkapan dari al-Zuhri.

Ulama modern, Yusuf al-Qardhawi (1. 1926 M)
mengomentari dengan menyatakan, hadits ini telah menjadi
alat bagi orientalis dan misionaris untuk menuding Islam
sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum wanita
dengan pernyataannya bahwa mereka kurang akal dan
agamanya. Kemudian Yusuf al-Qardhawi menyatakan, kalau
pandangan seperti ini benar, maka itulah pandangan yang
paling zalim dalam Islam; padahal misi Islam itu antara lain
adalah membebaskan kaum wanita dari pelbagai belenggu
kezaliman yang terjadi pada masa Jahiliyah.?”¢

Lebih lanjut Yusuf al-Qardhawi menjelaskan, hadits
yang menyatakan wanita kurang akal dan agamanya, harus
dilihat dari suatu kasus tertentu yang mesti dipahami

25 Al-Syawkani, Nayl al-Awtar, Juz. 7, hal. 182-183.

26yusuf al-Qardhawi, al-Qur'an dan as-Sunnah; Referensi
Tertinggi Ummat Islam (Terjemahan dari al-Marja’iyyah al-‘Ulya f1 al-
Islami li al-Qur'an wa al-Sunnah; Dhawabit wa Mahadzir i al-Fahmi wa al-
Tafsir), terj. Bahruddin Fannani, Robbani Press, Jakarta, 1997, hal. 209.
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kerangkanya, dan tidak boleh dilanggar. Merupakan hal keliru
ketika menganggap hadits-hadits yang berkenaan dengan suatu
kasus yang sangat spesifik, sebagai dalil umum bagi penetapan
hukum syari’at yang harus diikuti oleh semua manusia pada
setiap zaman, padahal para ahli ushul figh dan fugaha memiliki
kaidah bahwa kasus-kasus yang sifatnya sangat spesifik tidak
dapat diberlakukan secara umum. Yang dimaksudkan dengan
kasus yang sangat spesifik itu ialah kasus yang berkaitan
dengan kondisi tertentu dan pada keadaan yang sangat khusus.
Hukum yang berlaku untuk kasus yang sangat spesifik itu tidak
dapat diberlakukan pada kasus yang lain, kecuali memiliki
‘illah yang sama.?”’

Menurut  Yusuf al-Qardhawi, peristiwa  yang
menyebabkan turunnya hadits tersebut adalah berdasarkan
hadits riwayat al-Bukhart (w. 256 H) dan Muslim (w. 271 H)
dari Abu Sa’id al-Khudri (w. 74 H) yang menyatakan,
“Rasulullah SAW keluar untuk melakukan shalat Idul Adha
atau Idul Fitri ke tempat shalat ‘Id, kemudian beliau berjalan
melewati kaum wanita, lalu bersabda:

@ A8,

e.ﬁjuhﬂju‘gh‘a)ﬁ\gs.u‘) uuamgmgmu
S &l L Duiall G \QJSSSJ\BMJJMJL‘
uS\h\weJM\d;J\uﬂma\wajdmuuh

Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan kurang akal dengan
sesuatu yang menunjukkan lemahnya ingatan wanita dalam
masalah-masalah kehidupan, dan kurang agama dengan sesuatu

27y usuf al-Qardhawi, al-Qur'an dan as-Sunnah, hal. 210-211.

221



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

yang menunjukkan terhalangnya wanita untuk melakukan
sebagian ibadah ketika ia mengalami haid.?*®

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan, sesungguhnya
hadits tersebut bukanlah merupakan satu bentuk pernyataan
yang menjadi kaidah atau hukum yang berlaku secara umum,
karena ia lebih merupakan ungkapan ketakjuban Rasulullah
SAW terhadap fenomena keunggulan kaum wanita —padahal
mereka memiliki kelemahan- atas kaum laki-laki yang
memiliki kemauan yang kuat. Atau mungkin Rasulullah takjub
kepada kebijaksanaan Allah SWT tentang bagaimana Allah
meletakkan kekuatan di dalam sesuatu yang dianggap lemah.
Seakan-akan bentuk ungkapan itu mengandung makna seperti
yang terkandung dalam pesan berikut yang dikutip Yusuf al-
Qardhawi dari ‘Abd al-Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya
Tahrir al-Mar’ah fi al-Risalah: “Wahai kaum wanita... kalau
Allah telah memberikan kepada kalian kekuatan yang dapat
mengalahkan seorang laki-laki yang memiliki keinginan kuat,
walaupun kalian sebetulnya lemah, maka bertaqwalah kepada

Allah, dan janganlah kalian gunakan kekuatan itu kecuali untuk
kebaikan”.?%

28y usuf al-Qardhawi, al-Qur an dan as-Sunnah, hal. 211.
29y usuf al-Qardhawi, al-Qur'an dan as-Sunnah, hal. 211-212.
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2. Hadits tentang tidak diterimanya kesaksian wanita
dalam masalah hudiid

Hasil pelacakan penulis terhadap keberadaan ungkapan
al-Zuhri, sebagaimana terdapat dalam kitab “Tafsir al-
Maraghi”, yang dijadikan sebagai penjelas (bayan) surah al-
Nisa' ayat 15, yaitu:

ol Ju&5 Y o oamy Al gl J gy (pe Al Caas
Q JJAJ\ ‘; ;w\

Tidak ditemukan dalam kitab “Kutub al-Tis’ah”. Namun
demikian, penulis mencoba melihat dalam kitab-kitab hadits
lain yang tidak muktamad. Ternyata ungkapan senada penulis
temukan dalam beberapa kitab hadits yaitu:

a. Kitab al-Sunan al-Kubrd karangan al-Bayhaqt:
YQ\SM\H\);\&RSJ\QQMQT&MUSA;
-300L§M\_§ JJJAM ‘_A.C ;w\ ch.g_w ‘}..\A.i
b. Kitab Musannaf Ibnu Abt Syaybah:
qce\jd\wfucju&wafd&ﬁﬁitﬁh .
Baled ) oad Wl oany (e (Al g alu g agle 4l s
..3‘5..‘1;5\ L,.SS C-Lm.d\
A e Jaw eyl oo Ol Wias JB S ool Wias o
> s Y dE QU el s UL da ) e Vs
A ) 5358

30A1-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, Juz. 10, Dar al-Fikr, t.tp, t.t,
hal. 148.
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c. Kitab Musannaf ‘Abd al-Razag:

ye ce gwe ) ge sl pe G de Ul
JJM\‘;;M\ cd\.@.w‘)_ga.ly d\ﬁu.o;‘)l\

& el e Ol e s Ge (300 e b pual
UJJSAJJ\A\.L\J\ Y\ GY d\ﬁ ‘U.IJ\‘)A‘j \jd@.u:‘\.t)\.\

301Tbnu Abt Syaybah, Musannaf Ibnu Abi Syaybah, Juz. 6, Program

al-Maktabah al-Syamilah, hal. 544.
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il e s ge sl oo 1N ae LAl e
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Dalam kitab “al-Sunan al-Kubra”, rentetan sanadnya

adalah Hasyim, Syu’bah, al-Hakam dan Ibrahim. Dalam kitab
“Musannaf Ibnu Abt Syaybah”, ternyata ke semua ungkapan
tersebut berasal dari seorang shahabat yaitu Abii Bakar, dengan
rentetan sanad yang berbeda, yaitu:

1.

Abi Bakar, Hafis dan ‘Ubad bin al-‘Awam, Hajjaj, dan al-
Zuhrl.

Abii Bakar, Buyyan, dan Ibrahim.

Abt Bakar, Waki’, Syu’bah, al-Hakam, dan Ibrahim.

Abii Bakar, ‘Abd al-Rahim bin Sulaiman, Mujalad, dan
‘Amir.

Abi Bakar, ‘Al bin Hasyim dan Wak?’, Zakariyya, dan al-
Syu’bi.

Abii Bakar, ‘Abd al-'A’la, Yinus, dan al-Hasan.

32Abd al-Razaq, Musannaf ‘Abd al-Razag, Juz. 8, Program al-

Maktabah al-Syamilah, hal. 330-331.
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7. Abu Bakar, ‘Ubadah bin Sulaiman, Juwaybir, dan al-
Dahhak.

8. Abu Bakar, Wak1’, Sufyan dan Hammad.
9. Abi Bakar, Ma’in bin ‘Isa, Ibnu Abi Dha'ib, dan al-Zuhri.

Dari kesembilan sanad tersebut, hanya dua yang
berujung pada al-Zuhri, yaitu sanad nomor satu dan sembilan.
Sedangkan sanad nomor dua dan tiga berujung pada Ibrahim.
Sanad nomor empat pada ‘Amir, nomor lima pada al-Syu’bi,
nomor enam pada al-Hasan, nomor tujuh pada al-Dahhak, dan
nomor delapan pada Sufyan.

Dalam kitab “Musannaf  ‘Abd al-Razaq”, rentetan
sanadnya adalah:

1. ‘Abd al-Razaq, al-Tsawri, al-A’masy, dan °‘Abd al-
Rahman.

2. ‘Abd al-Razagq, al-Tsawri, Buyyan, Ibrahim.
3. ‘Abd al-Razaq, al-Tsawr1, Jabir, dan al-Syu’bi.
4. ‘Abd al-Razaq, Ibnu Jurayj, dan Ibnu Hijir.

Dari empat rentetan sanad di atas, tiga di antaranya
‘Abd al-Razaq menerima dari al-Tsawr1, dan yang satu lagi ia
terima dari Ibnu Jurayj. Dari keempat rentetan sanad itu, tidak
ada yang berpangkal pada al-Zuhr1.

Berdasarkan uraian tentang rentetan sanad di atas, jelas
tergambar bahwa ungkapan al-Zuhri dan ungkapan senada
yang terdapat dalam kitab-kitab hadits di atas tidak ada satu
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pun yang disandarkan pada Nabi SAW, dan ungkapan tersebut
juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadits muktamad.
Kalau pun dikatakan ungkapan tersebut merupakan hadits,
maka merujuk pada kitab “Musannaf Ibnu Abi Syaybah”,
terdapat sembilan ungkapan senada yang semuanya bersumber
dari sahabat Abu Bakar, dapatlah dikatakan ungkapan tersebut
sebagai hadits mawqif yaitu hadits yang disandarkan kepada
shahabat, baik perkataan, perbuatan atau fagrir, baik
bersambung sanadnya atau tidak.>*

Selain itu, karena ungkapan tersebut tidak terdapat
dalam kitab hadits muktamad, penulis mengalami kesulitan
untuk  menjelaskan  tentang syarhnya menurut para
muhadditsin. Penulis tidak menemukan kitab syarh yang
menjelaskan tentang ungkapan tersebut, kecuali dalam kitab
hadits Nayl al-Awtar, di mana al-Syawkani menyatakan Ibnu
Abi Syaybah telah meriwayatkan ucapan al-Zuhri dengan
sebuah isnad yang di dalamnya terdapat al-Hajjaj bin Artah
dan ia adalah da’if, di samping itu keberadaan ungkapan
(hadits) itu sendiri adalah mursal, yang tidak bisa digunakan
untuk berhujjah, sehingga tidak pantas untuk mentakhsiskan
keumuman al-Qur an.?%

Namun demikian, ungkapan yang berasal dari al-Zuhr1
itu telah dikutip sebagai hujjah dalam berbagai kitab figh
mazhab terhadap penetapan hukum tentang tidak bolehnya

30BMuhammad “Ajjaj al-Khatib, Usil al-Hadits ‘Ulumuhu wa
Mustalahuhu, Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, 1989, hal. 380.

304A1-Syawkani, Nayl al-Awtar, Juz. 7, Dar al-Fikr, t.tp, t.t, hal.
183.
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penerimaan kesaksian wanita dalam masalah pidana. Hal ini
akan dijelaskan lebih detil dalam Bab Tiga. Yang menarik juga
dikaji di sini adalah ungkapan dari al-Zuhri tersebut dengan
merujuk pada kitab “Musannaf Ibnu Abt Syaybah”, penulis
menilai ungkapan tersebut dilihat dari segi sandarannya, yaitu
sahabat Abu Bakar, maka penulis mengkatagorikannya sebagai
hadits mawguf. Di sini perlu dijelaskan para muhadditsin
mengkatagorikan hadits dari segi sandarannya kepada tiga
jenis, yaitu:

1. Hadits marfu’ ialah hadits yang disandarkan kepada Nabi
SAW, baik perkataan, perbuatan atau tagrir, sanadnya
bersambung atau tidak, dengan gugurnya shahabat atau
yang lainnya.?%

2. Hadits mawquf ialah hadits yang disandarkan kepada
shahabat, baik perkataan, perbuatan atau ragrir, baik
bersambung sanadnya atau tidak.>%

3. Hadits magqtu’ 1alah hadits yang diriwayatkan dari tabi in,
baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun tagrir,
baik sanadnya bersambung atau tidak.?%’

Sedangkan al-Syawkani dalam kitabnya “Nay/ al-
Awtar”, menilai ungkapan tersebut sebagai hadits mursal, yaitu
hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabiin dari Nabi dengan
tiada disebutkan nama shahabat yang menjadi perantaranya.

305Muhammad Ajjaj al-Khatib, Usiil al-Hadit, hal. 355.

3%Muhammad °Ajjaj al-Khatib, Usil al-Hadit, hal. 380.

307Fathur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadits, al-Ma'arif,
Bandung, 1995, hal. 198.
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Katagori hadits mursal merupakan bentuk katagorisasi hadits
dari segi sanad, apakah bersambung atau tidak. Di sini perlu
dijelaskan katagori tersebut, di mana menurut muhadditsin,
dilihat dari segi sanad, hadits dapat dibedakan kepada dua segi,
yaitu:

1. Segi bersambung atau tidak sanadnya, hadits itu terbagi dua,
yaitu:

a. Hadits yang berambung sanadnya, dari perawi pertama
hingga yang terakhir. Yang termasuk dalam katagori ini
ada dua macam:

1) Hadits muttasil ialah hadits yang bersambung
sanadnya, baik bersambungnya itu sampai kepada
Nabi atau hanya sampai pada shahabat.3%

2) Hadits musnad 1ialah hadits yang bersambung
sanadnya dari awal hingga yang terakhir.>%

b. Hadits yang tidak bersambung sanadnya, yaitu hadits
yang putus sanadnya satu orang atau lebih atau tidak
bertemu antara satu perawi dengan perawi lainnya.
Hadits ini ada lima macam:

1) Hadits mursal ialah hadits yang diriwayatkan oleh
seorang tabi’in dari Nabi dengan tiada disebutkan
nama shahabat yang menjadi perantaranya.®!’

308Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usiil al-Hadits, hal. 356.

3Muhammad °Ajjaj al-Khatib, Usil al-Hadits, hal. 356.

310Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits,
Bulan Bintang, Jakarta, Cet. II, 1955, hal. 154.
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2) Hadits mungati’ ialah hadits yang gugur seorang
perawi dari sanadnya sebelum shahabat atau gugur
dua orang secara tidak berturut-turut.?!!

3) Hadits mu’dal ialah hadits yang gugur dua orang
perawi atau lebih secara berturut-turut, baik yang
gugur itu shahabat bersama tabi’in atau tabi’in
bersama tabi’i tabi’in atau dua orang sebelum
keduanya.’!?

4) Hadits mudallas ialah hadits yang diriwayatkan
secara waham, bahwa hadits itu tidak cacat.’'?

5) Hadits mu’allag ialah hadits yang gugur perawinya
satu orang atau lebih pada awal sanadnya.’'*

2. Segi kuantitas sanad, ulama hadits membagikan hadits itu
kepada tiga tingkatan, yaitu:

a.

Hadits mutawatir ialah hadits yang diriwayatkan oleh
sejumlah perawi yang ‘adil dan terpercaya, yang menurut
adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta.’'

Hadits masyhur ialah hadits yang diriwayatkan oleh
perawi yang lebih dari dua orang pada setiap tingkatan

3Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usiil al-Hadits, hal. 339.

312 Fathur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadits, hal. 191.
313Muhammad °Ajjaj al-Khatib, Usil al-Hadits, hal. 341.
3l4Fathur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadits, hal. 177.
3158ubhi al-Salih, 'Ulum al-Hadits, Dar al-Tlmu, Beirut, t.t, hal. 3.
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rawi, namun tidak sampai pada jumlah perawi hadits
mutawatir.3'

c. Hadits ahad ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang
atau dua orang atau lebih, tetapi tidak memenuhi syarat-
syarat hadits masyhur atau mutawatir.>'’

Dari pernyataan di atas terdapat perbedaan pendapat
tentang penilaian terhadap ungkapan dari al-ZuhrT itu, apakah
termasuk hadits mawgif atau hadits mursal. Menurut penulis,
jika dilihat dari segi sandaran ungkapan itu pada sahabat Abu
Bakar, sebagaimana terdapat dalam kitab “Musannaf Ibnu Abt
Syaybah”, maka dapat dikatakan bahwa ungkapan itu termasuk
hadits mawqif. Tetapi menurut al-Syawkani, dengan merujuk
pada riwayat dari Imam Malik, bahwa dalam rentetan sanad
ungkapan tersebut tidak terdapat nama sahabat yang
merawikannya, tetapi langsung disandarkan kepada Nabi,
sehingga dikatagorikan kepada hadits mursal. Namun hasil
penelitian, penulis tidak menemukan ungkapan itu dalam kitab
“al-Muwatta™ Imam Malik, tetapi penulis temukan dalam
kitab al-Mudawwanah al-Kubra@*'® Namun dalam kitab
tersebut sanad ungkapan itu tidak diambil dari jalur al-Zuhr,
tetapi dari jalur Ibnu Wahab dari Ibnu Syihab. Dalam hal ini
penulis tidak menemukan rujukan kitab Malikiyyah yang
dikutip oleh al-Syawkani, sehingga kesulitan bagi penulis
memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap penilaian al-

316Subhi al-Salih, 'Ulum al-Hadits, hal. 3.

31"Muhammad °Ajjaj al-Khatib, Usil al-Hadits, hal. 302.

3SI8Malik, al-Mudawwanah al-Kubra, J1d. 6, al-Maktabah al-
‘Ashriyah, Bairut, t.t., hal. 1939, hal. 1941-1942.

231



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

Syawkani tentang kedudukan ungkapan tersebut sebagai hadits
mursal.

Berbeda lagi dengan Ibnu Hazm (w. 456 H),
menurutnya ungkapan yang dikemukakan oleh al-Zuhri
tersebut merupakan hadits mungati’>'® Ibnu Hazm mengutip
ungkapan ini dari jalur sanad Ibnu Wahab dari Isma’il bin
"Uyasy dari al-Hajjaj bin Artah dari al-Zuhri.*° Di sini Ibnu
Hazm tidak menyebutkan di mana sanad yang terputus itu.
Merujuk pada penjelasan dalam kitab al-Jarhu wa al-Ta’dil,
bahwa al-Hajjaj bin Artah tidak pernah berjumpa dengan al-
Zuhri.**! Maka dari pernyataan al-Razi (w. 327 H) dalam kitab
al-Jarhu wa al-Ta’dil tersebut dapat disimpulkan, letak
putusnya sanad ungkapan tersebut adalah pada al-Hajjaj bin
Artah.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan, ungkapan
dari al-Zuhr itu merupakan hadits yang sangat kontroversial
dilihat dari segi sanadnya. Karena hampir tidak ada satu sanad
pun yang sama antara satu kitab hadits dengan kitab hadits
lainnya. Dan semua sanad itu bermasalah, ada yang
disandarkan kepada Nabi, tetapi terputus di tingkat sahabat, ada
yang hanya disandarkan kepada sahabat saja, tetapi ada juga
yang terputus sanadnya pada tingkat sesudah sahabat. Oleh

3YIbnu Hazm, al-Muhalla, Juz. 10, Maktabah al-Humhuriyah al-
‘Arabiyah, Mesir, 1970, hal. 582-582.

329Tbnu Hazm, al-Muhalld, Juz. 10, hal. 571.

21Ab1 Muhammad ‘Abd al-Rahman al-Razi, al-Jarhu wa al-
Ta’dil, Juz. 3, Majlis Dairat al-Ma’arif al-‘Usmaniyah, India, 1952, hal.
154-156.
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karena itu, para ulama hadits mengkatagorikannya sebagai
hadits daif, sehingga hadits tersebut tidak dikutip oleh para
muhadditsin ternama dalam kitab hadits muktamadnya, yaitu
”Kutub al-Tis’ah ™.

Berdasarkan penjelasan dua buah hadits di atas, hadits
pertama yang membicarakan tentang kesaksian wanita
setengah kesaksian laki-laki, dipahami oleh kalangan ahli
hadits sebagai bayan terhadap surah al-Bagarah ayat 282.
Dalam masalah ini, nampaknya kalangan ahli hadits sepakat
dengan para mufassir bahwa kesaksian wanita terbatas pada
perkara mu’amalah harta saja. Hal ini tergambar jelas dalam
kitab Fathu al-Bari Syarh Sahih al-Bukhart dan juga Syarh al-
Nawawr ’ala Muslim, sedangkan kitab syarh lainnya tidak ada
penjelasan konkrit. Namun dalam kitab Nayl al-Awtar, al-
Syawkant tidak sepakat dengan pernyataan di atas. Menurutnya
kesaksian wanita dapat diterima dalam semua perkara,
termasuk /udiid dan gisds, jika bersama dengan laki-laki.

Adapun hadits kedua yang merupakan ungkapan dari
al-Zuhri, tidak ditemukan matannya dalam kitab hadits
muktamad Kutub al-Tis’ah, sehingga tidak ditemukan
syarhnya. Karena itu untuk hadits kedua ini lebih difokuskan
pada kajian sanad, karena kuat dugaan hadits ini termasuk
katagori hadits da’if, dan ini sesuai dengan penilaian dari
sebahagian kalangan ahli hadits yang menyatakan bahwa
ungkapan al-Zuhri merupakan hadits da’if. Terlepas dari
penilaian sanadnya yang ditemukan ada yang terputus dari
ungkapan al-Zuhri tersebut, menurut penulis dari segi
matannya juga bisa dipahami bahwa ungkapan tersebut yang
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menggunakan lafaz i) Cuaer yang bisa diterjemahkan
dengan telah menjadi kebiasaan”, ini berarti bahwa kesaksian
wanita pada masa Rasulullah dan dua khalifah sesudahnya
tidak pernah terjadi dalam kasus pidana, bukan berarti Rasul
dan dua khalifah tersebut tidak mengakui kesaksian wanita
dalam perkara pidana. Ungkapan tersebut hanya menyatakan
bahwa pada masa Rasul dan dua khalifah tersebut belum
pernah ada wanita yang menjadi saksi dalam kasus pidana. Hal
ini mungkin terjadi karena adat orang Arab ketika itu yang
sangat mengekang wanita untuk tetap berada dalam rumahnya,
sehingga wanita ketika itu boleh dikatakan hampir tidak terlibat
dalam persoalan sosial secara umum, yang sangat mungkin
tidak melihat, apalagi terlibat dalam perkara-perkara
kriminalitas. Intinya, ungkapan al-Zuhri tersebut tidak
menyatakan secara konkrit bahwa kesaksian wanita dalam
perkara pidana ditolak.

Dari uraian Bab Dua ini penulis dapat simpulkan,
kalangan mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat kesaksian
cenderung melakukannya secara parsial. Maksudnya, mereka
menafsirkan ayat yang satu dengan ayat kesaksian lainnya
seolah-olah tidak saling terkait, meskipun ayat itu dalam satu
tema tentang kesaksian. Sehingga sulit bagi penulis memahami
keterkaitan di antara ayat-ayat kesaksian itu sebagai satu
kesatuan yang khusus membicarakan persoalan kesaksian. Hal
ini terjadi kuat dugaan karena corak tafsir yang mereka
gunakan adalah tafsir tahlili, yaitu metode penafsiran yang
mengupas satu demi satu ayat sesuai dengan urutan ayat dan
surat dari berbagai sudutnya, baik berdasarkan kaidah
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kebahasaan maupun segi-segi lainnya. Kelemahan yang timbul
dengan pendekatan tafsir fahlili ini adalah tidak ditemukan
penjelasan konkrit dan menyeluruh dari satu tema tertentu
dalam satu masalah yang dibicarakan di antara ayat-ayat yang
mempunyai tema yang sama. Di sisi lain, para mufassir tidak
konsisten dalam penggunaan hadits sebagai bayan al-Qur an.
Ada ayat yang dijelaskan berdasarkan hadits, tetapi ada juga
yang hanya didasari pada pendekatan kaidah kebahasaan saja,
sedangkan hadits untuk itu dikutip dalam kitab tafsir yang lain.

Adapun ulama hadits, menurut hemat penulis, mereka
sangat terpaku dalam penilaian suatu hadits dari segi sanadnya,
sehingga nilai matan menjadi kurang diperhatikan. Di samping
itu, mereka sangat menaruh perhatian besar dalam penafsiran
suatu hadits kepada kaidah kebahasaan saja, hal ini terlihat
pada metode penafsiran hadits di atas, di mana perhatian
mereka kepada asbabul wurud (sebab datangnya) hadits
tersebut tidak tergambar secara konkrit. Artinya, penulis sulit
memahami kedua hadits tersebut disampaikan dalam konteks
apa? Karena dalam kitab syarhnya tidak disebutkan asbabul
wurudnya. Dalam kaitannya dengan al-Qur’an, kalangan ahli
hadits dalam menjelaskan suatu hadits kadang-kadang merujuk
pada ayat, tetapi kadang-kadang tidak merujuknya, seperti
tergambar pada penjelasan hadits di atas. Ini menggambarkan
ulama hadits sebagaimana juga ulama tafsir, mereka sangat
subjektif dalam metode tafsirnya. Mereka tidak selalu
menjadikan ayat dan hadits itu sebagai satu kesatuan yang
saling menjelaskan.
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BAB TIGA

PENALARAN FUQAHA MAZHAB
TENTANG KESAKSIAN WANITA

Sebelum diuraikan secara lebih rinci tentang penalaran
fugaha mazhab terhadap masalah kesaksian wanita, di sini
dipaparkan secara ringkas pandangan hukum mereka tentang
kesaksian wanita secara umum. Jumhur ulama berpendapat,
kesaksian wanita tidak dapat diterima dalam semua masalah
peradilan. Sebagian mereka mengatakan, kesaksian wanita
hanya diperbolehkan dalam masalah harta benda, nikah, rujuk,
thalak dan hal lainnya di luar masalah hudiid dan gisas.
Sebagian lagi mengatakan, kesaksian wanita hanya
diperbolehkan dalam masalah harta benda saja, sedangkan
dalam hal hukum-hukum badani seperti hudiid, gisas, nikah,
thalak dan rujuk, tidak dapat diterima.>*

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy (w. 1975 M), sebagian
ulama berpendapat, kesaksian wanita hanya diterima dalam
persoalan yang berkaitan dengan harta dan hal-hal yang
berhubungan dengan ke ’aiban kaum wanita dan juga hal-hal
yang tidak dapat dilihat oleh kaum laki-laki. Kesaksian wanita

32Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, J1d. 3, Dar al-Fikr, Beirut, t.t,
hal. 340.
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tidak dapat diterima dalam masalah-masalah yang tidak ada
kaitannya dengan harta.*??

Di luar masalah pidana, menurut jumhur ulama,
kesaksian wanita dapat diklasifikasikan kepada tiga macam,
yaitu kesaksian yang hanya diberikan oleh wanita, kesaksian
wanita bersama laki-laki dan kesaksian wanita bersama
sumpah pendakwa. Sedangkan dalam masalah pidana, jumhur
ulama menolak secara mutlak kesaksian wanita, baik kesaksian
wanita itu tanpa laki-laki maupun bersama laki-laki.

Jumhur ulama sepakat untuk menerima kesaksian yang
hanya diberikan oleh wanita dalam masalah-masalah yang
menurut kebiasaannya hanya diketahui wanita dan tidak
diketahui oleh laki-laki, seperti menyusui, melahirkan, haid,
iddah dan semacamnya.’** Ibnu Qudamah (w. 620 H)
menyatakan, ia tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat
di kalangan ahli ilmu mengenai penerimaan kesaksian yang
hanya diberikan oleh wanita dalam hal-hal yang tidak diketahui
oleh kaum laki-laki.**> Di antara dalil yang dijadikan sandaran
hukumnya oleh jumhur ulama adalah hadits Rasulullah SAW
sebagai berikut:

323Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum Islam, Pusaka Islam, Jakarta,
1962, hal. 487.

324 Alauddin al-Hanafi, Mu’in al-Hukkam, Syirkah Maktabah wa
Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1973, hal. 95. Al-Bahiti,
Kasyyafu al-Qina” ‘an Matni al-Igna’, Juz. 6, Dar al-Fikr, Bairut, 1982, hal.
436.

325Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz. 12, Dar al-Fikr, Bairut, 1992,
hal. 16.
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LAJQB)E\A ;Lu.d\a.ll.g_ﬁa (J.ujqr- 4&3“;‘44&3\ d‘}u‘)dtﬁ
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Artinya: Rasulullah SAW bersabda, kesaksian wanita dapat

diterima dalam hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh
laki-laki.

Al-Sarakhst (w. 490 H) dalam kitabnya al-Mabsiit
mengutip hadits tersebut tanpa menyebutkan rentetan sanadnya
secara lengkap, melainkan hanya menyebutkan beberapa orang
yang semuanya tergolong sebagai tabi’in, seperti Mujahid,
Sa’id Ibnu al-Musayyab, Sa’id Ibnu Jabir, ‘Ata’ Ibnu Abi
Rabah dan Tawus.**’

Kalangan Hanabilah tidak menyebutkan hadits yang
dipegangi sebagai dalil penerimaan kesaksian wanita tanpa
laki-laki menyangkut hal-hal yang umumnya tidak diketahui
laki-laki. Menurut hemat penulis, mereka menggiyaskannya
pada kesaksian wanita dalam masalah melahirkan dan
menyusui.>?® Menurut al-Qadi (w. 744 H) ulama dari kalangan
Hanbali, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah, ada lima
hal yang dapat diterima dengan kesaksian wanita tanpa laki-
laki, yaitu melahirkan, istihlal (mendengar suara bayi yang
baru lahir), menyusui, ‘aib (cacat fisik) wanita, dan habisnya
masa iddah.**® Menurut Abii Hanifah (w. 150 H), kesaksian

326 A]-Sarakhsi, al-Mabsiit, Juz. 16, Matba’ah al-Sa’adah, Mesir, t.t,
hal. 142.

327 Al-Sarakhsi, al-Mabsiit, Juz. 16, hal. 142.

3BAl-Bahiitt, Kasyyvafu al-Qind’, Juz. 6, hal. 436.

3Ibnu Qudamah, al-Mughnt, Juz. 12, hal. 16-17.
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wanita tanpa laki-laki dalam masalah menyusui dan istihlal
tidak dapat diterima, karena dalam pandangannya masalah
tersebut dapat juga dilihat oleh laki-laki yang menjadi mahram
wanita yang menyusui itu. Bahkan dalam masalah mendengar
suara bayi, jelas laki-laki dapat saja turut serta. Karena itu,
kesaksian wanita saja tidak dapat diterima sebagaimana halnya
kesaksian terhadap perkelahian (peristiwa yang melukai)
wanita di kamar mandi, sekalipun hal tersebut dapat saja terjadi
ketika tidak ada laki-laki.**° Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w.
751 H) dan al-Bahuti (w. 1051 H) dapat menerima kesaksian
wanita saja dalam hal-hal tersebut termasuk kasus melukai
wanita, baik di dalam kamar mandi atau di pelaminan.**!

Menurut hemat penulis, pembatasan dalam penerimaan
kesaksian wanita saja tanpa laki-laki hanya pada kasus-kasus
yang tidak diketahui oleh laki-laki atau yang menyangkut aurat
kaum wanita, nampaknya lebih karena kondisi darurat, bukan
karena kedudukan wanita sama dengan laki-laki. Hal ini karena
para ulama memandang wanita itu memiliki berbagai
kekurangan, baik dari segi akal maupun agamanya, sehingga
kalau kesaksian itu hanya diberikan oleh wanita, maka
kesaksian tersebut dianggap tidak sempurna, bahkan tidak
diterima. Pandangan yang demikian tergambar dalam
ungkapan al-Sarakhsi, bahwa pada dasarnya wanita itu tidak
dapat diterima untuk memberikan kesaksian, disebabkan oleh

330A1-Sarakhs, al-Mabsiit, Juz. 16, hal. 144.

31Tbnu Qayyim al-Jawziyyah, 'I'lam al-Muwagqqi’'tn, Juz. 1, Dar
al-J1l, Bairut-Libanon, 1973, hal. 97. Al-Bahuti, Kasyyafu al-Qina’, Juz. 6,
hal. 436.
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berbagai kekurangan yang dimilikinya, baik dari segi akalnya
maupun agamanya. Mereka mudah terpeleset (sesat), pelupa,
cepat tertipu/terpedaya serta cenderung untuk memperturutkan
hawa nafsu. Kesaksian wanita dapat diterima dalam hal-hal
yang tidak diketahui laki-laki mengingat ada hadits yang
berkenaan dengan hal itu, lagi pula karena laki-laki tidak
mengetahuinya, maka tidak ada jalan lain, kecuali menerima
kesaksian wanita.>3?

Adapun masalah-masalah yang disepakati ulama untuk
dapat diterimanya kesaksian wanita bersama laki-laki adalah
masalah-masalah yang berkaitan dengan harta benda yang
menjadi kewajiban seseorang terhadap orang lain, seperti
hutang-piutang dan sewa-menyewa. Sedangkan terhadap
masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan harta benda,
jumhur ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafi berpendapat
kesaksian wanita bersama laki-laki dapat diterima dalam semua
masalah hukum selain pidana hudiid dan gisas. Sebaliknya
kalangan Maliki, al-Syafi’1 dan Hanbali berpendapat kesaksian
wanita bersama laki-laki hanya boleh dalam perkara perdata
yang berhubungan dengan masalah harta benda saja. Itu
artinya, mereka menolak kesaksian wanita, meskipun bersama
laki-laki, dalam masalah perdata yang tidak berkaitan dengan
harta benda.** Dalil yang dipegangi adalah firman Allah dalam
surah al-Baqarah ayat 282.

332Al-Sarakhsi, al-Mabsiit, Juz. 16, hal. 142.
33Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz. 12, hal. 7,8 dan 10. Al-Jassas,
Ahkam al-Quran, Juz. 1, Dar al-Kitab al-‘Arabi, Bairut, 1335 H, hal. 501.
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Kalangan Maliki, al-Syafi’t dan Hanbali menolak
kesaksian wanita bersama laki-laki dalam masalah perdata
yang bukan harta benda, berdalil pada firman Allah surah al-
Thalak ayat 2: es-‘-ﬂ dﬂ-ﬁ LSJJ \}%—H‘\ 3, bahwa lafaz yang
digunakan ayat ini, yaitu jJ menunjukkan kepada laki-laki
( )SJ-A) sehingga saksi yang dimaksudkan di sini adalah laki-
laki, bukan wanita. Selain itu, mereka juga berargumentasi
pada ungkapan al-Zuht1 yang menyatakan kebiasaan pada masa
Rasulullah SAW tidak dibolehkan kesaksian wanita dalam
masalah nikah dan thalak:

J)u‘ﬁf\f\ehja\_ﬂi: \‘_Amcb\“d e AR &g
3346)&\&3&‘5‘CISJ\@Y)‘AJM\L;;M\DJL@&

Karena itu, semua yang bukan menyangkut harta benda
digiyaskan kepadanya.

Sedangkan terhadap kesaksian wanita yang diberikan
tanpa ada kesaksian laki-laki, tetapi kesaksian tersebut diiringi
dengan sumpah pendakwa, menurut kalangan Maliki dan Ibnu
Qayyim dari kalangan Hanbali, dapat diterima. Sebagaimana
tersebut juga dalam al-Syarh al-Saghir, bahwa seandainya
masalah yang disaksikan itu berkaitan dengan harta benda,
maka dapatlah diterima kesaksian seorang laki-laki bersama

Alauddin al-Hanafi, Mu’in al-Hukkam, hal. 91. Al-Ramli, Nihayah al-

Muhtaj ila Syarh al-Minhdj, Juz. 8, al-Bab1 al-Halab1, Mesir, 1938, hal. 295.
34Al-Ramli, Nihd@yah al-Muhtaj, Juz. 8, hal. 295, Ibnu Qudamah,

al-Mughnt, Juz. 12, hal. 10. Al-Bahiti, Kasyyafu al-Qina’, Juz. 6, hal. 434.
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dua orang wanita, atau seorang laki-laki bersama sumpah,
ataupun kesaksian dua orang wanita bersama sumpah.°

Berbeda dengan kalangan Maliki, jumhur ulama
Hanafi, al-Syafi’1 dan Hanbali berpendapat, kesaksian wanita
yang hanya bersama dengan sumpah pendakwa, tanpa
kesaksian laki-laki, maka kesaksian tersebut tidak dapat
diterima, meskipun dalam masalah harta benda. Mereka
berargumen dengan firman Allah dalam surah al-Bagarah ayat
282, yang dipahami bahwa Allah telah menetapkan kesaksian
dalam masalah harta benda tidak keluar dari salah satu dari dua
hal berikut, yaitu kesaksian dua orang laki-laki, atau kesaksian
seorang laki-laki bersama dua orang wanita. Sedangkan
kesaksian dua orang wanita bersama sumpah tidak termaktub
dalam ketentuan al-Qur’an dan sunnah.3

Berikut ini penjelasan rinci tentang penalaran hukum
fugaha mazhab (mazhab empat dan Ibnu Hazm) tentang
kesaksian wanita serta dalil yang digunakan. Sebelumnya,
perlu dijelaskan di sini bahwa penalaran hukum fuqaha mazhab
yang dikaji adalah mazhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah,
Syafi’iyyah dan Hanabilah) atau disebut dengan jumhur ulama,
serta ditambah dengan mazhab Zahiriyyah yang dirujuk

35Ahmad al-Dardir, al-Syarh al-Saghir, Tahqiq Muhammad
Muhyiddin ‘Abd al-Hamid, Juz. 5, Maktabah Muhammad ‘Al1 Subaihi wa
Awladihi, Mesir, 1962, hal. 40. Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, Juz. 1,
hal. 95.

36Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz. 12, hal. 11 dan 14. Al-Jassas,
Ahkam al-Quran, Juz. 1, hal. 514-515. Al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Juz.
8, hal. 297.
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langsung pada kitab al-Muhalla karangan Ibnu Hazm. Penulis
merasa penting membahas pemikiran Ibnu Hazm (w. 456 H)
di sini, karena ia satu-satunya tokoh Zahiriyyah yang memiliki
kitab yang dapat dirujuk dan memiliki pandangan yang berbeda
dengan jumhur ulama dalam masalah kesaksian wanita.

A. Penalaran Hanafiyyah

Kalangan Hanafiyyah berpendapat, kesaksian wanita
bersama laki-laki seperti yang dimaksudkan dalam surah al-
Baqarah ayat 282, dibolehkan dalam masalah harta benda,
nikah, rujuk, thalak dan dalam segara persoalan hukum
lainnya, kecuali hudiid dan gisas.>*’ ‘Abdullah bin Mahmiid
bin Mawdudi dalam kitabnya al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar
menyatakan, tidak diterima dalam perkara zina kecuali empat
orang saksi laki-laki, sedangkan dalam perkara hudiid lainnya
dan gisas, dua orang saksi laki-laki. Adapun selain dari perkara
hudid dan gisas, yaitu perkara-perkara keperdataan
(perikatan), diterima kesaksian dua orang laki-laki atau seorang
laki-laki dan dua orang wanita. Kemudian diterima kesaksian
wanita saja tanpa laki-laki dalam masalah yang tidak diketahui
oleh laki-laki, seperti melahirkan, keperawanan, ‘aib wanita,
dan istihlal, sebagaimana pernyataannya berikut:

gl Bl s edla ) e R ol 33l VI LS e Jii Y
Lot Jif (358al) (o Laal s Loy el 33 aliaill g
uAJAj;L».J\ ad\.g_ud.\s.g cu.u\‘).a\jd;)}\ cu.\LJaA\.g_u

3¥Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, JId. 3, Dar al-Fikr, Bairut-
Libanon, 1983, hal. 340.
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Pernyataan senada juga dikemukakan ‘Alauddin al-
Hanafi dalam kitabnya Mu'in al-Hukkam yaitu, penerimaan
kesaksian dua orang wanita bersama seorang laki-laki selain
dalam perkara hudiid dan gisas, menurut kalangan Hanafiah
adalah karena wanita mempunyai kedudukan yang sama
dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya. Wanita memiliki
akal, kecerdasan dan dapat berbicara serta sifat-sifat
kemanusiaan lainnya sama dengan laki-laki, seperti kuat
ingatan dan hafalan, serta mumayyiz. Sehingga kesaksian yang
disampaikan oleh wanita dapat mencapai pada tataran “zan”.
Kesaksian wanita yang sampai pada tingkatan zan adalah
kesaksian wanita bersama laki-laki atau tanpa laki-laki, namun
syari’at tidak menerima kehujjahan kesaksian wanita saja tanpa
laki-laki, karena kondisi fisik wanita dapat menimbulkan fitnah
dan kebinasaan jika mereka keluar rumah. Sebab itulah maka
syari’at mewajibkan mesti ada laki-laki, tidak boleh wanita
saja, sebagaimana ungkapannya berikut:

B V) ASaY) aen A Al giad ol el g Ja ) saled Wl
d;)&\ k-\_jl.u: b“}d\ u‘)! LJJS C_\MM} L)ALAAQS\J .JJJ;M
a..\&\.ml\ujsa.lﬂ\ ijLS_uJ‘ Mh\d&:u.z.\.um
LJJJAS\ )MAM ds:d\ ﬁjc‘)dﬂ\‘ﬂ\ JP)S \JY\}M\}
uﬂ\‘\_ﬁcdjm ¢l a.JL@.uJ.:s.\S dlau\ ULAJU c-\_\u)d
Cada s elal) Balgd adlan q}@_..d\ Gy lil) Aiglala

338 Abdullah bin Mahmiid bin Mawdidi, al-Ikhtiyar li Ta’lil al-
Mukhtar, Juz. 2, Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, Bairut-Libanon, t.t, hal. 140-141.
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Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh kalangan
Hanafiyyah tentang penolakan kesaksian wanita dalam masalah
hudﬁd dan qisds adalah ungkapan al-Zuhr (w. 124 H) berikut:

&\@Ajﬁ})&@\aMwumu\jéu 4_11{:
34OUAMS\)J)M\§¢MOJL@-MYU\LA€—\S

Artinya: Al-Zuhr1 berkata, telah menjadi tradisi pada masa
Rasulullah SAW, dan dua khalifah sesudahnya, yaitu
Abt Bakar r.a dan ‘Umar r.a bahwa tidak ada
kesaksian wanita dalam masalah hudiid dan gisas.

Kalangan Hanafiyyah berpendapat, tidak diterimanya
kesaksian wanita dalam persoalan hudiid dan gisas, karena ada
kemungkinan timbulnya syubhat (keraguan) dalam kesaksian
mereka, disebabkan kebiasaan wanita yang mempunyai sifat
lalai dan lupa. Dan dalam persoalan Audiid dan gisas tidak
diterima  ketetapan  hukumnya  berdasarkan  syubhat,
sebagaimana pernyataan berikut:
seddl Ao Cua e Ogialed B Aedll cuSa aY
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339¢ Alauddin al-Hanafi, Mu 'in al-Hukkam, hal. 91-92.
340¢ Alauddin al-Hanafi, Mu 'in al-Hukkam, hal. 92.
341 Alauddin al-Hanafi, Mu 'in al-Hukkam, hal. 92.
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Karena itu, penerimaan kesaksian wanita selain dari dua
perkara tersebut pun harus bersama laki-laki. Wanita tidak
boleh menjadi saksi dalam semua persoalan hukum tanpa laki-
laki, kecuali dalam masalah-masalah yang tidak diketahui laki-
laki. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Sarakhst dalam
kitab al-Mabsiit yang mengatakan, tidak dibolehkan kesaksian
wanita saja tanpa laki-laki, kecuali dalam masalah yang tidak
diketahui laki-laki, seperti melahirkan dan ‘aib wanita. Sebab
pada dasarnya wanita tidak boleh menjadi saksi karena
kekurangan yang dimiliki dari segi akal dan agamanya yang
bisa menimbulkan syubhat, sebagaimana ungkapannya berikut:

ﬁ;ymy‘:ﬁﬁj;w‘odl.@_m) YJAL\\M;JJJ
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan, kalangan
Hanafiyyah dapat menerima kesaksian wanita dalam segala
persoalan hukum, selain hudiid dan gisas, baik itu masalah
harta benda, nikah, rujuk, thalak dan masalah-masalah hukum
lainnya. Kesimpulan lain bahwa, dari pernyataan ‘Alauddin al-
HanafT di atas yang menyatakan wanita mempunyai kedudukan
yang sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya untuk
menjadi ahli syahadah, dapat dipahami bahwa penolakan
kesaksian wanita dalam dua kasus tersebut (hudiid dan gisas)
bukan karena persoalan gendernya (jenis kelamin), tetapi lebih

342 Al-Sarakhsi, al-Mabsiit, hal. 142.
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karena fitrah kewanitaannya, yaitu dari segi fisiknya dapat
menimbulkan fitnah dan kondisi psikisnya yang bisa
menimbulkan syubhat. Syubhat yang dimaksudkan kalangan
Hanafiyyah adalah kebiasaan wanita yang mempunyai sifat
lalai dan lupa, sehingga dapat menimbulkan keraguan. Karena
itu, dalam dua persoalan hukum, yaitu hudiid dan gisas, tidak
dapat diterima kesaksian wanita walaupun bersama laki-laki,
karena dalam persoalan tersebut tidak diterima ketetapan
hukumnya berdasarkan syubhat.

Kesimpulan berikutnya bahwa, dari hasil penelitian
yang dilakukan, penulis tidak menemukan dalam kitab figh
Hanafiyyah pembahasan dalil secara konkrit berkaitan
hubungan antara al-Qur’an dengan sunnah dalam penetapan
suatu hukum syara’, khususnya dalam masalah kesaksian
wanita. Namun secara umum dapat disimpulkan, mereka
menjadikan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 sebagai
hujjah terhadap penerimaan kesaksian wanita dalam perkara
mu’amalah harta, sedangkan dalil yang dipegangi untuk
menolak kesaksian wanita dalam perkara hudiid dan gisds
adalah ungkapan al-Zuhri. Di sini tergambar, kalangan
Hanafiah nampaknya menjadikan ungkapan al-Zuhri tersebut
sebagai bayan (penjelas) terhadap surah al-Baqarah ayat 282,
meskipun kedudukan ungkapan al-Zuhri tersebut menurut
penulis bukan hadits (kalangan ahli hadits menyatakan sebagai
hadits da’if), tetapi hanya pendapat shahabat saja. Hal ini
menunjukkan kalangan Hanafiyyah sangat terikat dalam
penafsiran hukum dari ayat al-Qur'an dengan sunnah,
meskipun kedudukan sunnah itu tergolong da’if, seperti
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ungkapan al-Zuhri yang menurut kalangan ahli hadits
merupakan hadits da’if. Hal ini berbeda dengan pendapat
kebanyakan orang yang mengatakan mazhab Hanafi
merupakan mazhab ra’yi. Artinya penalaran hukumnya lebih
banyak menggunakan logika daripada riwayat.

B. Penalaran Malikiyyah

Imam Malik (w. 179 H) membolehkan kesaksian
wanita dalam perkara yang berkaitan dengan harta benda, akan
tetapi kesaksian mereka ini tidak diterima dalam masalah
hukum-hukum badani (OI2Y) 3153\) seperti hudiid, qisds,
nikah, thalak dan rujuk.>* Sedangkan hukum-hukum badani
yang ada hubungan dengan masalah harta ( LT YN
Jlll M\), seperti pemberian kuasa (wakalah) dan wasiat
yang hanya berkaitan dengan harta, Imam Malik berpendapat,
kesaksian dua orang wanita dapat diterima jika bersama
seorang laki-laki. Namun di kalangan pengikutnya (Malikiyah),
mereka berbeda pendapat tentang penerimaan kesaksian wanita
dalam masalah tersebut. Lebih jelasnya sebagaimana tergambar
dalam pernyataan Ibnu Rusyd (w. 1198 M) berikut:

d}dw\f\jﬁqdmam&y‘ﬁ\ s il e ) e
| 8L 5 (shagdll o O s 5 an el 5 ) 1 e
salgdh Jai3 Y 4l ) geand) adde (s3I (o ganll b Lagl 8 b
‘)Auaj\d.é\dtﬁjcu\ﬁ)ﬁay‘jd;)@y.ﬁjdﬂ\écw\
ds‘_goh\jw)ﬁ\;w\uls_gd;Juwu\Sb\dﬂa

343 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, J1d. 3, hal. 340-341.
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Artinya: Fuqaha sependapat bahwa dalam masalah harta benda
dapat ditetapkan dengan seorang saksi laki-laki yang
adil dan dua orang wanita, berdasarkan firman Allah:
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Kemudian fuqaha
berselisih pendapat tentang diterimanya kesaksian dua
orang wanita dalam masalah-masalah hudiid.
Pendapat yang dipegangi oleh jumhur fuqaha ialah
bahwa kesaksian wanita dalam masalah-masalah
hudid tidak diterima, baik bersama-sama dengan
orang laki-laki maupun wanita saja. Fuqaha Zahiri
berpendapat bahwa kesaksian wanita dapat diterima
untuk segala urusan, apabila bersama laki-laki dan
wanita lebih dari seorang sesuai dengan lahir ayat.
Imam Abt Hanifah berpendapat bahwa kesaksian
wanita dapat diterima dalam urusan harta dan urusan-
urusan lainnya yang berkenaan dengan hak-hak
badani, seperti thalak, rujuk, nikah dan pembebasan
budak. Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian
wanita tidak diterima dalam hal-hal yang berkenaan

3%Tbnu Rusyd, Bidayatu al-Mujtid wa Nihdyatu al-Murtasid, Juz.
2, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.t, hal. 348.
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dengan hukum badan. Kemudian para pengikut Imam
Malik berselisih pendapat tentang diterimanya
kesaksian wanita yang berkenaan dengan hak-hak
badani yang ada hubungannya dengan urusan harta,
seperti wakalah (pemberian kuasa) dan wasiat yang
hanya berkaitan dengan urusan harta. Imam Malik,
Ibnu al-Qasim dan Ibnu Wahab berpendapat
bahwasanya dapat diterima kesaksian seorang laki-
laki dan dua orang wanita. Asyhab dan Ibnu al-
Majasyun berpendapat bahwasanya yang dapat
diterima hanyalah kesaksian dua orang laki-laki.

Dalam kitab al-Mudawwanah al-Kubra, Imam Malik
berkata:
R uaha.d\ qﬁ NE JJJAM & el aatg_u ) 53
sle o 48 GO 545 Y5 sl =) oK dM‘
oo CADEE 5sA55 108 o AN oW (e e lo0 B O
LA.:: u‘}“&;&\ Léj d\_yo‘)” UA c:y;) Y \S ‘J\ oJ\.@.ﬁJ‘
QS O3, Henlgs 558 Y Al ) d‘—‘* JJSJ «JisaY
5 'u&é\d\d})‘i}o\”\ai@m&‘a\‘).q\u{).us:
k_i\l@_u: 1) ;,Lu.d\ § \..u\j JLA J& th ‘d;)
&l \A\ AL cgﬂ\ c_\;LA u.m.a & dl.n ‘:J:; u\_a\ al
S e JANT A e WK JA5 e e i Nl
U\J YL&»J 'cc‘).\cw_g\z”_) )\Scd;_)m\.é_&

345 JayWeaagy

3SMalik, al-Mudawwanah al,-Kubra, J1d. 6, al-Maktabah al-
‘Ashriyah, Bairut, t.t., hal. 1939. {Pernyataan yang hampir sama juga
terdapat dalam kitab al-Mudawwanah al-Kubra, J1d. 6 hal 1922).
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Artinya: Tidak diterima kesaksian wanita dalam masalah

hudiid, gisas, thalak, nikah dan tidak boleh kesaksian
wanita atas kesaksian wanita lainnya dalam suatu hal
yang berkaitan dengan masalah ini. Ia berkata; dan
boleh diterima kesaksian wanita jika kesaksian itu
bersama dengan seorang laki-laki dalam hal harta,
dan wakalah harta. Dalam hal demikian telah berkata
Malik kepadaku; tidak boleh kesaksian wanita,
meskipun jumlah mereka dua puluh orang jika tidak
bersama seorang laki-laki. Namun demikian Malik
juga Dberkata; sesungguhnya kesaksian wanita
dibolehkan, jika kesaksian dua orang wanita itu dalam
masalah harta bersama dengan sumpah pemilik
hak/harta. Karena sesungguhnya kesaksian dua orang
wanita itu menempati posisi kesaksian seorang laki-
laki, maka tidak boleh kesaksian itu wanita saja tanpa
ada seorang laki-laki bersama mereka.

Imam Malik juga berkata, kesaksian wanita tidak boleh

dalam masalah pema’afan dari pembunuhan/penganiayaan
sengaja. Karena kesaksian wanita itu tidak diterima dalam
kasus pembunuhan/penganiayaan sengaja tersebut, maka juga
tidak diterima dalam hal pema’afannya. Hal ini sebagaimana
pernyatan berikut ini:

o2

)AAJ\ ujc/ u.u\y\ aJ\.@_u L_u\‘g\ &_ﬂé
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Meskipun Imam Malik berpendapat kesaksian wanita
tidak diterima dalam masalah pidana gisds sebagaimana
pernyataan di atas, tetapi ia berkata, dalam masalah
pembunuhan tersalah (gat/ al-khata®) kesaksian wanita
dibolehkan, karena ini berkaitan dengan harta. Dalam hal ini
Sahniin berkata, dibolehkan kesaksian wanita dalam masalah
pembunuhan tersalah, jika jasad korban itu masih ada, karena
kesaksian itu merupakan alat bukti bahwa mereka melihat
korban yang terbunuh tersebut. Jika dalam kesaksian wanita
itu, mereka berkata si pulan telah membunuh si pulan dan
jasadnya telah dikubur, sehingga tidak bisa dibuktikan lagi
dengan jasad korban, maka kesaksian wanita tidak diterima.
Karena kesaksian wanita hanya diterima dalam keadaan
darurat, yaitu dalam hal pembunuhan pasti ada jasad korban,
jika jasad korban sudah tidak ada, maka itu bukan lagi kondisi
darurat. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut ini:
deud &JF\M\J—\B@GM‘OJ@@‘J\ t_dﬂ

u)md\ﬂ a).a\.;dbd\g .J\.@.u}cdu‘uy K d\.ﬁ
k_ld.g_m_; ALK uq.d\ 13) U:;J\ =y u.@.ldl.@_w ?)J;q Lu\

s & e mmq@_mu\uu Skt \)*\ug:\;:m
o 455 a8 2l 580 S ‘uau)dmmuaubuia
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34oMalik, al-Mudawwanah al-Kubra, J1d. 6, hal. 1940.
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Imam Malik juga berkata, kesaksian wanita tidak
diterima dalam masalah hAudid, tetapi ia berpendapat,
kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita dapat
diterima dalam masalah hudiid pencurian, jika untuk menjamin
harta, bukan untuk had potong tangan. Imam Malik
menggiyaskannya kepada pembunuhan yang dilakukan oleh
seorang budak terhadap budak lainnya, baik secara secara
sengaja atau tersalah, lalu tuannya menjadi saksi atas
pembunuhan tersebut dan ia bersumpah bahwa benar telah
terjadi pembunuhan tersebut, sekalipun pembunuhan itu adalah
pembunuhan secara sengaja, namun tetap tidak bisa digisas,
karena tidak berlaku gisas dalam kasus pembunuhan yang
hanya didasari pada satu orang saksi. Demikian juga jika
seorang laki-laki bersaksi dalam masalah pencurian, maka
tidak bisa dilakukan /ad potong tangan atas pencurian tersebut,
jika hanya didasari pada saksi seorang laki-laki dan sumpah
orang yang barangnya kecurian tersebut. Hal ini sebagaimana
pernyataan berikut ini:

Mu“dﬂ.@}d / é.:u d\a*’dludjagai\ibm‘ﬁgg
3 e sl g s ’\UAJIAISSLAUY‘&L&\\J;JLA\
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3IMalik, al-Mudawwanah al-Kubra, J1d. 6, hal. 1940.
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Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Abi1
Sa’id al-Qayruwani (w. 386 H) dalam kitabnya Tahdhib al-
Mudawwanah, ia berkata:

g)ﬂ\j abaill ; agaall 8 slall saled a3 Y
é&&déud@a‘cy‘;‘jdw\ju@\jcﬁ\‘j
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Artinya: Dan tidak diterima kesaksian wanita dalam masalah
hudiid, qisas, thalak, nikah, nasab, pemerdekaan
budak, dan perwalian, baik kesaksian itu didasarkan
pada pengetahuan mereka (kaum wanita) atau
pendengarannya, demikian juga baik kesaksian itu
semuanya wanita atau bersama laki-laki. Malik
berkata; dan tidak boleh kesaksian wanita kecuali
dalam masalah hutang-piutang yang telah ditetapkan
oleh Allah, dan pada sesuatu yang tidak diketahui
oleh seorang-pun kecuali mereka kaum wanita,
karena kondisi darurat.

Kemudian Abi Sa’1d al-Qayruwani mengatakan:

348Malik, al-Mudawwanah al-Kubra, J1d. 6, hal. 1944.
39Ab1 Sa’id al-Qayruwani, Tahdhib al-Mudawwanah, Juz. 3,
Program al-Maktabah al-Syamilah, hal. 228.
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Artinya: Dan diterima kesaksian wanita dalam masalah
penganiayaan/pelukaan tersalah dan pembunuhan
tersalah, karena demikian itu berkaitan dengan harta.

Ab1 Sa’id al-Qayruwani juga mengatakan:
351 dde giall A Y g cdanll an A cLadll Balgd a3 Y
Artinya: Dan tidak diterima kesaksian wanita dalam masalah

pertumpahan  darah  (pembunuhan/penganiayaan)
sengaja, dan tidak juga dalam hal pema’afannya.

Adapun dalil yang dijadikan rujukannya adalah
ungkapan al-Zuhri sebagaimana dipegang oleh kalangan
Hanafiyyah. Namun dalam kitab al-Mudawwanah al-Kubra,
sanad riwayat tersebut tidak diambil dari jalur al-Zuhri, tetapi
dari jalur Ibnu Syihab, sebagaimana tertera di bawah ini:

Bﬂ\uc‘%bswdmm\usmjw\ucuw °
Sju)wu\m q&m\i@uﬂ;&a&‘)\w
S | IS J
J_jlaj‘_j UM\} C&\‘:’J;w‘ b.ll.é_ﬁa

u.a dmucg_xﬂ\\.mn\ag%dj mju.a\g}swujmo
30AbT Sa’1d al-Qayruwani, Tahdhib al-Mudawwanah, Juz. 4, hal.
34,
351Abt Sa’1d al-Qayruwani, Tahdhib al-Mudawwanah, Juz. 4, hal.
52.
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Di samping itu, riwayat ini juga diambil dari jalur
sanad lainnya, yaitu:
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Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, kalangan
Malikiyyah menolak kesaksian wanita dalam masalah pidana,
baik hudiid maupun gisas, yang mengakibatkan dikenakan
hukuman fisik. Tetapi apabila masalah pidana itu tidak sampai
pada penjatuhan hukuman fisik, maka kesaksian wanita dapat
diterima, seperti pernyataan di atas yang menjelaskan bahwa
kesaksian wanita dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan

352Malik, al-Mudawwanah al-Kubra, J1d. 6, hal. 1941.
33Malik, al-Mudawwanah al-Kubra, J1d. 6, hal. 1941-1942.

256



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

tersalah dapat diterima, karena dalam dua kasus tersebut pelaku
pidana hanya dikenakan hukuman diyat (harta). Demikian juga
dalam kasus pencurian untuk penjaminan harta, bukan untuk
penjatuhan had potong tangan. Ini berarti, kalangan
Malikiyyah tidak menolak secara mutlak kesaksian wanita
dalam masalah pidana. Mereka hanya menolak kesaksian
wanita dalam masalah pidana yang berakibat pada pelaku
pidana dihukum fisik.

Kesimpulan  tersebut  menimbulkan  pertanyaan
bagaimana metode penafsiran kalangan Malikiyyah terhadap
dalil sebagaimana tersebut di atas yang maknanya masih sangat
umum, bahwa kesaksian wanita tidak diterima dalam semua
masalah hudiid, baik itu pelakunya dikenakan hukuman fisik
atau tidak. Menurut hemat penulis, nampaknya kalangan
Malikiyyah memahami pernyataan al-Qur’an dalam surah al-
Baqarah ayat 282 sebagai dalil tentang diterimanya kesaksian
wanita dalam masalah yang berhubungan dengan harta, baik
masalah tersebut berkaitan dengan perkara mu’amalah,
ataupun bukan. Ini artinya, kalangan Malikiyyah dapat
menerima kesaksian wanita dalam semua masalah harta, tidak
terbatas dalam perkara mu’amalah saja, tetapi termasuk juga
dalam perkara munakahat dan jinayah.

Adapun kaitannya dengan hubungan antara al-Qur'an
dan sunnah dalam penetapan hukum syara’, khususnya dalam
kasus kesaksian wanita, kalangan Malikiyyah memiliki
pandangan yang sama dengan Hanafiyyah bahwa ungkapan al-
Zuhri adalah sebagai bayan (penjelas) terhadap surah al-
Baqarah ayat 282. Itu artinya, kalangan Malikiyyah juga sangat
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terikat dalam penafsiran ayat hukum dengan sunnah, meskipun
sunnah tersebut da if.

C. Penalaran Syafi’iyyah

Imam al-Syafi’t (w. 204 H) memiliki pendapat yang
sama dengan Imam Malik dalam masalah kesaksian wanita.
Menurut al-Syafi’1, wanita hanya boleh menjadi saksi dalam
masalah harta benda dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
Sedangkan dalam masalah hukum-hukum badani, seperti
hudiid, qisas, nikah, thalak dan rujuk, kesaksian wanita tidak
dapat diterima.>>*

Imam al-Syafi’1 berkata, tidak boleh diterima kesaksian
wanita, kecuali pada dua masalah. Pertama, dalam masalah
harta, kesaksian wanita dapat diterima jika bersama dengan
laki-laki, dengan jumlah saksi wanita itu tidak boleh kurang
dari dua orang beserta seorang laki-laki. Dalam hal ini, Imam
al-Syafi’1 berdalil pada firman Allah:

Ja0% lds U a8 eﬂAJ Oe Ol |52l
(282 :3_a) £33N e 3 Gae GBI A5

Imam al-Syafi’t memahami secara zahir, bahwa ayat
tersebut menjelaskan tentang kebolehan wanita bersaksi dalam
masalah mu’amalah harta, dengan ketentuan dua orang saksi
wanita bersama dengan seorang saksi laki-laki. Tidak boleh
saksi itu semuanya diganti dengan wanita sebanyak empat
orang, tetapi harus bersama seorang laki-laki.

3% Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, J1d. 3, hal. 340-341.
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Kedua, diterima kesaksian wanita pada masalah-
masalah yang berkaitan dengan aurat wanita yang tidak boleh
dilihat oleh laki-laki. Dalam dalam kasus ini, kesaksian wanita
diterima tanpa saksi laki-laki, dengan jumlah tidak boleh
kurang dari empat orang wanita. Ini digiyaskan pada jumlah
saksi dalam masalah harta berdasarkan ketentuan surah al-
Baqarah ayat 282 yang menyatakan, saksi itu berjumlah dua
orang laki-laki, dan boleh diganti dengan saksi wanita, dengan
perbandingan satu orang saksi laki-laki sama dengan dua orang
saksi wanita.>>® Jadi, selain dari dua masalah tersebut, Imam al-
Syafi’1 berpendapat, saksi wanita tidak dapat diterima, seperti
dalam masalah pemberian kuasa (wakalah), wasiat, wala’
(pemerdekaan budak), thalak, pidana.

Dalam hal kesaksian masalah jinayah, Imam al-Syafi’1
berkata, diterima kesaksian dua orang saksi dalam masalah
pembunuhan, pelukaan dan hudiid selain zina. Dua saksi itu
adalah laki-laki, tidak diterima kesaksian satu orang laki-laki
dan dua orang wanita, dan tidak juga diterima seorang saksi
bersama sumpah, kecuali dalam kasus pelukaan yang tidak
dapat dilakukan gisds, seperti orang yang melukai perut.®>

35A1-Syafi’1, al-Um, Juz. 7, Dar al-Fikr, t.tp, t.t, hal. 50.

3360isas itu dikenakan pada anggota badan yang bisa digisds dan
tidak dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Berdasarkan pemahaman
dalalah isyarah dari hadist: . . .

(Rale ol ol 5 ) AN V5 2&al) V5 da sl 3358 Y s adle 1 a0 3505 06
Artinya; Rasulullah SAW bersabda: tidak ada gisas pada ma 'mumah
(pelukaan yang sampai menembus ke pangkal otak), ja ifah (pelukaan yang
sampai ke dalam badan) dan munaqqilah (pelukaan yang mencopot tulang).
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Termasuk juga jarimah yang tidak ada gisas adalah jika
dilakukan oleh orang yang kurang akal, anak-anak, orang Islam
membunuh/melukai orang  kafir, orang  merdeka
membunuh/melukai budak atau seorang ayah
membunuh/melukai anaknya. Dalam kasus tersebut, maka
menurut Imam al-Syafi’1 diterima kesaksian seorang laki-laki
dan dua orang wanita, atau sumpah dengan seorang saksi,
karena kasus tersebut berkaitan dengan harta (diyar),
sebagaimana tergambar dalam pernyataan berikut:

V) 4 Jis o laes Jull ijutsu\jumuu\
‘}“MMJM\XjuM\JA\}&JDJLHMdeJL)\MM
‘;Q?XMJ\L;\MJ\aWUAMIQJ}SYUAM\_\;dJA
Mdﬁ\&u\i\d\ﬁ@\é&u\_ﬁmé&}jﬁg
u\ad\;d&d\.«m‘){ &b)um)um\f\jd;Joi@_u

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz. 2, Dar al-Fikr, Bairut-Libanon, 1995,
hal. 83.
Menurut Sayyid Sabiq, persyaratan gisas anggota tubuh adalah:

- Tidak boleh berlebihan, yaitu pemotongan dilakukan pada sendi-sendi
atau tempat yang berperan sebagai sendi. Artinya, anggota tubuh
yang bisa digisas adalah yang mempunyai sendi, seperti siku dan
pergelangan tangan dan terhadap anggota tubuh yang tidak bersendi
tidak dikenakan gisdas, karena tidak dapat dilakukan persamaan.

- Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi. Jadi tidak dipotong tangan
kanan sebab memotong tangan kiri.

- Adanya kesamaan antara kedua belah pihak dari segi kesehatan dan
kesempurnaan. Maka tidak digisas anggota tubuh yang sehat dengan
yang lumpuh, antara tangan yang utuh dengan tangan yang kurung
jari-jarinya (cacat), akan tetapi boleh sebaliknya. Sayyid Sabiq, Figh
al-Sunnah, J1d. 2, Dar al-Fikr, Bairut-Libanon, 1983,hal. 456-457.
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Artinya: Imam al-Syafi’1 berkata, diterima kesaksian dua orang
saksi dalam masalah pembunuhan dan Audiid selain
zina. Dalam kasus pelukaan dan pembunuhan
sengaja, maka tidak diterima kesaksian padanya,
kecuali dua saksi, tidak diterima kesaksian satu orang
laki-laki dan dua orang wanita, dan tidak juga
diterima sumpah dan seorang saksi, kecuali dalam
kasus pelukaan sengaja yang tidak dapat dilakukan
qisas, seperti orang yang melukai perut, contoh
lainnya yaitu jarimah yang dilakukan oleh orang yang
kurang akal, anak-anak, orang Islam
membunuh/melukai orang kafir, orang merdeka
membunuh/ melukai budak atau seorang ayah
membunuh/melukai anaknya. Dalam kasus seperti itu,
maka diterima kesaksian seorang laki-laki dan dua
orang wanita, atau sumpah dengan seorang saksi,
karena kasus tersebut berkaitan dengan harta (diyar).
Dan jika luka itu menghancurkan anggota badan atau
luka yang sampai ke selaput otak, maka tidak diterima
padanya kurang dari dua orang saksi. Karena orang

357 Al-Syafi’i, al-Um, Juz. 6, hal. 18.
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yang memukul sampai hancur anggota badan atau
luka sampai ke selaput otak, kalau ia (si korban) mau
mengambil gisas dari luka yang tampak tulang, maka
dilakukan gisas. Dan apabila jinayah itu ringan,
sehingga ia menginginkan mengambil diyat, maka ia
boleh mengambilnya, tetapi saya tidak menerima
padanya kesaksian seorang saksi disertai sumpah dan
tidak pula kesaksian seorang laki-laki dan dua orang
wanita. Jika pelukaan itu tidak dapat terlaksana gisas
pada yang lebih rendah dan tidak pula yang pada
lebih tinggi, maka diterima padanya seorang saksi
laki-laki dan dua orang wanita atau seorang saksi
laki-laki bersama sumpabh.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, Imam al-
Syafi’1 tidak menerima kesaksian wanita dalam jarimah hudiid
dan gisas yang menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi fisik.
Tetapi apabila jarimah hudiid dan gisas tersebut tidak sampai
pelakunya dihukum had atau digisas, maka dapat diterima
kesaksian dua orang wanita bersama seorang laki-laki, tidak
boleh semuanya wanita empat orang. Hal ini juga tergambar
dalam pernyataan berikut:

(il 533 3 paa)l b Spms Vs ) Aen (i) J5)
oy V5 cpaald (e S8 (3 ylall wdad Y 5 48l 8 Jasy Y
aly Jally 7 oladl gy s XS5 (uays wls 48
Ly 48 pudl ) elad Glaald as gy ol (8 agilely gLl
O) s a g Lgiad ) Lgbies 438y 2] 5 o2ald e s
by ela o)y (@bl adady alg ABating Jle e Y cald
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Jle 124

Artinya:

OB Ll a5 Leiad sl Lgmn 438 yus 24T (3l jal
358}4435,3 \}[j 47)5 Ll EJ\.@.&: )j;.}j

Imam al-Syafi’t berkata, tidak boleh diterima
kesaksian wanita dalam masalah hudid. Juga tidak
diterima kesaksian dalam masalah pencurian dan
perampokan yang kurang dari dua orang saksi, dan
padanya tidak diterima kesaksian seorang saksi
bersama sumpah. Demikian juga sehingga mereka
para saksi menjelaskan orang yang melukai, orang
yang membunuh dan orang yang mengambil harta
dengan ‘ain mereka. Jika tidak didapat dua orang
saksi, lalu pemilik barang curian datang dengan
seorang saksi yang bersumpah dengan saksinya, dan
ia mengambil barang curian itu dengan ‘ainnya atau
harganya pada hari barang curian itu dicuri, jika telah
lepas barang curian itu karena ini adalah harta yang
menjadi haknya dan pencuri itu tidak dipotong
tangan. Dan jika pemilik itu datang dengan seorang
saksi laki-laki dan dua orang wanita, di mana ia
mengambil barang curiannya dengan ‘ainnya atau
harganya pada hari pencuri itu mencurinya, maka
sesungguhnya ini adalah harta, maka boleh kesaksian
wanita padanya dan tidak ada perbedaan pendapat.

Pernyataan di atas menunjukkan, kalangan Syafi’iyyah
memiliki pendapat yang sama dengan kalangan Malikiyyah,
bahwa kesaksian wanita tidak ditolak secara mutlak dalam

38Al-Syafi’i, al-Um, Juz. 6, hal. 165.
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masalah pidana. Kesaksian wanita dalam masalah pidana dapat
diterima, jika pelaku pidana itu tidak sampai dijatuhi hukuman
fisik. Dan kesaksian wanita ditolak secara mutlak jika pelaku
pidana itu dikenakan hukuman fisik.

Dalam kitab al-Um, sebagaimana dikutip di atas penulis
tidak menemukan dalil konkrit yang dijadikan hujjah oleh
Imam al-Syafi’t untuk tidak menerima kesaksian wanita dalam
masalah hudiid dan gisas yang menyebabkan pelakunya
dikenakan sanksi fisik. Namun dalam kitab Fath al-Mu’in,
Zaynuddin al-Mulyabari mengatakan, dalil hukum tidak
diterimanya kesaksian wanita dalam mazhab al-Syafi’1 adalah
perkataan al-Zuhri yang diriwayatkan oleh Malik, seperti
tergambar dalam pernyataan berikut:

Q_IJ\@A_SLJJSJAJJJSSGAJYJ\M‘)M)&_!‘)MJASLALM
¥ in lealls o5l o Aa g5l e d) 0l 38 el 0b
Sl s Sigas (&e5) &)LJ CLSJ 5 e sl ale
83 5 Alays dmngy AS,d, Al “MJJ ol A5
é&:c.ﬁ\.g_ujuhan‘)‘)md)&m;)j)@ubam ;La.u\j
J‘)f (u)AJ) u.\h_).\ ‘2“ a_uu\JLu_)\Js\_g oJ\.@_..u
gy e Aiadl Crana 25 M e e 555 L syl
CM\@Y)J}M‘&;M\ oJL@.wJ_gA.\‘}[‘U\ (ua)dl\
2 LSy Lae Wl 5S3ally Gafly ORI 8 Y
359@,4\3\

3%9Zaynuddin al-Mulyabari, Fath al-Mu 'in, Syirkah Bangkul Indah,
Surabaya, t.t, hal. 146.
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Artinya: Dan untuk masalah-masalah selain itu, yaitu masalah

yang bukan harta dan bukan yang berkaitan dengan
harta, baik itu berupa ‘ugitbah (hukuman) hak Allah,
misalnya had minuman keras dan pencurian, atau hak
manusia misalnya gawd (siksa) dan had gadhaf serta
halangan status kewarisan, misalnya segenap ahli
waris mendakwakan bahwa suami (yang meninggal)
mengkhulu’ isteri sehingga tidak bisa mewarisi, dan
untuk masalah yang pada ghalibnya (kebiasaaanya)
diketahui oleh orang laki-laki, misalnya nikah, ruju’,
thalak munajjaz maupun mu’allaq atau fasakh nikah,
kebalighan (kedewasaan), kemerdekaan, kematian,
kemelaratan, girad (pemberian modal usaha),
perwakilan, kafalah, perserikatan, penitipan, wasiat,
kemurtadan, habisnya masa iddah yang terhitung
bulanan, mengetahui/melihat hilal selain bulan
Ramadhan, persaksian terhadap persaksian atau igrar
mengenai sesuatu yang tidak bisa ditetapkan, kecuali
dengan dua orang saksi, semuanya di atas adalah
kesaksian diberikan oleh dua orang saksi laki-laki,
bukan seorang saksi laki-laki ditambah dua orang
wanita. Sebagaimana hadits riwayat Malik dari al-
Zuhri: ada ketetapan sunnah (praktek) Rasulullah
SAW bahwa beliau tidak memperbolehkan persaksian
wanita dalam masalah Audiid, nikah dan thalak. Dan
apa-apa yang semakna seperti disebut di atas
digiyaskan hukumnya dengan yang disebut dalam
riwayat tersebut.
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Pernyataan Zaynuddin al-Mulyabari tersebut sama
persis dengan yang tercantum dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj fi
Syarh al- Minhdj, yaitu:

jhcuﬂ)dw\mm‘yjdmwﬂudl(dh)ﬂj)
u\ ’JUS uJ:.‘uJ)S ‘.;“3\ h«_a\@.q)umq;)
53 )3 e)w‘)) Gy 4-*AJJ) Gl 3 e (3 C‘S-*S
“-“-*4 35) Axasll (55 Jlad)s cuzas s T3
» )5‘ JH B A 5 JAJY(gﬂAJ B e a3l
)MYM‘HHJA:\E: M\d}’wm.‘u\jm
360@M‘@Y)CM‘@Y}J)M\&;M‘bJLé_J:

Dalam kitab al-Majmii’, Imam al-Nawaw1 (w. 676 H)
mengatakan sebagai berikut:

dl;)S\A_\k: Cﬂ‘”ﬁ d\.d\‘\_\.qajms.d\ ‘}U dLQJL).n.d\.AJ
u;)SJuJMWY\MYDJ\J;&yJ}M\}AAEJﬁJ
Ly (oS Jae (550 1 5a¢dl ) Aaa)ll (B dayoe Al
(‘;Su_j‘\_\lc&\ém@.\j\u\mﬂ\ dewu.a\dj‘)
JE ) Lg)AJl\ u“—j(d—\“— L;.\M.MJGJ)JY\ C\S.a‘ﬁq_j\.a
das mjhl\ua;mﬂml.@_mdmyu\ a..‘u..auAu.uS.\u\j

’f

30Ibnu Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-
Minhaj,Juz. 44, Program al-Maktabah al-Syamilah, hal. 128.

266



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam
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Artinya: Pada masalah yang bukan harta dan tidak
dimaksudkan dengannya harta serta hal-hal yang
dapat diketahui oleh laki-laki, seperti nikah, ruju’,
thalak, pemerdekaan budak, wakalah, wasiat,
pembunuhan sengaja dan hudiid selain had zina, tidak
ditetapkan selain dengan dua orang saksi laki-laki,
sesuai dengan firman Allah tentang rujuk (dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki yang
adil di antara kamu), demikian juga hadits riwayat
Ibnu Mas’td ra, bahwa Nabi SAW bersabda: tidak
ada nikah kecuali dengan adanya wali dan saksi yang
adil. Dan dari al-Zuhri, ia berkata: telah berlaku
kebiasaan pada masa Rasulullah SAW dan dua
khalifah sesudahnya, bahwa tidak diterima kesaksian
wanita dalam masalah hudiid. Nas-nas tersebut
merupakan dalil dalam masalah rujuk, nikah dan
hudiid, dan menurut kami termasuk semua masalah
yang tidak dimaksudkan dengan harta dan hal-hal
yang dapat diketahui oleh laki-laki.

3!Mahyuddin al-Nawawi, al-Majmii’ Syarh al-Muhazdzdab, Juz.
20, Dar al-Fikr, t.tp, t.t, hal. 255. Berdasarkan kutipan tersebut, ternyata
kalangan Syafi’iyyah menjadikan ayat tentang ruju’ (al-Thalak ayat 2)
sebagai dalil tentang kesaksian dua orang laki-laki dalam masalah selain
perkara yang berkaitan dengan harta. Di sini nampaknya kalangan
Syafi’iyyah tidak konsisten dalam menafsirkan ayat. Hal ini dibahas lebih
detail pada Bab Empat poin B tentang Diskusi Dalil.
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Pernyataan Imam al-Nawawi di atas menggambarkan,
kalangan Syafi’iyyah menetapkan saksi dalam masalah hukum-
hukum badani (Q\J-Jy‘ 3\53\), seperti nikah, rujuk, thalak,
pemerdekaan budak, wakalah, wasiat, pembunuhan sengaja
dan hudiid selain had zina, yaitu dua orang laki-laki. Mereka
berdalil pada surah al-Thalak ayat 2, yang sebenarnya ayat ini
membicarakan tentang saksi dalam masalah ruju’, serta hadits
tentang saksi dalam perkara pernikahan. Sedangkan penolakan
saksi perempuan dipegangi pada ungkapan al-Zuhri. Ini
menunjukkan tidak konsistennya kalangan Syafi’iyyah dalam
berhujjah, dan hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada Bab
Empat, poin B.

Berdasarkan pernyataan di atas, ternyata kalangan
Syafi’iyyah sebagaimana juga kalangan Hanafiyyah dan
Malikiyyah, menjadikan ucapan dari al-Zuhri sebagai dalil
tentang penolakan kesaksian wanita dalam masalah pidana.
Namun yang menarik dari penjelasan Imam al-Syafi’1 dalam
kitabnya al-Um bahwa kesaksian wanita tidak secara mutlak
ditolak dalam masalah pidana. Jika kasus pidana itu hanya
dikenakan diyat atau hanya berkaitan dengan harta, maka
kesaksian wanita dapat diterima, tetapi jika pelaku pidana itu
dikenakan hukuman fisik, maka kesaksian wanita tidak
diterima. Hal ini juga sama dengan pendapat kalangan
Malikiyyah yang menerima kesaksian wanita dalam kasus
pembunuhan atau penganiayaan tersalah dan pencurian untuk
penjaminan harta bukan penjatuhan Aad potong tangan.

Menurut kalangan Syafi’iyyah, sebagaimana dikutip
oleh Imam al-Nawawi, Ibnu Hajar al-Haytami dan Zaynuddin
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al-Mulyabari, ternyata penolakan kesaksian wanita dalam
masalah pidana didasari pada ucapan al-Zuhri. Pernyataan al-
Zuhri tersebut masih sangat umum tafsirannya, bahwa
kesaksian wanita tidak diterima dalam semua masalah Audiid,
baik itu pelakunya dikenakan hukuman fisik atau tidak. Di sini
timbul pertanyaan, bagaimana metode penafsiran hukum
kalangan Syafi’iyyah terhadap wucapan al-Zuhr1 tersebut,
sehingga ia membatasi penolakan kesaksian wanita dalam
masalah pidana hanya dalam kasus hukuman fisik, tidak yang
berkaitan dengan harta.

Menurut hemat penulis, kalangan Syafi’iyyah
sebagaimana kalangan Malikiyyah menjadikan keterangan al-
Qur’an dalam surah al-Bagarah ayat 282 sebagai hujjah tentang
diterimanya kesaksian wanita dalam masalah yang
berhubungan dengan harta. Baik masalah tersebut berkaitan
dengan perkara mu’amalah, maupun bukan. Itu artinya
kalangan Syafi’iyyah menerima kesaksian wanita dalam semua
masalah harta, tidak terbatas dalam perkara mu’amalah saja,
tetapi termasuk juga perkara-perkara lainnya, seperti
munakahat dan jinayah.

Selanjutnya berkaitan dengan hubungan al-Qur’an dan
sunnah dalam metode istinbat hukum Syafi’iyyah, nampaknya
sama seperti Hanafiyyah dan Malikiyyah, yaitu menjadikan
sunnah sebagai penjelas utama terhadap makna al-Qur’an,
meskipun sunnah tersebut dinilai da 7. Hal ini sebagaimana
terlihat dalam kasus kesaksian wanita, di mana kalangan
Syafi’iyyah juga berpegang kepada ungkapan al-Zuhri yang
merupakan hadits da 7f menurut ahli hadits. Itu artinya, mereka
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tidak bisa keluar dari perspektif bahwa Nabi atau shahabat
merupakan orang yang paling memahami makna al-Qur'an
dibandingkan dengan generasi setelah itu, sehingga mereka
merasa lebih nyaman dengan merujuk pada keterangan hadits
atau pendapat shahabat daripada berijtihad sendiri.

D. Penalaran Hanabilah

Kalangan Hanabilah memiliki pendapat yang sama
dengan jumhur ulama dalam masalah kesaksian wanita. Hal ini
dapat dilihat dari pernyataan Ibnu Qudamah (w. 620 H) dalam
kitab al-Mughni  al-Syarh al-Kabir yang mengatakan,
kesaksian wanita terbatas dalam masalah yang berkaitan
langsung dengan harta. Kesaksian wanita di luar masalah harta
tidak dapat diterima, seperti kesaksian dalam masalah thalak,
hudiid dan gisas, sebagaimana dikutip dari Ibnu Mansiir dari
Ahmad berikut ini:

dAJDJL&wJJA.I\ d.\i.u:\:z\ JAA\ J}&AAAU.I‘ ds.'j

= d\;)\c\_ak_élmjdw\“ }.as.d\ Ny cd\.,uu..ul
36204\.;@8”‘3 JJA;J\S u}{r_ Y‘Mﬁd:\siehd\);‘}” ul\.c

Artinya: Dan dinukilkan dari Ibnu Mansiir dari Ahmad
bahwasanya ia ditanya: apakah boleh kesaksian
seorang laki-laki dan dua orang wanita dalam masalah
thalak? ia menjawab: tidak boleh, demi Allah
sesungguhnya thalak itu bukan masalah harta, dan

392Ibnu Qudamah, al-Mughni al-Syarh al-Kabir, J1d. 8, Dar al-Fikr,
Bairut-Libanon, t.t, hal. 440.
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tidak dimaksudkan denganya harta dan dalam hal
yang biasa disaksikan oleh laki-laki, maka tidak
diterima padanya, kecuali kesaksian dua orang laki-
laki yang adil, seperti dalam masalah hudiid dan
qisas.

Penolakan kalangan Hanabilah terhadap kesaksian
wanita dalam masalah thalak, karena tidak ada kaitannya
dengan harta. Adapun penolakannya dalam masalah Audiid dan
qisas, sama dengan pandangan Malikiyyah dan Syafi’iyyah,
yaitu jika dalam dua masalah tersebut dikenakan hukuman
ﬁsik sebagaimana pernyataan Ibnu Qudémah berikut ini

\SJUAA\JALMAUAMS“JJL _5‘6 \SAM
L);?)aqt@_uudsﬁ‘yj‘umcu_d; aLg_&‘X\aus ”’)é
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Artinya: Sesungguhnya apa yang mesti berlaku gisas dalam
masalah jiwa, seperti pembunuhan atau penganiayaan
sengaja yang sama (seimbang) atau yang berujung
(berbatas) seperti memotong sendi-sendi tulang, maka
tidak diterima padanya kecuali kesaksian dua orang
laki-laki yang adil, dan tidak diterima kesaksian
seorang laki-laki dan dua orang wanita, dan tidak
diterima juga kesaksian seorang saksi laki-laki
bersama sumpah pendakwa. Dalam hal ini, kami tidak

363Ibnu Qudamah, al-Mughni, J1d. 10, hal. 39.
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mengetahui ada khilaf di antara para ulama. Karena
sesungguhnya masalah g¢isas ini adalah masalah
pertumpahan darah, sehingga berlaku ‘ugiitbah
(hukuman) jinayah, maka untuk mewujudkannya
disyaratkan dua orang saksi laki-laki yang adil,
seperti halnya masalah hudiid.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, kalangan
Hanabilah secara tegas menyatakan penolakannya terhadap
kesaksiaan wanita dalam kasus pidana pembunuhan dan
penganiayaan (qisas), sebagaimana berlaku juga dalam perkara
hudiid. Sesuai dengan pendapat jumhur ulama, mereka juga
berpendapat, dalam dua perkara tersebut mesti kesaksian itu
disampaikan oleh dua orang laki-laki yang adil. Namun
menurut riwayat lain yang dikutip oleh Ibnu Qudamah dari Abt
‘Abdullah, bahwa dalam kasus pembunuhan kesaksian itu
empat orang. Ini merupakan pendapat dari al-Hasan yang
mengatakan, kesaksian dalam kasus pembunuhan tidak
diterima kurang dari empat orang, sebagaimana kesaksian
dalam masalah zina muhsan. Pernyataan ini tergambar dalam
ungkapan berlkut

YM\4dﬁ\m\5Q‘m\meﬂ\m@\ ng J&J
L_LQ.JA \AA} 4&4‘2\ a.ﬁl.@.u ;}I\ d.\sl\ujb a.JLé_‘ﬂ\uﬁdm
cm‘)\unds‘d.\s.\eh‘d.\shl.@_\ e "J\.@.&L@_\Y u.uaﬂ‘

364 wa;d\w@}\é&adwg

Selanjutnya Ibnu Qudamah mengutip pendapat dari
kalangan mazhab al-Syafi’1, mengatakan jika kasus jinayah itu

3%4Ibnu Qudamah, al-Mughni, J1d. 10, hal. 39.

272



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

berupa masalah harta, bukan berkaitan dengan al-quwad (siksa)
atau hukuman fisik, maka diterima kesaksian seorang laki-laki
bersama dua orang perempuan, seperti dalam kasus
pembunuhan tersalah, pembunuhan semi sengaja, atau
penganiayaan sengaja yang tidak mungkin dilakukan gisas,
seperti dalam kasus luka al-ja’ifah (pelukaan yang sampai ke
dalam badan) dan al-ma 'miamah (pelukaan yang sampai
menembus ke pangkal otak), sebagaimana pernyataan berikut:

‘\_ﬁd.ﬁcdjs]\ O3 Jall il e Gl ey (06 Al

w— 4
Q.t

G oAl 5 Clall @dr_d?J)\‘uu\ 25 045
&M\j cdféd\ 4.1.».»_5 ‘M\dﬁs‘dw\"’y UIS
‘M}}AM UJJLA 64.A LAM) ‘M:IBJ\)‘ 15.1\){
dAJ aJ\.g_m‘\_\Sd:\st}A c\JA c\_\.a..u‘_j cskbj‘ d{).u:_s
h_LQ.lA \.JAJ uSLL.J\ :).IA.I} d_\.c bJ\.@..wj 6u.u\ \j
3656,3\_MJ\

Adapun dalil yang dipegangi kalangan Hanabilah
adalah sama dengan yang dipegangi kalangan jumhur ulama
lainnya yaitu ungkapan al-Zuhri, sebagaimana dikutip Ibnu
Qudamah berikut:

ale 4 \L;mm\dyju;mnm du@ws\“
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365Ibnu Qudamah, al-Mughni, J1d. 10, hal. 40.

3%Tbnu Qudamah, al-Mughnt, JId. 7, hal. 341. Ungkapan al-Zuhri
ini juga dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam kitab a/-Syarh al-Kabir, Program
Maktabah Syamilah, Juz. 7 hal. 458.
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Pernyataan Ibnu Qudamah di atas sesuai dengan apa
yang dikemukakan oleh Manstr al-Bahiiti (w. 1051 H) dalam
kitabnya Kasysyafu al-Qina’ 'an Matni al-Igna’, yaitu:

Jily skl addy o pall (a8l aaS o saal) A8 iy

a2 g e Al Cume a3 Jail Gla ) (e
367, gaxl) 8 eluail) saled QY (of alus asle 41

Artinya: Tidak ditetapkan dalam masalah Audiid lainnya,
seperti gadhaf (menuduh orang lain berbuat zina),
minum khamar (minuman yang memabukkan) dan
perampokan (hirabah), kurang dari dua orang saksi
laki-laki, sesuai dengan ungkapan al-ZuhrT; kebiasaan
yang berlaku pada masa Nabi SAW bahwa tidak
diterima kesaksian wanita dalam masalah hudiid.

Dalam kitab al/-Kdfi, pada bab ‘adad al-syuhiid, Tbnu
Qudamah membagi kesaksian itu kepada enam macam,

yaitu:*%

1. Kesaksian empat orang laki-laki, yaitu kesaksian dalam
masalah zina (surah al-Nur ayat 4), liwat, fahisyah (surah
al-A’raf ayat 80 dan surah al-Nisa" ayat 15).

2. Kesaksian dua orang laki-laki, yaitu kesaksian dalam
masalah gisas dan hudiid selain zina. Berdasarkan riwayat
dari al-Zuhrt:

3"Manshiir bin Yunus Idris al-Bahiti, Kasysyafu al-Qina’ 'an
Matni al-Igna’, Juz. 6, Dar al-Fikr, Bairut, 1982, hal. 434.
3%8Ibnu Qudamah, al-Kafi, Juz. 6, Dar Hijr, t.t.p., t.t., hal. 217-222.
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Adapun terhadap penganiayan sengaja yang tidak mungkin
dilakukan gisas, seperti gisas pada ja ‘ifah (pelukaan yang
sampai ke dalam badan) dan ma mumah (pelukaan yang
sampai menembus ke pangkal otak), menurut al-Khiraqf,
diterima kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita
atau seorang laki-laki dan sumpah. Sedangkan menurut
Ibnu Abt Miisa, ada dua pendapat, yaitu; pertama, diterima
kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita. Kedua,
harus dua orang laki-laki, tidak diterima kesaksian wanita.

3. Kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita, yaitu
kesaksian dalam masalah harta dan yang berkaitan
dengannya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, hibah,
wasiat, daman (jaminan) dan kafalah (tanggungan).
Berdasarkan surah al-Baqarah ayat 282.

4. Kesaksian dalam masalah yang tidak berkaitan dengan
harta dan ‘uqithah, seperti nikah, thalak, rujuk,
pembebasan budak, wakdalah, wasiat dan lain-lain, ada dua
pendapat. Pertama, mesti kesaksian dua orang laki-laki
(surah al-Thalak ayat 2). Kedua, diterima kesaksian
seorang laki-laki dan dua orang wanita atau seorang laki-
laki dan sumpabh.

5. Kesaksian yang hanya disampaikan oleh wanita, yaitu
kesaksian dalam masalah yang tidak diketahui oleh laki-
laki, seperti melahirkan, menyusui, ‘aib wanita, haid dan
iddah. Berdasarkan hadits dari ‘Ugbah bin al-Haris:
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Ade 3

6. Kesaksian dari seorang ahli (spesialis) yang adil, seperti
kesaksian dalam masalah yang hanya diketahui oleh
kalangan medis. Walaupun pada prinsipnya kesaksian itu
dua orang.

Ada yang menarik dari kalangan Hanabilah, yaitu
munculnya seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim
al-Jawziyyah (w. 751 H)*® yang memiliki pendapat yang

3¥Syamsuddin  Abt ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin
Ayyub bin Sa’ad bin Huraiz az-Zar’i ad-Dimasyqi, dikenal dengan Ibnu
Qayyim al-Jawziyyah nisbat kepada sebuah madrasah yang dibentuk oleh
Muhyiddin Abi al-Mahasin Yusuf bin Abd. al-Rahman bin ‘Ali al-Jauzi
yang wafat pada tahun 656 H, sebab ayah Ibnu Qayyim adalah tonggak
Qayyim bagi madrasah itu. Ibnu Qayyim dilahirkan di tengah keluarga
berilmu dan terhormat pada tanggal 7 Shaffar 691 H. Di kampung Zara’
dari perkampungan Hauran, sebelah tenggara Dimasyq (Damaskus) sejauh
55 mil.

Ibnu Qayyim tumbuh menjadi seorang yang dalam dan luas
pengetahuan serta wawasannya, sebab beliau dibentuk pada zaman ketika
ilmu sedang jaya dan para ulama pun masih hidup. Ia belajar ilmu faraidl
dari bapaknya karena beliau sangat menonjol dalam ilmu itu. Belajar bahasa
Arab dari Ibnu Ab1 al-Fath al-Baththi dengan membaca kitab-kitab: (al-
Mulakhkhas i Abi al-Balga’ kemudian kitab al-Jurjaniyah, kemudian
Alfiyah Ibnu Malik, juga sebagian besar kitab al-Kafiyah was Syafiyah dan
sebagian at-Tas-hil). Di samping itu belajar dari Syaikh Majduddin al-
Tunisi satu bagian dari kitab al-Mugarrib i ibni Usfur. Belajar ilmu ushul
dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi, Ilmu Fiqih dari Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah dan Syaikh Isma’1l bin Muhammad al-Harrani. Pada akhirnya ia
benar-benar bermulazamah secara total (berguru secara intensif) kepada
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Ibnu Taymiyah sesudah kembalinya Ibnu Taymiyah dari Mesir tahun 712 H
hingga wafatnya tahun 728 H.

Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah anak beliau sendiri
bernama Syarifuddin ‘Abdullah, anaknya yang lain bernama Ibrahim,
kemudian Ibnu Katsir ad-Dimasyqi penyusun kitab al-Bidayah wan
Nihayah, al-lmam al-Hafiz ‘Abdurrahman bin Rajab al-Hanbali al-
Baghdadi penyusun kitab Tabaqat al-Hanabilah, Tbnu ‘Abd. al-Hadi al-
Maqdisi, Syamsuddin Muhammad bin ‘Abd. al- Qadir an-Nablisi, Ibnu
‘Abdirrahman an-Nablisi, Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman bin Qaymaz
al-Dhahabi at-Turkumani al-Syafi’i, ‘Ali bin ‘Abd. al-Kafi bin ‘All bin
Taman Al-Subki, Taqiyuddin Aba al-Tahir al-Fairuz al-Syafi’t dan lain-
lain.

Ibnu Qayyim terhitung sebagai orang yang telah mewariskan
banyak kitab-kitab berbobot dalam pelbagai cabang ilmu Islam. Beberapa
karya besarnya adalah Tahdzib Sunan Abt Dawud, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an
Rabbil ‘Alamin, Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Talaqil Ghadlban, Ighatsatul
Lahfan fi Masa’'id asy-Syaitan, Bada I'ul Fawa’id, Amtsalul Qur’an,
Butlanul Kimiya’ min Arba’ina Wajhan, Bayan ad-Dalil ’ala istighna’il
Musabagah ‘an at-Tahlil, At-Tibyan fi Agsamil Qur’an, At-Tahrir fi Maa
yahillu wa Yahrum minal Haris, Safrul Hijratain wa Babus Sa’adatain,
Madarijus Salikin baina Manazil Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nasta'in, Aqdu
Muhkamil Ahya’ baina al-Kalimit Tayyib wal Amais Salih al-Marfu’ ila
Rabbis Sama’, Syarhu Asma’il Kitabil Aziz, Zadul Ma’ad fi Hadyi Kairul
Ibad, Zadul Musafirin ila Manazil as-Su’ada’ fi Hadyi Khatamil Anbiya’,
Jala’ul Afham fi dzkris shalati ‘ala khairil Am, al-SAWa’iqul Mursalah ‘Ala
al-Jahmiyah wal Mu’attilah, Asy-Syafiyatul Kafiyah fil Intisar li al-firqatin
Najiyah, Nagdul Manqul wal Muhakkil Mumayyiz baina al-Mardud wal
Magbul, Hadi al-Arwah ila biladil Arrah, Nuz-hatul Musytaqin wa
raudlatul Muhibbin, al-Jawabul Kafi Li man sa’ala ’anid Dawa’is Syafi,
Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud, Miftah Daris Sa’adah, Ijtima’ul
Juyusy al-Islamiyah ‘ala Ghazwi Jahmiyyah wal Mu’attilah, Raf’ul Yadain
Fi Salah, Nikahu al-Muharram, Kitab Tafdlil Makkah ‘Ala al-Madinah,
Fadl-lul Ilmi, ‘Uddatus Shabirin wa Dzakhiratus Syakirin, al-Kaba'ir,
Hukmu Tarikis Salah, al-Kalimut Tayyib, Al-Fathul Mugaddas, At-Tuhfatul
Makkiyyah, Syarhul Asma il Husna, Al-Masa'il ath-Tharablusiyyah, Ash-
Shirath al-Mustaqim fi Ahkami Ahlil Jahim, Al-Farqu bainal Khullah wal
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berbeda dari kalangan Hanabilah lainnya dalam masalah
kesaksian wanita. Dalam kitabnya [I’lam al-Muwaqqi’in ia
mengatakan, dalam al-Qur’an Allah telah menentukan jumlah
saksi itu pada lima tempat. Pertama dan kedua, empat orang
saksi dalam perkara perzinaan (al-Nisa" ayat 15 dan al-Nur ayat
4). Ketiga, dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-
laki dan dua orang saksi wanita dalam perkara harta benda (al-
Bagarah ayat 282). Keempat, dua orang saksi dalam masalah
ruju’ (al-Thalak ayat 2), dan kelima, dua orang saksi dalam
masalah wasiat (al-Maidah ayat 106).37°

Ibnu Qayyim menjelaskan, yang dimaksudkan
kesaksian dalam masalah harta pada surah al-Baqarah ayat 282
adalah dalam kasus menjaga dan memperkuat hak milik atas
harta (saksi di luar pengadilan), bukan dalam kasus hukuman
yang diputuskan oleh hakim di pengadilan. Menurut Ibnu
Qayyim, kaum muslimin telah sepakat dalam kasus harta
benda, diterima kesaksian seorang laki-laki dan dua orang
wanita, termasuk dalam kasus yang terkait dengan harta,

Mahabbah wa Munadharatul Khalil i Qaumihi, dan  Al-Turuqul
Hikamiyyah.

Ibnu Qayyim wafat pada malam Kamis, tanggal 13 Rajab tahun
751 Hijriyah pada saat adzan ‘Isya’. la dishalatkan keesokan harinya
sesudah shalat Zuhur di Masjid Jami’ Dimasyq (al-Jami’ al-Umawi),
kemudian dishalatkan pula di masjid Jami’ al-Jirah. Beliau dikuburkan di
sebelah kuburan ibunya di tanah pekuburan al-Babus Shaghir.
ansofy.wordpress.com/.../biografi-imam-ibnu-qayyim-al-jauziyyah.
Diakses pada tanggal. 04 Maret 2011.

A.

30bnu Qayyim, I'lam al-Muwaqqi’in, Juz. 1, hal. 91-92.
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seperti jual beli, gadai, wasiat, hibah, wakaf, harta jaminan,
mengakui seorang budak yang tidak jelas keturunannya,
maskawin, dan harta tebusan khulu’. Tetapi dalam perkara
lainnya masih diperselisihkan, seperti kesaksian dalam kasus
pembebasan budak, dakwaan pembunuhan orang kafir,
dakwaan tawanan perang untuk menghindari perbudakan,
pembunuhan tersalah, pembunuhan sengaja yang tidak
dilakukan gisas, pernikahan dan rujuk. Dalam hal ini terdapat
dua pendapat yang didasarkan pada dua riwayat bersumber dari
Imam Ahmad. Pendapat pertama dikemukakan oleh Abi
Hanifah dan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Malik
dan al-Syafi’i. Lebih lanjut ia menjelaskan, pendapat yang
mengatakan dalam kasus tersebut hanya diterima kesaksian dua
orang laki-laki, berdalil pada surah al-Baqarah ayat 282,
dengan argumennya yaitu sesungguhnya kesaksian seorang
laki-laki dan dua orang wanita yang disebutkan oleh Allah itu
dimaksudkan khusus dalam kasus harta saja, bukan dalam
kasus rujuk, wasiat dan persoalan yang berkaitan dengan
keduanya. Adapun pendapat yang lain mengatakan, kaidah
hukum yaitu lafaz mutlak dibawa kepada mugayyad.
Maksudnya keterangan dalam surah al-Maidah ayat 106 dan al-
Thalak ayat 2, bersifat mutlak, dengan tidak menyebutkan
secara khusus rajulani (dua orang laki-laki). Sedangkan dalam
surah al-Baqarah ayat 282, Allah secara tegas menyebutkan

saksi itu dengan lafaz mugayyad kepada rajulani.’"!

3bnu Qayyim, I'lam al-Muwaqqi’in, Juz. 1, hal. 91-92.
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Menurut Ibnu Qayyim, terhadap pendapat yang
mengatakan jika lafaz itu berbentuk muzakkar (jenis laki-laki),
maka tidak tercakup di dalamnya muannats (jenis perempuan),
hal ini berbeda dengan kebiasaannya, yaitu apabila lafaz
muzakkar itu disebutkan secara mutlak, maka maknanya
mencakup laki-laki dan perempuan. Seperti firman Allah dalam
surah al-Nisa' ayat 4, al-Bagarah ayat 282 dan 283, dan al-
Thalak ayat 2, maka kesaksian dimaksud mencakup laki-laki
dan perempuan. Namun tetap harus dipahami bahwa syari’at
telah menetapkan kesaksian seorang wanita itu separoh dari
kesaksian seorang laki-laki (berdasarkan surah al-Baqarah ayat
282 dan hadits dari al-Bukhari dan Muslim).*”?

Ibnu Qayyim juga menjelaskan, dalam perkara rujuk
dan wasiat, kehadiran saksi wanita dipandang akan lebih
memberi kemudahan dibandingkan dengan kehadirannya
dalam kasus pencatatan transaksi hutang-piutang. Sebab dalam
kasus transaksi hutang-piutang yang biasa ditulis oleh laki-laki
secara umum (banyak hadir laki-laki), boleh diterima kesaksian
wanita, apalagi dalam masalah rujuk dan wasiat yang mana
keterlibatan laki-laki tidak sebanyak dibandingkan dengan
transaksi  hutang-piutang, sehingga kesaksian  wanita
seharusnya lebih diutamakan.”

Inti yang bisa dipahami dari pernyataan Ibnu Qayyim
adalah, dari lima ayat yang secara khusus membicarakan
masalah kesaksian, hanya surah al-Baqarah ayat 282 yang

32Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqqi’in, Juz. 1, hal. 92-94.
3BTbnu Qayyim, I'lam al-Muwaqqi’in, Juz. 1, hal. 93.
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menggunakan lafaz mugayyad dengan menyebutkan saksi itu
laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada empat ayat lainnya,
saksi itu disebutkan dengan menggunakan lafaz mutlak dengan
tidak membatasi secara khusus laki-laki atau perempuan.
Munurut Ibnu Qayyim, kebiasaan yang dipahami dari kaidah
bahasa adalah kalau lafaz itu bersifat umum tanpa
menyebutkan secara khusus laki-laki atau perempuan, maka
makna lafaz tersebut mencakup laki-laki dan perempuan.
Maksudnya, kesaksian yang tercantum pada empat ayat
tersebut juga termasuk laki-laki dan perempuan.

Dari uraian di atas dapat dipahami, kalangan Hanabilah
memiliki pendapat yang sama persis dengan Malikiyyah dan
Syafi’iyyah. Mereka sepakat untuk menerima kesaksian wanita
dalam kasus selain hukum-hukum badani, seperti hudiid, gisas,
nikah, thalak dan rujuk. Namun demikian, mereka tidak secara
mutlak menolak kesaksian wanita dalam masalah jinayah
(pidana). Jika kasus pidana itu tidak sampai dijatuhi hukuman
fisik, maka kesaksian wanita dapat diterima, seperti pernyataan
Ibnu Qudamah di atas yang mengutip pendapat dari kalangan
mazhab al-Syafi’1, yang mengatakan jika kasus jinayah itu
berupa masalah harta, bukan berkaitan dengan al-quwad (siksa)
atau hukuman fisik, maka diterima kesaksian seorang laki-laki
bersama dua orang perempuan.

Menurut hemat penulis, kalangan Hanabilah mengikuti
pendapat Syafi’iyyah yang menjadikan keterangan al-Qur’an
dalam surah al-Baqarah ayat 282 sebagai hujjah tentang
diterimanya kesaksian wanita dalam masalah yang
berhubungan dengan harta, baik masalah tersebut berkaitan
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dengan perkara mu’amalah, maupun bukan. Jadi kalangan
Hanabilah sebagaimana kalangan Syafi’iyyah dan juga
Malikiyyah menerima kesaksian wanita dalam semua masalah
harta, tidak terbatas dalam perkara mu’amalah saja, tetapi
termasuk juga perkara-perkara lainnya, seperti munakahat dan
Jjinayah.

Namun demikian, di kalangan Hanabilah terdapat tokoh
lain yang memiliki pendapat yang berbeda, yaitu Ibnu Qayyim
al-Jawziyyah. Sebagaimana dijelaskan di atas, ia mempunyai
logika bahasa, yaitu kebiasaan lafaz yang berbentuk mutlak
dibawa kepada mugayyad, sehingga kesaksian yang terdapat
pada empat ayat lain (bersifat mutlak), dipahami dalalah
hukumnya berdasarkan surah al-Baqarah ayat 282 (bersifat
muqayyad). Artinya, menurut Ibnu Qayyim kesaksian wanita
diterima dalam semua perkara hukum, dengan ketentuan saksi
seorang wanita adalah separoh saksi seorang laki-laki.

Kemudian, berbicara masalah hubungan al-Qur'an
dengan sunnah dalam penetapan hukum syara’, khususnya
dalam kasus kesaksian wanita, kalangan Hanabilah secara
umum memiliki pandangan yang sama dengan jumhur ulama
lainnya, yaitu setiap ayat secara parsial akan dicari hadits atau
pendapat shahabat sebagai penafsir utamanya. Berdasarkan
keterangan hadits atau pendapat shahabat tersebut yang
menurut keyakinan mereka, lebih memahami makna al-Qur’an,
maka ditetapkanlah hukumnya dalam kasus tersebut. Tetapi
metode tersebut tidak dilakukan oleh Ibnu Qayyim yang juga
bermazhab Hanabilah. Ia mengemukakan metode baru, yaitu
ayat yang membicarakan masalah yang sama harus dipahami
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dalam satu makna, sebagai sebuah prinsip umum. Ayat yang
menggunakan lafaz mutlak harus dibawa pemahaman
dalalahnya kepada ayat lain yang bersifat mugayyad, lalu dari
kesimpulan hukum yang ditarik berdasarkan kompromi ayat-
ayat tersebut dikaitkan dengan hadits yang membicarakan
masalah yang sama. Hadits di sini hanya berfungsi menguatkan
atau memperincikan saja hukum yang ditarik dari al-Qur’an,
bukan sebagai penentu hukumnya.

E. Penalaran Ibnu Hazm

Ibnu Hazm (w. 456 H)*’* menerima kesaksian wanita
dalam semua masalah hukum Islam, baik yang berkaitan

3%4Ibnu Hazm lahir di sebuah kawasan yang terletak di sebelah
timur kota Qordoba, Spanyol pada tahun 384 H (7 November 994 M). Pada
28 Sya’ban 402 H bertepatan pada tahun 1063 M beliau wafat. Nama
lengkapnya adalah ‘Alf bin Ahmad bin Sa’1d bin Hazm bin Ghalib bin Saleh
bin Khalaf bin Ma’dan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin
‘Umayah bin Abd Syams al-‘Umawiyah.

Ibnu Hazm tumbuh dan besar di kalangan para pembesar dan
pejabat pemerintahan. Ayahnya adalah salah satu menteri kerajaan Cordoba.
Walau dikelilingi dengan gemerlap kemewaan, namun tidak menjadikannya
lupa akan kedudukan dan kewajiban agama. Ia sangat interest dengan
keilmuan Islam.
Kondisi sosial, politik, mental dan intelektual yang melatarbelakanginya,
juga menjadi faktor pendorong bagi Ibnu Hazm untuk menjalani hidup
dalam pengembaraan mencari jati diri. Saat berkelana itulah ia mengenal
ilmu dan ulama.

Ibnu Hazm belajar pada para ulama kenamaan seperti Abil
Muhamad ibn Dakhun, ‘Abdullah al-Azdi, Abi Qasim ‘Abdurahman bin
AbT Yazid al-Misri, dan masih banyak lagi sederatan ulama yang kadar
keilmuannya diakui oleh rakyat Qordoba. Dari didikan para ulama itulah
akhirnya ia menjadi seorang yang pakar dalam bidang agama.
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dengan perdata maupun pidana. Dalam hal ini Ibnu Hazm
berbeda dengan jumhur ulama (mazhab empat) yang
membatasi penerimaan kesaksian wanita di luar perkara
pidana. Ibnu Hazm yang bermazhab Zahiri berpendapat, tidak
ada perbedaan dalam penerimaan kesaksian wanita dengan
laki-laki, kecuali dari segi jumlahnya, yaitu satu saksi laki-laki
sama dengan dua saksi wanita. Hal ini sebagaimana tergambar
dalam pernyataannya berikut:

s day Al ge B 3 B i o s
JJUJSAS u\.\b& u\.mlm.aul_l\).o‘ d;)dSulSA}\u.\.ALam
laal s Da sl s qu)ls cula sl Gl el s oy 4335
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Artinya: Dan tidak boleh diterima kesaksian dalam kasus
hukum perzinaan jika kurang dari empat orang laki-

Kepakarannya bukan hanya diakui oleh kaum muslimin, namun juga diakui
oleh sarjana Barat. Bukan cuma itu, ia juga menguasai ilmu kenegaraan. la
pernah menjabat sebagai menteri pada pemerintahan Cordoba.

Nasehat yang terkenal dari Ibnu Hazm kepada pencari ilmu yaitu,
"Jika anda menghadiri majelis ilmu maka janganlah hadir kecuali
kehadiranmu itu untuk menambah ilmu dan memperoleh pahala, dan
bukannya kehadiranmu itu dengan merasa cukup akan ilmu yang ada
padamu, mencari-cari kesalahan (dari pengajar) untuk menjelekkannya.
Karena ini adalah perilaku orang-orang yang tercela, yang mana orang-
orang tersebut tidak akan mendapatkan kesuksesan dalam ilmu selamanya.
Maka jika anda menghadiri majelis ilmu sesuai dengan apa yang telah kami
sebutkan, maka tetapilah tiga hal ini dan tidak ada keempatnya." Diakses
dari ferdiindonesia.blogspot.cony/.../ibnu-hazm-ulama-brilian-dari-sp...,
pada tanggal 20 September 201 1.

3BIbnu Hazm, al-Muhalla, Juz. 10, Maktabah al-Humhuriyah al-
‘Arabiyah, Mesir, 1970, hal. 569.
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laki muslim yang adil, atau dapat diganti seorang laki-
laki dengan dua orang wanita muslimah yang adil.
Maka bolehlah dalam hal ini, tiga orang laki-laki dan
dua orang wanita, atau dua orang laki-laki dan empat
orang wanita, atau seorang laki-laki dan enam orang
wanita, atau delapan orang wanita semuanya.

Selanjutnya Ibnu Hazm mengatakan:

4.151.4&} gLAJMJ JJJAJ\UAL@JSU}AAJ\ JJLM@J—\S—\Y)
376JJS:>}M.\@J\}\JJSLJL1\)A\)J;Jj\u‘){d&: UL‘L'M

Artinya: Tidak dapat diterima kesaksian dalam semua masalah
hukum, baik Audid (selain zina), pertumpahan darah,
qisas, nikah, thalak, rujuk, dan harta benda,
melainkan dua orang laki-laki muslim yang adil, atau
seorang laki-laki bersama dua orang wanita, atau
empat orang wanita.

Dalil hukum yang dipegangi oleh Ibnu Hazm dalam
persoalan kesaksian perzinaan adalah firman Allah dalam surah
al-Nur ayat 4:

2 AR 21k daol 14 A 8 clinadall & g Gl
DJ&A u.uw

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang
baik-baik  (berbuat zina) dan mereka tidak

37%Ibnu Hazm, al-Muhalla, Juz. 10, hal. 569.
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mendatangkan empat orang saksi, maka deralah
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.

Adapun dalam persoalan hukum lainnya selain
perzinaan, termasuk masalah hutang berjangka, Ibnu Hazm
berhujjah pada firman Allah surah al- Baqarah ayat 282:

Ja0% lds U a8 eﬂAJ Cre el |50l 5
gl (e O3 Hae I DA

Terhadap dalil hukum perzinaan surah al-Nur ayat 4,
yang dipegangi oleh Ibnu Hazm, beliau tidak menjelaskan
tentang mengapa kata “arba’ati syuhadd™ (menurut jumhur
empat orang saksi laki-laki) dipahaminya boleh digantikan
dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita, atau dua
orang laki-laki dan empat orang wanita, atau seorang laki-laki
dan enam orang wanita, atau delapan orang wanita semuanya.
Menurut hemat penulis, Ibnu Hazm memahami surah al-Nur
ayat 4 sebagai dalil tentang jumlah saksi dalam kasus perzinaan
yaitu empat orang saksi laki-laki, sebagaimana ungkapannya:
Jsie dlay Al ge il SO0 3 diby O Dsasd

-

Sedangkan dalil hukum kebolehan digantikan saksi
laki-laki dengan saksi wanita, dengan perbandingan satu orang
saksi laki-laki sama dengan dua orang saksi wanita, Ibnu Hazm
berhujjah pada firman Allah surah al-Baqarah ayat 282 dan
juga pada hadits Rasullah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari
dan Muslim:

286



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

OB LUl gaol siles catai (o sisall 8362 ol o
(sl ol 5 ) el jliall e S
377 (alesa o) 55) JA 7 Balgs Jaxi ol 5l $3lg50

Penalaran yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang
kebolehan menerima saksi wanita berdasarkan pada dalil
huku\r'l'lﬁrang tersebut di atas, adalah penalaran lughawi (3.3 )L)
(sl LLiiuY) dengan pemahaman zahir nas3’® Di mana
Ibnu Hazm memahami keterangan al-Qur’an dalam surah al-
Baqarah ayat 282 yang dikuatkan dengan keterangan hadits
dari Ab1 Sa’id al-Khudri (w. 74 H) yang diriwayatkan oleh al-
Bukhart (w. 256 H) dan hadits dari Ibnu ‘Umar yang
diriwayatkan oleh Muslim (w. 271 H) secara zahir menjelaskan
kesaksian seorang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang
wanita. Adapun penyebutan kata “C3% A3 (bermu ‘amalah
secara tidak tunai), nampaknya tidak dipahami oleh Ibnu Hazm
bahwa firman Allah dalam surah al-Baqarah itu hanya dalam
masalah mu’amalah (transaksi perdata) harta saja, sebagaimana
dipahami jumhur ulama. Pemahaman ini sesuai dengan
keumuman dua hadits di atas, yang tidak membatasi kesaksian
wanita itu dalam bidang tertentu saja.

Pendapat Ibnu Hazm ini bertolakbelakang dengan apa
yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yang secara tegas
menyatakan wanita tidak dibenarkan bersaksi dalam masalah

377 Tonu Hazm, al-Muhalla, Juz. 10, hal. 571.

378Zahir nas ialah makna yang dikehendaki oleh sighat lafaz itu
sendiri. Lihat Wahbah az-Zuhayli, Usil al-Figh al-Islami, J1d. 1, Dar al-
Fikr, Damsyik, 1986, hal. 317.

287



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

pidana. Untuk mempertahankan pendapatnya itu, Ibnu Hazm
mengkritik argumen yang dikemukakan oleh jumhur ulama
yang disandarkan pada perkataan al-Zuhri, dengan
mengatakan:

e Al Cume (5 0 0 i (e 40 a1l Wl
D3 Ol jee s S (ol ey alus Ale ) (e il
ald sgall Y A Y @Dl b el 3dled
e Cuma gy Uile o dielen) Gyoha (e adaiie Y
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Artinya: Dan adapun khabar yang disandarkan pada perkataan
al-Zuhri, telah menjadi tradisi pada masa Nabi SAW,
Abu Bakar dan ‘Umar bahwa kesaksian wanita tidak
diterima dalam masalah thalak, nikah dan Audid.
Hadits ini ditolak karena terputus dari jalan rawi
Isma’il bin ‘Ayasy, sehingga hadits ini kedudukannya
da’if dan al-Hajjaj bin Artah (salah satu jalan sanad
hadits ini) termasuk perawi yang tercela.

Jadi menurut Ibnu Hazm, hadits yang dikemukakan
oleh al-Zuhri yang dipegangi oleh jumhur ulama merupakan
hadits mungati’>®*Ulama hadits mengkatagorikan hadits

3Tbnu Hazm, al-Muhalld, Juz. 10, hal. 582-583. Hadits tersebut
dikutip Ibnu Hazm dari Ibnu Wahab dengan rentetan sanad dan matannya
sebagai berikut:
Al e 5 8 30 e 3T o glaall e Gike 0 diela) 0o s Gl Gk (e
Al s 5ol 6 elill aoled 5 sadY adf oany (il 5 s adle il Loa bl Jgu )l 0
Ll
Jbnu Hazm, al-Muhalla, Juz. 10, hal. 571
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mungqati’ itu kepada hadits da’if, di mana menurut kalangan
fugaha, hadits da’if itu tidak dapat dijadikan hujjah hukum
syara’, melainkan hanya untuk pengamalan dalam persoalan
fadilah ‘amal.

Namun Ibnu Hazm tidak menyebutkan di mana sanad
yang terputus itu. Merujuk pada pernyataan ‘Abd al-Rahman
al-Raz1 dalam kitabnya al-Jarhu wa al-Ta dil, bahwa al-Hajjaj
bin Artah tidak pernah berjumpa dengan al-Zuhri.*®! Menurut
keterangan dari al-Khatib dalam kitabnya Misykat al-Masabih,
al-Zuhri termasuk ahli hukum dan ahli hadits dari kalangan
tabi’in Madinah.*®? Dan menurut Hudhari Bik, al-Zuhri lahir
pada tahun 50 H dan wafat tahun 124 H.3% Ini artinya, perawi
hadits sebelum al-Zuhri semuanya berasal dari shahabat dan
tabi’in. Jadi al-Hajjaj bin Artah adalah seorang tabi’in, yang
menurut penilaian dari al-Razi, ia tidak pernah berjumpa
dengan al-Zuhri, berarti hadits tersebut terputus sanadnya pada

380Hadits mungati’, yaitu hadits yang gugur seorang perawi dari
sanadnya sebelum shahabat atau gugur dua orang secara tidak berturut-
turut. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usal al-Hadits ‘Ulumuhu wa
Mustalahuhu, Dar al-Fikr, Bairut, 1989, hal. 339.

31AbT Muhammad ‘Abd al-Rahman al-Razi, al-Jarhu wa al-
Ta’dil, Juz. 3, Majlis Dairat al-Ma’arif al-‘Usmaniyyah, India, 1952, hal.
154-156.

32 Suhaimi, Kesaksian Wanita Dalam Islam (Studi Analisis
Terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Hazm), Tesis, Tidak Diterbitkan, PPs
TAIN Ar-Raniry, 1996, hal. 91. Dikutip dari Muhammad Ibnu ‘Abdillah al-
Khatib, Misykat al-Mashabih, Juz. 3, Maktabah al-Islam1, Damsyigq, t.t.

33Hudhari Bik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, (terj. Mohammad
Zuhri), Darul Thya, Indonesia, t.t, hal. 306-308.
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tingkat tabi’in. Oleh karena itu, hadits dari al-Zuhri ini
dikatakan hadits mungati’.

Kemudian Ibnu Hazm mengatakan, akal mengetahui
bahwa tidak ada perbedaan antara seorang wanita dengan
seorang laki-laki, dua orang laki-laki dengan dua orang wanita,
empat orang laki-laki dengan empat orang wanita, baik dari
segi kemungkinan berdusta maupun kelalaian/lupa. Oleh
karena itu, kesaksian delapan orang wanita lebih baik daripada
kesaksian empat orang laki-laki.>**

Jadi perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan
Ibnu Hazm tentang kesaksian wanita terletak pada diterima
atau ditolaknya perkataan al-Zuhri. Jumhur ulama menerima
dan menjadikannya sebagai dalil pentakhsisan terhadap
keumuman hadits Abt Sa’id al-Khudri, ‘Abdullah bin ‘Umar
dan Abu Hurairah:

d\ﬁ ,g;‘-d‘u“—w“”\@éJ&)&\m L.?‘\Ub‘
06 A sl L b A 5al Biea

°}a
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384Tbnu Hazm, al-Muhalld, Juz. 10, hal. 583.

385 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhart, Juz. 1, Dar al-Taqwa, Kairo,
2001, hal. 642.

386Muslim, Sahih Muslim, Juz. I, Dar al-Fikr, t.tp, 1992 hal. 55-56.
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Sedangkan Ibnu Hazm tetap berpegang pada
keumuman ketiga hadits tersebut, karena beliau menolak
berhujjah pada perkataan al-Zuhr1 yang menurut penilaiannya
sebagai hadits mungati’. Di samping itu, menurut Ibnu Hazm,
kelemahan lainnya dari ucapan al-Zuhr itu adalah terdapatnya
nama Hajjaj Ibnu Artah pada rentetan sanadnya, yang menurut
penilaiannya termasuk perawi yang tercela/cacat (halik).
Penilaian serupa juga dikemukakan oleh kalangan ulama
hadits, seperti disampaikan Ibnu Nasar (w. 301 H) yang
dinukilkan oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H) dalam
kitabnya “Tandhib al-Tahdhib” sebagai berikut; kebanyakan
hadits Hajjaj Ibnu Artah bernilai irsal (terputus sanadnya),
tadlis (cacat) dan taghyir al-alfaz (berubah lafaz).’%® Bahkan
‘Abd al-Rahman al-Razi mengatakan bahwa Hajjaj Ibnu Artah
tidak pernah bertemu dengan al-Zuhri.*%

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, menurut
jumhur ulama (mazhab empat), pada prinsipnya wanita tidak
boleh menjadi saksi, kecuali bersama laki-laki, walaupun
dalam persoalan mu’amalah yang berkaitan dengan harta
benda. Mereka berdalil pada al-Qur’an dalam surah al-Baqarah

37T Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Juz. 4, Dar al-Hadits, Kairo,
1999, hal. 436.

388Gyihabuddin Abi al-Fadhl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-
‘Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib, Juz. 2, t. tp, 1325 H, hal. 198.

3AI-Razi, al-Jarhu wa al-Ta dil, Juz. 3, hal. 154-156.
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ayat 282. Menurut hemat penulis, jumhur ulama memahami
ayat tersebut secara zahir, bahwa ayat itu menyatakan saksi itu
adalah dua orang laki-laki, tetapi jika tidak ada dua orang laki-
laki, maka boleh digantikan yang satunya lagi dengan dua
orang wanita, bukan semuanya wanita. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh al-Qurtub1 (w. 671 H) dalam kitab al-Jami’
li "Ahkami al-Qur’an yang menyatakan, menurut jumhur
ulama, jika tidak ada dua orang laki-laki sebagai saksi, maka
boleh digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang
wanita. Ketentuan ini berlaku khusus dalam masalah transaksi
harta, dan penerimaan dua saksi wanita disyaratkan bersama
dengan satu saksi laki-laki, bukan semuanya (empat orang)
saksi perempuan.®® Itu artinya, ayat ini tidak menyatakan saksi
wanita itu dapat berdiri sendiri, tanpa saksi laki-laki. Oleh
karena itu, kedudukan saksi wanita menurut pandangan jumhur
ulama menurut hemat penulis, lebih bersifat melengkapi dari
kesaksian seorang laki-laki. Saksi wanita bukanlah saksi utama
dalam suatu perkara, melainkan sebagai saksi pengganti ketika
tidak ada dua orang laki-laki yang dapat diangkat sebagai saksi.

Kesimpulan ini didasari pada pernyataan jumhur ulama
bahwa wanita adalah orang yang lebih banyak melakukan
kegiatan di dalam rumah dibandingkan di luar rumah (aktivitas
sosial), berdasarkan kondisi sosial ketika itu. Hal ini sedikit
banyak berpengaruh terhadap konsen yang ada dalam
pikirannya, atau dengan kata lain wanita kurang menaruh
perhatian terhadap masalah-masalah yeng terjadi di luar rumah

30A1-Qurtubi, al-Jami’ li'Ahkami al-Qur'an, Juz. 3, Dar al-Katib
al-‘Arabi litaba’ah wa al-Nasyr, 1967, hal. 377.
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yang bukan merupakan aktivitasnya. Karena itu masalah
kesaksian bukanlah masalah yang menjadi perhatiannya, yang
lebih banyak merupakan aktivitas sosial yang terjadi di luar
rumah. Ayat pun menyebutkan kesaksian itu dengan
mendahulukan laki-laki, baru menyebutkan wanita untuk
menggantikan laki-laki, jika laki-laki tidak ada, sebagaimana
tergambar dalam surah al-Baqarah ayat 282:

Jash Gld) UK Al G Qs ) Ge el ‘ﬁe—ﬁui»:)
Dol

Adapun menurut Ibnu Hazm, wanita dapat bersaksi
sama halnya dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan antara
wanita dengan laki-laki dalam suatu persaksian, kecuali hanya
dari segi jumlahnya saja, yaitu satu saksi laki-laki sebanding
dengan dua saksi wanita. Ini berlaku dalam semua persoalan
hukum, baik perdata maupun pidana. Dalam hal ini, Ibnu Hazm
berdalil pada surah al-Baqarah ayat 282 dan hadits riwayat al-
Bukhari dan Muslim. Ibnu Hazm memahami surah al-Baqarah
ayat 282 secara zahir bahwa ayat itu secara tegas menyatakan
penerimaan kesaksian wanita. Kemudian ia merujuk tafsir ayat
itu pada keterangan hadits riwayat al-Bukhart dan Muslim yang
juga memperkuat keterangan ayat, bahwa “kesaksian wanita itu
adalah setengah dari kesaksian laki-laki”.

Kemudian dari paparan di atas dapat juga disimpulkan,
mazhab empat dan Ibnu Hazm sepakat untuk menerima
kesaksian wanita dalam perkara-perkara selain pidana. Dalam
hal ini mereka berhujjah pada al-Qur’an surah al-Baqarah ayat
282, sedangkan dalam kasus pidana mereka berbeda pendapat,
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karena berbeda dalil yang digunakan. Jumhur ulama (mazhab
empat) menolak kesaksian wanita dalam perkara pidana
berdasarkan dalil yang berasal dari ungkapan al-Zuhri. Adapun
Ibnu Hazm menolak berhujjah pada ungkapan al-Zuhr tersebut
karena menurut penilaiannya ungkapan tersebut termasuk
katagori hadits da’if. Karena itu ia tetap berhujjah pada al-
Qur’'an surah al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan kesaksian
seorang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang perempuan,
dan hadits sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan
Muslim yang secara tegas menyatakan kesaksian seorang
wanita sama dengan setengah kesaksian laki-laki, tanpa ada
dibatasi dalam kasus tertentu.

Pada sisi lain penulis menyimpulkan, jumhur ulama
menolak kesaksian wanita dalam kasus tertentu, khususnya
dalam perkara gisas dan hudiid, lebih pada masalah fitrah
wanita yang secara fisik tidak sama dengan laki-laki. Hal ini
dikhawatirkan jika wanita diberi hak untuk menjadi saksi
dalam berbagai masalah termasuk pidana, diduga kondisi
fisiknya bisa menimbulkan fitnah ketika bergabung dengan
kaum laki-laki. Di samping itu, dari segi mentalnya
diperkirakan tidak mampu memberikan keterangan yang benar
dari kesaksian tersebut, karena secara psikologi diduga wanita
tidak mampu menyaksikan suatu peristiwa pidana yang terjadi
di hadapannya, sehingga ia akan menutup mata atau
memalingkan mukanya ketika melihat peristiwa tersebut. Jadi
penolakan jumhur ulama terhadap kesaksian wanita khusus
dalam perkara pidana lebih pada masalah fitrahnya, bukan dari
segi gendernya (jenis kelamin). Karena memang persoalan
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gender merupakan masalah modern yang belum muncul pada
waktu itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang
pengikut Hanafiyyah, yaitu ‘Alauddin al-Hanafi yang
menyatakan wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan
laki-laki dari segi kemanusiaannya (gender) untuk menjadi ahli
syahddah. Namun demikian kesaksian wanita ditolak dalam
perkara pidana, karena fitrah wanita yang diduga banyak lalai
dan lupa, karena masalah tersebut bukan merupakan konsen
dari perhatiannya, sehingga bisa menimbulkan keraguan
(syubhat). Sedangkan dalam perekara pidana, tidak diterima
ketetapan hukumnya berdasarkan syubhat.*®!

Di samping itu, paparan di atas menggambarkan,
metode penalaran hukum yang mereka gunakan sangat terpaku
pada pemahaman ayat dan hadits secara tekstual dengan
pendekatan kaidah kebahasaan (lughawi). Mereka tidak
melakukan munasabah (komformitas) antara dalil-dalil
tersebut, khususnya antara ayat-ayat kesaksian, sehingga hasil
jjtihadnya sangat terikat dengan apa yang dibicarakan oleh ayat
yang dipilith, tanpa dikaitkan dengan ayat lain yang
membicarakan masalah yang sama. Maka tidaklah heran
jumhur ulama dengan berhujjah pada al-Qur’an surah al-
Baqarah ayat 282 menyatakan kesaksian wanita hanya diterima
dalam masalah perdata (mu’amalah), karena memang ayat
tersebut berbicara masalah hutang-piutang atau jual-beli secara
tidak tunai. Dan jumhur ulama berpegang kepada ungkapan al-
Zuhr1 untuk menolak kesaksian wanita dalam perkara pidana,

31 Alauddin al-Hanafi, Mu 'in al-Hukkam, hal. 91-92.
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karena itulah dalil satu-satunya yang secara spesifik
membicarakan masalah kesaksian wanita dalam perkara
pidana.

Ini menggambarkan, jumhur ulama dalam menetapkan
suatu hukum syara’ selalu menjadikan hadits atau bahkan
pendapat shahabat sebagai bayan (penjelas) utama dalam
memahamai maksud al-Qur'an. Mereka beranggapan, Nabi dan
shahabat merupakan orang yang secara historis hidup bersama
ketika turunnya wahyu, apalagi Nabi sebagai orang yang
menerima amanah langsung dari Allah untuk menyampaikan
risalah-Nya kepada ummat, sehingga mereka merasa sangat
yakin dengan berpegang pada keterangan hadits atau pendapat
shahabat, kemungkinan keliru dalam tafsirnya tidak akan
terjadi. Intinya, jJumhur ulama sangat terikat dalam pemahaman
setiap ayat al-Qur’an dengan hadits atau bahkan pendapat
shahabat, dan mereka tidak bisa keluar dari itu. Hal ini berbeda
dengan pandangan ulama dari kalangan pembaharu yang
berusaha memahami al-Qur'an secara kontekstual sesuai
dengan kondisi kekinian. Dalam pandangan ulama pembaharu,
posisi hadits tidak lagi dipahami sebagai penentu utama
maksud al-Qur'an, melainkan hanya sebagai penguat atau
perinci saja. Hal ini akan dibahas lebih detail pada bab
berikutnya.
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BAB EMPAT
KESAKSIAN WANITA MENURUT
PEMIKIRAN ULAMA MODERN

Berbicara masalah wanita merupakan isu lama yang telah
diperbincangkan dalam berbagai forum dan telah banyak
menghasilkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengannya.
Pada masa awal Masehi, orang-orang di luar Islam
memandang wanita sebagai barang hidup yang begitu
rendah dan tidak berharga. Misalnya di Roma, wanita yang
bekerja tidak mendapat upah. Kalaupun mendapat upah,
haknya berkurang. Di Perancis, wanita secara mutlak berada
di bawah kekuasaan suaminya. Jika suaminya berkehendak,
ia dapat menjadi teman hidup selamanya. Sedangkan jika
tidak, ia pun dapat membunuhnya. Kadang-kadang wanita
dapat saja dicampakkan ke dalam api, sebagai bentuk taubat
suaminya di saat menghadapi kematian. D1 Inggris, pada
abad ke 5 sampai 11 Masehi, wanita hanya dipandang
sebagai pelengkap keberadaan laki-laki yang hanya
dianggap sebagai penyalur dan pemuas nafsu laki-laki.
Wanita dipandang rendah, tidak memiliki tingkat dan
derajat seperti laki-laki.>*?

32Ahmad Husnan, Keadilan Hukum Islam Antara Wanita dan
Laki-Laki, al-Husna, Solo, 1995, hal.42 — 44.
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Pada masa Jahiliyah, nasib wanita lebih memprihatinkan.
Wanita  dipandang sebagai barang yang  dapat
diperjualbelikan. Seorang laki-laki boleh memperisterikan
berapa saja wanita sekehendak hatinya tanpa batas. Wanita
tidak mempunyai hak waris sama sekali. Bahkan, jika
seorang laki-laki mempunyai beberapa isteri, dapat
diwariskan kepada anaknya. Jika seorang wanita melahirkan
bayi perempuan, maka akan menjadi ‘aib. Banyak bayi
perempuan yang lahir kemudian dikuburkan hidup-hidup.
Keadaan ini menimbulkan rasa takut pada setiap wanita
yang sedang hamil.

Islam datang memberi pencerahan terhadap kedudukan
wanita. Islam menghormati wanita dengan memberikan
kedudukan yang mulia, mengangkat martabatnya dari
kehinaan, dari penguburan hidup-hidup dan perlakuan
buruk ke posisi yang terhormat. Dalam Islam wanita
diperbolehkan berkarya dan beraktifitas. Sebagaimana
dibolehkan mereka melakukan shalat berjama’ah dengan
laki-laki dalam masalah ibadah. Dalam bidang sosial,
wanita diwajibkan juga untuk ikut serta beramar ma ruf dan
nahi mungkar, menuntut ilmu pengetahuan, maupun
mengadakan transaksi dagang, bahkan dalam peperangan
sekalipun wanita diikutsertakan menjadi perawat tentara-
tentara yang terluka dalam pertempuran, menyediakan
makanan dan minuman dan lain-lain.

Di zaman modern, pandangan terhadap kedudukan wanita
sudah mengalami banyak pergeseran. Tuntutan persamaan
hak (emansipasi) dari waktu ke waktu semakin gencar.
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Namun, konsep emansipasi semakin tidak jelas. Emansipasi
yang seharusnya membebaskan wanita dari perbudakan,
malah menjerumuskannya pada perbudakan baru. Pada
masyarakat kapitalis, wanita telah menjadi komoditas yang
dapat diperjualbelikan. Mereka dijadikan sumber tenaga
kerja yang murah atau dieksploitasi untuk menjual barang.
Mereka dijadikan sebagai barang iklan di media cetak dan
elektronik. Wanita dididik untuk tidak melepaskan segala
ikatan normatif kecuali untuk kepentingan industri. Tubuh
mereka dipertontonkan untuk menarik selera konsumen.

Di luar konsep Islam, emansipasi wanita cenderung bertolak
dari konsep persamaan, kebebasan dan hak asasi manusia.
Mereka sering mengabaikan kodrat dan martabat wanita
yang seharusnya mereka junjung. Mereka sering menuduh
konsep yang menjunjung tinggi kodrat dan martabat wanita
itu dengan istilah “ideologi gender”. Ideologi gender
dianggap sebagai kendala bagi perjuangan emansipasi
wanita. Secara tidak langsung, mereka menuduh konsep
Islam seolah-olah bersikap diskriminasi terhadap wanita.

Dalam tatanan kehidupan dewasa ini, ilmu pengetahuan dan
tehnologi menempati posisi yang amat strategis.
Penguasaan ilmu pengetahuan oleh seseorang (baik laki-laki
maupun wanita) akan memposisikan derajat dirinya lebih
terhormat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini telah
digambarkan sendiri oleh Allah dalam al-Qur’an surah al-
Mujadalah ayat 11:
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U_m\;u.mj\:u!\ JJ‘}HG\JH\S)—\S‘J\}?SS‘LU\
Jm&gaiu;d\jubjdeld\ \yj\u.a.ﬂ\jes.m

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan
kepadamu; “Berlapang-lapanglah dalam majelis,
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:
“Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah
akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

D1 era globalisasi dan modern sekarang ini, kaum wanita
telah menunjukkan kiprahnya, dengan penguasaan ilmu
pengetahuan, sehingga tidak lagi dimonopoli oleh laki-laki.
Ini sebagai modal bagi mereka untuk mewujudkan
kemajuan yang luar biasa, karena mereka telah
menempatkan posisinya dalam berbagai lini, baik sebagai
anggota parlemen, kabinet, direktris pada berbagai
perusahaan, jabatan-jabatan pemerintahan serta pemimpin-
pemimpin formal dan informal lainnya.

Besarnya proporsi wanita yang bekerja atau bertindak
sebagai wanita karir pada masa sekarang ini, sebenarnya
bukanlah suatu hal yang baru. Karena dalam sejarah kehidupan
Bangsa Indonesia, kaum wanita telah menunjukkan
partisipasinya dalam membantu kaum laki-laki terjun ke
sawah, ladang dan aktifitas-aktifitas lainnya. Ini menunjukkan
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bahwa sebenarnya kaum wanita sudah mulai berkiprah sejak
dahulu.

Dalam konteks ke-Indonesiaan sekarang ini, gerakan
perjuangan terhadap emansipasi wanita terus bergulir.
Banyaknya tokoh yang memberi perhatian khusus terhadap
problema yang dihadapi wanita. Namun sayangnya, ada di
antara mereka yang dianggap telah keliru dalam gerakannya itu
dilihat dari sisi agama. Seperti yang diperjuangkan oleh Siti
Musdah Mulia (1.1958 M), salah satu feminis muslim
terkemuka di Asia, penerima penghargaan Yap Thiam Hien
2008. Penggagas penghargaan tersebut, Todung Mulya Lubis,
dalam sambutannya mengatakan, Musdah adalah sosok yang
“mau dan berani bersuara”, yang menjadikan Islam sebagai
komunitas yang teduh, dialogis, dan inklusif. Sebagai pemikir
Islam dan aktivis sosial, Musdah selalu menggunakan cara
berfikir kritis dan rasional dalam melihat berbagai persoalan,
terutama ancaman terhadap keberagaman Indonesia. Dia juga
gigih memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender,
membela hak-hak kelompok minoritas, dan melakukan dialog
antar agarna.”3

Musdah terus mengkaji teks literatur Islam secara kritis
untuk menghapus ketimpangan gender dalam ajaran pokok
Islam. Itulah salah satu caranya memperjuangkan kesetaraan
dan keadilan antar sesama manusia dan sesama ciptaan-Nya.
Buku-buku karyanya terus bermunculan. Di antarannya adalah

39Diakses dari komahi.umy.ac.id/2011/05/prof-dr-siti-musdah-
mulia-ma-apu.html, pada tanggal 15 September 2011.
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Negara Islam; Pemikiran Politik Haikal (Paramadina, 2001);
Islam Menggugat Poligami (Gramedia, 2004); Kesetaraan dan
Keadilan Gender dalam Perspektif Islam (2001); dan

Muslimah Reformis,; Perempuan Pembaru Keagamaan (Mizan,
2005).

Musdah dikenal sebagai tokoh perdamaian yang secara
konsisten membangun jembatan antar iman, keyakinan, dan
budaya di Indonesia dan memiliki komitmen kuat pada
kemanusiaan. Ia termasuk satu dari sedikit tokoh yang berani
membela agama-agama lokal dan mereka yang dituduh
menghina agama resmi. Tetapi pandangannya tentang beberapa
hal yang berkaitan dengan isu gender telah membuat gusar
sebagian umat Islam Indonesia. Ia pernah mengutak-atik ajaran
Islam melalui draft Kompilasi Hukum Islam pada tahun 2004
yang isinya menyebutkan, pernikahan bukan ibadah,
perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, poligami haram,
boleh menikah beda agama, boleh kawin kontrak, ijab-kabul
bukan rukun nikah, dan anak kecil bebas memilih agamanya
sendiri. Pandangan kontroversialnya ini telah menyebabkan

sebagian umat Islam mencapnya dengan “murtad”, “iblis
394

29 <¢

betina”, “orang Amerika”, dan lain-lain.

Tokoh wanita Indonesia lainnya yang mempunyai
pandangan yang lebih moderat dan mendapat tanggapan

39Diakses  dari komahi.umy.ac.id/2011/05/prof-dr-siti-musdah-
mulia-ma-apu.html, dan dari hxforum.org/showthread.php?t=1530, pada
tanggal 15 September 2011.
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posistif dari kalangan umat Islam adalah Huzaemah Tahido
Yanggo, salah satu dari enam orang yang menerima
penghargaan Eramuslim Award dalam rangka milad Eramuslim
ke-6. Ia dikenal sebagai tokoh ilmu perbandingan fiqih dan
gigih menentang pemikiran-pemikiran kelompok Islam liberal
dan menjaga kemurnian ajaran Islam.>*>

Menurut Huzaemah, Islam adalah agama yang sangat
menjunjung dan menghargai harkat dan martabat wanita.
Persamaan hak itu tidak selalu menguntungkan, bisa merugikan
wanita sendiri. la berkata: "Saya tidak sependapat dengan itu
(persamaan gender), apalagi sampai bertentangan dengan al-
Qur’an dan Sunnah”. Oleh karena itu, dirinya tak yakin bila
gerakan liberal itu berjuang untuk kaum wanita, apalagi
membela Islam. Tapi, gerakan liberal justru menjadi kaki
tangan kepentingan Barat dan Amerika Serikat. Menurutnya;
“Barat menuduh orang Islam itu teroris”. Padahal tidak ada
ajaran Islam yang menghendaki seperti itu. Nabi saja kalau
mengirim sahabat untuk peperangan selalu menasihatkan:
”Jangan kalian memerangi orang tua, wanita, dan jangan

menebang pohon-pohon”. 3%

Dalam kaitannya dengan masalah kesaksiaan wanita,
Huzaemah mempunyai tulisan yang patut diangkat di sini.

3 Diakses  dari  www.muslimdaily.netWanita, — dan  dari
groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/109124, pada tanggal
15 September 2011.

3% Diakses dari www.muslimdaily.net) Wanita, pada tanggal 15
September 201 1.
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Lebih lanjut tentang pemikirannya itu akan dibahas secara
khsusus pada bagian Pandangan Ulama Modern.

Berangkat dari pernyataan di atas, terasa sangat keliru
ketika banyak pendapat mengatakan wanita memiliki banyak
kekurangan, terutama dari segi akalnya, sehingga aktivitas
kemasyarakatannya dibatasi sedemikian rupa. Karena itu, isu-
isu yang berkaitan dengan wanita tetap menarik untuk terus
diperbincangkan hingga saat ini. Isu yang paling menonjol
adalah masalah peran wanita dalam aspek politik, khususnya
sebagai pemimpin negara. Ini tidak menjadi perhatian dalam
kajian ini, karena masalah yang menjadi topik kajian adalah
kesaksian wanita.

Berikut ini diuraikan pendapat para ulama modern
tentang kesaksian wanita. Mereka yang dipilih pandangannya
di sini adalah yang memiliki tulisan tentang kesaksian wanita,
khususnya dilihat dari segi hukum Islam. Sebab objek kajian
dalam tulisan ini adalah penalaran dalil hukumnya. Karena itu
meskipun banyak tulisan yang mengangkat tentang wanita,
yang di antarannya berkaitan dengan kesaksian wanita, tetapi
tulisan itu tidak membahas secara khusus dari segi hukum
Islam, maka tidak dipilih. Jadi tokoh ulama modern yang
dibahas pandangannya hanya terbatas pada mereka yang
mempunyai tulisan tentang kesaksian wanita dari segi hukum
Islam.
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A. Pandangan Ulama Modern

Banyak ulama modern**’ yang membicarakan masalah
wanita dan telah menghasilkan banyak tulisan. Namun banyak
di antara mereka tidak memiliki konsep baru dalam karyanya.
Artinya persoalan wanita yang mereka kaji sebatas pemikiran
yang telah berkembang selama ini, sehingga tidak menemukan
sesuatu yang baru. Ada di antara ulama modern tersebut yang
memiliki gagasan baru, tetapi belum punya paradigma baru
berkaitan dengan teori hukum Islam dan juga tidak
menghasilkan karya khusus yang berkaitan dengan persoalan
kewanitaan (khususnya masalah kesaksian wanita), seperti
Fazlur Rahman (w. 1988 M), Nasr Hamid Abu Zayid (w. 2010
M), Yusuf al-Qardhawi (1. 1926 M), Hassan Hanafi (1.1935 M),
Khaled Abu El-Fadl (1. 1963 M), Abdul Hamid al-Mutawalli,
dan lain-lain. Karena itu pemikiran mereka tidak diangkat
secara khusus dalam tulisan ini. Tetapi ada di antara pandangan
mereka yang berkaitan dengan perubahan pemikiran hukum
Islam, seperti yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dan
Hassan Hanafi. Karena itu, penulis merasa perlu
mengangkatnya secara singkat pada bagaian akhir tulisan ini.
Di samping itu, ada tokoh lain yang meskipun tidak memiliki

¥7Ulama modern yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang
hidup di zaman modern, yaitu mulai abad 19 M. Untuk klasifikasi zaman
modern dari segi periodesasi hukum Islam ini telah penulis cantumkan pada
Bab I, di mana periode ini ditandai dengan munculnya Majallah al-Ahkam
al-‘Adliyyah, sebagai suatu bentuk pentagninan hukum Islam pertama
sekali, yang diprakarsai oleh kerajaan Turki Usmani (1293 H / 1876 M)
sampai sekarang.
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karya spesifik yang membahas masalah wanita, khususnya
yang berkaitan dengan kesaksian wanita, namun memiliki
paradigma baru tentang hukum Islam, yaitu Muhammad
Syahrur (1. 1938 M). la merupakan tokoh kontroversial yang
muncul pada abad XXI ini dengan membawa sebuah
paradigma yang betul-betul baru, sehingga memerlukan pada
penafsiran dan pendefinisian ulang semua teori hukum yang
sudah ada, khususnya kaedah ilmu ushul figh. Dalam kaitannya
dengan tulisan ini, Syahrir mempunyai konsep baru tentang
hubungan antara al-Qur’an dan sunnah dalam penetapan
hukum Islam. Masalah ini merupakan fokus kajian dalam
tulisan ini, sehingga penulis akan membahasnya secara lebih
detail pada bagian akhir bab ini.

Adapun di antara buku-buku yang dihasilkan oleh
ulama modern yang terkait dengan masalah wanita adalah Figh
al-Sunnah li al-Nisa" oleh Abu Malik Kamal, penerbit
Maktabah al-Taufiqiyyah. Buku ini sudah diterjemahkan oleh
Ghozi. M, dkk, dengan judul Figh Sunnah Wanita, diterbitkan
oleh Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007. Dalam buku ini dibahas
tentang masalah-masalah figh secara umum yang berkaitan
dengan wanita, dimulai dari bab makanan dan minuman,
mengurus jenazah, haji dan umrah, sumpah dan nazar,
pernikahan, perceraian dan mawaris. Berikutnya, buku Women
in Shari’ah (Islamic Law) oleh ‘Abdur Rahman I. Doi (w. 1999
M). Buku ini diterbitkan oleh A.S. Noordeen, Kuala Lumpur,
Malaysia, 1992. Pembahasan buku ini meliputi wanita dalam
al-Qur'an dan sunnah, peran wanita dalam masyarakat,
perkawinan dan masalah kekeluargaan, peran wanita dalam

306



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

ekonomi dan feminis di negara-negara muslim. Kemudian
buku Fatwa-fatwa Modern Tentang Problematika Wanita oleh
Musa Shalih Syaraf, penerbit Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003.
Buku ini membahas tentang fatwa-fatwa modern yang
berkaitan dengan masalah kewanitaan, baik yang menyangkut
dengan masalah ibadah, munakahat sampai masalah warisan.
Dalam buku ini ada satu masalah yang diangkat berkaitan
dengan kesaksian wanita, yaitu pendapat para fugaha mazhab
tentang kesaksian wanita dalam akad nikah.

Berikutnya buku Majelis Wanita; Pesan dan Wasiat
Rasulullah Kepada Kaum Wanita, karangan Falih bin
Muhammad bin Falih ash-Shughayyir. Buku ini merupakan
buku terjemahan, tetapi tidak disebutkan judul aslinya.
Penerjemahnya adalah Mohammad Muhtadi, yang diterbitkan
oleh Darus Sunnah Press, Jakarta, cetakan I, 2008. Pembahasan
buku ini dibagi dalam beberapa kitab, yaitu; kitab iman, kitab
bersuci, kitab shalat, kitab masjid, kitab zakat, kitab puasa,
kitab haji, kitab jihad dan peperangan-peperangan, kitab
keutamaan dan managqib, kitab tafsir, kitab pernikahan dan
menggauli isteri, kitab talak, kitab penyusuan, kitab makanan,
kitab pengobatan, kitab pakaian dan perhiasan, kitab kebajikan
dan menyambung silaturrahmi, kitab dzikir dan doa, kitab
ta’bir dan mimpi, kitab gisas dan diyat, kitab fitnah, dan kitab
membebaskan budak. Kemudian buku Perempuan Dalam
Pandangan Barat dan Islam, karangan Muhammad Said
Ramadhan al-Buthi, diterbitkan oleh Suluh Press, Yogyakarta,
cetakan I, 2005. Buku ini mengupas tentang sumber hukum
hak dan kewajiban perempuan dalam syari’at Islam dan
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masyarakat Eropa, kedudukan perempuan dalam Islam, wacana
perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan (pada
bagian ini ada pembahasan singkat masalah kesaksian), dan
sisa-sisa peradaban Jahiliyah.

Buku lainnya yaitu Perempuan karangan M. Quraish
Shihab (1. 1944 M). Buku ini diterbitkan oleh Lentera Hati,
Jakarta, 2005. Dalam buku ini pengarang banyak membahas
tentang wanita dalam berbagai aspeknya, seperti masalah fitrah
dan kodrat wanita, perkawinan, dan aktivitas wanita di luar
rumah, termasuk kepemimpinan wanita. Berikutnya buku Amal
al-Mar'ah fi al-Mizan oleh Muhammad Ali al-Bar, penerbit
Dar al-Muslim, Bairut, cetakan I, 1994. Buku ini sudah
diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin dengan judul
Wanita Karir Dalam Timbangan Islam, yang diterbitkan oleh
Pustaka Azzam, Jakarta, cetakan I, 1998. Dalam buku ini
dibahas tentang kedudukan wanita sebelum dan sesudah
datangnya Islam, posisi wanita berkarir di luar rumah, dan
perbedaan antara laki-laki dan wanita. Lalu buku Wanita dalam
Islam dan Feminisme (Islam The Choice of Thinking Women)
karangan Ismail Adam Patel. Buku ini telah diterjemahkan oleh
Abu Faiz, yang diterbitkan oleh Pustaka Thariqul 1zzah, 2005.
Dalam buku ini dibahas tentang adanya segelintir orang yang
menuduh Islam sebagai agama yang menindas perempuan.
Menurut mereka Islam membuat perempuan menjadi golongan
kelas dua setelah laki-laki. Mereka mengajukan bukti bahwa
laki-laki boleh berpoligami, laki-laki mendapat warisan dua
kali lebih besar dari perempuan dan bukti-bukti lain yang
kadang kala justru tidak diajarkan Islam. Adapun isi ringkas
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buku ini mengulas tentang kedudukan perempuan sepanjang
sejarah, potret buram keadaan perempuan saat ini, ajaran Islam
mengenai peran, kedudukan, dan integritas kaum perempuan,
dan mengenai konsep serta teori dari beberapa gerakan feminis
seperti gerakan feminisme marxis, feminisme liberal,
feminisme radikal, dan liberalisasi seksual yang sebenarnya
tidak memuaskan akal dan tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Dari paparan di atas dapat dipahami, banyak sekali
buku-buku yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan
dengan wanita, baik dalam konteks hukum Islam maupun
dalam konteks aktivitas kemasyarakatan. Di sini hanya
disebutkan beberapa buku saja, dan buku-buku tersebut tidak
merupakan sumber kajian ini, karena tidak membahas secara
khusus masalah kesaksian wanita. Adapun tulisan yang secara
khusus berkaitan dengan masalah kesaksian wanita, penulis
temukan dalam beberapa buku, di antaranya adalah:

1. Al-Islam; ‘Aqidah wa Syari’ah, karangan Mahmiid Syaltit,
penerbit Dar al-Qalam, Mesir, cetakan III, 1966. Buku ini
sudah diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain, yang
diterbitkan oleh Pustaka Amani, Jakarta, cetakan I, 1986.

2. Al-Mar atu Baina al-Fighi wa al-Qanuni karangan
Mustafa al-Siba'1, penerbit Maktabah al-Islami, Bairut-
Libanon, tidak disebutkan tahun terbitannya.

3. Al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahlu al-Figh wa Ahlu al-
Hadits karangan Muhammad al-Ghazali, penerbit Dar al-
Syuriiqi, Bairut, 1989. Buku ini sudah diterjemahkan oleh
Muhammad al-Baqir, dengan kata pengantarnya oleh
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Quraish Shihab, penerbit Mizan, Bandung, cetakan VI,
1998.

4. Figh al-Mar'ah al-Muslimah karangan Muhammad
Mutawalli Sya’rawi. Buku ini sudah diterjemahkan oleh
Ghozi M, dengan judul Figh Wanita;, Mengupas
Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Modern,
diterbitkan oleh Pena Pundi Aksara, Jakarta, cetakan II,
2006.

5. Tahrir al-Mar’ah fi ‘Asri al-Risalah karangan Abdul
Halim Abu Syuqqah. Buku ini sudah diterjemahkan oleh
Chairul Halim, dengan judul Kebebasan Wanita,
diterbitkan oleh Gema Insani Press, Jakarta, cetakan II,
2001.

6. Fikih Perempuan Modern karangan Huzaemah Tahido
Yangggo, kata pengantar oleh Nasaruddin Umar, penerbit
Ghalia Indonesia, cetakan I, 2010.

Berikut ini penjelasan rinci dari buku-buku tersebut,
yaitu:

1. Mahmud Syaltiit

Mahmiid Syaltiit (w. 1963 M)**® dalam kitabnya al-
Islam; ‘Aqidah wa Syari’ah mengatakan, masalah kesaksian

398Mahmid Syaltiit lahir pada tanggal 23 April 1893 di Mesir dan
meninggal tanggal 19 Desember 1963. Ketika berumurl3 tahun, pada tahun
1906 ia memasuki lembaga pendidikan agama, al-Ma’had al-Dini, di
Iskandariah. Ia dikenal sebagai murid yang cerdas dan berhasil memperoleh
asy-syahadah al-‘Alimiyyah an-Nizamiyyah (setingkat master of arts) dari
Universitas al-Azhar (1918) dan tercatat sebagai lulusan terbaik. Gelar
“Doctor Honoris Causa” pernah juga diperolehnya dari Institut Agama
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Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (1961), di samping dari
negerinya sendiri.

Aktivitas dalam kegiatan ilmiah bermula sebagai pengajar pada al-
Ma’had al-Dini al-Iskandari pada tahun 1919, setahun setelah memperoleh
asy-syahadah al-‘Alimiyyah. Selain mengajar di al-Iskandari dan di tempat-
tempat lain, ia juga melakukan sejumlah kegiatan di bidang pers serta
penerbitan, berdakwah, dan menulis. Tulisan-tulisannya terutama mengenai
syariat, bahasa Arab, tafsir, hadits, dan ilmu-ilmu agama Islam lainnya.
Pada waktu itulah ia mengemukakan berbagai pendapat dan pemikirannya
mengenai perbaikan Universitas al-Azhar.3%

Pada tahun 1927 ia diangkat menjadi dosen pada tingkat takhassus
(spesialisasi; pendalaman) di Universitas al-Azhar sewaktu Syekh al-
Maraghi menjadi rektor. Puncak karirnya dalam lingkungan universitas
adalah terpilih ia menjadi rektor Universitas al-Azhar yang ke-41 (21
Oktober 1958). Sebagai rektor universitas al-Azhar ia memiliki peluang
besar untuk merealisasikan cita-cita dan pemikirannya selama ini mengenai
Universitas al-Azhar. Untuk itu pada tahun 1960 ia memindahkan Institut
Pembacaan al-Quran ke dalam Masjid al-Azhar dengan susunan rencana
pelajaran tertentu dalam masalah-masalah keislaman. Ini mengambalikan
fungsi Universitas al-Azhar pada posisi sebagai pusat kajian al-Quran bagi
seluruh umat Islam secara bebas tanpa terikat jam pelajaran dan ujian.

Di samping jabatan-jabatan penting di Universitas al-Azhar,
Mahmid Syaltiit juga memangku jabatan penting sebagai anggota Badan
Tertinggi untuk hubungan-hubungan Kebudayaan dengan Luar Negeri pada
Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Ia juga menjadi anggota
Dewan tertinggi untuk Penyiaran Radio Mesir, anggota Badan tertinggi
untuk Bantuan Musim Dingin, dan ketua Badan Penyelidikan Adat serta
Tradisi pada Kementerian Sosial Mesir.

Karya-karya Mahmiid Syaltiit antara lain: al-Islam ‘Aqidah wa
Syari’ah, al-Fatawa, al-Qur'an wa al-Mar’ah, Figh al-Qur'an wa as-
Sunnah, al-Qur'an wa al-Qital, Kitab Muqgaranah al-Mazahib, al-
Mas uliyyah al-Madaniyyah wa al-Jina’iyah fi al-Syar’iat al-Islamiyyah,
al-Islam wa al-Wujud al-Duali li al-Islam, Tanzim al- ‘Alagah al-Dualiyyah
/i al-Islam. Diakses dari images.zanikhan.multiply.
multiplycontent.com/.../0/.../SYALTHUT.DOC?, pada tanggal 19 September
2011.
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wanita dapat disamakan dengan masalah warisan, yaitu sama-
sama mengakui kedudukan wanita dalam dua masalah tersebut
adalah seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan.
Sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dalam surah al-Nisa' ayat
11 tentang warisan, USSLY\ BEEN d—'ﬂ )Siﬂ (bagian seorang
anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan)
dan dalqm surah al-Bagarah ayat 282 tentang kesaksian, ('J u}ﬁ
u}-éj-’ u—u ul-i‘)ﬂ‘j Zy&)ﬂ u:\&) 1—’)5-' (jika tidak ada dua
orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang

perempuan yang kamu ridhai).”

Lebih lanjut Mahmiid Syaltit menyatakan, ketentuan
al-Qur’an dalam surah al-Baqarah ayat 282 bukan masalah
kesaksian di pengadilan, melainkan kesaksian dalam masalah
mu’amalah terhadap suatu akad perikatan. [a memahami ayat
tersebut menjelaskan tentang kesaksian wanita dalam masalah
mu’amalah dapat diterima dengan perbandingan satu laki-laki
sama dengan dua wanita. la menjelaskan, pertimbangan
kesaksian dua wanita mempunyai nilai kekuatan sama dengan
seorang laki-laki, bukan lantaran wanita memiliki akal yang
lemah yang menyebabkan kurang sempurnanya
kemanusiaannya, tetapi disebabkan wanita disibukkan dengan
urusan-urusan kerumahtanggaannya. Dalam hal ini, daya ingat
wanita lebih kuat dibandingkan laki-laki, sedangkan dalam
masalah keuangan dan harta kekayaan lainnya di luar urusan
rumah tangga, daya ingat wanita cenderung lemah. Ini

39Mahmud Syalttt, al-Islam; ‘Agidah wa Syari’ah, Cet. 3, Dar al-
Qalam, 1966, hal. 246-247.
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merupakan tabiat manusia, bahwa dalam masalah-masalah
yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitasnya, daya
ingatnya cenderung menjadi kuat.**

Dalam masalah kesaksian wanita di bidang pidana,
Mahmud Syaltiit menyatakan kesaksian wanita dapat diterima
dalam kasus pembunuhan, jika terdapat bukti yang meyakinkan
hakim bahwa kesaksian mereka dapat mengungkap kebenaran.
Ia berdalil kepada firman Allah dalam surah al-Nur ayat 6-9:4°!

aqtg_.zseg_a;:\ N ;u@_u?@usr 5 28235 wﬂumu
mu\ m\;l\j u.‘sql..a,&\udm\ fu\;\.g_&‘ °‘°€‘“?‘
@J\Ag_mu\u\mnys\)m} uml&l\ e O Q\A.\li:m\
Ll ) Glae O Al Gl u,dau\ AL Gl

u.\ﬂd\.».aﬂunutiu\

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina),
padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain
diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah
empat kali bersumpah dengan nama Allah,
sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang
benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat
Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang
berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh
sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya
suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang
dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah

400Mahmiid Syaltiit, al-Islam, hal. 248-249.
40'Mahmid Syaltit, al-Islam, hal. 250.
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atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang
benar.

Mahmiud Syaltit menggiyaskan hukum kesaksian
wanita dalam masalah pembunuhan kepada masalah kesaksian
li’an, yaitu apa yang disyari’atkan dalam al-Qur'an bahwa
suami yang menuduh isterinya melakukan zina tanpa ada saksi,
maka diharuskan bersumpah sebanyak empat kali yang diiringi
dengan sumpah kelima bahwa ia akan dilaknat Allah jika ia
berbohong, sebagai imbangannya adalah empat kali sumpah
ister1 yang dibarengi dengan sumpah kelima bahwa laknat
Allah akan menimpanya jika ternyata suaminya benar. Ini
berarti bahwa empat kali sumpah wanita sama dengan empat
kali sumpah laki-laki, dan empat kali sumpah wanita itu dapat
membatalkan kesaksian laki-laki. Dalam hal ini Mahmid
Syaltiit berkesimpulan, itulah keadilan Islam dalam pembagian
hak-hak umum antara laki-laki dan wanita, dan itulah keadilan
yang membuktikan bahwa kemanusiaan wanita dan laki-laki
adalah sama.*%?

Dari uraian di atas dapat dipahami, Mahmid Syaltut
sangat realistis dengan konteks modern dalam memandang
masalah kesaksian wanita. Menurutnya wanita dapat diterima
kesaksiannya dalam semua masalah hukum, baik yang
berkaitan dengan perkara perdata maupun pidana, namun tetap
pada prinsip bahwa kesaksian wanita setengah dari kesaksian
laki-laki. Perbedaan jumlah kesaksian antara wanita dan laki-
laki dengan perbandingan satu berbanding dua, menurut

402Mahmid Syaltit, al-Islam, hal. 250.
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Mahmiud Syalttt bukan dilihat dari segi lemahnya akal wanita,
sebagaimana dipahami oleh jumhur ulama berdasarkan hadits
riwayat al-Bukhari dan Muslim. Melainkan lebih karena
masalah kesaksian tersebut bukan merupakan konsen atau
perhatian dari kaum wanita. Mereka lebih disibukkan dengan
persoalan-persoalan kerumahtanggaan, di mana dalam urusan
tersebut wanita jauh lebih tahu dan sangat kuat ingatannya,
karena merupakan rutinitas kesehariannya. Sedangkan
persoalan aktivitas di luar rumah tangga, karena bukan
merupakan masalah yang menjadi perhatian mereka, maka
sangat mungkin apa yang disaksikannya dari suatu peristiwa
menjadi tidak detail atau kurang diperhatikan, sehingga
kesaksian yang disampaikan menjadi kurang akurat. Karena
itu, kesaksian wanita perlu diperkuat oleh yang lainnya, supaya
hakim menjadi yakin dengan apa yang disampaikan olehnya.
Kemudian dalam perkara pidana, Mahmiid Syaltiit juga sepakat
untuk menerima kesaksian wanita. Dalam hal ini, sebagaimana
dijelaskan di atas, ia menggiyaskan pada kasus /i’an, di mana
sumpah seorang isteri (wanita) dapat menolak kesaksian laki-
laki atau sumpah dari seorang suami. Itu artinya, menurut
Mahmud Syaltiit, kekuatan sumpah atau kesaksian wanita sama
kuat dengan kesaksian atau sumpah laki-laki.
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2. Mustafa al-Siba’1

Menurut Mustafa al-Siba’1, Islam memiliki dua belas

prinsip dasar dalam masalah yang berhubungan dengan wanita,

yaitu:

a.

403

Wanita sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya,
hak dan kewajibannya. Berdasarkan al-Qur'an surah al-
Nisa'ayat 1:

53 el (ye ST (o3 2855 5881 Gl I

Juga sabda Rasulullah SAW: 404 g
J)\J ).3\ "\JJ) J\A)S\ L'éf\u.ﬁa ¢l

Artinya: Sesungguhnya kaum wanita itu adalah teman
bergaul dari kaum laki-laki (HR. Abt Dawud).

. Islam menghilangkan kutukan yang diberikan oleh ahli-ahli

agama sebelum Islam kepada wanita. Islam menetapkan
bahwa hukuman yang dikenakan kepada Adam keluar dari
syurga bukanlah disebabkan oleh Hawa saja, melainkan
akibat kesalahan dari kedua mereka (Adam dan Hawa),
sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 36:

s UMK e Laga,ala e Slarill gl 5

. Wanita itu mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk

beragama dan untuk masuk syurga jika mereka berbuat
baik, tetapi jika mereka berbuat jahat, maka mereka akan

403Mustafa al-Siba'i, al-Mar atu baina al-Fighi wa al-Qanuni,

Maktabah al-Islami, Bairut-Libanon, t.t, hal. 25-30.

404Abli Dawud, Sunan Abi Dawud, J1d. 1, Dar al-Fikr, Beirut-

Libanon, 1994, hal. 66.
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disiksa dalam api neraka. Jadi mereka mempunyai
kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagaimana al-
Qur'an surah Ali ‘Imran ayat 195

)SJLJA?SMJAILJAQ&LA‘Y‘;\‘*J?QJHMB
oans (e Blazy

d. Islam membasmi perasaan pesimis dan sedih pada waktu
lahirnya seorang bayi perempuan, seperti yang dilakukan
oleh orang-orang Arab Jahiliyah. Allah berfirman dalam
surah al-Nahlu ayat 58 —59:

agas }z) \qj}\.u A.PJ;}J.L. u_u‘)(\_a ?‘“;‘ i ‘J\)
U}QS;_‘L; LuY\ n_m\).d\gd\im;

e. Islam mengharamkan penguburan anak perempuan dalam
keadaan hidup dan menjelaskan ancaman keras bagi orang

yang melakukannya. Firman Allah dalam surah al-Takwir
ayat 8 dan 9: Q_ILS g_u.J LSL’ ;:Lw bJ};jAM \J\)

f. Islam memerintahkan untuk memuliakan kaum wanita, baik
sebagai anak perempuan, isteri maupun sebagai ibu.
Rasulullah SAW bersabda:

@q\jwuﬁuwimj s ;u\Sd;JLu\
o)) oAl Al EaiE; el & 5 Gl Guals
405(&)\.;.\”

405SA1-Bukhari, Sahith al-Bukhari, Juzu’. 6, Dar al-Kutub al-
‘[lmiyah, Beirut-Libanon, 1992, hal. 443.
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Artinya: Barangsiapa yang mempunyai anak perempuan,
lalu ia mengajarinya dengan baik dan mendidiknya
dengan baik, lalu menikahkannya (setelah dewasa),
maka baginya mendapatkan dua pahala (HR. al-
Bukhar).

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda:
3 el Luall &L’m Py &UA Laall -4 ey JG
406(@1..»0 °‘JJ) Aallall

Artinya: Rasulullah bersabda, dunia ini adalah perhiasan,
dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita
shalehah (HR. Muslim).

Dan di dalam al-Qur’an surah al-Ahqaf ayat 15 dikatakan
tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang
tua, khususnya kepada ibu, yaitu:

R T P A P uuy\ Uiags
LQ)S‘L}M}}

g. Islam menganjurkan agar wanita diberi pelajaran seperti
laki-laki. Rasulullah SAW bersabda: 407 4uay i alal)
(‘\A\Au.z\ ob‘))elumds‘;s

Mustafa al-Siba'l menyatakan, hadits ini sudah Eopuler di
kalangan masyarakat dengan menambah kata 9 (dan
wanita muslimah), sekalipun tambahan itu tidak ada di

408Muslim, Sahih Muslim, Juzw’. 1, Dar al-Kutub al-"Tlmiyah,
Bairut-Libanon, t.t, hal. 625.

407Ibnu Majah, Sunan Ibnu Mdajah, J1d. 1, Dar al-Fikr, Bairut-
Libanon, 1995, hal. 86 — 87.
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dalam hadits yang sahih, hanya saja maksudnya benar,
karena para ulama sudah sepakat menetapkan bahwa
menuntut ilmu itu diperintahkan kepada kaum laki-laki dan
wanita.

h. Islam memberikan hak wanita itu dalam harta warisan, baik
sebagai ibu, isteri, anak, saudara, baik yang sudah dewasa,
masih kecil maupun yang masih dalam kandungan ibunya.

1. Islam mengatur hak-hak suami isteri dan menjadikan hak
wanita itu sama dengan hak laki-laki, dengan kedudukan
laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan
kepemimpinannya itu tidak bersifat diktator.

j- Islam mengatur masalah thalak untuk mencegah tindakan
sewenang-wenang dari para suami. Islam menetapkan batas
thalak hanya tiga kali, sedangkan sebelumnya tidak terbatas
jumlah banyaknya thalak di kalangan bangsa Arab. Dan
Islam juga menetapkan waktu yang tertentu untuk bolehnya
menjatuhkan thalak dan sebagai konsekwensinya diberikan
masa iddah, supaya suami isteri mempunyai kesempatan
untuk kembali berdamai.

k. Islam membatasi poligami, dengan menetapkan jumlah
isteri  hanya boleh sampai empat saja. Sedangkan
sebelumnya, poligami itu tidak terbatas, baik di kalangan
bangsa Arab maupun bangsa-bangsa lain di dunia.

l. Demi terwujudnya kemashlahatan, wanita yang belum
dewasa ditetapkan harus berada dalam pemeliharaan
walinya, sehingga terjaga pendidikan dan segala keperluan
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hidupnya dan juga untuk pengembangan harta miliknya,
bukan kekuasaan untuk memiliki dan bertindak sewenang-
wenang.

Dari kedua belas prinsip tersebut, tergambar akan
begitu besarnya perhatian Islam terhadap posisi wanita
dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun demikian,
para ulama tetap berbeda pendapat terhadap beberapa hal
yang berkaitan dengan aktivitas wanita di luar rumabh,
termasuk dalam masalah kesaksian mereka.

Lebih lanjut menurut Mustafa al-Siba’i, Islam telah
menetapkan bahwa dalam masalah mu ‘amalah, harus ada dua
orang saksi laki-laki yang adil atau dapat digantikan seorang
laki-laki dengan dua orang wanita. Hal ini sesuai dengan
firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282. Menurut
Mustafa al-Siba’i, penetapan syarat dua orang wanita sama
dengan seorang laki-laki dalam fungsinya sebagai saksi
disebabkan oleh kodrat kewanitaannya. Menurut kebiasaannya,
wanita lebih banyak aktivitasnya di dalam rumah, yaitu
mengurus rumah tangga dan memelihara kesejahteraan
keluarganya. Oleh sebab itu, wanita biasanya jarang berada di
luar rumah, kecuali ada sesuatu hal yang penting sehingga ia
terpaksa keluar rumah. Jadi wajar, kalau seorang wanita tidak
begitu mementingkan usaha untuk mengingat-ingat peristiwa
yang dilihatnya secara kebetulan, karena ia sedang lewat di
jalan itu dan ia tidak merasa perlu memperhatikan kejadian
tersebut. Jadi kalau seorang wanita dihadapkan ke pengadilan
untuk menjadi saksi, mungkin sekali ia lupa atau tersalah
dalam mengemukakan fakta, ataupun terpengaruh dengan
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prasangkanya. Tetapi jika ada seorang teman wanita lain yang
mengemukakan kesaksian yang sama, maka hakim akan lebih
yakin dengan fakta yang disampaikan itu.*%®

Adapun dalam kasus pidana, menurut Mustafa al-
Siba’1, sebagian besar para fuqaha menetapkan kesaksian
wanita tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan, biasanya
wanita sibuk dengan urusan rumah tangga dan tidaklah mudah
baginya untuk melihat pertengkaran atau pembunuhan atau
peristiwa-peristiwa sejenis itu. Sekalipun kalau ia hadir di
tempat kejadian, maka mestinya ia tidak sanggup untuk
menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Malah biasanya jika
wanita tidak dapat menghindar dari tempat itu, maka mungkin
sekali ia akan memejamkan matanya, lalu menjerit histeris,
malahan kadang-kadang sampai jatuh pingsan. Jadi kecil
kemungkinan wanita itu dapat mengemukakan kesaksiannya
dan menerangkan rincian peristiwa yang terjadi.*"’

Di sini penulis bisa simpulkan, menurut Mustafa al-Siba’1, perbeda
hakim benar-benar memahami persoalan yang terjadi. Artinya,
kesaksian yang disampaikan oleh wanita secara umum
diragukan kebenarannya kalau tidak dikuatkan oleh kesaksian
yang lain, karena apa yang disampaikan itu bukan merupakan
masalah  yang menjadi perhatiannya, sehingga ada
kemungkinan keliru atau salah dari peristiwa sebenarnya.

408Mustafa al-Siba'1, al-Mar atu, hal. 31.
409Mustafa al-Siba'1, al-Mar atu, hal. 32-33.
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3. Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali (w. 1996 M)*° merupakan
salah satu tokoh yang banyak menghasilkan tulisan, di

419\ fuhammad al-Ghazalf lahir pada tanggal 22 September 1917,
di kampung Naklal Inab, Ital al-Barud, Buhairah, Mesir. la masuk sekolah
agama di Iskandariah dan menamatkan tingkat dasar hingga menengah atas
(SMU). Kemudian pindah ke Kairo untuk melanjutkan kuliah di Fakultas
Ushuluddin dan mendapat ijazah pada tahun 1361/1943 M. la mengambil
spesialisasi dakwah wal Irsyad dan mendapat gelar Megister tahun
1362/1943. Para guru yang paling berpengaruh padanya saat studi ialah
Syaikh Abdul Aziz Bilal, Syaikh Ibrahim al-Gharbawi, Syaikh Abdul
Azhim az-Zarqani dan lain-lain.

Setelah menyelesaikan studi, Muhammad al-Ghazali menjadi
imam dan khatib di masjid al-Atabah al-Khadra. Setelah itu ia mendapat
banyak jabatan, yaitu; dewan pengawas masjid, dewan penasihat al-Azhar,
wakil dewan urusan masjid, direktur urusan masjid, direktur pelatihan,
direktur dakwah wal irsyad. Tahun 1949 Muhammad al-Ghazali mendekam
di penjara al-Tur selama satu tahun dan penjara Tharah tahun 1965 selama
beberapa waktu.

Muhammad al-Ghazali menjadi dosen tamu di universitas Ummul
Qura, Mekah al-Mukarramah tahun 1971. Tahun 1981 ia ditunjuk sebagai
wakil menteri, kemudian memegang jabatan ketua dewan keilmuan
universitas Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi Al-Islamiyah.

Awal interaksi Muhammad al-Ghazali dengan Hasan Al-Banna
dikisahkan oleh ustadz Muhammad Majdzub dalam bukunya Ulama wa
Mufakkirun Araftuhum. Ustadz madzub mengutip ucapan Al-Ghazali:
“...perkenalan itu bermula saat saya belajar di sekolah menengah (SMU)
Iskandariah. Saat itu, saya punya kebiasaan menetap di Masjid
Abdurrahman bin Harmuz, daerah Ra’sut Tin selepas shalat Maghrib, untuk
mengulang pelajaran. Pada suatu sore, al-Banna menyampaikan nasihat
singkat tentang penjelasan: “Bertagwalah kepada Allah di mana saja
ikutilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tentu yang baik
akan menghapusnya..” Kkata-katanya sangat berkesan dan langsung
menembus ke hati yang paling dalam. Setelah mendengar nasihat itu, hatiku
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antarannya adalah a/-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahul al-
Figh wa Ahlu al-Hadits. Buku ini menjadi sangat terkenal dan
merupakan buku yang sangat kontroversial, karena di
dalamnya ia mengemukakan beberapa pendapatnya yang
berbeda dari yang lain, seperti masalah yang berkaitan dengan
saksi wanita dan kepemimpinan wanita. Dalam tulisan ini,
penulis mengangkat secara khusus pendapatnya tentang
kesaksian wanita yang dikemukakannya dalam buku tersebut,
sebagaimana gambaran berikut ini.

Menurut Muhammad al-Ghazali wanita boleh menjadi
saksi dalam segala urusan termasuk dalam masalah hudiid dan
qisas. Pendapatnya ini didasari pada firman Allah surah al-

tertambat kepadanya. Saya tertarik kepada sosok dan pribadinya. Sejak itu,
hubunganku dengannya terjalin erat. Saya senantiasa bersamanya selepas
shalat ’Isya, di majelis yang terdiri dari tokoh-tokoh dakwah. Selanjutnya,
saya meneruskan aktivitas dalam perjuangan Islam bersama dai besar ini,
hingga ia syahid tahun 1949.

Di antara murid Muhammad al-Ghazali ada yang menjadi ulama
besar, antara lain Prof. DR. Yusuf al-Qardhawi, syeikh Manna al-Qattan,
DR. Ahmad Assal dan lain-lainnya. Muhammad al-Ghazalt mewariskan
enam puluh buku lebih dalam berbagai tema, plus ceramah, seminar,
khutbah, nasihat, kajian dan dialog yang disampaikan di Mesir maupun di
luar Mesir. Khutbah yang ia sampaikan di jami’ al-Azhar, Amr bin al-Ash,
dan khutbah ’Id di lapangan Abidin serta jami’ Mahmud punya arti dan
pengaruh sangat besar, sebab dihadiri ribuan pendengar. Di antara buah
karya beliau adalah: Minhuna Na’lam, al-Islam wal Istibdadus Siyasi,
"Aqidatul Muslim, Fighus Sirah, Khulugqul Muslim, Laisa minal Islam, dan
lain-lainnya. Muhammad al-Ghazali wafat di Riyadh, Arab Saudi, tanggal 9
Maret 1996. Jenazahnya dipindah ke Madinah al-Munawarah untuk di
makamkan di Al-Baqi’. Diakses dari www.al-ikhwan .net/syeikh-
muhammad-al-ghazali-dai-dan-ulama-modern-2815, pada tanggal. 04
Maret 2011.
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Bagarah ayat 282. la mengatakan, seharusnya dalam urusan ini,
kita berhenti pada batas ini. Maksudnya, seharusnya kalangan
muslim memahami bahwa wanita dapat diterima sebagai saksi
dengan perbandingan satu laki-laki sama dengan dua wanita
dalam semua perkara hukum. Tetapi nyatanya, kalangan
muslim telah membatasi pemahaman surah al-Baqarah ayat
282 ini tentang kesaksian wanita hanya pada kasus mu’amalah
saja, khususnya masalah harta, dan melarang menerima
kesaksian wanita dalam berbagai bidang peradilan/hukum
lainnya. Dalam hal ini ia mengungkapkan: “sayangnya, telah
timbul penyimpangan dalam pemikiran orang muslim yang
sama sekali menjauhkan wanita dari kesempatan memberi
kesaksian dalam berbagai bidang peradilan yang amat penting,
yakni dalam masalah gisas dan hudid, bidang yang

bersangkutan dengan nyawa dan kehormatan manusia”.*!!

Menurut Muhammad al-Ghazali, alasan al-Qur’an
tentang kesaksian seorang wanita dianggap setengah dari
kesaksian seorang laki-laki adalah karena wanita sering kali
lupa, bingung atau kurang dapat memastikan mana yang benar
dalam suatu urusan. Jadi dengan adanya seorang wanita yang
lain di sampingnya, maka kedua-dua mereka dapat saling
membantu dalam menjelaskan tentang sesuatu secara
sempurna.*!'?

4"Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahlu
al-Figh wa Ahlu al-Hadits, Dar al-Syurtqi, Beirut, 1989, hal. 58.
42Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 58.
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Muhammad al-Ghazali menyatakan, ia pernah
mengadakan penelitian mengenai hal itu, dan didapatinya
bahwa wanita pada masa menstruasi (haid), hampir-hampir
menyerupai seorang yang sedang sakit. Perubahan-perubahan
yang dialaminya, dalam perasaan maupun pada sebahagian
organ tubuhnya menyebabkannya mudah dilanda kebingungan
dan keraguan dalam berfikir dan bertindak.*'® Tetapi
pernyataan tersebut memberikan suatu gambaran bahwa
Muhammad al-Ghazali sebenarnya mengakui akan kelemahan
wanita. Namun pada pernyataan selanjutnya, ia mencoba
kembali keluar dari pernyataan tersebut.

Lebih lanjut ia mempertanyakan bagaimana jika terjadi
pencurian, perampokan atau pembunuhan yang terjadi di siang
atau malam hari, di mana ketika hal itu terjadi, hanya ada para
wanita di rumah, sedangkan kaum laki-laki sedang disibukkan
dengan pekerjaan mereka, apa artinya menolak kesaksian
wanita dalam masalah ini? Padahal sering kali peristiwa pidana
itu terjadi di depan mata kaum wanita. Mengapa tidak
berpegang saja kepada al-Qur’an yang telah menetapkan
jumlah orang yang dapat diterima kesaksiannya, baik laki-laki
atau wanita? Untuk menjawab permasalahan ini, Muhammad
al-Ghazalt mengutip pendapat Ibnu Hazm yang menegaskan,
penolakan terhadap kesaksian wanita dalam masalah hudiid

dan gisas, sama sekali tidak mempunyai dasar dalam sunnah
Nabi.*!*

413Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 58.
#4“Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 59.
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Dalam hal ini ditegaskannya, ia tidak bermaksud untuk
melemahkan agama Islam di hadapan hukum-hukum
internasional dengan suatu sikap yang tidak berlandaskan nas-
nas yang kuat. Menurutnya, apabila pada saat ini jumlah kaum
muslim di seluruh dunia mencapai lebih dari 1 (satu) milyar
orang, sekiranya 50% (lima puluh persen) merupakan wanita,
maka patutkah kita memberikan penghormatan kepada 500
(lima ratus) juta wanita muslim, hanya demi mengikuti
pandangan seseorang? Di sini ia ingin menyatakan bahwa
bencana yang menimpa kaum muslim sekarang ini adalah
karena umat Islam begitu gemar mencampuradukkan antara
adat-istiadat, akidah dan syari’at, sehingga menjadikannya
sebagai “agama” di samping agama yang sebenarnya.*!®

Muhammad al-Ghazalt mengangkat sebuah cerita
tentang seekor unta yang dijual oleh pemiliknya dengan harga
10 (sepuluh) dirham. Tetapi disyaratkan harus membeli
bersama dengan kalung di leher unta tersebut yang dihargakan
1.000 (seribu) dirham. Orang pun berkata; alangkah murahnya
harga unta itu seandainya tidak disertai kalung terkutuk itu.
Maksudnya alangkah mudahnya Islam dan alangkah ringannya
pelaksanaan rukun-rukunnya, dan alangkah sempurnanya
semua akidah dan syari’atnya, kalau saja tidak disertai dengan
apa yang ditambah-tambahkan oleh pengikutnya yang
kemudian mempersyaratkan semua itu sebagai bahagian dari

agama.*!

415Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 59.
41Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 59.
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Pandangan Muhammad al-Ghazali dalam masalah
kesaksian wanita ini sangat terikat dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Ia banyak mengutip argumen-
argumen yang ditawarkan oleh Ibnu Hazm, sebagaimana
gambaran berikut ini. Muhammad al-Ghazali mengutip
pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan'

d‘jd.c d\AJ 4.:4)\ : Jj\ d.m u\ J}MYJ
Jdu}s.\ﬂ uﬂ&uh@uh\f‘dﬁ)dsu&j\u.\m
‘JA‘J )\AJ}\ b_}uu &IJ‘) UJSAJJ\ U‘u‘f‘} dAJ A5

417Lsﬂbjmum}\b)mt_\uj

Artinya: Kesaksian yang berkaitan denngan perbuatan
perzinaan, tidak diterima kesaksian jika kurang dari
empat orang laki-laki muslim yang adil, atau dapat
diganti seorang laki-laki dengan dua orang wanita
muslimah yang adil. Atau tiga orang laki-laki dan
dua orang wanita, atau dua orang laki-laki dan empat
orang wanita, atau seorang laki-laki dan enam orang
wanita, ataupun delapan orang wanita semuanya.

Selanjutnya Muhammad al-Ghazali mengutip pendapat
Ibnu Hazm yang mengatakan:
MSLA} C«LAJMJ JJJAA\LJAL@JS@}QAM _).\Lu(ﬁd.\s.\YJ
Masy V)L JsYls daa iy (Ol FISH Gl
4185}W@J\j\dﬁuh\f\}d;)_g\ u\)f&c ULALM

4'"Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 59.
418Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 59.
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Artinya: Dan tidaklah dapat diterima kesaksian yang berkaitan
dengan semua perbuatan hukum, baik Audiid (selain
zina), pembunuhan, gisas, nikah, thalak, rujuk, dan
harta benda, melainkan dua orang laki-laki muslim
yang adil, atau seorang laki-laki bersama dua orang
wanita, atau empat orang wanita.

Berikutnya ia mengutip pendapat Ibnu Hazm yang
mengatakan, ada riwayat sahih yang menyatakan, Syuraih telah
mengesahkan kesaksian dua orang wanita dan seorang laki-laki
dalam masalah pembebasan budak. Demikian pula al-Syu’bi
pernah menerima kesaksian seorang laki-laki dan dua orang
wanita dalam perkara perceraian dan perbuatan melukai secara
tidak sengaja. Tetapi ia tidak membolehkan kesaksian wanita
terhadap perbuatan melukai secara sengaja dan perbuatan
pidana lainnya. Kemudian Ilyas bin Mu’awiyah diberitakan
telah menerima kesaksian dua orang wanita dalam urusan
perceraian. Muhammad bin Sirin meriwayatkan, bahwa
Syurayh mengesahkan kesaksian empat orang wanita terhadap
seorang laki-laki dalam masalah yang berkaitan dengan
maskawin.*!”

Muhammad al-Ghazali mengutip juga pendapat Ibnu
Hazm yang mengatakan, ada riwayat dari Zubayr bin Khirrit
dari Labied tentang seorang laki-laki yang sedang mabuk
menjatuhkan thalak tiga kali (sekaligus) kepada isterinya.
Perbuatannya itu disampaikan kepada Khalifah ‘Umar bin
Khatab dengan kesaksian empat orang wanita. Khalifah ‘Umar

4YMuhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 60.
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mengesahkan kesaksian mereka dan memutuskan perceraian
antara suami-isteri tersebut. Kemudian diriwayatkan dari
Sufyan bin ‘Uyaynah dari Abi Talq dari seorang wanita, bahwa
ada seorang wanita yang mengajak seorang anak laki-laki
berzina dengannya, lalu anak itu dibunuhnya. Empat orang
wanita bersaksi atas perbuatan tersebut dan ‘Ali bin Abi Talib
mengesahkan kesaksian mereka.

Kemudian Muhammad al-Ghazali mengutip pendapat
Ibnu Hazm yang merujuk pada riwayat ‘Ata’ bin Rabah, bahwa
‘Umar bin Khatab telah mengesahkan kesaksian wanita
bersama-sama laki-laki dalam urusan pernikahan dan
perceraian. Dan dalam riwayat lain dari ‘Ata’ dikatakan,
kesaksian wanita bersama-sama laki-laki dibolehkan dalam
semua masalah.**

Berikutnya Muhammad al-Ghazali menjelaskan bahwa
Ibnu Hazm berhujjah masalah kesaksian wanita pada riwayat
dari ‘Abdullah bin ‘Umar yang menyatakan Rasulullah SAW
pernah bersabda, day salgd Jaxd (il yal 3algdd (maka
kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang
laki-laki). Di sini Muhammad al-Ghazali mengutip juga
penilaian Ibnu Hazm terhadap ungkapan al-Zuhri yang
mengatakan “telah menjadi kebiasaan pada masa Nabi SAW,
Abii Bakar dan ‘Umar, bahwa kesaksian wanita tidak diterima
dalam urusan thalak, nikah dan hudid”, bahwa riwayat ini
sangat diragukan, sebab hadits itu mungati’ melalui jalur

4“20Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 60.

329



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

Isma’il bin ‘Ayyasy, yang dikenal sebagai perawi yang da’if
dan melalui Hajjaj bin Artah yang juga cacat (halik).**!

Selanjutnya Muhammad al-Ghazali menjelaskan, ia
mengutip tulisan Ibnu Hazm yang memuat berbagai riwayat
yang di antarannya ada yang benar tapi ada pula yang salah,
yang dapat diterima maupun yang harus ditolak. Oleh sebab
itu, Muhammad  al-Ghazali  berpandangan  “demi
menyelamatkan diri dan banyak orang, dari keadaan tidak
wajar ini, sebaiknya kita hanya berpegang pada ayat-ayat al-
Qur'an yang jelas dan hadits yang benar-benar dikenal oleh
para ahli hadits”. Atas dasar itu, ia menyatakan dengan tegas,
kesaksian wanita dibenarkan dalam semua masalah hukum,
sesuai dengan batasan jumlah yang ditetapkan oleh agama. Dan
memang merupakan hak bagi setiap orang untuk meninggalkan
apa saja yang berada di luar ketentuan keduanya (al-Qur an dan
hadits), dan untuk itu ia tidak boleh dituduh ataupun
dicurigai.**

Kemudian Muhammad al-Ghazali mempertanyakan;
“adakah  termasuk maslahat keamanan umum untuk
menggugurkan kesaksian wanita dalam perkara yang amat
sering terjadi di depan mata mereka? Dan adakah maslahat figh
dan sunnah untuk mengutamakan pendapat suatu mazhab yang
lebih  banyak  merugikan agama  Islam  daripada
menguntungkannnya?”4%3

“2Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 60.
42Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 61.
423Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 61.
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Pada akhir uraiannya, ia menutup penjelasannya dengan
mengutip juga pendapat Ibnu Hazm bahwa “dibolehkan bagi
wanita menjabat sebagai hakim”, sama dengan pendapat Abu
Hanifah. Dan telah diriwayatkan bahwa ‘Umar bin Khatab
pernah mengangkat seorang wanita bernama Syaffa menjadi
pengelola pasar kota Madinah.***

Di sini menarik diperhatikan terhadap pernyataan
Muhammad al-Ghazali di atas tentang dikutipnya pendapat
Ibnu Hazm bahwa “dibolehkan bagi wanita menjabat sebagai
hakim”, padahal dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya, ia
tidak menyinggung tentang posisi hakim bagi wanita, tetapi di
akhir penjelasan menyimpulkan bahwa wanita boleh menjabat
sebagai hakim. Nampaknya di sini, ia ingin mempertegas
bahwa seorang wanita bukan saja dapat diterima kesaksiannya
dalam berbagai bidang peradilan, bahkan dapat menduduki
jabatan yang lebih tinggi lagi yaitu sebagai hakim.

4. Muhammad Mutawalli Sya’rawi

Dalam bukunya Figh al-Mar'ah  al-Muslimah,
Muhammad Mutawalli Sya’rawi (w. 1998 M)*** membahas

424Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 61.

425Muhammad Mutawalli Sya’rawi dilahirkan pada tanggal 16
April tahun 1911 M, di desa Daqadus, distrik Mith Ghamr, provinsi
Daqahlia, Republik Arab Mesir. Dalam usia 11 tahun beliau sudah hafal al-
Qur'an. Asy-Sya’rawi terdaftar di Madrasah Ibtidaiyah al-Azhar, Zaqaziq
pada tahun 1923 M. Sejak beliau kecil, sudah timbul kecerdasannya dalam
menghafal sya'ir dan pepatah Arab dari sebuah perkataan dan hikmah.
Ketika masuk Madrasah Tsanawiyah, bertambah minatnya dalam syair dan
sastra, dan beliau telah mendapatkan tempat khusus di antara rekan-
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rekannya, serta terpilih sebagai ketua persatuan mahasiswa dan menjadi
ketua perkumpulan sastrawan di Zaqaziq. Dan bersamanya pada waktu itu
Dr. Muhammad Abdul Mun’im Khafaji, penyair Tahir Abu Fasya, Prof.
Khalid Muhammad Khalid, Dr. Ahmad Haikal dan Dr. Hassan Gad. Mereka
memperlihatkan kepadanya apa yang mereka tulis. Hal itulah yang menjadi
titik perubahan kehidupan Sya’rawi, ketika orang tuanya ingin
mendaftarkan dirinya di al-Azhar, Kairo. Sya’rawi ingin tinggal dengan
saudara-saudaranya untuk bertani, namun orang tuanya mendesaknya untuk
menemaninya ke Kairo, dan membayar segala keperluan serta
mempersiapkan tempat untuk tempat tinggalnya. Sya’rawi memberikan
syarat kepada orang tuanya agar membelikan sejumlah buku-buku induk
dalam literatur klasik, bahasa, sains al-Quran, tafsir, hadits. Orang tuanya
merestuinya sambil mengatakan: “Aku tahu anakku bahwa semua buku-
buku tersebut tidak diwajibkan untuk kamu, tapi aku memilih untuk
membelinya dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan yang menarik
agar kamu haus dengan ilmu”. Sya’rawi terdaftar di Fakultas Bahasa Arab
tahun 1937 M., dan beliau sibuk dengan gerakan nasional dan gerakan al-
Azhar.

Sya’rawi menamatkan Slnya pada tahun 1940 M. Setelah tamat,
Sya’rawi ditugaskan ke pesantren agama di Tanta. Setelah itu beliau
dipindahkan ke pesantren agama di Zaqaziq, kemudian pesantren agama di
Iskandaria. Setelah masa pengalaman yang panjang, pada tahun 1950 M,
Sya’rawi pindah untuk bekerja di Saudi Arabia, sebagai dosen syari'ah di
Universitas Ummu al-Qurro. Dan Sya’rawi terpaksa mengajar materi aqidah
meskipun spesialisasinya dalam bidang bahasa, dan pada dasarnya ini
menimbulkan kesulitan yang besar, akan tetapi Sya’rawi bisa mengatasinya
dengan keunggulan yang ada pada dirinya dengan prestasi yang tinggi, dan
karena pengaruh itu Presiden Jamal Abdul Naser melarang Sya’rawi untuk
kembali ke Saudi Arabia. Dan pada tahun 1963 M, terjadi perselisihan
antara Presiden Jamal Abdul Naser dan Raja Saudi. Setelah itu Sya’rawi
mendapatkan penghargaan dan ditugaskan di Kairo sebagai Direktur di
kantor Syekh al-Azhar Syekh Husein Ma'mun. Kemudian Sya’rawi pergi ke
Algeria sebagai ketua duta al-Azhar di sana dan menetap selama tujuh
tahun, dan kembali lagi ke Kairo untuk ditugaskan sebagai Kepala
Departemen Agama provinsi Gharbiyah, kemudian beliau menjadi Wakil
Dakwah dan Pemikiran, serta menjadi utusan al-Azhar untuk kedua kalinya
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secara khusus masalah kesaksian wanita. la mengangkat ayat
282 surah al-Bagarah, dengan komentarnya bahwa ayat
tersebut telah melahirkan perdebatan yang sangat sengit.
Sebagian orang mengatakan, “bagaimana mungkin seorang
wanita yang bergelar doktor dianggap lebih rendah

ke Kerajaan Saudi Arabia, mengajar di Universitas King Abdul Aziz. Pada
bulan November 1976 M. perdana Menteri Sayyid Mamduh Salim
menunjuk Sya’rawi sebagai menteri di Departemen Wakaf dan Urusan al-
Azhar sampai bulan Oktober 1978 M. Beliaulah orang pertama kali
mengeluarkan keputusan menteri tentang pembuatan bank Islam pertama di
Mesir yaitu Bank Faisal, dan ini merupakan wewenang Menteri Ekonomi
dan Keuangan Dr. Hamid Sayih pada masa ini yang diserahkan kepadanya
dan disetujui oleh anggota parlemen Mesir.

Sya’rawi mempunyai sejumlah karya, yang paling populer dan
yang paling fenomenal adalah Tafsir Asy-Sya rawi. Karya lainnya adalah: 1.
Al-Israu wa al- Mi'ragju (Isra dan Mi'raj), 2. Asraru
Bismillahirrahmanirrahimi (Rahasia dibalik kalimat
Bismillahirrahmanirrahim), 3. Al-Islamu wa al-Fikru al-Mu'asiri (Islam dan
Pemikiran Modern), 4. Al-Islamu wa al-Mar'atu, 'Agidatun wa Manhajun
(Islam dan Perempuan, Akidah dan Metode), 5. Asy- Syira wa at-Tasyri'u f
al-Islami (Musyawarah dan Pensyariatan dalam Islam), 6. Al-Salatu wa
Arkanu al-Islami (Shalat dan Rukun-rukun Islam), 7. Al-Tariqu ila Allah
(Jalan Menuju Allah), 8. Al-Fatawa (Fatwa-fatwa), 9. Labbayka Allahumma
Labbayka (Ya Allah Kami Memenuhi Panggilan-Mu), 10. Su'alu wa
Jawabu fi al-Fighi al-Islami 100 (100 Soal Jawab Fiqih Islam), 11. A4/-
Mar'atu Kama Aradahd Allahu (Perempuan Sebagaimana Yang Diinginkan
Allah), 12. Mu'jizatu al-Qur ani (Kemukjizatan al-Qur'an), 13. Min Faydhi
al-Qurani (Di antara Limpahan Hikmah al-Quran), 14. Nazharatu al-
Qur'ani (Pandangan-pandangan al-Qur'an), 15. 'Ala Maidati al-Fikri al-
Islami (Di atas Hidangan Pemikiran Islam), 16. Al-Qada’u wa al-Qadaru
(Qadha dan Qadar), 17. Hadha Huwa al-Islamu (Inilah Islam), 18. Al-
Muntakhabu fi Tafsiri al-Qur ani al-Karimi (Pilihan dari Tafsir al-Qur’an
al-Karim). Diakses dari irhamnirofiun.blogspot.com/.../biografi-singkat-
syekh-muhammad.html, pada tanggal. 04 Maret 201 1.
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kesaksiannya dari pada laki-laki yang buta huruf yang menjadi
pembantunya?” Menurutnya, pandangan ini keliru, karena lahir
dari logika yang cacat. Mereka tidak memahami makna
kesaksian dan implikasi hukumnya.*?¢

Sya’rawi  mengatakan, dalam kata syahadah
(kesaksian), terkandung pengertian tentang sesuatu yang bisa
dilihat dengan mata dan tidak membutuhkan pemikiran
panjang, teori ilmiah, atau gelar akademik. Saksi adalah orang
yang menyaksikan suatu kejadian, bukan orang yang menyusun
teori tentang sebuah peristiwa. Dengan demikian, tidak ada
perbedaan yang mendasar (esensial) antara kesaksian seorang
yang bergelar doktor dengan seorang yang buta huruf. Karena
hakikat dari sebuah kesaksian adalah terungkapnya sebuah
kebenaran yang disampaikan secara jujur. Jadi seorang saksi
itu tidak dituntut harus punya sederetan gelar akademik atau
kapasitas intelektual tertentu.*?’

Di sisi lain, ada masalah dengan keterlibatan wanita
dalam pergaulan bersama laki-laki. Karena wanita dituntut
untuk tidak bergaul dengan laki-laki, tanpa ada batas sama
sekali. Sehingga timbul persoalan ketika misalnya terjadi
pertengkaran di tengah jalan, lalu apakah wanita ketika itu
harus bergegas untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan
ikut berkumpul dan berkerumun dengan orang-orang yang

“8Muhammad Mutawalli Sya’rawi, Figh al-Mar ah al-Muslimah
(Figh Wanita; Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga
Modern), Terj. Ghozi. M, Cet. II, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hal.
2717.

47Sya’rawi, Figh Wanita, hal. 277-278.

334



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

menyaksikannya? Menurut Sya’rawi, jawabannya tidak. Para
wanita cenderung menghindar dari pertikaian, karena alasan-
alasan sebagai beikut:

a. Wanita adalah makhluk yang lemah dan tidak suka
bertarung secara fisik.

b. Wanita memiliki perasaan yang halus. Perasaannya akan
sangat terganggu melihat perkelahian dan pemukulan.

c. Wanita dituntut untuk menjaga kehormatannnya dengan
tidak berkumpul bersama laki-laki.*?®

Menurut Sya’rawi, wanita diciptakan dengan fitrahnya
memiliki perasaan yang halus, sebagai sumber kasih sayang
bagi keluarga dan masyarakat. Jadi wanita tidak dimintai untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah
publik. Semua itu adalah cerminan dari adanya pembagian
tugas yang jelas antara laki-laki dan wanita.**

Lebih lanjut Sya’rawi menjelaskan, wanita memiliki
watak dasar dan tugas-tugas tertentu yang bersifat khusus,
maka Islam menetapkan bahwa kesaksiannya bernilai separuh
kesaksian laki-laki. Dengan alasan ini, menurutnya
perbandingan antara wanita yang bergelar doktor dan laki-laki
yang buta huruf adalah perbandingan yang bukan pada
tempatnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-

Bagqarah ayat 282, sAY! \.A.&»\A;\ Kl L&\”\ dm.\ ol

428Sya’rawi, Figh Wanita, hal. 278.
429Sya’rawi, Figh Wanita, hal. 278.
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(agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi
mengingatkannya).

Menurut Sya’rawi, kata ‘lupa’ dalam ayat di atas
menunjukkan kekurangtelitian. Maksudnya, wanita cenderung
mengabaikan detail-detail kesaksian, karena ia memang lebih
suka untuk tidak terlibat dalam pertikaian. Dalam ayat yang
lain, surah al-Nisa' ayat 76, Allah berfirman, i) 5:\5 O
13-’*—*4 B (sungguh tipu daya syaithan itu adalah lennah)
Dan dalam surah Yusuf ayat 28, Allah berfirman, uSJ-\S u\
;—‘-L"— (sungguh tipu daya kalian [para wanita] adalah besar).**°

Berikutnya Sya’rawi menjelaskan tentang apa yang
dimaksudkan dengan “tipu daya” (kayd) dalam dua ayat
tersebut, yaitu siasat yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi. Dengan demikian, jelaslah menurutnya bahwa tipu
daya itu hanya akan dilakukan oleh orang yang lemah.
Sedangkan orang yang kuat sering kali membiarkan musuhnya
bebas, karena 1a yakin bahwa kalau ia mau, ia bisa
menghancurkannya kapan saja. Jadi orang kuat percaya pada
kemampuan dirinya. Sebaliknya, orang lemah tidak akan
pernah membuang kesempatan untuk mengalahkan musuhnya.
Ia tahu bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi sekali
diberi kesempatan, maka ia akan gunakan kesempatan itu
sebaik-baiknya untuk menghancurkan musuhnya.*’!

Kaitan pernyataan di atas dengan wanita, menurut
Sya’rawi adalah wanita itu merupakan makhluk lemah, maka

$30Sya’rawi, Figh Wanita, hal. 278-279.
BISya’rawi, Figh Wanita, hal 279.
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al-Qur'an menegaskan bahwa tipu daya wanita itu sungguh
besar. Wanita  cenderung menghadapi musuhnya secara
sembunyi-sembunyi, dengan siasat dan tipu daya, bukan
dengan kekuatan fisik dan sikap terang-terangan. Namun
demikian, menurut Sya’rawi, memang ada beberapa wanita
yang memiliki keberanian dan kekuatan fisik yang
mengagumkan. Tetapi jika dipersentasekan, jumlah mereka
tidak seberapa. Realitas semacam itu tentu tidak perlu dibesar-
besarkan. Karena telah disepakati bahwa penyimpangan
sejumlah kecil sampel tidak perlu dimasukkan ke dalam
perbandingan.**

Dari penjelasan Sya’rawi di atas, terkesan bahwa ia
memandang wanita seolah-olah betul-betul makhluk yang
sangat lemah, yang tidak mampu melakukan hal-hal di luar
tugas sebagai ibu ramah tangga, sampai-sampai Sya’rawi
mengatakan, wanita tidak suka ikut campur dalam urusan-
urusan publik. Pernyataan ini sangat keliru dilihat dari konteks
modern, di mana hampir di seluruh sektor publik ada
keterlibatan wanita di dalamnya. Sehingga kita tidak bisa lagi
menutup mata, atau hanya memandang sebelah mata saja
terhadap kemampuan wanita terjun ke sektor publik. Namun
dari pernyataan di atas, ada yang perlu disepakti bahwa
sekalipun wanita itu telah bergelar doktor, bukan berarti ia
sudah sangat hebat, tidak mungkin lagi lupa atau keliru,
sehingga kesaksiannya sudah sama dengan laki-laki. Dalam hal
ini, al-Qur’an dan hadits secara tegas menyatakan “kesakisan

428ya’rawi, Figh Wanita, hal. 280.
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wanita setengah dari kesaksian laki-laki”, ini merupakan
prinsip, di mana ada kelemahan pada wanita dalam persolaan
saksi yang menyebabkan tidak bisa disamakan dengan laki-
laki, yaitu sering lupa, karena bukan masalah yang menjadi
perhatian utamanya.

5. Abdul Halim Abu Syuqqah

Buku Tahrir al-Mar'ah fi ‘Asri al-Risalah karangan
Abdul Halim Abu Syuqqah*** merupakan salah satu buku yang

433 Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah, adalah seorang tokoh
yang belum begitu dikenal di kalangan cendekiawan. Sebab, beliau belum
banyak membuat tulisan yang membuat beliau dikenal orang atau dengan
kata lain, belum banyak menurunkan tulisan yang dapat mempublikasikan
siapa dirinya kepada orang lain. Tulisan beliau masih terbatas dalam bentuk
artikel-artikel yang dimuat dalam beberapa majalah Islam. Padahal
sebenarnya beliau banyak menulis dan merekam buah pikirannya dalam
berbagai bidang. Tulisan-tulisan beliau mengandung ide-ide yang
cemerlang dan teori-teori reformasi yang unggul. Hanya saja, ide-ide beliau
sering seperti mutiara yang masih berserakan di sana sini dan belum ditata
dalam satu ikatan.

Beliau tumbuh dan berkembang dalam gerakan Ikhwanul
Muslimin sejak usia remaja serta dekat dengan pendiri dan pembina
pertamanya, Hasan al-Banna. Beliau menyatu dengan aturan khusus
Ikhwanul Muslimin yang pada saat itu menghimpun pemuda-pemuda
pilihan serta pernah masuk penjara karena terlibat di dalam salah satu kasus
Ikhwanul Muslimin. Melalui hubungan tersebut beliau berhasil memetik
berbagai pengalaman. Dakwah sangat berpengaruh terhadap pola berpikir,
kecenderungan, dan tindak tanduknya. Setelah matang dan mapan, beliau
membuat catatan-catatan yang jeli dan kritis terhadap apa yang telah beliau
alami, tidak takut atau bakhil menyebutkan dan menjelaskannya, apalagi
mengenai aturan khusus Ikhwanul Muslimin serta perkembangannya.

Sejak edisi pertama majalah al-Muslim al-Mu'asir --dalam
kelahiran majalah ini, peran dan jasa beliau sangat besar, bahkan beliaulah
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paling lengkap mengupas tentang wanita dari berbagai
sudutnya, meliputi masalah sejarah, penjelasan dalam al-
Quran dan al-hadits, kepribadiaannya, aspek hukum dari
masalah ibadah, mu’amalah, wmunakahat dan jinayah,
hubungan sosial, hubungan dengan laki-laki, sampai pada
masalah biologis wanita. Penjelasan dalam buku ini didukung
dengan dalil dan pendapat ulama, sehingga apa yang
disampaikannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,
tidak semata-mata logika atau fakta saja.

Salah satu yang menarik dari kupasan buku ini adalah
masalah yang menjadi kajian dalam tulisan ini, yaitu tentang
kesaksian wanita. Dalam buku ini ada satu anak sub bab yang
berjudul “wanita berhak menjadi saksi dan kesaksiannya
setengah dari kesaksian laki-laki”. Sayangnya pada bagian ini
1a hanya mengangkat dalil al-Qur’an surah al-Bagarah ayat
282, tanpa memberikan sedikit pun penjelasannya, sehingga

yang memiliki ide dan menghimbau untuk menerbitkannya-- telah banyak
pembicaraan beliau yang sangat menarik dan berani mengenai krisis
pemikiran muslim modern. Melalui hal itu terungkaplah kemampuan beliau
dalam menyelami, menganalisis, dan mengkritik, sekaligus juga tentang
kedalaman pemahaman beliau terhadap agama dan kehidupan serta
keberanian dalam menentang apa yang beliau yakini salah, meskipun
akhirnya beliau dikenal orang sebagai seorang tokoh yang kontroversial.

Pada edisi berikutnya beliau menurunkan tulisan mengenai krisis
akhlak muslim modern . Kedua tulisan tersebut membuktikan bahwa beliau
adalah seorang yang memiliki kejelian berpikir, kecermelangan pemikiran,
dan jiwa yang kritis. Beliau hidup pada zamannya sekaligus mengenal seluk
beluknya dan menghadapinya dengan hati seorang mukmin, pemikiran
seorang peneliti, dan kemauan seorang reformis, jauh dari asal bunyi dan
taklid buta. Diakses dari media.isnet.org/islam/Wanita/W1/ Syuqqah.html,
pada tanggal. 04 Maret 2011.
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tidak bisa dipahami pendapatnya tentang ayat ini.*** Namun
pada bagian lain, yaitu Bab II, pasal kelima; “salah faham atas
hadits-hadits sahih tentang karakter wanita”, ia mengupas
panj ang lebar tentang penilaiannya terhadap hadits berlkut
ale @ e & 5y g8 06 g5 A0 aai
Somndn e SR BT RIS
L py ol A Jal 51 G &;Eﬁ Oﬁi‘u SRR J
Op <oy L il eSS Galll O JE a3
) : \Q_M J\u.mjds’cg_ahasb

Hadits tersebut dirujuknya dari al-Bukhart dan Muslim.
D1 sini Abu Syuqqah memberikan pengertian secara umum dan
khusus. Dalam pengertian umum, ia menjelaskan, hadits
tersebut perlu dikaji dan diteliti secara mendalam terhadap
makna yang dikandungnya. Penelitian itu dilakukan dari segi
momentum dikeluarkan hadits tersebut, kepada siapa hadits itu
ditujukan, dan dari segi bentuk dan susunan katanya. Hal ini
perlu dilakukan untuk mengetahui relevansinya dengan
karakteristik wanita.

Menurut Abu Syuqqah, dari segi momentum, hadits
tersebut disampaikan Nabi SAW pada suatu hari raya yang

434Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, Terj. Chairul
Halim, J1d. I, Cet. II, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 77.
435Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, J1d. 1, hal. 273-274.
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intinya memberikan saran dan nasihat kepada kaum wanita.
Nasihat tersebut disampaikan pada saat perayaan hari raya
(dalam keadaan bersuka cita), supaya hati mereka lebih
tergugah menerima nasihat tersebut, demi lebih meningkatkan
martabat dan kepribadian kaum wanita. Adapun sasaran yang
disampaikan Nabi SAW ketika itu adalah kaum wanita kota
Madinah yang mayoritas kaum Anshar. Di sini ia mengutip
ucapan ‘Umar yang mengatakan: “Tatkala kami tiba di kota
Madinah, kami menemukan bahwa yang lebih dominan adalah
kaum wanitanya. Lalu wanita-wanita kami meniru adab dan
perilaku orang-orang Ansar”. Ini menjelaskan ungkapan Nabi
dalam hadits tersebut “Aku tidak pernah melihat orang-orang
yang kurang akal dan agama (kaum wanita) mampu
melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi salah

seorang dari kalian”.*3

Kemudian Abu Syuqqah menjelaskan, dari segi bentuk
dan susunan katanya, hadits tersebut menggunakan kata-kata
tidak berbentuk faqrir (penetapan), dan tidak berbentuk kaidah
hukum secara umum, melainkan lebih bersifat ungkapan rasa
kekaguman Nabi SAW terhadap kontradiksi yang terjadi, yaitu
mengenai lebih dominannya kaum wanita —padahal mereka
adalah makhluk yang lemah- atas kaum laki-laki yang memiliki
sikap tegas. Artinya, Nabi SAW kagum terhadap hikmah dan
rahasia kebijaksanaan Allah meletakkan kekuatan di tempat
yang diduga lemah dan Dia memperlihatkan kelemahan di
tempat yang diduga kuat. Karena itu, patut dipertanyakan:

436Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, J1d. 1, hal. 274,
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“bukankah hadits tersebut mengandung sentuhan atau sindiran
halus terhadap kaum wanita? Bukankah hal ini merupakan
permulaan yang baik pada satu bagian dari nasihat Nabi SAW?
Seolah-olah beliau ingin mengatakan: wahai kaum wanita,
kalau kalian diberi kekuatan oleh Allah untuk melumpuhkan
hati kaum laki-laki yang mempunyai sikap tegas, meskipun
kalian lemah, maka takutlah kepada Allah dan janganlah kalian
menggunakan kekuatan tersebut kecuali untuk hal-hal yang

baik dan bermanfaat”.*’’

Dalam pengertian khusus, menurut Abu Syuqqah hadits
tersebut mengandung beberapa kemungkinan makna dari
ungkapan kurang akal itu, antara lain adalah:

a. Kekurangan dari segi fitrah/alamiah yang bersifat umum,
artinya tingkat kecerdasannya menengah saja.

b. Kekurangan alamiah dalam hal tertentu dalam beberapa
kemampuan akal, seperti dalam berhitung, daya imajinasi
dan daya nalar.

c. Kekurangan insidental dalam hal tertentu yang bersifat
jangka pendek. Kekurangan semacam ini terjadi atas fitrah
manusia sementara waktu akibat faktor yang bersifat
insidental, seperti waktu haid, masa nifas, atau masa
kehamilan.

d. Kekurangan insidental dalam hal tertentu yang bersifat
jangka panjang. Kekurangan semacam itu dapat terjadi
karena berbagai kondisi yang bersifat khusus, seperti sibuk

437Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, J1d. 1, hal. 274-275.
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dengan masalah kehamilan, melahirkan, menyusui dan
memelihara anak, yang terus berlanjut dari anak pertama,
kedua dan seterusnya. Hal ini menyebabkan waktu tersita
untuk tetap berada di dalam rumah, sehingga mereka tidak
memahami berbagai bidang kehidupan serta daya nalarnya
semakin lemah atas segala masalah keuangan dan sosial
lainnya.**®

Namun demikian, menurut Abu Syuqqah, kekurangan
tersebut tidak mempengaruhi terhadap tugas utama yang
menjadi tanggung jawab kaum wanita, yaitu mengatur rumah
tangga dan menjaga/mendidik anak-anak, karena Allah pasti
menyerahkan tugas tersebut kepada makhluk yang normal,
yang memiliki kemampuan untuk itu.**

Selanjutnya Abu Syuqqah menjelaskan tentang
tanggung jawab atas kehidupan ini antara kaum laki-laki dan
wanita, antara lain adalah:

a. Tanggung jawab kemanusiaan, artinya laki-laki dan wanita
sama-sama memikul tanggung jawab dengan apa yang
dilakukannya di akhirat nantinya.

b. Tanggung jawab pidana atas prilaku penyimpangan atau
pelanggaran yang dilakukan dengan dikenai hukuman di
dunia.

c. Tanggung jawab sipil, hak mengelola harta, membuat
perjanjian dan lain-lain.

438 Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, J1d. 1, hal. 275.
439Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, J1d. 1, hal. 275.
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d. Tanggung jawab mengambil keputusan terhadap harta.

e. Tanggung jawab merawikan hadits yang menjelaskan al-
Qur'an.*¥

Semua tanggung jawab tersebut terkandung dalam al-
Qur'an dan sunnah, serta disepakati kaum muslimin. Ini
artinya, pada prinsipnya al-Qur’an, sunnah dan kaum muslimin
mengakui kemampuan kaum wanita, namun tetap ada
kekurangannya, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi itu
sebagai pembeda di antara mereka, sehingga mereka saling
membutuhkan.

Lebih lanjut Abu Syuqqah menjelaskan, hal yang
mendorongnya untuk berpendapat seperti di atas adalah adanya
interaksi yang bisa disaksikan antara kehidupan biologis dan
sosial pada satu sisi dan kehidupan akal pada sisi lain. Di
antara gejala interaksi tersebut dapat diidentifikasi seperti apa
yang terjadi ketika wanita memberikan kesaksian —ketika ia
dipengaruhi oleh perasaannya- atau ketika ia menjalani masa-
masa yang kurang menyenangkan, seperti haid, atau masa-
masa yang memberatkan, seperti kehamilan, menyusui dan
memelihara anak, di samping mengurus rumah tangga. Dalam
hal ini ada tiga hal menurut Abu Syuqqah yang perlu
diperhatikan, yaitu:

a. Kekurangan dalam bidang tertentu mungkin saja diimbangi
oleh kelebihan dalam bidang lainnya.

4“0Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, J1d. 1, hal. 276.
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b. Kekurangan yang dimiliki oleh kaum wanita secara umum,
bukan berarti tidak ada beberapa wanita yang memiliki
kemampuan yang tinggi, bahkan kadang-kadang
kemampuannya luar biasa dalam bidang-bidang yang
biasanya mereka umumnya lemah. Dan tidak mustahil
wanita tersebut lebih unggul daripada laki-laki.

c. Apabila kekurangan alamiah atau insidental tersebut terjadi
karena fungsi beberapa anggota tubuh wanita yang memang
kodrati ciptaan Allah seperti itu, maka hal itu merupakan
sesuatu yang baik dan dapat membantu laki-laki dan wanita
melaksanakan perannya dalam kehidupan.*!

Terhadap isyarat hadits di atas yang menyatakan
adanya kekurangan dalam kesaksian wanita, Abu Syuqqah
mengutip beberapa pendapat ulama. Pertama, ia mengutip
dalam kitab Fathu al-Bari; Ibnu al-Mundhir berkata:
berdasarkan zahir ayat, “dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi laki-laki di antara kamu, jika tidak ada dua orang saksi
laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”, para ulama
sepakat membolehkan kesaksian wanita bersama laki-laki,
yang menurut jumhur ulama khusus dalam masalah hutang-
piutang dan harta, sedangkan selainnya masih diperselisihkan,
seperti masalah nikah, thalak, nasab dan wali, menurut jumhur
tidak boleh, namun ulama Kufah membolehkannya. Di
samping itu jumhur ulama dengan tegas menolak kesaksian
wanita dalam masalah hudiid dan gisas. Kemudian para ulama

4“1 Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, J1d. 1, hal. 277-278.
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berpendapat tidak sah kesaksian wanita dalam masalah hudiid
dan gisas. Mereka sepakat menerima kesaksian wanita tanpa
laki-laki dalam masalah-masalah yang tidak diketahui laki-laki,
seperti haid, melahirkan, istihldal (mendengar suara bayi waktu
lahir pertama kali), serta ‘aib kaum wanita, dan mereka
berbeda pendapat menyangkut masalah penyusuan.

Kedua, Abu Syuqgah mengutip dalam kitab Bidayatu
al-Mujtahid karangan Ibnu Rusyd (w. 1198 M), disebutkan
bahwa pendapat yang dipegang jumhur ulama adalah kesaksian
wanita tidak diterima dalam masalah Audiid. Tetapi pengikut
Dawud al-ZahirT mengatakan: “kesaksian wanita diterima
dalam semua perkara, jika bersama dengan seorang laki-laki
atau jumlah wanita lebih dari seorang”. Sedangkan Abu
Hanifah berkata: “kesaksian wanita diterima dalam masalah
harta dan selain perkara hudiid yang dikenakan hukuman
badan, seperti nikah, thalak, rujuk dan memerdekakan budak.
Adapun Malik tidak menerima kesaksian wanita untuk perkara
yang dikenakan hukum badan.

Ketiga, Abu Syuqqah mengutip dalam kitab a/-Muhalla
karangan Ibnu Hazm (w. 456 H), disebutkan: “tidak dapat
diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat
orang yang terdiri atas laki-laki yang adil dan muslim, atau
pengganti setiap seorang laki-laki dengan dua orang wanita
yang adil dan muslimah. Dengan demikian, saksi itu terdiri atas
tiga laki-laki dan dua wanita, atau dua laki-laki dan empat
wanita, atau satu laki-laki dan enam wanita, atau delapan
wanita saja. Dan tidak diterima dalam perkara hudiid lainnya
(selain zina), gisas, nikah, thalak dan rujuk kecuali dua orang
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saksi laki-laki yang adil dan muslim, atau seorang laki-laki dan
dua orang wanita, atau empat orang wanita saja. Selain itu,
dapat diterima kesaksian seorang laki-laki yang adil atau dua
orang perempuan yang adil beserta sumpah penuntut.
Kesaksian seorang wanita yang adil atau seorang laki-laki yang
adil hanya dapat diterima dalam soal penyusuan.

Keempat, Abu Syuqqah mengutip dalam kitab al-Turuq
al-Hukmiyyah karangan Ibnu al-Qayyim (w. 751 H),
disebutkan bahwa Ibnu Taymiyah mengulas firman Allah SWT
yang berbunyi: “Dan jika tidak ada dua orang laki-laki, maka
boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi
vang kamu ridhai supaya jika seorang wanita lupa maka
seorang lagi mengingatkannya”. Beliau berkata, dalam ayat
tersebut terdapat dalil mengenai kesaksian dua orang wanita
yang menempati seorang laki-laki. Gunanya supaya wanita
yang kedua bisa mengingatkan wanita pertama jika ternyata dia
keliru, seperti lupa atau tidak akurat dalam menjelaskan
kesaksiannya. Pengertian inilah yang dimaksud oleh Nabi
SAW dalam sabdanya yang berbunyi: “Adapun kekurangan
akal mereka adalah karena kesaksian dua orang wanita sama
dengan kesaksian seorang laki-laki”. Hadits ini menjelaskan,
pembagian kesaksian wanita seperti itu disebabkan kelemahan
akal mereka, bukan karena kelemahan agama. Dengan
demikian, dapat diketahui bahwa keadilan wanita sama
tingginya dengan keadilan laki-laki, hanya kapasitas akal
mereka yang kurang dibandingkan laki-laki. Berdasarkan hal
itu, maka kesaksian wanita tanpa laki-laki dapat diterima dalam
perkara-perkara yang mereka lihat dengan matanya sendiri,
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atau dia sentuh dengan tangannya, atau dia dengar dengan
telinganya, serta tidak tergantung pada akal, seperti
melahirkan, istihlal, menyusui, haid atau ‘aib yang
tersembunyi pada diri wanita. Hal-hal seperti ini biasanya tidak
mungkin lupa dan untuk mengetahuinya tidak perlu
mempergunakan akal. Lain halnya dengan masalah hutang dan
yang sejenisnya yang membutuhkan akal dan logika untuk
memahaminya dengan baik. Karena itu, semestinya kesaksian
seorang laki-laki dan dua orang wanita dapat diterima dalam
semua masalah yang diterima padanya kesaksian seorang laki-
laki dan sumpah si penuntut. Ata’ dan Hamad bin Abi
Sulaiman berkata: kesaksian seorang laki-laki dan dua orang
wanita diterima dalam masalah hudid dan gisas. Dan menurut
pendapat pribadi Ibnu Qayyim, kesaksian wanita dapat
diterima dalam perkara nikah dan memerdekakan budak, serta
dalam kasus-kasus pidana yang mewajibkan denda harta
berdasarkan riwayat dari Jabir bin Zayid, Iyas bin Mu’awiyah,
al-Syu’bi dan al-Tsawrl. Ibnu Qayyim berkata, wanita yang
adil sama dengan laki-laki dalam soal kejujuran, amanah dan
agamanya. Hanya saja dikhawatirkan khilaf dan lupa, sehingga
pendapatnya harus diperkuat dengan pendapat wanita lain yang
sama dengannya.**?

Selanjutnya Abu Syugqah menjelaskan, yang patut
dilakukan pada masa sekarang ini adalah melakukan penelitian
ilmiah untuk mengetahui kemampuan wanita secara akurat dan
pasti bidang kekurangannya, kadar kekurangan tersebut, waktu

42Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, J1d. 1, hal. 280-281.
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kemunculan  kekurangan  tersebut, dan  persentase
keberadaannya di kalangan wanita. Kemudian perlu juga
diketahui bidang kelebihannya, kadar kelebihannya, dan waktu
kemunculan kelebihan tersebut. Dengan demikian kita pun
dapat mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga bagi
sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana ulama-ulama terdahulu
telah mempersembahkan penemuan ilmu mustalahul hadits
untuk mengetahui hadits sahih dan da’if, maka kita membantu
memahami nas (khususnya hadits) lewat pendekatan penelitian
ilmiah. Di sini Abu Syuqqah mengemukakan secara ringkas
hasil penelitian ilmiah yang sudah pernah dilakukan oleh
beberapa kalangan tentang wanita yang ia rangkumkan dalam
sepuluh kesimpulan.*** Namun penulis tidak mengutipnya di
sini, karena dirasa tidak diperlukan untuk penjelasan ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, Abu Syuqqah
tidak memiliki pendapat sendiri tentang kesaksian wanita. Ia
merujuk pada beberapa pendapat ulama yang dikutipnya dari
empat buah kitab, yaitu Fathu al-Bari, Bidayatu al-Mujtahid,
al-Muhalla, dan al-Turug al-Hukmiyyah. Intinya ia condong
kepada pendapat yang mengatakan kesaksian wanita pada
prinsipnya dapat diterima dalam semua perkara hukum. Namun
untuk lebih memahami tentang kepribadian wanita, baik dari
segi kelemahan dan kelebihannya, maka sepatutnya perlu
dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk hal tersebut.
Dengan harapan penelitian tersebut akan berguna bagi
pemahaman terhadap dalil yang membicarakan tentang wanita.

43 Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, J1d. 1, hal. 281-286.
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6. Huzaemah Tahido Yanggo

Huzaemah Tahido Yanggo adalah dosen Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
kelahiran Palu, Sulawesi Tengah. Seorang tokoh perempuan
yang sangat gigih dan konsisten terhadap syari’ah Islam.
Tokoh perempuan Indonesia ini aktif dan gigih dalam berbagai
kesempatan untuk menentang pemikiran-pemikiran kelompok
Islam liberal dan menjaga kemurnian ajaran Islam.***

Tulisan Huzaemah sengaja diangkat di sini, karena ia
menulis tentang kesaksian wanita dalam bukunya yang
berjudul Fikih Perempuan Modern. Dalam buku ini ia
membahas masalah kesaksian wanita dalam perspektif al-
Qur'an. Ia mengatakan, Islam memberikan hak-hak sipil
kepada wanita sebagaimana diberikannya kepada laki-laki.
Islam menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki
dalam pemenuhan hak-hak sipilnya, karena Islam menyamakan
derajat wanita dengan laki-laki, kecuali yang membedakannya
hanyalah ketakwaannya. Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah
akibat dari perbedaan fungsi dan tugas masing-masing,
sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu
merasa memiliki kelebihan atas yang lain. Dalam hal ini

“4Diaskses dari www.muslimdaily.netyWanita, pada tanggal 15
September 2011.
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Huzaemah berpedoman pada firman Allah dalam surah al-
Hujurat ayat 13 yaitu:*
d.'\_éjl_m eSLd:AJu_uj wéhﬂ;b\’u\@\b

Jm;;samu\es&m\mes‘)s\u\\ﬁju

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa

di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Berbicara masalah kesaksian wanita, Huzaemah
mengangkat surah al-Baqarah ayat 282, lalu menjelaskannya
bahwa ayat itu berbicara masalah transaksi tidak tunai, di mana
jumlah saksinya adalah dua orang laki-laki, atau boleh saksi
wanita dengan ketentuan dua orang wanita bersama satu orang
laki-laki. Kemudian Huzaemah menjelaskan pendapat para
ulama, di antarannya adalah al-Syafi’1 yang mengatakan, dalam
masalah harta boleh ditetapkan hukum hanya berdasarkan saksi
seorang laki-laki dan sumpah. Karena itu, berdasarkan praktek
Nabi, menurut al-Syafi’t setiap perkara yang dibolehkan
diputuskan dengan kesaksian seorang laki-laki dan sumpah,
maka diterima juga kesaksian wanita bersama laki-laki.**¢

4“SHuzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Modern, Ghalia
Indonesia, t.t.p., Cet. I, 2010, hal. 151.
46Huzaemah, Fikih Perempuan Modern, hal. 153-154.
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Kemudian Huzaemah mengutip pendapat al-Ghazali
yang mengatakan, kesaksian atas harta dibolehkan seorang
laki-laki dan dua orang wanita berdasarkan dalil surah al-
Baqgarah ayat 282. Termasuk dalam katagori ini adalah syirkah
(kerjasama), ijarah (sewa-menyewa), itlaf al-amwal (merusak
harta), ‘uqud al-daman (transaksi jaminan), pembunuhan
keliru, setiap pelukaan yang tidak berlaku gisas melainkan
membayar diyat harta, hak khiyar (hak memilih), dan fasakh
‘uqud (membatalkan transaksi). Dan Huzaemah menguatkan
pernyataan itu dengan mengutip pendapat al-Kasani yang
mengatakan, telah ijma’ ulama tentang tidak ada larangan
kesaksian wanita dalam masalah harta.*¥’

Selanjutnya Huzaemah mengutip pendapat Rasyid
Ridha yang mengatakan, maksud ayat 282 surah al-Baqarah itu
adalah kesaksian wanita bersama laki-laki dalam masalah harta
diterima meskipun ada dua orang laki-laki. Berikutnya ada
yang menarik dalam kupasannya tentang kesaksian wanita ini,
yaitu dijelaskannya tentang ‘il/lat kesaksian dua orang wanita.
Huzaemah mengutip pendapat Abui ‘Ubayd yang menafsirkan
kata W‘h\ M O dengan makna “lupa sebahagian dan
ingat sebahagian”. Kondisi seperti ini menunjukkan seseorang
itu dalam keadaan bingung dan tersesat. Lalu Huzaemah
mengutip  pendapat  al-Syawkani  menjelaskan,  ‘illat
ditetapkannya kesaksian wanita dua orang adalah al-tazkir
(mengingatkan). Maksudnya jika salah satu lupa materi
kesaksian, maka yang lain mengingatkannya (berdasarkan

“THuzaemah, Fikih Perempuan Modern, hal. 154.
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pendapat al-Baydawi dan al-Sabuni). Ini sebagai isyarat
tentang kurangnya daya ingat kaum wanita menurut pendapat
al-Baydawi.**8

Lebih lanjut Huzaemah mengatakan, pemahaman
tekstual terhadap ayat tersebut menyebabkan para ulama
menggeneralisasikan kesaksian wanita dalam semua masalah
hukum. Padahal maksud ayat itu menurut Huzaemah dengan
mengutip pendapat Mahmud Syaltit adalah kesaksian yang
bukan perkara hukum di muka hakim (pengadilan). Kesaksian
yang dimaksud adalah kesaksian di luar pengadilan, yang mana
kesaksian tersebut hanya berfungsi untuk mengukuhkan dan
menenangkan hati dua pihak yang melakukan transaksi
berkenaan dengan hak-hak mereka. Intinya adalah kedudukan
firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 yaitu sebagai
penguat atas hak-hak pemilikan, bukan berkenaan dengan
urusan peradilan.**

Adapun terhadap pernyataan yang menyebutkan
kesaksian wanita nilainya hanya setengah kesaksian laki-laki,
menurut Huzaemah bukan karena akalnya lemah atau kurang
sempurna kemanusiaannya, tetapi lebih karena perkara tersebut
bukan merupakan akkitivitas rutinitas yang menjadi profesi
wanita. Hal ini sesuai dengan kutipannya dari pendapat
Muhammad ’Abduh yang mengatakan, tidak semestinya
wanita menyibukkan dirinya dengan berbagai urusan yang
menyangkut masalah keuangan dan harta kekayaan lainnya,

4“SHuzaemah, Fikih Perempuan Modern, hal. 154-155.
“9Huzaemah, Fikih Perempuan Modern, hal. 155-156.
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karena daya ingat wanita dalam urusan-urusan seperti ini
cenderung lemah. Tetapi tidak demikian halnya dalam urusan-
urusan kerumahtanggaan yang memang sudah menjadi
kesibukannya, dalam masalah ini daya ingat wanita lebih kuat
dari daya ingat laki-laki.**°

Di sini Huzaemah juga ingin mempertegas tentang
kedudukan wanita yang dibicarakan ayat tersebut tidak dalam
poisis melemahkan wanita, tetapi lebih pada kondisi realita
yang ada ketika ayat turun. Dalam hal ini, Huzaemah mengutip
pendapat Mahmiid Syaltit yang mengatakan, ayat tersebut
turun berkenaan dengan kondisi yang lazim berlaku pada diri
wanita. Mereka tidak menghadiri majelis-majelis hutang-
piutang dan bursa-bursa perdagangan. Lain halnya jika
sebagian mereka ada yang giat beraktivitas dalam bidang ini,
maka wanita juga berhak dan memiliki nilai jaminan atau
kekuatan hukum seperti laki-laki. Tetapi hal itu tidak sama
sekali meniadakan sifat-sifat yang memang sudah menjadi
tabiat wanita dalam hidupnya.**!

Berikutnya Huzaeman menjelaskan tentang kesaksian
wanita dalam perkara pidana. Di sini ia mengutip pendapat
jumhur ulama yang mengatakan kesaksian dalam perkara gisas
adalah dua orang laki-laki, tidak diterima kesaksian seorang
laki-laki bersama dua oranng wanita. Pendapat jumhur ulama
ini berbeda dengan pendapat al-Awza’i, al-Zuhri dan al-
Syawkant yang mengatakan kesaksian wanita bersama laki-laki

4Huzaemah, Fikih Perempuan Modern, hal. 155-156.
$'Huzaemah, Fikih Perempuan Modern, hal. 156.
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dapat diterima dalam perkara tidak pidana gisas. Pendapat
yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Di sini
Huzaemah juga mengemukakan alasan fuqaha menolak
kesaksian wanita dalam perkara gisas yaitu karena
mengandung unsur syubhat, tanpa dijelaskan kenapa dianggap
syubhat.**

Penjelasan Huzaemah berikutnya berkaitan dengan
saksi wanita dalam pernikahan. Di sini ia mengutip pendapat
mazhab Maliki, al-Syafi’t, dan Hanbali yang menegaskan
kesaksian wanita tidak diterima secara mutlak dalam masalah
pernikahan, thalak, dan rujuk. Artinya kesaksian wanita tidak
diterima, baik beserta laki-laki atau tidak bersama laki-laki
dalam perkara pernikahan. Pendapat mereka itu dipedomani
pada hadits riwayat al-Bayhadf, yaitu:

(8 ol adde ) o il o Lgie d) o Aile o0
453(6_9.@_\_\3‘ b\j)) d_\.c Lﬁ&u} L;S).!y\ Cl&.\y
Artinya: Dari ’Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda; tidak

sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali dan
dua orang saksi laki-laki yang adil (HR. al-Baihaq).

Jumhur ulama menurut Huzaemah memahami kata
L..SML‘Z adalah jenis kelamin laki-laki, karena lafaz itu
menunjukkan kepada muzakkar (laki-laki). Di samping itu,
jumhur ulama juga berhujjah pada riwayat Malik dan Layts
dari Ibnu Syihab al-Zuhri, yang berbunyi:

42Huzaemah, Fikih Perempuan Modern, hal. 157-158.
43Huzaemah, Fikih Perempuan Modern, hal. 158-159.
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:}j’;ﬁ‘gh\eﬂujﬂkz émd!\dy)&@\w
454dM‘&\}[}‘CM“;YJ$JJM\@¢M‘DJLM

Dalam perkara pernikahan, Huzaemah menyimpulkan,
ada tiga pendapat ulama tentang kesaksian wanita dalam
pernikahan, yaitu:

a. Mazhab Hanafi menyatakan, boleh kaum wanita menjadi
saksi dalam pernikahan, karena laki-laki bukanlah syarat
kesaksian dalam nikah. Akan tetapi, mereka tidak boleh
sendiri tanpa disertai laki-laki dan jumlah mereka pun
minimal dua orang, sedangkan laki-laki jumlahnya minimal
satu orang.

b. Imam al-Syafi’l, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin
Hanbal, tidak membolehkan wanita menjadi saksi dalam
pernikahan, walaupun disertai laki-laki, sebab laki-laki
merupakan syarat kesaksian dalam pernikahan.

c. Mazhab Zahiri membolehkan kesaksian wanita dalam
pernikahan, walaupun tanpa disertai laki-laki, dengan syarat
jumlahnya minimal empat orang.*>

Dari paparan yang dikemukakan oleh Huzaemah,
penulis melihat tidak ada sesuatu yang baru yang
disampaikannya, melainkan hanya mengutip pendapat ulama
terdahulu saja. Karena itu, tidak ada yang perlu dianalisis lebih
jauh terhadap paparan Huzaemah di atas.

44Huzaemah, Fikih Perempuan Modern, hal. 159.
45SHuzaemah, Fikih Perempuan Modern, hal. 159.
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Terhadap apa yang dikemukakan oleh para ulama
modern di atas, tergambar bahwa di kalangan ulama modern
pun persoalan kesaksian wanita masih menjadi masalah yang
diperdebatkan; (1) apakah wanita dapat menjadi saksi dalam
semua persoalan hukum? dan (2) apakah dalam persoalan
mu’amalah harta yang telah disepakati wanita diterima
kesaksiannya, boleh bersaksi tanpa laki-laki? Kedua persoalan
ini merupakan masalah yang diikhtilafkan sejak dahulu.

Umumnya ulama modern sepakat dengan apa yang
dikemukakan oleh fugaha mazhab yang menyatakan, kesaksian
wanita hanya diterima dalam masalah mu’amalah harta saja
dan dalam hal-hal yang berkaitan secara spasifik dengan
kewanitaan yang tidak diketahui oleh laki-laki. Di sini timbul
problem modern dalam persoalan kesaksian dengan banyaknya
wanita yang sudah aktif sebagai wanita karir yang beraktivitas
di luar rumah, baik secara langsung atau tidak, akan terlibat
dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Sehingga
sangat mungkin wanita terlibat langsung pada berbagai
masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik
peristiwa tersebut berkaitan dengan mu’amalah harta atau
bahkan masalah jinayah, seperti perampokan, pencurian,
sampai pembunuhan.

Persoalan yang timbul adalah jika terjadi suatu
peristiwa hukum yang ketika itu hanya ada perempuan saja,
lalu apakah kesaksiannya itu tetap ditolak karena tidak ada
laki-laki bersamanya dalam persoalan mu’amalah, atau ditolak
sama sekali kalau dalam perkara jinayah. Jika hal ini terjadi,
maka keadilan tidak mungkin ditegakkan, kalau hanya dibatasi
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kesaksian itu pada laki-laki saja. Hal ini sebagaimana yang
dipertanyakan oleh Muhammad al-Ghazali; bagaimana jika
terjadi  kejahatan seperti pencurian, perampokan atau
pembunuhan di siang atau malam hari di sebuah rumah, yang
ketika itu hanya ada perempuan, karena kaum laki-laki masih
sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah.**® Lalu apakah kasus
tersebut tidak bisa diadili di muka persidangan, karena tidak
ada orang laki-laki yang menyaksikan persitiwa tersebut. Kalau
begitu pemahamannya, maka orang akan mengatakan, Islam itu
begitu rendah menilai kesaksian wanita, sehingga keadilan
yang menjadi prinsip dasar Islam perlu dipertanyakan. Karena
itu, penulis sangat condong dengan pendapat Ibnu Hazm, Ibnu
Qayyim, dan ulama modern seperti Mahmiid Syaltiit dan
Muhammad al-Ghazali, bahwa kesaksian wanita tidak terbatas
pada masalah-masalah harta saja, tetapi diterima dalam semua
kasus hukum, termasuk persoalan pidana dan lainnya. Cuma
saja kesaksian laki-laki lebih diutamakan dari pada kesaksian
wanita, khususnya dalam perkara pidana. Artinya jika ada saksi
laki-laki, maka kesaksian laki-laki yang harus didahulukan
dibandingkan dengan kesaksian wanita. Hal ini bukan berarti
kesaksian wanita akan diabaikan begitu saja, tetapi hakim
semestinya tetap meminta kesaksian wanita, meskipun dalam
perkara pidana, tetapi hanya sebagai penguat dari apa yang
telah disampaikan oleh saksi laki-laki. Malah dalam perkara
akad mu’amalah harta, penulis condong dengan apa yang
dikemukakan oleh mufassir Ab1 al-Su’iid yang mengatakan
bahwa saksi itu harus orang yang diridhai (Q aa N u-u) oleh

46Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 59.
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para pihak yang melakukan akad. Menurut Abi al-Su’td,
kedudukan saksi wanita bukanlah sebagai pengganti ketiadaan
saksi laki-laki, melainkan karena saksi wanita lebih diridhai
walaupun ada orang laki-laki.*®” Maksudnya adalah dalam
perkara mu’amalah harta, penulis condong mengatakan,
kesaksian wanita sama dengan kesaksian laki-laki dari segi
kualitasnya, jika mereka diridhai oleh para pihak yang berakad.

Adapun dari segi metode penalaran, penulis tidak
menemukan bentuk konkrit dari metode yang dipakai oleh
kalangan ulama modern berkaitan dengan penetapan hukum
kesaksian wanita. Kecuali yang dikemukakan oleh Mahmud
Syaltut yang menetapkan hukum kesaksian wanita dengan
digiyaskan pada kasus hukum /i’an. Di mana kedudukan
sumpah seorang isteri (wanita) sama kuatnya dengan sumpah
seorang suami (laki-laki). Sedangkan ulama lainnnya, menurut
hemat penulis, mereka hanya merujuk pada pendapat mazhab
dengan tidak mengemukakan dalil lain, termasuk pendapat
Muhammad al-Ghazali yang menyatakan kesaksian wanita
diterima dalam semua perkara hukum termasuk pidana, dengan
merujuk pada pendapat Ibnu Hazm. Di sini penulis tidak
menemukan bentuk ijtithad ulama modern yang menurut Daniel
W. Brown lebih mengutamakan pada prinsip umum al-Qur an
dalam menetapkan suatu hukum dengan menjadikan sunnah

STAbT al-Su’td, Tafsir Abi al-Su’iid, Juz. 1, Dar al-Kutub al-
‘Ilmiah, Bairut-Libaonon, t.t, hal.320-321.
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hanya sebagai penguat saja, bukan sebaliknya.*® Penjelasan
lebih detail masalah tersebut dibahas pada bagian berikut ini.

B. Diskusi Dalil

Dari paparan pendapat mazhab dapat ditarik
kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan pendapat di kalangan
mazhab, khususnya antara jumhur ulama dengan Ibnu Hazm
terletak pada perbedaan dalil yang digunakan. Ibnu Hazm
berpendapat hadits riwayat al-Bukhart dan Muslim, yaitu:

dlﬁé.\hhd;)ﬂ\"d@%d.@o\jﬂ\ oJ\.@_&ua.\j\ -
(Lg‘)laﬂ\a\‘j))l.@lssumwdhs

459(?1..“ o\j)) g.;) sl d/ g.u\)fa\ a.ALé_&s

Merupakan penjelas terhadap keterangan al-Qur'an dalam
surah al-Baqarah ayat 282. Artinya, ketentuan dalam surah al-
Baqgarah ayat 282 yang membicarakan kesaksian dalam
konteks hutang-piutang (transaksi secara bertempo) tidak
dipahaminya sebagai makna khusus dari lafaz ayat tersebut,
tetapi didasari pada keumuman lafaz hadits yang tidak
membatasi kesaksian wanita pada masalah tertentu.

Dilihat dari segi fungsi sunnah terhadap al-Quran,
salah satunya berfungsi sebagai bayan takhsis (memberi batas

“8Daniel W. Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic
Thought, Terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, Mizan, Bandung,
1996, hal. 147.

41bnu Hazm, al-Muhalla, Juz. 10, Maktabah al-Humbhuriyah al-
‘Arabiyah, Mesir, 1970, hal. 571.
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atau mengkhususkan) terhadap ayat-ayat yang ‘am (makna
umum), nampaknya pendapat Ibnu Hazm bertentangan dengan
teori yang telah dibangun tersebut. Ibnu Hazm memahami
kebalikannya dalam konteks ini, ia menjadikan hadits yang
umum untuk memahami ayat yang khusus. Dalam hal ini
penulis berkesimpulan, meskipun jumhur ulama tafsir dan
fugaha berpendapat keterangan al-Qur’an surah al-Baqarah
ayat 282 adalah kesaksian khusus dalam masalah hutang-
piutang, namun menurut Ibnu Hazm, meskipun ayat tersebut
hanya menyebutkan masalah hutang-piutang, tetapi tidak
berarti hanya masalah tersebut yang dimaksud oleh ayat.
Karena tidak ada ayat lain yang secara konkrit dalam masalah
pidana yang menyatakan kesaksian yang diterima hanyalah
kesaksian laki-laki, kecuali dalam masalah kesaksian zina,
sebagaimana Allah berfirman:
ah AR 213l Aag ol 5 Al & cliiaddll (a0 il
(4 05) 530 ol
Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang
baik-baik  (berbuat zina) dan mereka tidak
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.

Menurut penulis, jumhur ulama memahami lafaz
“¢)3g% 42y )1 pada ayat di atas adalah empat orang saksi laki-
laki. Sedangkan Ibnu Hazm menjadikan keterangan surah al-
Baqarah ayat 282 dan hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim
sebagai penjelasnya. Artinya, kesaksian empat orang laki-laki
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dapat diganti oleh kesaksian wanita, dengan perbandingan satu
orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan.

Dalam hal ini timbul masalah, jika hanya dalam
masalah zina yang ada ketentuan tentang kesaksian dalam al-
Qur'an, yaitu empat orang saksi, sedangkan dalam kasus
pidana lainnya tidak ada ketentuan, maka bagaimana para
ulama menetapkan hukum tentang masalah-masalah tersebut.
Menurut penulis, para ulama berhujjah kepada ketentuan surah
al-Bagarah ayat 282, bahwa jumlah saksi itu dalam semua
perkara hukum selain zina adalah dua orang. Hal ini
sebagaimana tergambar dalam ungkapan Wahbah al-Zuhayli (1.
1932 M) berikut ini:

Wl e semadl (38 Galusill 5 (5 A1 2 aall jila
o Opgd ) sagdind gt b Al gl Gala ) Baledy
e el salgs L J¥ 5 (282 by Sl
L4600 ).u N E

Artinya: Dan dalam masalah hudiid yang lain (selain zina) dan
qisas, jumhur sepakat mengatakan bahwa saksi yang

diterima dua orang laki-laki, sesuai dengan firman

Allah: dan persaksikanlah dengan dua orang saksi

dari orang-orang lelaki di antaramu (al-Baqarah: 282),

dan tidak diterima kesaksian wanita bersama laki-laki,

juga tidak diterima kesaksian wanita semuanya tanpa
laki-laki.

460Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, J1d. 8, Dar
al-Fikr, Damsyik, 1997, hal. 6045.
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Dalam hal ini ternyata jumhur ulama tidak membatasi
keterangan surah al-Bagarah ayat 282 yang membicarakan
tentang masalah hutang-piutang dari segi jumlah saksi (dua
orang saksi) kepada semua masalah hukum, baik mu’amalah
harta maupun pidana, yang dibatasi hanyalah penerimaan
kesaksian wanitanya saja, karena mereka berhujjah pada
perkataan al-Zuhri. Ini menunjukkan ketidakkonsistennya
jumhur dalam istinbat hukumnya, di mana surah al-Baqarah
ayat 282 yang mereka pahami hanya membicarakan masalah
kesaksian dalam bidang mu’amalah harta, sehingga mereka
membatasi kesaksian wanita itu khusus dalam masalah
tersebut. Namun tenyata mereka juga memahami ayat tersebut
sebagai dalil hukum terhadap kesaksian dalam masalah pidana
selain zina, dengan mengatakan saksi pidana selain kasus zina
adalah dua orang laki-laki.

Kemudian dalam hal ini juga timbul masalah, ternyata
kalangan Hanafiyyah menerima kesaksian wanita dalam
masalah selain perkara harta benda, yaitu nikah, rujuk dan
thalak, kecuali hudiid dan gisas. Padahal dasar ayat yang
dipeganginya yaitu surah al-Thalak ayat 2, yang oleh kalangan
jumhur dipahami hanya laki-laki:

&_Q}JMJQA)SJ\B \&_QJJMJ :J:S)SMLSL}@J;\U’JJ\JIA
(2 d\ \)ﬂbd@\‘ﬁﬂ‘_jé&édd&d}d‘_jl@a&\j

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka
rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka
dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang
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saksi (laki-laki) yang adil di antara kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Dalam masalah ini, nampaknya kalangan Hanafiyyah
menjadikan surah al-Bagarah ayat 282 sebagai penjelas
terhadap surah al-Thalak ayat 2 tersebut. Di sini nampak
ketidakkonsistennya pendapat Hanafiyyah dalam hal metode
penafsiran ayat. la menjadikan ayat yang secara khusus
membicarakan masalah kesaksian dalam masalah mu’amalah
hutang-piutang (al-Bagarah: 282) sebagai penjelas terhadap
ayat yang secara khusus membicarakan masalah rujuk dan
thalak (al-Thalak: 2). Ini menunjukkan kalangan Hanafiyyah
tidak menjadikan keterangan surah al-Baqarah ayat 282
merupakan dalil khusus tentang kesaksian dalam masalah
hutang-piutang saja, tetapi dapat diterima dalam semua
masalah hukum, selain Ahudiid dan gisas, karena ada dalil lain
yang dlpeganglnya yaltu ungkapan darl al-Zuhrt:

AL\\ GAAJ)AQ})SJL;I\ a.luu.qu.\.\sﬂ;“)eluzjdc
461 UAL.\ASMJJJJAA\&;M‘ DJL@-&YU\LA@_\S

Dalam hal ini Ibnu Hazm menolak ungkapan dari al-
Zuhri tersebut, karena menurut penilaian ulama hadits
kedudukannya da 7. Dan tidak ada hadits lain yang sahih yang
dapat dijadikan sebagai penjelas terhadap surah al-Baqarah
ayat 282 selain hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim seperti
tersebut di muka. Berdasarkan kedua hadits tersebut, bahwa

461 Alauddin al-Hanafi, Mu'in al-Hukkam, Syirkah Maktabah wa
Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1973,hal. 92.
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kesaksian wanita tidak dibatasi dalam masalah tertentu,
termasuk dalam masalah pidana, baik hudid, gqisas/diyat
maupun fa zir.

Dari keterangan di atas, menurut penulis, ternyata
kalangan jumhur ulama tidak konsisten memahami surah al-
Bagarah ayat 282 sebagai ayat khusus dalam masalah
kesaksian hutang-piutang. Mereka juga tidak sepakat dengan
keterangan ayat tersebut bahwa kesaksian wanita hanya
diterima dalam masalah hutang-piutang saja. Itu artinya
pengkhususan pemahaman terhadap surah al-Baqarah ayat 282
bersifat subyektif dari para fugaha. Oleh karena itu,
pemahaman Ibnu Hazm terhadap surah al-Bagarah ayat 282
bukanlah sebuah keanehan dalam metode ijtithadnya, karena hal
yang sama juga dilakukan oleh kalangan Hanafiyyah dan
jumhur ulama. Jadi menurut penulis, yang penting dipahami di
sini bahwa keterangan surah al-Baqarah ayat 282 bukanlah
penjelasan khusus tentang kesaksian dalam masalah hutang-
piutang, melainkan dalam semua masalah hukum lainnya.

Terhadap dalil hadits yang dipegangi oleh Ibnu Hazm,
jumhur ulama tidak menjadikan hadits tersebut (riwayat al-
Bukhari dan Muslim) di muka sebagai penjelas surah al-
Bagarah ayat 282. Menurut jumhur ulama, hadits tersebut telah
dikhususkan (fakhsis) keumumannya oleh ungkapan dari al-
Zuhri. Jadi dengan kata lain, menurut jumhur ulama, ungkapan
dari al-ZuhrT tersebut merupakan hadits yang berfungsi sebagai
bayan ta’kid (penguat, penegas) terhadap keterangan al-Qur’an
dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang membicarakan tentang
kesaksian dalam konteks hutang-piutang.
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Di sini timbul permasalahan tentang kenapa jumhur
ulama berpegang kepada hadits riwayat al-Zuhr1 yang menurut
penilaian Ibnu Hazm dan ulama hadits termasuk kategori hadits
da’if, karena sanadnya terputus dan salah satu perawinya
bernilai cacat/tercela. Hal ini sebagaimana tergambar juga
dalam kitab hadits Nayl al-Awtar, Muhammad al-Syawkan1
menyatakan, Ibnu Abt Syaibah telah meriwayatkan ucapan al-
Zuhr1 dengan sebuah isnad yang di dalamnya terdapat al-Hajjaj
bin Artah dan ia adalah da’if, di samping itu keberadaan hadits
itu sendiri adalah hadits mursal, yang tidak bisa digunakan
untuk berhujjah, sehingga tidak pantas untuk mentakhsiskan
keumuman al-Qur'an.*®* Di samping itu, sebagaimana telah
dipaparkan pada Bab Dua, sub Bab B point 2, bahwa penulis
menemukan ungkapan dari al-Zuhr itu dilihat dari segi
sanadnya merupakan hadits yang sangat kontroversial. Di
mana hampir tidak ada satu sanad-pun yang sama antara satu
kitab hadits dengan kitab hadits lainnya. Dan semua sanad itu
bermasalah, ada yang disandarkan kepada Nabi, tetapi terputus
di tingkat sahabat, ada yang hanya disandarkan kepada sahabat
saja, tetapi ada juga yang terputus samadnya pada tingkat
sesudah sahabat. Penulis tidak menemukan keterangan yang
menjelaskan alasan jumhur ulama berpegang kepada hadits
riwayat al-Zuhr tersebut.

Sebagaimana juga telah dipaparkan pada Bab Dua, hasil
pelacakan penulis terhadap keberadaan ungkapan al-Zuhri
dalam kitab-kitab hadits muktamad, yaitu Kutub al-Tis ah

462Muhammad al-Syawkani, Nayl al-Awtar, Juz. 7, Dar al-Fikr,
t.tp, t.t, hal. 183.
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(Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abii Dawud, Sunan
al-Turmuzi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad
Ahmad, Muwatta® Imam Malik, dan Sunan al-Darumi), penulis
tidak menemukan ungkapan tersebut. Tetapi ungkapan senada
ditemukan dalam kitab al-Sunan al-Kubra karangan al-
Bayhaqi, namun bukan berasal dari al-Zuhri, melainkan dari
Hasyim.*®® Penulis juga menemukan ungkapan senada dalam
kitab Musannaf Ibnu Abi Syaybah sebanyak sembilan buah
matan yang ke semua sanadnya berpangkal pada sahabat Abt
Bakar dan dua di antaranya dari jalur al-Zuhri.*** Selain dalam
kitab Musannaf Ibnu Abi Syaybah, ungkapan senada penulis
temukan dalam kitab Musannaf ‘Abd al-Razaq.*®®

Dilihat dari segi rentetan sanad dan matan, ternyata
ungkapan yang dikutip oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya al-
Muhalla berbeda dengan ungkapan dalam kitab Musannaf Ibnu
Abi Syaybah, yang dua sanadnya juga berujung pada al-Zuhri.
Ibnu Hazm mengutipnya dari jalur Ibnu Wahab, dengan
rentetan sanad: Isma’il bin ‘Ayasy, al-Hajjaj bin Artah, dan al-
Zuhri, tidak disebutkan perawi tingkat shahabat, sebagaimana
tergambar berikut ini:

463Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, Juz. 10, Dar al-Fikr, t.tp, t.t,
hal. 148.

4641bnu Abi Syaybah, Musannaf Ibnu Abt Syaybah, Juz. 6, Program
al-Maktabah al-Syamilah, hal. 544. Lihat uraian matan dan sanadnya pada
Bab Dua.

465¢Abd al-Razaq, Musannaf ‘Abd al-Razagq, Juz. 8, Program al-
Maktabah al-Syamilah, hal. 330-331. Lihat uraian matan dan sanadnya
pada Bab Dua.
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Sedangkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaybah,
kedua ungkapan tersebut berasal dari sahabat Abu Bakar,
dengan rentetan sanadnya adalah pertama, Abtu Bakar, Hafis
dan ‘Ubadah bin al-‘Awam, Hajjaj, dan al-Zuhri. Kedua, Abu
Bakar, Ma’in bin ‘Isa, Ibnu Abi Dha'ib, dan al-Zuhri,
sebagaimana tergambar berikuti ini:

C\;;uc \jd\uqahcjuas;\_uhd\&)&y\l_uh .
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Dari uraian di atas, ada kemungkinan jawaban dari
pertanyaan di atas: “kenapa jumhur ulama berpegang kepada
perkataan al-Zuhri yang dianggap da’if oleh Ibnu Hazm dan
ulama hadits?” adalah karena ada banyak jalur sanad yang
menjadi sumber ungkapan tersebut. Hal ini sesuai dengan
pendapat sebagian ulama yang mentolerir penggunaan hadits
da’if sebagai hujjah dengan beberapa persyaratan, antara lain:

46Tbnu Hazm, al-Muhalla, hal. 571.
47Ibnu Abi Syaybah, Musannaf Ibnu Abt Syaybah, Juz. 6, hal. 544.

368



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

a. Keda'ifannya tidak terlalu lemah, tidak sampai ke tingkat
munkar atau mawdu ’;

b. Memiliki beberapa jalur sanad, sehingga satu sama lain
dianggap akan saling menguatkan;

c. Hanya berkaitan dengan masalah-masalah fadilah ‘amal.**®

Menurut  penulis, ungkapan al-Zuhri tersebut
sebenarnya diakui oleh jumhur ulama bahwa ungkapan tersebut
termasuk hadits da’if, namun karena memiliki banyak jalur

468Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits,
Bulan Bintang, Jakarta, Cet. II, 1955, hal. 111-112. Al Yasa' Abubakar,
Ushul Figih II, Diktat Kuliah, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah TAIN
Ar-Raniry, 1993/1994, hal. 18. Dalam kitab Usiul al-Hadits ‘Ulumuhu wa
Mustalahuhu, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib menjelaskan bahwa ada tiga
pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan hadits da’if, yaitu (1)
Hadits da 7f itu tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik mengenai fada ‘il
maupun ahkam. Berdasarkan riwayat Ibnu Sayyidinnas dari Yahya ibn
Ma’in. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu ‘Arabi. Tampaknya juga
merupakan pendapat Imam al-Bukhari dan Muslim, berdasarkan kriteria-
kriteria yang dipahami dari keduanya, dan ini juga merupakan pendapat
Ibnu Hazm. (2) Hadits da’if bisa diamalkan secara mutlak. Pendapat ini
dinisbahkan kepada Abt Dawud dan Imam Ahmad. Keduanya berpendapat
bahwa hadits da’if lebih kuat daripada ra’yu (pikiran) perseorangan. (3)
Hadits da’if bisa digunakan dalam masalah fada'il, mawa’idz atau yang
sejenis, bila memenuhi beberapa syarat. Ibnu Hajar menyebutkan syarat-
syarat tersebut sebagai berikut: a. Keda ‘ifannya tidak telalu, sehingga tidak
tercukup di dalamnya seorang pendusta atau yang tertuduh berdusta yang
melakukan penyendirian, juga orang yang terlalu sering melakukan
kesalahan. Al-Ala’iy meriwayatkan kesepakatan ulama mengenai syarat ini.
b. Hadits da 7f itu masuk dalam cakupan hadits pokok yang bisa diamalkan.
c. Ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa ia berstatus kuat, tetapi
sekadar berhati-hati. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usal al-Hadits ‘Ulumuhu
wa Mustalahuhu, Dar al-Fikr, Bairut, 1989, hal. 351.
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sanad, maka dapat dijadikan sebagai hujjah. Selain itu,
kemungkinan jumhur ulama berpegang kepada perkataan al-
Zuhr1 adalah karena kualitas keilmuan al-Zuhrt dalam masalah
agama cukup dikenal dan diakui banyak pihak, bahkan beliau
tidak hanya termasuk ahli hukum, tetapi juga termasuk ahli
hadits di kalangan tabi’in Madinah.*®® Jadi menurut penulis,

49Suhaimi, Kesaksian Wanita Dalam Islam (Studi Analisis
Terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Hazm), Tesis, Tidak Diterbitkan, PPs
IAIN Ar-Raniry, 1996. hal. 91. Dan dalam kitab Tarikh al-Tasyri’ al-Islami,
Hudhari Bik menjelaskan bahwa al-ZuhrT nama aslinya Muhammad bin
Muslim yang terkenal dengan Ibnu Syihab al-Zuhri. Lahir tahun 50 H dan
wafat tahun 124 H. Ia menerima hadits antara lain dari ‘Abdullah bin
‘Umar, Anas bin Malik, dan Sa’id bin Musayyab. Layts bin Sa’id berkata:
saya tidak pernah melihat seorang ‘alim yang lebih lengkap daripada al-
Zuhri, sebagaimana diceritakan dalam al-Targhib. Maka kamu katakan
bahwa selain dia tidak baik. Hanya dialah orang yang baik dalam
menceritakan tentang bangsa Arab dan keturunan-keturunan. Demikian juga
jika menceritakan tentang al-Qur'an dan sunnah. ‘Umar bin ‘Abdul Aziz
berkata bahwa tidak ada seorang-pun yang lebih pandai tentang sunnah
yang lampau daripada al-Zuhr1. Malik berkata: selama Ibnu al-Syihab masih
hidup di dunia, tidak ada tandingannya. Al-Layts mengatakan bahwa al-
Zuhr itu termasuk orang yang paling dermawan, ia mendidik putera
Hisyam bin ‘Abdul Malik dan duduk-duduk dengannya, serta Hisyam telah
meminta kepadanya untuk mendikte suatu vak kepada sebagian puteranya,
kemudian ia mendiktekan 400 hadits untuknya. Setelah kurang lebih
sebulan, ia bertemu dengan al-Zuhri, maka ia berkata kepadanya bahwa
kitab itu (catatan 400 hadits itu) telah hilang, maka ia minta untuk
mengambil sebuah buku tulis, kemudian mendiktekannya lagi. Kemudian
buku itu dibandingkan dengan buku pertama, maka ternyata al-Zuhr tidak
ketinggalan se-huruf-pun. Malik mengatakan bahwa Ibnu al-Syihab datang
ke Madinah dan ia memegang tangan Rabi’ah, lantas keduanya masuk ke
rumah buku-buku besar (perpustakaan), ketika keduanya keluar pada waktu
‘Ashar, Ibnu al-Syihab berkata: saya tidak menduga bahwa di Madinah ada
orang yang seperti Rabi’ah. Dan Rabi’ah ketika keluar berkata: saya
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kelemahan dari perkataan al-Zuhr tidak terletak pada al-Zuhrt
sendiri, melainkan pada rentetan sanad sebelum sampai
kepadanya, yaitu Hajjaj ibnu Artah, dan juga karena sanad
hadits tersebut terputus.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, jumhur ulama
dan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum tentang kesaksian
wanita tidaklah hanya berdasarkan al-Qur'an atau sunnah saja,
tetapi hasil munasabah (konformitas) dari kedua sumber
hukum tersebut, dengan menjadikan sunnah sebagai bayan
terhadap al-Qur’an. Menurut jumhur ulama, ungkapan dari al-
Zuhr1 sebagai bayan takhsis (memberi batas atau
mengkhususkan) terhadap ayat 282 surah al-Baqarah yang
bersifat ‘am (makna umum), sedangkan Ibnu Hazm melihat
hadits dari al-Bukhari dan Muslim sebagai bayan ta’kid
(penguat, penegas) terhadap ketentuan al-Qur'an dalam surah
al-Baqarah ayat 282 tersebut. Ini artinya, penetapan hukum
yang dilakukan oleh jumhur ulama dan Ibnu Hazm sudah
sesuai dengan kaidah hukum bahwa sunnah merupakan
penjelas terhadap al-Qur’an. Adapun perbedaan kesimpulan
hukum antara jumhur ulama dengan Ibnu Hazm tentang
kedudukan kesaksian wanita dalam masalah pidana terletak
pada penentuan sunnah yang berbeda sebagai penjelas terhadap
surah al-Baqgarah ayat 282.

menduga bahwa tidak ada seorang-pun yang mencapai ilmu seperti apa
yang dicapai oleh Ibnu al-Syihab. Hudhari Bik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami,
(terj. Mohammad Zuhri), Darul Thya, Indonesia, t.t. hal 306-308.
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Pandangan jumhur ulama dan Ibnu Hazm yang
menjadikan sunnah sebagai penjelas al-Qur’an terhadap semua
masalah hukum, berbeda dengan pandangan kalangan
pembaharu. Sebagaimana dikemukakan oleh Daniel W. Brown
bahwa kaum pembaharu hukum Islam dari kalangan ulama
modern, seperti Muhammad al-Ghazali, melihat sebuah sunnah
itu dengan melepaskan diri dari keterpakuan terhadap isnad
dan lebih meneliti kepada matan. Di samping itu, mereka juga
lebih berpegang kepada prinsip-prinsip hukum umum
meskipun harus mengesampingkan sunnah tertentu (sekalipun
hadits sahih). Sumber fundamental bagi prinsip-prinsip hukum
tersebut adalah al-Qur’an. Karena itu, al-Qur'an harus
dikembalikan pada posisi yang tepat, yaitu sebagai penentu
dalam menilai keotentikan sebuah sunnah.*”°

Kecenderungan kaum pembaharu tersebut yang
menjadikan al-Qur’an sebagai dasar penetapan hukum dan
sunnah sebagai penguatnya saja, merupakan sebuah kebalikan
dari pandangan klasik (jumhur ulama) yang mengutamakan
sunnah daripada al-Qur’an, yang melihat sunnah (khususnya
hadits sahih) sebagai penjelas al-Qur'an yang tidak mungkin
salah dan tidak mungkin dibatalkan oleh al-Qur an.
Muhammad al-Ghazalt (w. 1966 M) sebagai salah seorang
kaum pembaharu menyatakan, tujuan utamanya adalah
mengembalikan sunnah pada posisinya di bawah pengayoman
prinsip-prinsip al-Qur’an. Karena itu, Muhammad al-Ghazali

4Daniel W. Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic

Thought, Terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, Mizan, Bandung,
1996, hal. 147.
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mengeluhkan figh yang mengutamakan sunnah namun
mengabaikan al-Qur'an. Menurutnya, tidak ada figh yang
terpisah dari pemahaman al-Qur'an dan terhadap situasi
modern.*’!

Khusus dalam masalah kesaksian wanita, Muhammad
al-Ghazalt memahami keterangan firman Allah dalam surah al-
Bagarah ayat 282, bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam
masalah pidana, baik dalam jarimah gisas maupun hudiid. la
menyayangkan terhadap pemikiran kaum muslimin yang
menurutnya telah menjauhkan wanita dari kesempatan
memberi kesaksian dalam berbagai bidang peradilan yang amat
penting, yakni dalam masalah gisas dan hudiid, bidang yang
bersangkutan dengan nyawa dan kehormatan manusia, padahal
al-Qur’an dalam surah al-Baqarah ayat 282 tidak melarangnya.
Menurut Muhammad al-Ghazali seharusnya kalangan muslim
memahami bahwa wanita dapat diterima sebagai saksi dengan
perbandingan satu laki-laki sama dengan dua wanita dalam
semua perkara peradilan. Tetapi nyatanya, kalangan muslim
telah membatasi pemahaman surah al-Baqarah ayat 282 ini
tentang kesaksian wanita hanya pada kasus mu’amalah saja,
khususnya masalah harta, dan melarang menerima kesaksian
wanita dalam berbagai bidang peradilan lainnya.*”

Menurut penulis, di sini nampak sekali perbedaan sudut
pandang antara ulama mazhab dengan ulama pembaharu dalam
menetapkan suatu hukum syara’. Menurut ulama mazhab,

4"Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyah, hal. 33.
42Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyah, hal. 58-59.
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semua ketentuan hukum dalam al-Qur'an ada penjelasannya
dalam sunnah, sehingga mereka selalu mencari sunnah untuk
memahami suatu ayat yang membicarakan suatu hukum
tertentu, seperti dalam masalah kesaksian wanita. Sedangkan
kaum pembaharu melihat al-Qur'an sebagai dasar utama dalam
penetapan suatu hukum syara’. Mereka tidak berpegang kepada
sunnah jika menurut mereka bertentangan dengan ketentuan al-
Qur'an. Dalam hal ini kaum pembaharu mengklaim bahwa
ulama mazhab telah mengabaikan al-Qur'an sebagai dasar
hukum utama dalam menentukan suatu hukum figh, dengan
menjadikan sunnah sebagai penentunya. Pandangan kaum
pembaharu tersebut seolah-olah menjadikan al-Qur’an sebagai
satu-satunya dasar hukum syara’, sedangkan sunnah hanya
sebagai dalil hukum untuk menguatkan maksud al-Qur an.
Berbeda dengan ulama mazhab yang melihatnya bahwa al-
Qur'an dan sunnah adalah satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dalam menetapkan suatu hukum syara’.

Dari paparan di atas belum tergambar jelas bagaimana
metode penetapan (istinbat) hukum kalangan pembaharu yang
berbeda dengan fuqaha mazhab. Di sini penulis melihat
kalangan fuqaha mazhab dalam metode istinbat (penetapan)
hukumnya menempuh langkah sebagai berikut:

Pertama melihat ketentuan ayat al-Qur'an, lalu
memahaminya menurut kaidah kebahasaan (lughawi).
Kemudian merujuk kepada sunnah untuk menguatkannya atau
merincikannya atau bahkan untuk menentukan maksudnya
(hukumnya). Berdasarkan pemahaman atau penalaran /ughawi
(kaidah kebahasaan) dan penjelasan sunnah mereka menarik
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kesimpulan hukumnya. Hal ini dapat digambarkan dalam
skema berikut:

(kaidah kebahasaan)
Penalaran lughawi

\ 4

Sunnah

y

[ Kesimpulan hukum ]

Dari gambar di atas terlihat bahwa model penetapan
hukum seperti itu sama dengan cara kerja metode tafsir tahlili,
yaitu suatu metode tafsir yang mengkaji ayat-ayat al-Qur’an
dari seluruh aspeknya. Seorang penafsir dengan metode ini, ia
mengkaji al-Qur'an ayat demi ayat dan surah demi surat
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mengikuti runtutan ayat sesuai dengan urutan yang telah
tersusun dalam mushaf. Penafsir memulai uraiannya dengan
mengemukakan arti kosa kata dan lafaz, menjelaskan arti yang
dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, yaitu
unsur ijaz, balaghah dan keindahan susunan kalimat,
menjelaskan apa yang dapat diistinbatkan dari ayat, yaitu
hukum figh, arti bahasa, norma-norma akhlak, aqidah, janji,
ancaman, haqiqat, majaz, kinayah, dan isti’arah. la juga
mengemukakan munasabah (komformitas) antara ayat-ayat
dan relevansinya dengan surah sebelum dan sesudahnya.
Penafsir juga membahas mengenai asbab al-nuzul, hadits-
hadits dari Rasul dan riwayat dari para shahabat dan tabi’in,
bahkan kadang-kadang bercampur baur dengan pendapat para
penafsir itu sendiri dan seringkali pula beraduk dengan
pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat
membantu memahami nas al-Qur an tersebut.*’?

Ini berbeda dengan yang ditawarkan oleh kalangan
pembaharu yang menetapkan hukum dengan melihat pada
prinsip umum al-Qur'an. Prinsip umum itu diambil dari
penjelasan ayat-ayat yang terkait (satu tema). Berdasarkan
prinsip umum itu lalu disesuaikan dengan penjelasan sunnah,
kemudian ditarik kesimpulan hukumnya. Di sini sunnah hanya

413¢Ali Hasan al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, (Terj.
Ahmad Akrom), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. II, 1994, hal. 41.
Dan Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu’iy;, Suatu
Pengantar, (Terj. Suryan A. Jamrah), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Cet. I1, 1996, hal. 12.
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sebagai penguat saja, bukan penentu hukum. Hal ini dapat
digambarkan dalam skema berikut:

[ Al-Qur'an ]

Prinsip Umum Saling Menjelaskan Sunnah
Ayat <

[ Kesimpulan Hukum ]

Dari gambar di atas terlihat model ijitihad hukum
kalangan pembaharu yang menetapkan hukum dengan merujuk
pada prinsip umum ayat, lalu disinkronkan dengan sunnah,
baru diambil kesimpulan hukum. Model seperti ini sama
dengan cara kerja metode tafsir mawdu’7, yaitu metode tafsir
yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara
menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang membicarakan
tentang satu masalah (tema) serta mengarah pada satu
pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu cara
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turunnya berbeda, tersebar di berbagai surah. Kemudian ia
menentukan ayat-ayat itu sesuai dengan masa turunnya,
mengemukakan  sebab  turunnya sepanjang hal itu
memungkinkan (jika ayat itu ada asbab al-nuzulnya),
menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji seluruh segi dan
apa yang dapat diistinbatkan darinya, unsur i’rab dan
balaghahnya, segi-segi ijaz dan lainnya, sehingga satu tema
itu dapat diuraikan secara tuntas.*’*

Namun menurut penulis, kalangan ulama modern yang
diangkat pemikirannya di atas tidak menerapkan secara benar
metode panafsiran mawdu T dalam penetapan hukum kesaksian
wanita. Hal ini seperti terlihat pada metode yang dilakukan
oleh Muhammad al-Ghazali. la menetapkan hukum kesaksian
wanita hanya berdasarkan keterangan surah al-Bagarah ayat
282, dengan menolak ungkapan dari al-Zuhri, yang dinilainya
da’if. Tetapi prinsip penetapan hukum dengan pendekatan
tafsir mawdhu't ini telah digagas oleh kalangan pembaharu
lainnya, seperti Fazlur Rahman (w. 1988 M), Hassan Hanafi
(1.1935 M), Muhammad Syahrir (1. 1938 M), dan Abd al-Hayy
al-Farmawi. Namun demikian, sebenarnya metode pendekatan
tafsir mawdu’t dalam pengistinbatan hukum syara’ telah lebih
dulu dipraktekkan oleh ulama periode pertengahan yaitu Ibnu
al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H). Ia membahas masalah

474Ali Hasan al-‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, (Terj.
Ahmad Akrom), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. II, 1994, hal. 41.
Dan Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu’iy; Suatu
Pengantar, (Terj. Suryan A. Jamrah), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Cet. II, 1996, hal. 36.
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kesaksian dengan merujuk pada seluruh ayat al-Qur'an yang
membicarakan tentang kesaksian. Menurutnya ada lima ayat
yang menjadi dasar hukum tentang kesaksian. Dari lima ayat
tersebut, hanya satu ayat saja yang secara khusus menyebutkan
kesaksian laki-laki dan perempuan, yaitu surah al-Baqarah ayat
282, sedangkan dalam empat ayat lainnya tidak disebutkan,
yaitu surah al-Nisa" ayat 15, al-Nur ayat 4, al-Maidah ayat 106
dan al-Thalak ayat 2. Beliau memahami bahwa kebiasaan al-
Qur'an yang tidak spesifik menyebutkan laki-laki atau
perempuan berarti maksud ayat tersebut adalah laki-laki dan
perempuan, sehingga beliau berkesimpulan bahwa yang
dimaksudkan kesaksian dalam empat ayat yang lain itu adalah
laki-laki dan perempuan. Dan beliau mengangkat hadits
“bukankah kesaksian wanita itu setengah kesaksian laki-
laki’sebagai bayan terhadap seluruh ayat tentang kesaksian.*’®

Dari penjelasan Ibnu al-Qayyim terlihat bahwa model
penetapan hukum yang dilakukannya dengan merujuk pada
ayat-ayat yang membicarakan tentang kesaksian, kemudian
diambil prinsip umumnya bahwa ayat-ayat yang tidak secara
khusus membicarakan laki-laki dan perempuan, maka maksud
ayat adalah laki-laki dan perempuan. Berdasarkan prinsip
umum ini, lalu ia merujuk pada penjelasan sunnah yang
mengatakan bahwa “bukankah kesaksian wanita itu setengah
kesaksian laki-laki”. Di sini terjadi kesinkronan antara prinsip
umum ayat dengan keterangan sunnah. Berdasarkan prinsip
umum ayat dan keterangan sunnah lalu ia menarik hukum

4BSIbnu Qayyim, I’lam al-Muwagqqi’in, Juz. 1, Dar al-Fikr, Bairut,
t.t, hal. 91-94.
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bahwa kesaksian wanita dapat diterima dalam semua masalah
hukum.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang
posisi sunnah dalam penetapan hukum Islam, baik menurut
fugaha mazhab maupun modern. Menurut fugaha mazhab,
sunnah memegang peranan penting dalam memahami maksud
al-Qur’an. Semua masalah hukum yang dibicarakan oleh al-
Qur’an dipastikan ada penjelasan sunnahnya. Sehingga mereka
akan selalu mencari sunnah yang menjadi bayan dari suatu ayat
al-Qur’an. Malahan menurut fugaha mazhab, sunnah kadang-
kadang dapat berdiri sendiri dalam menetapkan hukum yang
tidak ada dalam al-Qur'an dan kadang-kadang juga sunnah
dapat berfungsi sebagai ndasikh (penghapus) terhadap hukum
yang ditetapkan oleh al-Qur’an. Atau dengan kata lain, dalam
pandangan fuqaha mazhab, sunnah mempunyai posisi yang
sejajar dengan al-Qur an.

Menurut kalangan pembaharu, sunnah hanya berfungsi
sebagai penjelasan tambahan/melengkapi (merincikan) atau
penguat saja (bayan tafsir atau bayan ta’kid). Maksudnya
adalah al-Qur'an yang menentukan ketentuan hukumnya,
sedangkan sunnah hanya merincikannya saja atau menguatkan
kembali apa yang ditetapkan oleh al-Qur’an. Intinya, sunnah
bukan penentu hukum yang dimaksudkan al-Qur‘an. Sebagai
contoh dalam masalah kesaksian wanita, fuqaha mazhab
memahami ayat al-Qur'an berdasarkan penjelasan sunnah, dari
penjelasan sunnah tersebut mereka berkesimpulan bahwa
kesaksian wanita hanya diterima dalam masalah harta dengan
ketentuan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan.
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Kesaksian wanita tidak dapat diterima dalam masalah pidana
dan beberapa perkara lainnya seperti nikah, thalak, rujuk dan
lain-lain. Dasar hukum yang dirujuknya adalah firman Allah
dalam surah al-Baqarah ayat 282 dan ungkapan dari al-Zuhri.
Sedangkan menurut kalangan pembaharu (seperti dikemukakan
Ibnu Qayyim) bahwa prinsip umum al-Qur'an yaitu jika ayat
tidak menyebutkan secara spesifik laki-laki dan perempuan,
maka yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Jadi
dalam masalah kesaksian hanya surah al-Baqarah ayat 282
yang secara spesifik menyebutkan laki-laki dan perempuan,
sedangkan empat ayat lainnya tidak menyebutnya secara
spesifik laki-laki dan perempuan, sehingga dipahami bahwa
yang dimaksudkan ayat adalah laki-laki dan perempuan. Jadi
berdasarkan prinsip umum al-Qur’an itu, maka menurut
kalangan pembaharu wanita dapat menjadi saksi dalam segala
masalah hukum, dan ini dipertegas oleh hadits riwayat al-
Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa “bukankah
kesaksian wanita itu setengah kesaksian laki-laki”. Kedudukan
hadits tersebut bukan sebagai penentu maksud ayat (hukum)
yang membicarakan tentang kesaksian, melainkan hanya untuk
memperkuat keterangan al-Qur’an.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, di antara tokoh
pembaharu dari kalangan ulama modern yang menggagas
metode penafsiran tematik (mawdu’7) yaitu Fazlur Rahman,
Muhammad Syahriir, Hassan Hanafi dan Abd al-Hayy al-
Farmawi. Menurut Abdul Mustaqim, metode tematik Fazlur
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Rahman?*’ sebenarnya berangkat dari asumsi bahwa ayat-ayat
al-Qur’an saling menafsirkan (parts of the Qur an interpret

476Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di
Hazara, suatu daerah di Anak Benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak
di Barat Laut Pakistan. Nama keluarga Fazlur Rahman adalah Malak,
namun nama keluarga Malak ini tidak pernah digunakan dalam daftar
referensi baik di Barat ataupun di Timur. Fazlur Rahman dilahirkan dalam
suatu keluarga muslim yang sangat religius. Pada umur sepuluh tahun ia
sudah dapat menghafal al-Qur'an. Adapun mazhab yang dianut oleh
keluarganya ialah mazhab Hanafi. Walaupun hidup di tengah-tengah
keluarga mazhab Sunni, Fazlur Rahman mampu melepaskan diri dari sekat-
sekat yang membatasi perkembangan intelektualitasnya dan keyakinan-
keyakinannya. Dengan demikian, Fazlur Rahman dapat mengekspresikan
gagasan-gagasannya secara terbuka dan bebas. Seperti pendapat mengenai
wajibnya shalat tiga waktu yang dijalani oleh penganut mazhab Syi’ah,
Fazlur Rahman beranggapan bahwa praktek tersebut dibenarkan secara
historis, karena Muhammad SAW. pernah melakukannya tanpa sesuatu
alasan.

Ayah Fazlur Rahman merupakan penganut mazhab Hanafl yang
sangat kuat, namun beliau tidak menutup diri dari pendidikan modern.
Ayahnya berkeyakinan bahwa Islam harus memandang modernitas sebagai
tantangan dan kesempatan. Pandangan ayahnya inilah yang kemudian
mempengaruhi pemikiran dan keyakinan Fazlur Rahman.

Pada tahun 1933, Fazlur Rahman melanjutkan pendidikannya di
sebuah sekolah modern di Lahore. Selain mengenyam pendidikan formal,
Fazlur Rahman pun mendapatkan pendidikan tradisinonal dalam kajian-
kajian keislaman dari ayahnya, Maulana Syahab al Din. Materi pengajaran
yang diberikan ayahnya ini merupakan materi yang ia dapat ketika
menempuh pendidikan di Darul Ulum Deoband, di wilayah Utara India.
Ketika berumur 14 tahun, Fazlur Rahman sudah mulai mempelajari filsafat,
bahasa Arab, teologi atau kalam, hadits dan tafsir. Setelah menyelesaikan
pendidikan menengahnya, Fazlur Rahman kemudian melanjutkan
pendidikannya dengan mengambil bahasa Arab sebagai kosentrasi studinya
dan pada tahun 1940 ia berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Art. Dua
tahun kemudian, tokoh utama gerakan neomodernis Islam ini berhasil
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menyelesaikan studinya di universitas yang sama dan mendapatkan gelar
Master dalam bahasa Arab.

Pada tahun 1946, Fazlur Rahman berangkat ke Inggris untuk
melanjutkan  studinya di Oxford University. Keputusannya untuk
melanjutkan studinya di Inggris dikarenakan oleh mutu pendidikan di India
ketika itu sangat rendah. Di bawah bimbingan Profesor S. Van den Berg dan
H A R Gibb, Fazlur Rahman berhasil menyelesaikan studinya tersebut dan
memperoleh gelar Ph. D pada tahun 1949 dengan disertasi tentang Ibnu
Sina. Disertasi Fazlur Rahman ini kemudian diterbitkan oleh Oxford
University Press dengan judul Avicenna’s Psychology.

Ketika tinggal di Inggris, Fazlur Rahman sempat mengajar di
Durham University. Kemudian pindah mengajar ke Institute of Islamic
Studies, McGill University, Kanada, dan menjabat sebagai Associate
Professor of Philosophy sampai awal tahun 1960. Menurut pengakuan
Fazlur Rahman, ketika menempuh studi pascasarjana di Oxford University
dan mengajar di Durham University, konflik antara pendidikan modern
yang diperolehnya di Barat dengan pendidikan Islam tradisional yang
didapatkan ketika di negeri asalnya mulai menyeruak. Konflik ini kemudian
membawanya pada skeptisisme yang cukup dalam, yang diakibatkan
studinya dalam bidang filsafat.

Setelah tiga tahun mengajar di McGill University, akhirnya pada
awal tahun 1960 Fazlur Rahman kembali ke Pakistan. Selanjutnya pada
tahun 1962, Fazlur Rahman diminta oleh Ayyub Khan untuk memimpin
Lembaga Riset Islam (Islamic Research Institute) dan menjadi anggota
Dewan Penasihat Ideologi Islam (The Advisory Council of Islamic
Ideology). Motivasi Fazlur Rahman untuk menerima tawaran dari Ayyub
Khan dapat dilacak pada keinginannya untuk membangkitkan kembali visi
al-Qur'an yang dinilainya telah terkubur dalam puing-puing sejarah. Namun
para ulama tradisional menolak jika Fazlur Rahman mendudukinya, ini
disebabkan oleh latar belakang pendidikannya yang ditempuh di Barat.
Penentangan atas Fazlur Rahman akhirnya mencapai klimaksnya ketika
jurnal Fikr-o-Nazar menerbitkan tulisannya yang kemudian menjadi dua
bab pertama bukunya yang berjudul Islam. Pada tulisan tersebut, Fazlur
Rahman mengemukakan pikiran kontroversialnya mengenai hakikat wahyu
dan hubungannya dengan Muhammad SAW. Menurut Fazlur Rahman, al-
Qur'an sepenuhnya adalah kalam atau perkataan Allah SWT, namun dalam
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other parts), seperti telah dipopulerkan oleh ulama dengan
adagium al-Qur an yufassiru ba’duhu ba’dan. Akan tetapi para
ulama dahulu dinilai oleh Fazlur Rahman tidak berusaha
menyatukan makna ayat-ayat al-Qur’an secara sistematis untuk
membangun pandangan dunia al-Qur'an, sehingga mereka

arti biasa, al-Qur'an juga merupakan perkataan Muhammad SAW. Akibat
pernyataan-pernyataannya tersebut, Fazlur Rahman dinyatakan sebagai
munkir-i-Quran (orang yang tidak percaya al-Qur'an). Pada akhir tahun
1969 Fazlur Rahaman meninggalkan Pakistan untuk memenuhi tawaran
Universitas California, Los Angeles, dan langsung diangkat menjadi Guru
Besar Pemikiran Islam di universitas yang sama.

Konsistensinya dan kesungguhannya terhadap dunia keilmuan
akhirnya Rahman mendapatkan pengakuan lembaga keilmuan berskala
internasional. Pengakuan tersebut salah satunya ialah pada tahun 1983 ia
menerima Giorgio Levi Della Vida dari Gustave E von Grunebaum Center
for Near Eastern Studies, Universitas California, Los Angeles.

Pada pertengahan dekade 80-an, kesehatan tokoh utama
neomodernisme Islam tersebut mulai terganggu, di antarannya ia mengidap
penyakit kencing manis dan jantung. Konsistensi Rahman untuk terus
berkarya pun ditandai oleh lahirnya karya yang berjudul Revival and
Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism. Walaupun baru
diterbitkan setelah beliau wafat, namun pengerjaannya dilakukan ketika
sakit beliau makin parah dengan dibantu oleh puteranya. Akhirnya, pada 26
Juli 1988 profesor pemikiran Islam di Univesitas Chicago itu pun tutup usia
pada usia 69 tahun setelah beberapa lama sebelumnya dirawat di rumah
sakit Chicago.

Di antara pemikiran yang berhasil dihasilkan oleh Rahman adalah
Islamic Methodology in History (1965), dan Islam (1966). Buku berikutnya
yang Rahman hasilkan ialah Islam and Modernity: Transformation of an
Intelectual Tradition. Diakses dari ashrilfathoni.wordpress.com/2009/.../
biografi-fazlur-rahman, pada tanggal. 04 Maret 2011.
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dinilai gagal memahami al-Qur'an secara utuh dan holistik
(menyeluruh dan saling terkait).*”’

Menurut  Abdul  Mustaqim, Fazlur  Rahman
berpandangan, ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan
terkait dengan penggunaan metode tematik ini. Pertama, sedikit
sekali usaha yang dilakukan oleh para mufassir untuk
memahami al-Qur’an sebagai satu kesatuan. Selama ini, kaum
muslim belum pernah membicarakan secara adil (berimbang)
masalah-masalah mendasar mengenai metode penafsiran al-
Qur'an. Selain itu, terdapat kesalahan dalam memahami
keterpaduan al-Qur'an, sehingga ia sering dipahami secara
parsial (terpisah-pisah). Kedua, dengan berlalunya waktu,
maka sudut pandang yang berbeda dan pemikiran yang dimiliki
sebelumnya (prakonsepsi) oleh mufassir cenderung lebih
menjadi obyek penilaian bagi pemahaman yang “baru”,
daripada menjadi bantuan untuk memahami al-Quran. Dengan
kata lain, prakonsepsi (prior texs) cenderung membawa ke arah
subyektivitas mufassir yang berlebihan, meskipun produk tafsir
seperti ini tidak diragukan akan mampu menghasilkan
pandangan yang mendalam, namun gagasan itu tidak diambil
dari internal al-Qur’an itu sendiri. Di sinilah metode tematik
akan mampu mengontrol bias-bias ideologi yang dipaksakan
dalam penafsiran al-Qur'an. Sebab, akurasi sebuah penafsiran
al-Qur’an dapat dilacak dengan mempertimbangkan struktur
logis dan hubungan ayat-ayat yang setema yang menjadi objek

47TAbdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Cet. 1,
LKiS, Yogyakarta, 2010, hal. 165-166.
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kajian. Sehingga gagasan non-Qur'ani dalam penafsiran al-
Quran akan dapat dieliminasi sedemikian rupa.*’®

Muhammad Syahriir*”® juga sepakat tentang metode
penafsiran al-Qur’an secara tematik. Dalam hal ini, menurut

48 Abdul Mustaqim, Epistemologi TafsirKontemporer, hal. 166-
167.

4"Muhammad Syahriir lahir di Damaskus, Suriah, pada 11 April
1938, putera dari Deyb bin Deyb Syahriir dan Siddigad binti Salih Filyun.
Syahrur dikaruniai 5 orang anak; Tariq, al-Lays, Basul, Masun dan Rima,
sebagai buah pernikahannya dengan ’Azizah. Syahriir mulai pendidikan
dasar dan menengah di sekolah tempat kelahirannya. Dalam usianya ke 19,
tahun 1957, Syahrur memperoleh ijazah sekolah menengah pada lembaga
pendidikan ’Abd al-Rahman al-Kawabibi, Damaskus. Setahun kemudian,
pada bulan Maret 1958, atas beasiswa pemerintah ia berangkat ke Moskow,
Uni Soviet (sekarang Rusia), untuk mempelajari teknik sipil (a/-Hadathah
al-Madaniyah). Jenjang pendidikan ini ditempuhnya selama lima tahun
mulai 1959 hingga berhasil meraih gelar Diploma pada tahun 1964,
kemudian kembali ke negara asalnya mengabdikan diri pada Fakultas Sipil
Universitas Damaskus pada tahun 1965.

Pada tahun 1969 Syahrir meraih gelar Master dan tiga tahun
kemudian, 1972, ia menyelesaikan program Doktoralnya. Pada tahun ini
juga ia diangkat secara resmi menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil
Universitas Damaskus mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan
Geologi hingga sekarang. Meskipun Muhammad Syahriir basic
pendidikannya teknik, namun tidak berarti ia kosong sama sekali mengenai
wacana pemikiran keislaman, sebab akhirnya beliau tertarik untuk mengkaji
al-Qur’an dan hadith secara serius dengan pendekatan ilmu filsafat bahasa
dan dibingkai dengan teori ilmu eksaktanya, bahkan beliau juga menulis
buku dan artikel tentang pemikiran keislaman.

Berbagai kegiatan yang cukup menyita perhatiannya tidak
menyurutkan semangatnya untuk terus berkarya dalam bidang tulis menulis.
Beberapa buku dalam bidang spesialisasinya telah ditulis dan tersebar di
Damaskus, seperti teknik Fondasi Bangunan (Handasat al-Asasat) tiga
volume dan Teknik Pertanahan (Handasat al-Turbat).
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Hal yang menarik dalam bentangan sejarah perjalanan intelektual
Syahrtr adalah perhatiannya yang cukup serius terhadap kajian-kajian
keislaman. Menurutnya, umat Islam sekarang terpenjara dalam kerangkeng
kebenaran yang diterima begitu saja (Musallamat/taken for Granted) yang
sebenarnya harus dikaji ulang. Kebenaran-kebenaran yang terbalik,
sebagaimana sebuah lukisan yang di gambar dari pantulan kaca cermin.
Semua terkesan benar padahal hakekatnya adalah salah. Sejak awal abad ke
20, lanjut Syahriir, muncul berbagai upaya pemikiran yang mencoba untuk
meluruskan kesalahan ini dengan menampilkan Islam sebagai sebuah
akidah dan tata cara hidup. Tetapi sayang, karena upaya tersebut tidak
menyentuh persoalan yang paling mendasar dalam pemikiran keislaman
yaitu akidah yang seharusnya dikaji secara filosofis, upaya-upaya tersebut
tidak mampu mengurai dilema pemikiran keislaman yang sebenarnya.

Perkenalan dan kekaguman Syahrur terhadap ide-ide Marxis saat ia
melanjutkan studi di Moskow -sekalipun tidak mengklaim sebagai penganut
Marxis- serta perjumpaannya dengan Ja’far Dakk al-Bab - sahabat karibnya
di Moskow dan sekaligus guru dalam bidang bahasa, memiliki peran
penting dalam perkembangan pemikirannya. Dari Ja’far Dakk al-Bab,
Syahriir banyak belajar tentang bahasa yang mengantarkannya melakukan
penelitian terhadap berbagai kosa kata penting dalam al-Qur’an. Diskusi
Syahriir dengan Ja’far Dakk al-Bab secara intens sangat membantu
menghasilkan ~ gagasan-gagasan yang dituangkan dalam  karya
monumentalnya al-Kitab wa al-Qur’an; Qira’ah Mu asirah. Penyusunan
buku ini berlangsung selama 20 tahun (1970-1990) dengan melewati tiga
tahapan proses. Tahap pertama (1970-1980), merupakan masa pengkajian
dan peletakan dasar awal metodologi pemahaman terhadap al-Dhikr, al-
Risalah dan al-Nubuwwah serta beberapa kata kunci lain dalam al-Qur’an.
Dalam fase ini Syahriir belum membuahkan hasil pemikiran terhadap a/-
Dhikr. Hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran taqlid
yang diwariskan dan ada dalam khazanah karya Islam lama dan modern, di
samping cenderung pada Islam sebagai ideologi (aqidah) baik dalam bentuk
kalam maupun figh mazhab. Selain itu dipengaruhi pula oleh kondisi sosial
yang melingkupi ketika itu.

Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, Syahrtir mendapati beberapa
hal yang selama ini dianggap sebagai dasar Islam, namun ternyata bukan,
karena ia tidak mampu menampilkan pandangan Islam yang murni dalam
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menghadapi tantangan abad 20. Menurutnya, hal itu dikarenakan dua hal;
Pertama, pengetahuan tentang ’aqidah Islam yang diajarkan di madrasah-
madrasah beraliran Mu’tazilah atau Asy’ari. Kedua, pengetahuan tentang
figh yang diajarkan di Madrasah-madrasah beraliran Hanaft, Maliki, Syafi’,
Hanbali ataupun Ja’fari. Menurut Syahriir, apabila penelitian ilmiah dan
modern masih terkukung oleh kedua hal tersebut, maka studi Islam berada
pada titik yang rawan.

Tahap kedua terhitung mulai 1980-1986. Pada tahun 1980, Syahriir
bertemu dengan teman lamanya, Dr. Ja’far (yang mendalami studi bahasa di
Uni Soviet antara 1958-1964). Dalam kesempatan tersebut, Syahrar
menyampaikan tentang perhatian besarnya terhadap studi bahasa, filsafat
dan pemahaman terhadap al-Qur’an. Kemudian Syahriir menyampaikan
pemikiran dan disertasinya di bidang bahasa yang disampaikan di
Universitas Moskow pada 1973. Topik disertasinya mengenai pandangan
linguistik *Abd al-Qadir al-Jurjani (ahli nahwu dan balaghah) dan posisinya
dalam linguistik umum. Lewat Ja’far, Syahrir belajar banyak tentang
linguistik termasuk filologi, serta mulai mengenal pandangan-pandangan al-
Farra’, Abl Ali al-Farisi serta muridnya, Ibnu Jinni dan al-Jurjani. Sejak
itu, Shahriir berpendapat bahwa sebuah kata memiliki satu makna dan
bahasa Arab merupakan bahasa yang di dalamnya tidak terdapat sinonim.
Selain itu, antara nahwu dan balaghah tidak dapat dipisahkan, sehingga
menurutnya, selama ini ada kesalahan dalam pengajaran bahasa Arab di
berbagai Madrasah dan Universitas.

Sejak itu pula, Syahrir mulai menganalisis ayat-ayat al-Qur’an
dengan model baru, dan pada 1984, ia mulai menulis pokok-pokok
pikirannya bersama Ja’far yang digali dari al-Kitab. Sedangkan tahap ketiga
mulai 1986-1990. Dalam tahap ini, Syahrir mulai intensif menyusun
pemikirannya dalam topik-topik tertentu, 1985-an akhir dan 1987, ia
menyelesaikan bab pertama dari al-Kitab wa al-Qur’an, yang merupakan
masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai 1990, dan
diterbitkan pada tahun tersebut pula. Bukunya telah menjadi sasaran
pandangan kritis dari pemegang otoritas keagamaan yang mapan atas dasar
muatan pengetahuannya yang sangat cermat dan detail. Hingga sekarang, ia
telah menerbitkan melalui penerbit yang sama, yaitu al-4hali, empat karya
ilmiah sebagai bagian dari sebuah seri penerbitan yang disebutnya "Studi
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Ja’far Dikk al-Bab, Syahriir mengemukakan pemahaman baru
terhadap pemaknaan istilah tartil al-Qur’'an. Selama ini istilah
tersebut dimaknai dengan at-ta ’annugq fi tilawatihi yang berarti
”memperindah bacaannya”. Zamakhsyari dalam buku Asas al-
Balaghah, bab ra-ta-la menjelaskan bahwa ayat wa rattil al-
Qur'an tartild, merupakan majaz yang berarti “hendaklah
seseorang memperindah bacaan al-Qur’an dan penulisan huruf-
hurufnya” (tarassala fi tilawatihi wa ahsana fi ta’lifi hurifihi).
Akan tetapi Syahrir bersandar pada akar kata ra-ta-la yang

Islam Modern" (Dirasat Islamiyyah Mu’asirah). Selain seri ini, dia telah
menulis sebuah booklet kecil dan sejumlah artikel di Surat kabar.

Terbitnya buku -yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai
metode baru dalam interpretasi teks kitab suci al-Qur’an ini- ternyata
memicu kontroversi yang keras, dan dalam beberapa hal, buku Syahriir
merupakan karya intelektual dunia Arab yang setara dengan buku Allan
Bloom, The Closing of The American Mind, mereka yang tidak setuju
dengan pemikirannya yang dekonstruktif dan sekaligus rekonstruktif
memandangnya sebagai an enemy of Islam (musuh Islam) dan a western
and zionist agent (agen Barat dan zionis). Untuk merusak otoritas persatuan
umat Islam atau berkomitmen melakukan perbuatan yang tak termaafkan
dalam wilayah penafsiran. Bahkan karya Syahriir itu jauh lebih berbahaya
dibandingkan dengan buku Safanic Verses (karya Salman Rusdhie).
Kemudian bermunculan beberapa buku lain, baik dari pihak yang pro
maupun yang kontra. Di antara yang bisa disebut di sini adalah buku
Tahafut Qira’ah Mu’asirah (1985) oleh Dr. Munir Muhammad Tahir al-
SAWwaf, seorang sarjana hukum dari Libanon dan buku al-Furgan wa al-
Qur’an (1994) oleh Khalid *Abd al-Rahman al-Akk, di samping Qira’ah
ala Kitab; al-Kitab wa al-Qur’an oleh Hallah al-Qari’, cendekiawan
Palestina yang tinggal di Mesir. Masih ada lagi Mujarrad al-Tanjim, 3 Vol
(1991) oleh Salim al-Jabi dan al-Qur’an al-Mu’asirah li al-Qur’an fi al-
Mizan (1995) oleh Ahmad ’Imran. Dan karya-karya para peneliti, seperti
Wael B. Hallaq, Dale F. Eickelmsn, Andreas Christmann dll. Diakses dari
imdad-gresik.blogspot.com) Tokoh Islam, pada tanggal. 04 Maret 2011.
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berarti “menyusun dan mengaturnya” (nasagahu wa
nadamahu). Syahrur berpendapat bahwa tidak mungkin
penggalan ayat keempat dari surat al-Muzammil tersebut
dipahami dengan arti “memperindah dalam bacaannya”.
Karena ayat setelahnya (inna sanulqi ‘alaika qawlan tsaqila)
sama sekali tidak terkait dengan memperindah bacaan (at-
taannuq fi tilawatihi). Alasannya adalah karakter “sulit atau
berat” pada rangkaian kalimat gawlan tsaqila (perkataan yang
berat/sulit) tidak dimaksudkan sebagai kesulitan dalam
pengucapan, melainkan kesulitan memahami kandungan ilmu
dalam al-Qur’an. Karena itu, ayat wa rattil al-Qur'an tartila
harus dimaknai dalam konteks yang sama, yaitu menyusun
ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan tema dalam
sebuah rangkaian, sehingga mudah memahami
kandungannya.*°

Menurut Abdul Mustaqim, Fazlur Rahman dan Syahriir
memiliki  kekurangan dalam hal ini, keduanya tidak
menjelaskan langkah-langkah metodis secara detail mengenai
cara menerapkan metode tafsir tematik. Sedangkan Hassan
Hanafi*! membuat delapan langkah metodis yang harus
dilakukan dalam penafsiran tematis, yaitu:

“9Muhammad Syahriir, Dirasat Islamiyah Mu’asirah fi ad-Dawlah
wa al-Mujtama’ (Tirani Islam; Genealogi Masyarakat dan Negara), Terj.
Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata, Cet. I, LkiS, Yogyakarta,
2003, hal. xxi

“8'Hassan Hanafi lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo, dekat

Benteng Salahuddin, daerah perkampungan al-Azhar. Sejak tahun 1952
sampai dengan 1956 Hanafi belajar di Universitas Cairo untuk mendalami
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bidang filsafat. Berikutnya Hanafi berkesempatan untuk belajar di
Universitas Sorborne; Perancis, pada tahun 1956 sampai 1966. Di Perancis
inilah ia dilatih untuk berpikir secara metodologis melalui kuliah maupun
bacaan atau karya orientalis. Ia sempat belajar pada seorang reformis
Katolik, Jean Gitton; tentang metodologi berpikir, pembaharuan, dan
sejarah filsafat. Ia belajar fenomenologi dari Paul Ricouer, analisis
kesadaran dari Husserl, dan bimbingan penulisan tentang pembaharuan
Ushul Fikih dari Profesor Masnion.

Hanafi juga mengajar di Universitas Kairo dan beberapa
universitas di luar negeri. Ia sempat menjadi profesor tamu di Perancis
(1969) dan Belgia (1970). Kemudian antara tahun 1971 sampai 1975 ia
mengajar di Universitas Temple, Amerika Serikat. Pengalaman dengan para
pemikir besar dunia dalam berbagai pertemuan internasional, baik di
kawasan negara-negara Arab, Asia, Eropa, dan Amerika membantunya
semakin paham terhadap persoalan besar yang sedang dihadapi dunia dan
umat Islam di berbagai negara.

Karya-karya Hanafi dapat diklasifikasikan menjadi tiga priode,
yaitu: priode pertama berlangsung pada tahun 60-an; periode kedua pada
tahun 70-an, dan periode ketiga dari tahun 80-an sampai dengan 90-an.
Masing masing priode terdapat perkembangan pemikiran Hanafi dan
dinamika politik di Mesir mempunyai pengaruh besar pada pemikirannya.
Pada awal daSAWarsa 1960-an pemikiran Hanafi dipengaruhi oleh faham-
faham dominan yang berkembang di Mesir, yaitu nasionalistik-sosialistik
populistik yang juga dirumuskan sebagai ideologi Pan Arabisme, dan oleh
situasi nasional yang kurang menguntungkan setelah kekalahan Mesir
dalam perang melawan Israel pada tahun 1967.

Awal periode 1970-an, Hanafi juga memberikan perhatian
utamanya untuk mencari penyebab kekalahan umat Islam dalam perang
melawan Israel tahun 1967. Oleh karena itu, tulisan-tulisannya lebih bersifat
populis. Di awal periode 1970-an, ia banyak menulis artikel di berbagai
media massa, seperti al Katib, al-Adab, al-Fikr al-Mu’ashir, dan Mimbar al-
Islam. Pada tahun 1976, tulisan-tulisan itu diterbitkan sebagai sebuah buku
dengan judul Qadaya Mu’asirat fi Fikrina al-Mu’asir. Kemudian, pada
tahun 1977, kembali ia menerbitkan Qadaya Mu ‘asirat fi al Fikr al-
Gharib. Buku kedua ini mendiskusikan pemikiran para sarjana Barat untuk
melihat bagaimana mereka memahami persoalan masyarakatnya dan
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kemudian mengadakan pembaruan. Sementara itu Dirasat Islamiyyah, yang
ditulis sejak tahun 1978 dan terbit tahun 1981, memuat deskripsi dan
analisis pembaruan terhadap ilmu-ilmu keislaman klasik, seperti ushul fikih,
ilmu-ilmu ushuluddin, dan filsafat. Dimulai dengan pendekatan historis
untuk melihat perkembangannya, Hanafi berbicara tentang upaya
rekonstruksi atas ilmu-ilmu tersebut untuk disesuaikan dengari realitas
modern.

Periode selanjutnya, yaitu dasawarsa 1980-an sampai dengan awal
1990-an, dilatarbelakangi oleh kondisi politik yang relatif lebih stabil
ketimbang masa-masa sebelumnya. Dalam periode ini, Hanafi mulai
menulis al-Turats wa al-Tajdid yang terbit pertama kali tahun 1980. Buku
ini merupakan landasan teoretis yang memuat dasar-dasar ide pembaharuan
dan langkah-langkahnya. Kemudian, ia menulis al- Yasar al-Islami (Kiri
Islam), sebuah tulisan yang lebih merupakan sebuah "manifesto politik"
yang berbau ideologis. Buku Min al-Aqidah ila al-Tsaurah (5 jilid), yang
ditulisnya selama hampir sepuluh tahun dan baru terbit pada tahun 1988.
Buku ini memuat uraian terperinci tentang pokok-pokok pembaruan yang ia
canangkan dan termuat dalam kedua karyanya yang terdahulu. Oleh karena
itu, bukan tanpa alasan jika buku ini dikatakan sebagai karya Hanafi yang
paling monumental.

Selanjutnya, pada tahun-tahun 1985-1987, Hanafi menulis banyak
artikel yang ia presentasikan dalam berbagai seminar di beberapa negara,
seperti Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Timor Tengah, Jepang,
termasuk Indonesia. Kumpulan tulisan itu kemudian disusun menjadi
sebuah.buku yang berjudul “Religion, Ideology, and Development” yang
terbit pada tahun 1993. Beberapa artikel lainnya juga tersusun menjadi buku
dan diberi judul Islam in the Modern World (2 jilid). Bapak tiga anak ini
menulis sedikitnya 20 buku dan puluhan makalah ilmiah. Karyanya yang
populer di Indonesia antara lain al-Yasar al-Islami (Kiri Islam), Min al-
‘Aqgidah ila al-Tawrah (Dari Teologi ke Revolusi), Turath wa Tajdid
(Tradisi dan Pembaharuan), Islam in The Modern World (1995), dan
lainnya. Hasan Hanafi bukan sekedar pemikir revolusioner, tapi juga
reformis tradisi intelektual Islam klasik. Diakses dari pusat-
akademik.blogspot.com/.../biorgafi-karya-dan-pemikiran-dr-hasan.html,
pada tanggal. 04 Maret 2011.
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a.

Seorang mufassir harus secara sadar mengetahui dan
merumuskan komitmennya terhadap problem sosial
politik tertentu. Dengan kata lain, setiap penafsir yang
muncul harus dilandasi oleh keprihatinan-keprihatinan
tertentu atas kondisi kontemporernya.

Perlu bercermin pada proses lahirnya teks al-Qur'an
yang didahului oleh realitas, dan dia juga harus
merumuskan tujuan penafsirannya. Sebab, tidak
mungkin seorang mufassir memulai kegiatannya
dengan tanpa kesadaran akan apa yang ingin
dicapainya.

Harus dapat menginventarisasikan ayat-ayat terkait
dengan tema yang menjadi komitmennya.
Menginventarisasi bentuk-bentuk linguistik atau bahasa
untuk kemudian diklasifikasikan atas dasar bentuk-
bentuk linguistik sebagai landasan bagi langkah kelima,
yaitu membangun struktur makna yang tepat dengan
sasaran yang dituju.

Membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran
yang dituju, sehingga makna dan objek yang dituju
menjadi satu kesatuan. Bagi Hassan Hanafi, makna
adalah subyek-objek seperti halnya tujuan atau sasaran
adalah objek-subyek sekaligus.

Melakukan analisis terhadap problem faktual dalam
situasi empirik (realitas) yang dihadapi penafsir,
misalnya isu kemiskinan, penindasan, dan pelanggaran
hak asasi manusia.
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g.

Membandingkan struktur ideal sebagai hasil deduksi
teks dengan problem faktual yang diinduksikan dari
realitas empirik melalui perhitungan statistik dan ilmu
sosial.

Menggambarkan rumusan praktis sebagai langkah akhir
proses penafsiran yang transformatif. Inilah yang
dimaksudkan oleh Hassan Hanafi bahwa penafsiran
berangkat dari realitas menuju teks dan dari teks
menuju realitas. Ini pula yang dia maksud bahwa
penafsiran menjadi bentuk perwujudan posisi sosial
penafsir dalam struktur sosial.**

Berbeda dengan Hassan Hanafi, Abd al-Hayy al-

Farmawi merumuskan tujuh langkah dalam penafsiran tematik,

yaitu:

a.

b.

Memilih atau menetapkan masalah al-Qur’an yang akan
dikaji secara mawdu 1 (tematik).

Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan
dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiyah
dan Madaniyyah.

Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut
kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan
mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab al-
nuzul.

Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di
dalam masing-masing suratnya.

170.

482 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, hal. 169-
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c.

Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas,
sistematis, sempurna, dan utuh (outline).

Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila
dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi
semakin sempurna dan semakin jelas.

Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan
menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang
mengandung pengertian serupa, mengkompromikan
antara pengertian yang ‘am dan khas, antara yang
mutlaq dan yang muqayyad, mengsinkronkan ayat-ayat
yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat
nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut
bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan
kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian
ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak
‘[epa‘[.483

Selain menggagas metode penafsiran al-Qur’an dengan

format baru tematik, ada di antara kalangan ulama modern
mulai mencoba keluar dan meninggalkan model penetapan
hukum yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama mazhab dulu.
Mereka menilai metode ushul figh itu sudah tidak relevan lagi
untuk menjawab masalah-masalah modern. Mereka berusaha
merumuskan kaidah-kaidah hukum baru yang lebih realistis
dalam penafsiran hukum dengan kondisi kekinian. Di antara
tokoh modern yang mempunyai metode baru tersebut adalah

43Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu'iy; Suatu

Pengantar, (Terj. Suryan A. Jamrah), Cet. II, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 1996, hal. 45-46.
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Muhammad Syahriir, dengan teori limitnya (hudid), telah
membuka mata umat Islam untuk lebih realistis memahami al-
Qur’an, sehingga ia bisa tetap hidup di tengah-tengah aktivitas
umat yang modern sekarang ini. Jika tidak demikian, maka al-
Qur'an akan tinggal sebagai kenangan dalam pengamalannya,
karena dianggap sudah tidak relevan dengan setting kehidupan
kekinian (realitas empiris). Itu bukan karena al-Qur annya yang
ketinggalan zaman, melainkan tafsirnya yang tidak bisa
menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman.

Menurut Muhyar Fanani, Syahrir adalah tokoh
pembaharu yang benar-benar punya konsep ushul figh baru
dengan paradigma baru. Teori hudid**’ yang dikemukakan
Syahriir berdasarkan paradigma barunya yaitu paradigma
historis-ilmiah**®, sedangkan ushul figh klasik berparadigma
literalistik (tekstual).*®® Dari aspek ontologi, wilayah kajian

484Teori hudiid adalah teori yang menyatakan bahwa Allah hanya
memberikan batasan-batasan saja dalam persoalan hukum dan manusia
bebas menciptakan hukum sesuai dengan nalarnya dengan tanpa melanggar
batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Muhyar Fanani, Figh Madani,
Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, Cet. 1, LkiS, Yogyakarta, 2010,
hal. xxxi.

“SMenurut penulis, yang dimaksud dengan paradigma historis-
ilmiah adalah pandangan baru yang ditawarkan oleh Syahriir sebagai
metode ilmiah dalam memahami teks (nas) dengan didasari pada realitas
kemanusiaan dan kealamannya sesuai dengan kondisi masa dan tempat
tertentu (mengikuti perkembangan zaman dan realitas suatu masyarakat).

“%paradigma literalistik adalah paradigma yang bertumpu pada
teks, baik secara langsung maupun tidak. Istilah paradigma literalistik ini
diambil oleh Muhyar Fanani dari H.A.R. Gibb yang menyatakan bahwa
konsepsi ilmu pengetahuan ortodoks sangat menekankan konsepsi ilmu
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yang sempit dan literalis (tekstual). Sementara istilah literalisme yang
dipahami oleh Muhyar Fanani dari al-Jabirl adalah berkaitan dengan
definisi al-bayan. Menurut al-Jabirl, secara bahasa, al-bayan memiliki
beberapa arti, antara lain: al-zuhir wa al-wudih (ketampakan dan
kejelasan). Sementara secara terminologis, al-bayan berarti pencarian
kejelasan yang berporos pada al-ashl (pokok), yakni teks (nagl, nas), baik
secara langsung maupun tidak. Dari penjelasan ini, secara implisit, al-Jabar1
mendefinisikan paradigma literalisme sebagai paradigma yang berbasis
pada al-bayan yang dalam hal ini adalah teks, baik secara langsung dalam
arti menganggap teks sebagai pengetahuan jadi, maupun secara tidak
langsung; dalam arti melakukan penalaran dengan berpijak pada teks itu.
Dalam paradigma ini, akal dipandang tidak akan dapat memberikan
pengetahuan, kecuali jika ia disandarkan (berpijak) pada nas (teks).

Dalam tradisi berpikir literalisme ini dikenal dua cara mendapatkan
pengetahuan; pertama, cara mendapatkan pengetahuan dengan berpegang
pada teks zahir. Kecenderungan ini berakar pada tradisi sebelum Ibnu
Rusyd (Andalusia), dan memuncak pada diri Ibnu Hazm. Kecenderungan
tekstualisme ini sebenarnya telah diperlihatkan oleh al-Syafi’1, pendiri ilmu
ushul figh dan peletak dasar paradigma literalisme ini. Sarana yang dipakai
dalam cara pertama ini adalah kaidah bahasa Arab. Sedangkan yang
menjadi sasarannya adalah teks al-Qur'an, hadits, dan ijma’. Kedua, cara
mendapatkan pengetahuan dengan berpegang pada maksud teks, bukan teks
zahir. Kecenderungan ini berakar pada tradisi setelah Ibnu Rusyd, terutama
pada prakarsa al-Syatibi. Berpegang pada maksud teks ini, baru digunakan
apabila teks zahir ternyata tidak mampu menjawab persoalan-persoalan
baru. Beberapa pakar menganggap bahwa cara kedua ini telah memasukkan
penalaran dari teks ke dalam wacana literalisme. Artinya, penalaran dipakai
untuk menangkap maksud teks atau memperluas jangkauan teks.

Dalam hal ini, menurut Muhyar Fanani, al-JabarT tampaknya benar
ketika mengatakan bahwa paradigma literalisme —al-Jabar1 lebih suka
menyebutnya dengan epistemologi bayani- merupakan produk khas bangsa
Arab-Islam, sebagaimana falsafah adalah produk khas bangsa Yunani, dan
IPTEK merupakan produk bangsa Eropa modern. Paradigma ini telah
melahirkan tradisi khas bagi dunia Islam, yaitu tradisi memahami (al-figh)
dan termanifestasi dalam banyak bidang keilmuan Islam, seperti ilmu
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ilmu ushul figh tradisional adalah kaidah-kaidah atau metode
pengambilan hukum atau dalil-dalil sama’’ (wahyu) yang
meliputi nas al-Qur'an, sunnah mutawatir dan ijma’.
Berdasarkan pemahaman tersebut, para pakar ushul figh sering
menyebut kaidah-kaidah dengan dalil syara’ kullt, seperti giyas
dan kehujjahannya, batasan-batasan ‘am, amr (perintah) dan
indikatornya, kaidah tentang larangan (nahi), mutlag, ijma’
sarih dan ijma’ sukiiti. Dengan berpijak pada paradigma baru
tersebut, Syahriir melakukan pemaknaan ulang atas beberapa
dalil syara’ kullt, seperti ayat muhkamat, sunnah, ijma’, qiyas,
ijtihad dan juga mujtahid.*®’

nahwu, ushul figh, figh, kalam dan balaghah. Muhyar Fanani, Figh
Madani, hal. 92.

“"Muhyar Fanani, Figh Madani, hal. 100-101. Di sini perlu diberi
penjelasan terhadap beberapa istilah menurut definis Syahriir, yaitu:

1. ayat muhkamat adalah nama lain yang diberikan Syahriir terhadap
Umm al-Kitab. Menurut Syahriir, ayat-ayat muhkamat ini berisi
pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Syahriir juga
menamakan ayat-ayat muhkamat ini dengan gqada’ (decision,
keputusan).

2. sunnah adalah hasil kreativitas mujtahid pertama (Muhammad
SAW) dalam mengaplikasikan Islam mutlak untuk zamannya, bukan
untuk semua zaman.

3. giyas adalah pengajuan dalil-dalil dan bukti-bukti ilmiah oleh para
ilmuwan ilmu-ilmu kealaman dan sosial humaniora (bukan ilmuwan
agama dan lembaga fatwa) bagi suatu ijtihad (pada nash) agar
terdapat kesesuaian antara suatu ijtihad dengan kasus hukum yang
ada. Menurut Syahrir, giyas hanya terjadi pada persoalan
mengizinkan atau melarang sesuatu, dan tidak sampai pada tingkat
menghalakan atau mengharamkan sesuatu. Muhyar Fanani, Figh
Madani, hal. xxi-xxx.
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Dari aspek epistemologi, menurut Muhyar Fanani,
Syahrir menawarkan epistemologi baru dalam bidang ushul
figh, yaitu sumber pengetahuan dalam ilmu ushul figh adalah
akal, realitas (kemanusiaan dan kealaman), dan teks. Menurut
Muhyar Fanani, ini dapat dimaklumi, karena Syahrir selain
seorang muslim yang mengakui kewahyuan al-Qur’an, ia juga
seorang insinyur yang setiap hari bergelut dengan dunia
empiris kealaman. Syahrir ingin menegaskan, dalam ilmu
ushul figh segalanya rasional. Pandangannya tentang akal
sebagai sumber pengetahuan, ini tidak bisa dipisahkan dari
pemikiran epistemologinya bahwa akal manusia mampu
memberikan pengetahuan.*®

Selain akal, penggunaan realitas (kemanusiaan dan
kealaman) sebagai sumber pengetahuan dalam ilmu ushul figh
oleh Syahriir juga terlihat dalam pemikirannya tentang
keniscayaan penggunaan ilmu pengetahuan modern dalam
memahami ayat-ayat hukum dan dilibatkannya semua ilmuwan
dalam proses ijtihad. Maksudnya ilmu ushul figh bagi Syahrir
tidak boleh mengesampingkan prestasi-prestasi keilmuan
modern, baik dalam gugusan ilmu-ilmu kealaman, maupun
ilmu-ilmu kemanusiaan.**’

Sedangkan pandangan Syahriir tentang teks sebagai
sumber pengetahuan, menurut Muhyar Fanani tergambar pada
konsepsinya tentang ayat-ayat muhkamat sebagai sumber
hukum. Syahriir mendefinisikan ayat-ayat muhkamat sebagai

“88Muhyar Fanani, Figh Madani, hal.102-104.
“Muhyar Fanani, Figh Madani, hal. 104.
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bagian dari a/-Kitab**’ yang berupa sekumpulan hukum yang
datang kepada Nabi Muhammad yang berisikan kaidah

4904]-Kitab dalam pandangan Syahriir adalah semua ayat dalam
mushaf sejak dari surat al-Fatihah hingga surat an-Nas yang merupakan
sekumpulan tema yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad,
yang meliputi teks dan isinya, risalah dan nubuwwah. Syahriir membagi al-
Kitab menjadi empat bagian, yaitu al-Qur'an, as-sab’ al-matsant, tafsil al-
Kitab dan umm al-Kitab. Bagian pertama dan kedua (al-Qur an dan as-sab’
al-matsanit) disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat, bagian ketiga (tafsil al-
Kitab) disebut dengan ayat yang tidak muhkamat dan juga tidak
mutasyabihat, sementara bagian keempat (umm al-Kitab) disebut ayat-ayat
muhkamat. Ini berbeda dengan pemahaman yang dikenal selama ini, yang
mengidentikkan al-Kitab sama dengan al-Qur'an yang hanya terdiri dari
dua klasifikasi wahyu, yakni muhkamat dan mutasyabihat.

Al-Qur’an yang dipahami Syahriir adalah ayat-ayat yang berbicara
tentang hal-hal ghaib yang meliputi persoalan hukum alam dan kehidupan
manusia, seperti persoalan penciptaan alam, mati, kiamat, janji dan
ancaman, hari kebangkitan, perhitungan amal, penciptaan kelahiran dan
perkembangan, hukum-hukum yang mengatur alam, ayat yang dimulai
dengan wa min ayatihi, gerak sejarah, dan semua ayat kisah-kisah yang ada
dalam al-Kitab.

As-sab’ al-matsani menurut definisi konvensional adalah tujuh
ayat al-Fatihah atau tujuh surat panjang. Sedangkan menurut Syahriir adalah
bagian dari ayat mutasyabihat yang berupa tujuh ayat yang terpisah dari
ayat lain dan menjadi pembuka tujuh surat, yaitu alif lam mim, ha mim, ta
sin mim, ta ha, ya sin, kaf ha ya ‘ain sad, dan alif lam mim sad. Bagi
Syahriir, fawatih suwar (pembuka surah) yang lain, seperti sad, gaf, nin, ta
sin, alif lam mim ra, dan alif lam ra, tidak bisa disebut as-sab’ al-matsanit
karena ayat-ayat tersebut masih merupakan bagian dari ayat lain atau tidak
sepenuhnya terpisah dari ayat lain. Muhyar Fanani, Figh Madani, hal. 145.
Di sini Muhyar Fanani yang mengutip pendapat Syahriir tidak menjelaskan
lebih rinci maksud dari pernyataan tersebut, sehingga penulis mengalami
kesulitan untuk membedakan antara fawatih suwar yang dikatagorikan as-
sab’ al-matsani dengan yang bukan as-sab’ al-matsani.
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perilaku manusia (berkaitan dengan persoalan halal-haram),
baik berupa ibadah, mu’amalah, maupun akhlak. Teks yang
dipahami Syahriir berbeda dengan ulama terdahulu, seperti al-
Syafi’1, al-Ghazali dan al-Syatibi. Menurut ulama terdahulu,
teks itu meliputi al-Qur'an, sunnah dan ijma’, yang bisa
dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Adapun menurut
Syahriir, hanya al-Qur'an sajalah yang dapat disebut teks. Apa
yang di luar al-Qur’an hanya merupakan hasil interpretasi atas
al-Qur'an, sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai
sumber pengetahuan.*!

Kemudian dari segi aksiologi, menurut Muhyar Fanani,
Syahrtr tidak menafikan aksiologi ushul figh lama, yaitu

Tafsil al-Kitab menurut Syahrlir adalah ayat-ayat yang tidak
termasuk dalam kategori muhkam maupun mutasyabih, karena hanya
menjelaskan isi dari al-Kitab. Ayat tafsil al-Kitab ini masuk dalam kategori
ayat-ayat nubuwwah. Ayat yang masuk dalam kategori ini tidak
mengandung hukum, juga tidak mengandung informasi apa pun selain
penjelasan tentang isi al-Kitab. Oleh karena itu, sebagaimana ayat
mutasyabihat, ayat tafshil al-Kitab bukanlah wilayah ijtihad dan juga bukan
sumber hukum. Muhyar Fanani, Figh Madani, hal 146. Bagi penulis,
penjelasan tersebut masih sangat kabur (susah dipahami), karena Muhyar
Fanani mengutip penjelasan Syahrtir tanpa memberikan contoh ayatnya.

Umm al-Kitab adalah bagian dari kitab yang berisi tentang
persoalan ibadah, perilaku moral, dan hukum. Menurut Syahriir, umm al-
Kitab ini dinamakannya dengan ayat muhkamat atau risalah. Ayat ini
sifatnya dinamis, historis, dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, serta
subjektif dan terkait dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan. Muhyar Fanani,
Figh Madani, hal. 92. hal. xxiv, xxxii. 143-144 dan Muhammad Syahriir,
Nahw Usul Jadidah li al-Figh al-Islami (Metodologi Figih Islam Modern),
Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Cet. I, eLSAQ Press,
Yogyakarta, 2004, hal. 30-31.

“Muhyar Fanani, Figh Madani, hal.105.
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penerapan kaidah-kaidah dan teori-teori atas dalil-dalil
terperinci untuk mendapatkan hukum-hukum syari’at yang
ditunjukkannya, dalam rangka [litahqiqi masalih an-nas
(mewujudkan kemashlahatan manusia), baik di dunia maupun
di akhirat. Namun Syahrtir memberikan penekanan yang lebih
besar pada pentingnya upaya mewujudkan kesejahteraan
manusia di dunia. Hal ini dilakukannya, karena ia melihat
bahwa aspek keduniawian inilah yang selama ini terabaikan.
Syahrtir mengubah orientasi ilmu ushul figh dari yang semula
terlalu berat pada aspek teosentris (nilai-nilai keTuhanan)
menjadi lebih memperhatikan aspek antroposentris (nilai-nilai
kemanusiaan dan kealaman). Oleh karena itu, Syahrir
melakukan redefinisi hukum dari yang semula hukum Tuhan
menjadi hukum buatan manusia yang mengindahkan batas-
batas yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Jadi substansi
hukum Islam yang semula adalah nas (teks) diubah menjadi
ijtihad.*

Dari gambaran di atas dapat dipahami, Syahriir melihat
al-Qur’an adalah satu-satunya sumber pengetahuan (termasuk
sumber hukum), sedangkan di luarnya (termasuk sunnah)
hanya merupakan interpretasi dari teks (al-Qur'an). Ini artinya
Syahrtr ingin menegaskan, al-Qur'an adalah wahyu yang
bersumber dari Tuhan, sedangkan sunnah bukan wahyu,
melainkan ijtihad Nabi Muhammad terhadap al-Qur’an. Karena
itu, dalam konteks kekinian, ada kemungkinan besar bahwa apa
yang diinterpretasikan oleh Nabi Muhammad ketika itu sangat

42Muhyar Fanani, Figh Madani, hal.108-110.
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terpengaruh dengan sosio-politik dan sosio-kultur masyarakat
Arab waktu itu, sehingga kita tidak boleh terpaku dengan
penilaian bahwa sunnah adalah harga mati dalam penafsiran
suatu ayat al-Qur an. Malah penulis memahami, Syahriir ingin
keluar dari sunnah dalam memahami al-Qur'an dan lebih
menitikberatkan pada pendekatan tiga sumber pengetahuan
seperti disebut di atas, yaitu akal, realitas manusia dan alam,
serta teks (nas al-Qur’an). Jadi hukum Islam dalam pandangan
Syahriir adalah hasil dialektika antara akal, realitas manusia
dan alam, serta hudiid Allah dalam al-Qur an.**?

Perubahan paradigma ilmu ushul figh yang ditawarkan
oleh Syahriir, mengharuskan untuk dilakukannya perumusan
ulang (redefinisi) terhadap beberapa teori lama, salah satunya
adalah sunnah. Menurut Muhyar Fanani, dengan mengutip
pendapat Syahriir, ia mengatakan, sunnah menurut Syahrir,
secara etimologis berasal dari kata sanna, yang berarti
kemudahan, aliran yang mudah, seperti dikatakan ma un
masniin (air yang dialirkan); air itu mengalir dengan mudah. Ini
persis seperti yang dilakukan Nabi dalam penerapan ayat-ayat
hukum secara mudah dengan bergerak dalam batas-batas Allah
(hudiid), dan kadang berhenti di atas batasan-batasan itu dalam
menghadapi dunia nyata yang nisbi (relatif). Adapun secara
terminologis, Syahrir mendefinisikan sunnah adalah
metodologi penerapan hukum-hukum atau al-Kitab dengan
mudah dan ringan tanpa keluar dari batasan-batasan Allah
dalam persoalan hudiid atau pembuatan batasan-batasan adat

43Muhyar Fanani, Figh Madani, hal.106.
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lokal dalam  persoalan-persoalan  non-hAuditd  dengan
mempertimbangkan realitas nyata (waktu, tempat, dan syarat-
syarat objektif yang mana hukum-hukum akan diterapkan di
dalamnya).***

Pengertian sunnah di atas, dipahami Syahriir secara
umum, bukan saja dalam pengertian ijtihad Nabi, tetapi juga
ijtihad umat pada suatu masa tertentu dan di tempat tertentu.
Adapun sunnah dalam pengertian sempit, menurut Syahrtr
yaitu sunnah Nabi adalah ijtihad Nabi dalam menerapkan
hukum-hukum al-Kitab yang berupa hudid, ibadah, dan
akhlak, dengan mempertimbangkan realitas objektif yang
hidup, dengan bergerak di antara batas-batas dan kadang
berhenti di batas-batas itu, dan menciptakan batas-batas lokal-
temporal bagi persoalan-persoalan yang belum hadir dalam al-
Kitab.*”

Berdasarkan pemahaman tentang sunnah Nabi ini,
Syahriir kemudian menilai bahwa Rasul adalah seorang
mujtahid yang mengubah Islam mutlak menjadi Islam nisbi.
Oleh karena itu, Rasul tidaklah ma’sim (terbebas dari
kesalahan). Syahriir membatasi ke-ma ’siim-an Nabi hanya pada
dua hal; pertama, dalam hal menyampaikan al-dhikr pada
umatnya, yaitu bentuk bahasa dan bunyi dari semua isi al-
Kitab. Dan kedua, dalam hal jatuh pada barang haram. Hanya
pada dua hal inilah Nabi benar-benar terjaga dari kesalahan.
Oleh karena itu, ijtthad Rasul terhadap ayat-ayat hukum

4“4Muhyar Fanani, Figh Madani,hal. 200-201.
4SMuhyar Fanani, Figh Madani hal. 201.
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tidaklah ma’sam. Ijtihad Rasul hanya benar untuk masanya
(abad VII M) dan lokalnya (Semenanjung Arabia). Ijtithad
Rasul belum tentu cocok untuk zaman yang lain dan juga
belum tentu cocok untuk masyarakat lain.**®

Menurut Syahrir, sebagaimana dikemukakan oleh
Muhayar Fanani, konsepsi baru tentang ke-ma ’sitzm-an Nabi ini
mengakibatkan perubahan pada konsepsi tentang ketaatan
kepada Nabi. Dalam persoalan ritual dan akhlak, kita menaati
Nabi secara muttasil (bersambung), sedangkan dalam persoalan
tasyri’, kita menaatinya secara munfasil (terpisah). Ketaatan
jenis pertama persis seperti ketaatan terhadap Allah, tidak
pernah putus, berlaku sepanjang masa, baik ketika Nabi hidup
maupun sesudah wafatnya. Ketaatan jenis ini hanya berlaku
dalam persoalan akhlak dan ritual-ritual seperti shalat, puasa,
zakat dan haji. Adapun ketaatan jenis kedua (munfasil) adalah
ketaatan terhadap Rasul yang terpisah dari ketaatan terhadap
Allah. Ketaatan jenis ini berbeda antara ketika Nabi masih
hidup dengan setelah wafatnya. Ketika Nabi masih hidup,
manusia menaatinya secara muttasil, sedangkan setelah
meninggalnya, manusia menaatinya secara  manhaji
(metodologis). Maksudnya kita hanya menaati metode
ijtihadnya saja, bukan hasil ijtihadnya.**’

¥Muhyar Fanani, Figh Madani,hal. 205-206.

¥"Muhyar Fanani, Figh Madani, hal. 206. Konsepsi sunnah yang
ditawarkan Syahriir ini tidak akan mengubah cara shalat, puasa, zakat dan
haji. Karena konsepsi baru ini mengganggap semua ibadah mahdah itu
sebagai persoalan fawatur fi’li yang merupakan konsekuensi dari
kepercayaan kepada Nabi Muhammad dan risalah yang dibawanya. Dengan
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Dalam pandangan Syahriir, menurut Muhyar Fanani,
sunnah Nabi itu terbagi dua, yaitu sunnah risalah (berisi
hukum-hukum dan ajaran-ajaran) dan sunnah nubuwwah
(berisi ilmu pengetahuan atau informasi). Kita hanya wajib
menaati sunnah risalah, bukan sunnah nubuwwah, karena
sunnah risalah merupakan ijtihad aplikatif kondisional Nabi,
sementara sunnah nubuwwah adalah ijtihad informatif
kondisional. Ijtithad informatif kondisional berbentuk produk
pengetahuan yang nisbi, sehingga tidak perlu ditaati, karena
pengetahuan akan selalu berkembang seiring perkembangan

zaman.*%

Dari paparan pandangan Syahrir di atas dapat
disimpulkan, ia betul-betul membuat definisi baru tentang
sunnah yang jauh berbeda dengan apa yang dipahami selama
ini. Sunnah dalam pandangan mazhab adalah semua yang
disandarkan kepada Nabi; baik perkataan, perbuatan maupun
penetapannya, yang sebahagiannya itu (mutawatir) mempunyai
kedudukan sama dengan al-Qur’an sebagai sumber hukum,
yang berlaku untuk setiap zaman dan tempat di mana saja di
muka bumi ini. Sedangkan Syahrir memiliki definisi sendiri

demikian, konsepsi baru sunnah ini hanya akan berpengaruh pada
persoalan-persoalan non-ibadah mahdah, seperti mu’amalah, politik, dan
pidana Islam yang memang merupakan titik lemah hukum Islam dalam
menjawab tantangan zaman. Oleh karena nash (teks) sudah tidak lagi turun,
sementara persoalan baru yang harus dijawab oleh nas (teks) setiap saat
muncul dan terus bertambah, sehingga tidak ada cara yang bisa dilakukan
kecuali kita mau melakukan terobosan kreatif berkaitan dengan hubungan
antara nas (teks) dan realitas. Muhyar Fanani, Figh Madani, hal. 209.
4¥Muhyar Fanani, Figh Madani,hal. 207-208.
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tentang sunnah, yaitu ijtihad Nabi yang kedudukannya tidak
setingkat dengan al-Qur’an, dan bukanlah sama sekali sebagai
wahyu,*” yang hanya berlaku untuk zamannya dan di
lingkungannya Semenanjung Arabia saja.

Penulis pada tataran ini hanya bisa mengatakan, belum
ada keberanian keilmuan untuk keluar dari sunnah dalam
penafsiran al-Qur'an, seperti yang ditawarkan oleh Syahrir.
Meskipun penulis condong dengan pandangan kalangan
pembaharu lainnya yang berpandangan sunnah bukanlah
penentu hukum Islam, melainkan hanya berfungsi sebagai
penguat atau merincikannya saja apa-apa yang belum
dikemukakan al-Qur'an secara detail.

49Gyahriir mempertanyakan, apakah perkataan Nabi, pemikiran,
dan tindakannya dalam persoalan non-iudiid, non-ibadah, dan non-ghaib
merupakan wahyu atau ijtihad? Syahriir menjawab sendiri pertanyaan itu
dengan menyatakan bahwa semua masalah tersebut adalah ijtihad Nabi
sendiri, bukan wahyu. Dalam hal ini, Syahriir mengajukan beberapa
argumen; pertama, al-Qur’an surah an-Najm ayat 3-4 yaitu wa ma yantiqu
‘anil hawd in huwa illa wahyu yiha, yang biasanya digunakan sebagai dalil
bahwa semua yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu, bukanlah merujuk
pada perkataan Nabi, melainkan pada al-Qur'an. Menurut Syahrir, kata
ganti ‘ya’ pada kata yanthiqu dalam ayat tersebut tidak merujuk kepada
Nabi, tetapi pada al-Qur'an. Kedua, ayat tersebut turun di Makkah, di mana
orang Arab banyak meragukan kebenaran al-Qur’an sebagai barang baru,
bukan meragukan kebenaran perkataan Nabi. Dengan demikian, al-Qur’an
surah an-Najm ayat 3-4 itu tidak berkaitan dengan perkataan Nabi, tetapi
berkaitan dengan kebenaran al-Qur'an sebagai wahyu. Sebab sejak sebelum
menerima wahyu, Muhammad sudah dikenal sebagai orang yang jujur,
sehingga ayat tersebut merupakan jawaban atas keraguan orang Makkah
akan kewahyuan al-Qur'an, bukan kejujuran perkataan Muhammad. Ketiga,
pada kenyataannya, Nabi melarang perkataan-perkataannya dibukukan.
Muhyar Fanani, Figh Madani,hal. hal. 199-200.
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hukum

Di sini bisa disimpulkan perbedaan mendasar tentang
hubungan antara al-Qur'an dengan sunnah dalam penetapan

syara’

sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

menurut ulama mazhab dan pembaharu,

No | Ulama Hubungan Kaidah | Keterang
al-Qur an dan Penetapa an
sunnah n Hukum
Islam
1 | Fuqaha Al-Qur’an dan Penentuan | Al-Qur’an
mazhab sunnah sebagai hukum dan
sumber hukum berdasark | sunnah
yang tidak an pada (mutawati
terpisahkan, pemaham | r) ada
sebagai satu an sunnah | pada
kesatuan yang terhadap | tingkatan
utuh ibarat dua al-Qur'an | yang sama
sisi mata uang sebagai
sumber
hukum
2 | Ulama Al-Qur’an Penentuan | Al-Qur’an
pembahar | sebagai sumber hukum sebagai
u hukum, berdasark | sumber
sedangkan sunnah | an pada hukum
hanya sebagai prinsip pertama,
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dalil hukum umum al- | sedangkan
(metode Qur’an, sunnah
penetapan/penafsi | sedangkan | sebagai
ran hukum) sunnah dalil
hanya hukum
berfungsi | diurutan
untuk kedua
menguatk | setelah al-
an atau Qur'an
merincika
n
Muhamm | Al-Qur’an Penentuan | Al-Qur'an
ad sebagai sumber hukum sebagai
Syahrir pengetahuan berdasark | sumber
(sumber hukum), | an pada hukum,
sedangkan sunnah | pemaham | selainnya
hanya interpretasi | an al- hanya
(hasil ijtihad Qur’an interpretas
Nabi) dengan 1saja, di
pendekata | mana
n akal dan | sunnah
realitas adalah
manusia | bahagian
dan alam | dari
realitas
manusia
dan alam
(hasil

409




Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

interpretas
i1 Nabi
untuk
zaman itu)

Dari gambaran tabel di atas dapat dijelaskan, fuqaha
mazhab sangat terikat dalam metode ijtihad hukumnya dengan
sunnah. Sunnah bukan saja berfungsi menjelaskan hukum-
hukum dalam al-Qur’an, tetapi juga dapat berfungsi sebagai
bayan tasyri’(dalil yang mandiri) yang berdiri sendiri dalam
penetapan hukum syara’, bahkan dapat juga berfungsi sabagai
bayan nasakh (penghapus) terhadap al-Qur'an. Kalangan
pembaharu menempatkan sunnah sebagai bayan ta’kid
(penguat, penegas) atau bayan tafsir (penjelas, perinci) yang
sifatnya hanya melengkapi terhadap al-Quran. Penentuan
hukum mutlak berdasarkan pemahaman al-Qur'an secara
komprehensif yang dipahami berdasarkan prinsip umum ayat,
dan sunnah hanya menguatkan atau merincikan saja.
Sedangkan Muhammad Syahriir menjadikan al-Qur’an sebagai
sumber hukum mutlak, sunnah diposisikan sebagai hasil
interpretasi Nabi sesuai realitas situasi dan kondisi masyarakat
Arab (realitas manusia dan alam) waktu itu.

Adapun kesimpulan bab ini adalah, kalangan ulama
modern tidak sepakat tentang kedudukan saksi wanita.
Sebagian mereka berpendapat, wanita hanya boleh menjadi
saksi dalam kasus perdata saja, dan sebagian lain
membolehkan dalam semua kasus hukum, baik perdata
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maupun pidana. Kemudian dari segi metode penalarannya,
penulis tidak menemukan bentuk konkrit dari metode yang
dipakai oleh kalangan ulama modern dalam penetapan hukum
kesaksian wanita. Menurut hemat penulis, mereka hanya
merujuk pada pendapat mazhab dengan tidak mengemukakan
dalil atau argumentasi lain. Kecuali yang dikemukakan oleh
Mahmud Syaltut yang menggiyaskan hukum kesaksian wanita
dalam kasus pidana pada kasus hukum /i’an. Di mana al-
Qur'an dalam surah al-Nur ayat 6-9 menyatakan kedudukan
sumpah seorang isteri (wanita) sama kuat dengan sumpah
seorang suami (laki-laki).>*

Penulis sendiri condong dengan pendapat yang
mengatakan kesaksian wanita diterima dalam semua perkara
hukum (perdata-pidana) di pengadilan maupun dalam perkara
perdata (harta dan selainnya) di luar pengadilan. Bahkan dalam
konteks modern, kaum wanita sudah banyak beraktivitas dalam
kegiatan kemasyarakatan, di mana hampir dapat dipastikan
mereka sudah terlibat di seluruh aspek kehidupan sosial, baik
formal maupun informal, maka pandangan yang mengatakan
wanita lemah dalam kesaksiannya, karena bukan merupakan
fokus perhatiannya, sudah tidak tepat lagi. Maksudnya,
aktivitas sosial kemasyarakatan kaum wanita dewasa ini sudah
sama dengan apa yang dilakonkan oleh laki-laki, sehingga
fokus perhatian wanita sudah sama dengan laki-laki. Jadi
dalam persoalan kesaksian pun sudah sama dengan laki-laki,
sehingga bagi penulis merasa kesulitan jika masih tetap

3Mahmid Syaltiit, al-Islam, hal. 250.
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dibedakan antara kesaksian wanita dengan laki-laki, baik dari
segi kualitas maupun kuantitas.

Terhadap pendapat yang membedakan antara saksi laki-
laki dengan wanita, baik dari segi kualitas maupun kuantitas,
penulis merujuk pada pendapat Mahmud Syaltiit (yang
sebelumnya telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim), ia
mengatakan, ketentuan al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat
282 bukan masalah kesaksian di pengadilan, melainkan
kesaksian dalam masalah mu’'amalah akad perikatan.>’! Hal ini
juga dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo yang dengan tegas
menyatakan kesaksian yang dimaksud dalam surah al-Baqarah
ayat 282 adalah sebagai penguat atas hak-hak pemilikan, bukan
berkenaan dengan urusan peradilan. Kesaksian tersebut hanya
berfungsi untuk mengukuhkan dan menenangkan hati dua
pihak yang melakukan transaksi berkenaan dengan hak-hak
mereka.’®? Di sini penulis ingin mempertegas, tidak ada dalil
yang secara konkrit membatasi kesaksian wanita dalam kasus
tertentu. Bahkan merujuk juga pada pendapat Mahmiid Syalttit
yang mengatakan, dalam masalah pidana, kesaksian wanita
dapat diterima dalam kasus pembunuhan, jika terdapat bukti
yang meyakinkan hakim bahwa kesaksian mereka dapat
mengungkap kebenaran, berdasarkan firman Allah dalam surah
al-Nur ayat 6-9.°% Di mana dalam ayat tersebut dikatakan,
kedudukan sumpah isteri (wanita) sama kuat dengan sumpah

S'Mahmiid Syaltit, al-Islam, hal. 248-249. Lihat juga Ibnu

Qayyim, I"lam al-Muwaqqi’in, Juz. 1, Dar al-Fikr, Bairut, t.t, hal. 91-92.
S02Huzaemah, Fikih Perempuan Kontemporer, hal. 155-156.
3Mahmid Syaltiit, al-Islam, hal. 250.
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suami (laki-laki), yaitu empat sumpah wanita sama dengan
empat sumpah laki-laki. Di sini bisa dipahami, kalau persoalan
saksi ini digiyaskan pada kasus /i’an, maka kedudukan satu
saksi laki-laki sama kuat dengan satu saksi wanita.

Pernyataan Mahmiid Syaltat di atas menggambarkan
kesaksian di pengadilan lebih ditekankan pada keyakinan
hakim dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Artinya
penerimaan kesaksian wanita dalam semua perkara hukum,
termasuk pidana, sangat tergantung pada keyakinan hakim atas
kesaksian yang diberikan. Di sini penulis memahami, hakim
dapat saja menerima saksi wanita sama jumlahnya dengan
saksi laki-laki (satu saksi wanita sama dengan satu saksi laki-
laki), jika hakim  berkeyakinan bisa mengungkapkan
kebenarannya. Karena hakim dalam memeriksa perkara di
pengadilan tidak terfokus hanya pada satu alat bukti saja, yaitu
saksi, tetapi hakim menggunakan berbagai alat bukti lainya.

Sebagai perbandingan, dalam hukum positif Indonesia,
menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAPidana) disebutkan”Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Adapun alat
bukti yang sah dalam hukum acara pidana ada 5 (lima macam),
sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), yaitu; (a)
keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk;
dan (e) keterangan terdakwa. Dan dalam Pasal 185 ayat (6)
disebutkan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang
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saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
(a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
(b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
(c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk
memberi keterangan yang tertentu; dan (d) cara hidup dan
kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
Berdasarkan ketentuan tiga pasal tersebut dapat dipahami,
keterangan saksi bukanlah satu-satunya alat bukti di
pengadilan, bahkan hakim tidak boleh memutuskan perkara
hanya berdasarkan satu bukti berupa saksi saja, melainkan
perlu didukung oleh alat bukti lain, minimal ada dua alat bukti.
Itu artinya, keterangan saksi, baik yang diberikan oleh laki-laki
maupun wanita belumlah cukup tanpa alat bukti lain. Jadi dapat
dipahami, hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan
sangat ditentukan oleh keyakinan hakim atas kebenaran
peristiwa berdasarkan beberapa alat bukti yang salah satunya
adalah keterangan saksi. Karena itu, keberadaan saksi bukanlah
satu-satunya alat bukti yang bisa meyakinkan hakim, sehingga
jika dikaitkan dengan pemahaman ulama terhadap saksi wanita
yang diragukan atas kesaksiannya, tidaklah dapat dijadikan
alasan dalam konteks kekinian untuk menolak saksi wanita.
Sebab putusan hakim didasari pada beberapa alat bukti, yang
salah satunya adalah saksi.

Di samping itu, logika lain dapat dikemukakan, ada
sebagian ulama yang menerima wanita menjadi hakim, yang
kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saksi. Di
mana hakimlah yang memutuskan suatu perkara, benar atau
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salah, sedangkan saksi hanya memberikan keterangan saja
terhadap suatu perkara. Hal ini sebagaimana dikutip oleh
Muhammad al-Ghazali dari Ibnu Hazm yang mengatakan
“dibolehkan bagi wanita menjabat sebagai hakim”, sama
dengan pendapat Abii Hanifah.’** Ini menggambarkan, kalau
sebagai hakim saja wanita dapat diterima, dan putusan yang
diberikannya sama kekuatan hukumnya dengan putusan yang
diberikan oleh hakim laki-laki, apalagi sebagai saksi.

S%4Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah, hal. 61.
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BAB LIMA
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah kesaksian
wanita merupakan masalah yang masih diperdebatkan di
kalangan ulama. Mereka berbeda pendapat tentang kedudukan
wanita sebagai saksi dalam perkara hukum, baik di pengadilan
maupun di luar pengadilan. Sebab utama terjadinya perbedaan
tersebut adalah berbedanya dalil yang dijadikan sebagai hujjah
dan metode penalarannya.

Dari penjelasan berbagai kitab tafsir, penulis menilai
kalangan mufassir cenderung melakukan penafsiran ayat-ayat
kesaksian tersebut secara parsial dan sangat terpaku pada
makna lafaz. Sehingga antara ayat yang satu dengan ayat
lainnya seolah-olah tidak saling terkait, meskipun ayat itu
berbicara dalam satu tema tentang kesaksian. Hal ini
menyulitkan untuk memahami keterkaitan ayat-ayat itu sebagai
satu kesatuan yang khusus membicarakan persoalan kesaksian.
Ini disebabkan paradigma penafsiran yang digunakan adalah
paradigma literalis-ideologis (makna harfiah). Dalam arti
mufassir terikat dengan makna dasar dari suatu lafaz yang telah
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disepakati. Di samping itu, tampak bahwa corak tafsir yang
digunakan adalah tafsir tahlili, yaitu metode penafsiran yang
mengupas satu demi satu ayat sesuai dengan urutan ayat dan
surat dari berbagai sudutnya, baik berdasarkan kaidah
kebahasaan dengan mengemukakan arti kosa kata dan lafaz,
menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan
kandungan ayat, yakni unsur i’jaz, balaghah dan keindahan
susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat diistinbatkan dari
ayat, yaitu hukum figh, arti bahasa, norma-norma akhlak,
aqidah, janji, ancaman, hagqiqat, majaz,kinayah,dan isti’arah.
Ia juga mengemukakan munasabah (komformitas) antara ayat-
ayat dan relevansinya dengan surah sebelum dan sesudahnya.
Penafsir juga membahas mengenai asbab al-nuzul, hadits-
hadits dari Rasul dan riwayat dari para shahabat dan tabi’in,
bahkan kadang-kadang bercampur baur dengan pendapat para
penafsir itu sendiri dan seringkali pula beraduk dengan
pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat
membantu memahami nas al-Qur’an tersebut. Kelemahan
pendekatan tafsir fahlili ini adalah tidak ditemukannya
penjelasan konkrit dan menyeluruh dari satu tema tertentu
dalam satu masalah yang dibicarakan di antara ayat-ayat yang
mempunyai tema yang sama. Hal ini mengakibatkan hilangnya
roh (jiwa) dari ayat tersebut dan pesan komprehensif dari al-
Qur’an sebagai satu kesatuan yang utuh.

D1 sisi lain, penulis menemukan bahwa para mufassir
tidak konsisten dalam penggunaan hadits sebagai bayan
(penjelas) al-Qur'an. Padahal dalam hal ini mereka
berpendapat bahwa hadits merupakan penjelas utama al-
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Qur'an. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ayat
yang dijelaskan berdasarkan hadits, tetapi ada juga yang hanya
didasari pada pendekatan kaidah kebahasaan saja, sedangkan
hadits untuk itu dikutip dalam kitab tafsir yang lain. Itu artinya
bahwa, subyektivitas mufassir tidak bisa dilepas sama sekali
ketika mereka menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ini tidak terlepas
dari ketidak-konsistennya mufassir dalam penerapan metode
tafsirnya.

Kemudian dilihat dari segi materi tentang kesaksian
wanita dalam penjelasan ayat-ayat tersebut, mereka (para
mufassir) berpendapat bahwa kesaksian wanita dapat diterima
dalam masalah yang berkaitan dengan harta jika saksi wanita
itu berjumlah dua orang dan bersama-sama dengan seorang
saksi laki-laki, sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 282.
Adapun penerimaan saksi wanita dalam perkara wasiat dirujuk
pada surah al-Maidah ayat 106. Sedangkan dalam masalah
selain harta dan wasiat yang dibicarakan dalam tiga ayat yang
lain, kesaksian yang diterima hanyalah kesaksian laki-laki saja.
Kecuali pendapat Ibnu ‘Arabi yang mengatakan bahwa
kesaksian yang dimaksudkan dalam surah al-Maidah ayat 106
juga laki-laki, bukan wanita, karena ayat itu menggunakan
lafaz muzakkar s> bukan lafaz mu annas u—’\ 53 Di sini
nampak bahwa Ibnu ‘Arabi sangat literalis dalam tafsirnya,
sehingga makna setiap lafaz menjadi hal yang sangat urgen
baginya.

Adapun ulama hadits, pemahaman mereka lebih
terpaku dalam penilaian dari segi sanad, sehingga nilai matan
menjadi kurang diperhatikan. Di samping itu, kalangan
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muhaddits sebagaimana kalangan mufassir sangat menaruh
perhatian besar dalam penafsiran suatu hadits pada kaidah
kebahasaan (literalis). Perhatian terhadap aspek lain seperti
asbabul wurud (sebab-sebab turunnya hadits) tidak tergambar
secara konkrit, menyulitkan memahami konteks kedua hadits
atau riwayat yang menjadi objek penelitian.

Dalam kaitannya dengan al-Qur'an, hasil penelitian
menunjukkan bahwa kalangan ahli hadits dalam menjelaskan
suatu hadits kadang-kadang merujuk pada ayat, tetapi kadang-
kadang tidak. Ini menggambarkan bahwa ulama hadits
sebagaimana juga ulama tafsir sangat subyektif dalam metode
tafsirnya. Mereka tidak selalu menjadikan ayat dan hadits itu
sebagai satu kesatuan yang saling menjelaskan. Padahal
mereka berpendapat bahwa fungsi hadits adalah sebagai bayan
terhadap al-Qur'an. Itu artinya bahwa setiap ayat al-Qur’an
semestinya dicarikan hadits sebagai penjelasnya, kecuali tidak
ada haditsnya. Dan sebaliknya, penjelasan setiap hadits
seyogyanya didasari pada keterangan al-Qur’an, jika hadits itu
merupakan penjelas dari suatu ayat al-Qur an.

Adapun kalangan fuqaha, khususnya jumhur ulama
berpendapat bahwa kesaksian wanita terbatas hanya dalam
persoalan harta benda saja, sedangkan dalam perkara lainnya
tidak diterima. Tetapi sebagian fugaha yang lain menerima
kesaksian wanita dalam masalah harta benda, nikah, rujuk,
thalak dan hal lainnya di luar masalah hudiid dan gisas.
Penolakan terhadap kesaksian wanita dalam perkara tertentu,
menurut jumhur ulama karena ada tiga hal utama, yaitu;
pertama, mereka memandang wanita mempunyai kelemahan
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dari segi akal dan agamanya berdasarkan keterangan hadits
yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Kedua, bahwa
kodrat fisik wanita itu dapat menimbulkan fitnah ketika para
wanita beraktivitas dalam lingkungan publik yang didominasi
kaum pria. Ketiga, bahwa kondisi psikis (mental) wanita
lemah, tidak siap menghadapi peristiwa kriminal, seperti
perkelahian, pembunuhan dan kejahatan lainnya. Akibat
kekurangan tersebut, akan timbul syubhat (keraguan) dalam
kesaksian yang mereka sampaikan. Jadi penolakan atas
kesaksian wanita lebih dilihat dari segi kodrat fisik dan psikis,
bukan masalah gender (jenis kelamin).

Secara umum penulis dapat mengklasifikasikan
pendapat jumhur fuqaha tentang kesaksian wanita dalam
masalah selain pidana kepada tiga macam, yaitu kesaksian
yang hanya diberikan oleh wanita, kesaksian wanita bersama
laki-laki dan kesaksian wanita bersama sumpah pendakwa.
Sedangkan dalam masalah pidana, jumhur ulama menolak
secara mutlak kesaksian wanita, baik kesaksian wanita itu
bersama laki-laki maupun tanpa laki-laki.

Jumhur ulama sepakat untuk menerima kesaksian yang
hanya diberikan oleh wanita dalam masalah-masalah yang
menurut kebiasaannya hanya diketahui wanita dan tidak
diketahui oleh laki-laki, seperti menyusui, melahirkan, haid,
iddah dan semacamnya. Dalil yang dijadikan sandaran
hukumnya oleh jumhur ulama adalah hadits Rasulullah SAW:

agll L Jla Sl adaien Lad 3 3l oLl salgd,
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Pembatasan dalam penerimaan kesaksian wanita saja
tanpa laki-laki hanya pada kasus-kasus yang tidak diketahui
oleh laki-laki atau yang menyangkut aurat kaum wanita,
nampaknya lebih karena kondisi darurat, bukan karena
kedudukan wanita sama dengan laki-laki. Hal ini karena
kekurangan yang dimilikinya, baik dari segi fisik maupun
psikis, sehingga kalau kesaksian itu hanya diberikan oleh
wanita, maka kesaksian tersebut dianggap tidak sempurna,
bahkan tidak diterima.

Para fuqaha sepakat untuk menerima kesaksian wanita
bersama laki-laki dalam masalah-masalah yang berkaitan
dengan harta benda yang menjadi kewajiban seseorang
terhadap orang lain, seperti hutang-piutang dan sewa-
menyewa. Adapun terhadap masalah-masalah yang tidak ada
kaitannya dengan harta benda, jumhur wulama berbeda
pendapat. Kalangan Hanaft berpendapat bahwa kesaksian
wanita bersama laki-laki dapat diterima dalam semua masalah
hukum selain perkara hudiid dan gisdas. Sebaliknya kalangan
Maliki, al-Syafi’t dan Hanbali berpendapat bahwa kesaksian
wanita bersama laki-laki hanya boleh dalam perkara perdata
yang berhubungan dengan masalah harta benda saja. Itu artinya
mereka menolak kesaksian wanita, meskipun bersama laki-laki,
dalam masalah perdata yang tidak berkaitan dengan harta
benda.

Kesaksian wanita bersama laki-laki dalam masalah
perdata yang bukan harta benda, menurut kalangan Maliki, al-
Syafi’t dan Hanbali tidak diterima, Mereka berdalil pada
firman Allah surah al-Thalak ayat 2: ASie JJ-“— (53 ) 93l 5,
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bahwa lafaz yang digunakan dalam ayat ini, yaitu 695,
menunjukkan kepada laki-laki ()SJ-A), sehingga saksi yang
dimaksudkan di sini adalah laki-laki, bukan wanita. Selain itu,
mereka juga berargumentasi pada ungkapan al-Zuhri yang
menyatakan bahwa “kebiasaan pada masa Rasulullah SAW
tidak dibolehkan kesaksian wanita dalam masalah nikah dan

thalak’.

Terhadap kesaksian wanita yang diberikan tanpa laki-
laki, tetapi kesaksian tersebut diiringi dengan sumpah
pendakwa, menurut kalangan Maliki dan Ibnu Qayyim al-
Jawziyah dari kalangan Hanbali, dapat diterima. Sedangkan
kalangan Hanafi, al-Syafi’t dan kalangan Hanbali lainnya
berpendapat bahwa kesaksian wanita bersama dengan sumpah
pendakwa, tanpa kesaksian laki-laki, maka kesaksian tersebut
tidak dapat diterima, meskipun dalam masalah harta benda.
Mereka berargumen dengan firman Allah dalam surah al-
Baqarah ayat 282, yang dipahami bahwa Allah telah
menetapkan kesaksian dalam masalah harta benda tidak keluar
dari salah satu dari dua hal berikut, yaitu kesaksian dua orang
laki-laki, atau kesaksian seorang laki-laki bersama dua orang
wanita. Sedangkan kesaksian dua orang wanita bersama
sumpah tidak termaktub dalam ketentuan al-Qur'an dan
sunnah.

Ibnu Hazm menerima kesaksian wanita dalam semua
masalah hukum, baik yang berkaitan dengan perdata maupun
pidana. Dalam hal ini Ibnu Hazm berbeda dengan jumhur
ulama (mazhab empat) yang membatasi penerimaan kesaksian
wanita di luar perkara pidana. Ibnu Hazm yang bermazhab

422



Khairuddin, Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam

Zahiri berpendapat tidak ada perbedaan dalam penerimaan
kesaksian wanita dengan laki-laki, kecuali dari segi jumlahnya,
yaitu satu saksi laki-laki sama dengan dua saksi wanita.

Dalil hukum yang dipegangi Ibnu Hazm adalah, dalam
persoalan kesaksian perzinaan yaitu firman Allah dalam surah
al-Nur ayat 4. Dalam persoalan hukum lainnya selain
perzinaan, baik dalam perkara perdata maupun pidana, serta
kebolehan digantikan saksi laki-laki dengan saksi wanita,
dengan perbandingan satu orang saksi laki-laki sama dengan
dua orang saksi wanita, ia berhujjah pada firman Allah surah
al-Baqarah ayat 282 dan juga pada hadits Rasullah yang
diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

d\ﬂéabhd;)‘ad@um:dma‘ﬂ\od\.@.&@ﬂ\ °
(&J\Aﬂ‘b\}))\.&l&cumwddﬂ

((';Lm c\JJ) Q;J odl.g_m dgu QM\JA\ odl.g_uﬁ °

Adapun kalangan ulama modern, secara umum
mempunyai pendapat yang sama dengan fugaha mazhab.
Mereka merujuk pendapatnya pada pemahaman ulama
sebelumnya (mazhab), tanpa menambah dalil hukum lain, baik
dari segi metode pemahaman ayat-ayat tentang kesaksian,
maupun rujukan haditsnya, kecuali Mahmud Syaltut yang
berpegang kepada dalil hukum giyas. Ia menerima kesaksian
wanita dalam berbagai perkara hukum, termasuk pidana,
dengan menggiyaskan kepada kasus hukum /i’an, di mana
dalam al-Qur'an surah al-Nur ayat 6-9 dinyatakan bahwa
kedudukan sumpah seorang isteri (wanita) sama kuat dengan
sumpah seorang suami (laki-laki).
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Sedangkan ulama modern lainnya seperti disebutkan di
atas, hanya merujuk pada pendapat mazhab. Salah satu ulama
modern tersebut yaitu Muhammad al-Ghazali. Ia merujuk pada
pendapat Ibnu Hazm, yang mengatakan wanita boleh menjadi
saksi dalam segala urusan termasuk dalam masalah hudiid dan
qisas. Berpegang pada firman Allah surah al-Baqarah ayat 282,
Muhammad al-Ghazalt menyatakan bahwa seharusnya
kalangan muslim memahami bahwa wanita dapat diterima
sebagai saksi dengan perbandingan satu laki-laki sama dengan
dua wanita dalam semua perkara hukum. Tetapi nyatanya,
kalangan muslim telah membatasi pemahaman surah al-
Bagarah ayat 282 ini tentang kesaksian wanita hanya pada
kasus mu’amalah saja, khususnya masalah harta, dan melarang
menerima kesaksian wanita dalam berbagai bidang peradilan
atau hukum lainnya. Dalam hal ini ia mengungkapkan bahwa:
“sayangnya, telah timbul penyimpangan dalam pemikiran
orang muslim yang sama sekali menjauhkan wanita dari
kesempatan memberi kesaksian dalam berbagai bidang
peradilan yang amat penting, yakni dalam masalah qisas dan
hudiid, bidang yang bersangkutan dengan nyawa dan
kehormatan manusia’.

Penulis menilai, jumhur ulama kurang konsisten dalam
penggunaan dalil. Mereka menolak kesaksian wanita dalam
persoalan selain harta benda hanya karena kesaksian wanita
disebutkan secara konkrit dalam surah al-Baqarah ayat 282,
sedangkan dalam ayat kesaksian lainnya tidak disebutkan
wanita, dan mereka juga merujuk pada ungkapan al-Zuhr yang
dinilai da’if oleh kalangan ulama hadits, yang menyatakan
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kesaksian wanita tidak diterima dalam perkara hudiid dan
gisas. Namun demikian, ternyata mereka menjadikan surah al-
Bagarah ayat 282 tersebut sebagai dalil hukum untuk
menetapkan jumlah saksi dalam perkara pidana selain zina,
meskipun pada awalnya mereka hanya membatasi kesaksian
dalam surah al-Baqarah ayat 282 tersebut hanya dalam perkara
harta saja. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah al-
Zuhayli: “Dan dalam masalah hudiid yang lain (selain zina)
dan gqisas, jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa saksi
vang diterima adalah dua orang laki-laki, sesuai dengan
firman Allah; dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lelaki di antaramu (al-Baqarah: 282), dan tidak
diterima kesaksian wanita bersama laki-laki, juga tidak
diterima kesaksian wanita semuanya tanpa laki-laki’.

Penulis sendiri condong dengan pendapat yang
mengatakan kesaksian wanita dapat diterima dalam semua
perkara hukum. Bahkan dengan merujuk pada pendapat
Mahmiid Syaltit yang mengatakan, dalam masalah pidana,
kesaksian wanita dapat diterima dalam kasus pembunuhan, jika
terdapat bukti yang meyakinkan hakim terhadap kesaksian
mereka mampu mengungkap kebenaran, penulis memahami
kedudukan saksi wanita sama dengan saksi laki-laki, baik dari
segi kualitas maupun kuantitasnya. Artinya, penerimaan saksi
wanita di pengadilan lebih ditekankan pada keyakinan hakim
dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Jadi hakim dapat saja
menerima satu saksi wanita sama dengan satu saksi laki-laki,
jika hakim menilai saksi yang diberikan dapat mengungkap
kebenaran. Dan perlu diketahui bahwa hakim dalam
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mengungkapkan suatu kebenaran, tidak hanya terfokus pada
satu alat bukti saksi saja, melainkan menggunakan berbagai
alat bukti lainnya, sehingga sampai pada tingkat hakim benar-
benar yakin sudah terungkap kebenarannya.

Kesimpulan lain berkaitan dengan hubungan antara al-
Qur'an dan sunnah dalam penetapan hukum syara’, bahwa
menurut fugaha mazhab, sunnah memegang peranan penting
dalam memahami maksud al-Qur’an. Semua masalah hukum
yang dibicarakan oleh al-Qur’an dipastikan ada penjelasan
haditsnya. Sehingga mereka akan selalu mencari hadits yang
menjadi penjelas (bayan) dari suatu ayat al-Qur'an. Malahan
menurut fugaha mazhab, sunnah kadang-kadang dapat berdiri
sendiri dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalam al-
Qur’an (bayan tasyri’) dan kadang-kadang juga sunnah dapat
berfungsi sebagai nasikh (penghapus) terhadap hukum yang
ditetapkan oleh al-Qur'an (bayan nasakh). Itu artinya, mereka
berpandangan hadits mempunyai posisi yang sejajar dengan al-
Qur'an, bahkan kadang-kadang lebih kuat sehingga bisa
menghapus hukum dalam al-Qur an.

Menurut kalangan pembaharu bahwa sunnah hanya
berfungsi sebagai penjelasan tambahan atau penguat saja
(melengkapi). Al-Qur’anlah yang menjadi penentu untuk
menetapkan  suatu  ketentuan hukum, sunnah hanya
merincikannya saja atau menguatkan kembali apa yang
ditetapkan oleh al-Qur'an. Bahkan sekarang ini telah muncul
kalangan pembaharu yang betul-betul membebaskan diri dari
keterikatan metodologis dengan ulama mazhab, seperti
Muhammad Syahriir. la mempunyai pandangan yang sangat
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berbeda. Ia memposisikan sunnah hanya sebagai hasil ijtihad
Nabi saja atau hasil interpretasi yang sesuai dengan realitas
kondisi sosial masyarakat Arab waktu itu. Karena itu sunnah
tidaklah dijadikan sebagai sumber hukum yang disetarakan
dengan al-Qur’an, melainkan hanya sebuah interpretasi yang
sangat mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan konteks
kekinian. Menurut Syahriir, penetapan suatu hukum yang
bersumber dari al-Qur'an adalah hasil dialektika antara tiga
pilar sumber ilmu pengetahuan, yaitu akal, realitas
(kemanusian dan kealaman) dan teks (al-Qur'an). Intinya,
Syahrir menilai hukum itu bukanlah buatan Tuhan, tetapi
buatan manusia (hasil ijtihad) yang tidak keluar dari batas-
batas yang ditetapkan Tuhan kepada manusia.

Temuan penulis dalam penelitian ini adalah kalangan
pembaharu  melakukan 1ijtihad hukum syara’ dengan
pendekatan tafsir mawdu 7, yaitu metode tafsir yang ditempuh
dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Qurian yang
membicarakan tentang satu masalah (tema) serta mengarah
pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu
cara turunnya berbeda, tersebar di berbagai surah. Kemudian ia
menentukan ayat-ayat itu sesuai dengan masa turunnya,
mengemukakan  sebab  turunnya sepanjang hal itu
memungkinkan (jika ayat itu ada asbab al-nuzulnya),
menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji seluruh segi dan
apa yang dapat diistinbatkan darinya, unsur i’r7ab dan
balaghahnya, segi-segi ijaz dan lainnya, sehingga satu tema
itu dapat diuraikan secara tuntas.
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Adapun langkah-langkah penetapan hukum syara’

melalui pendekatan tafsir mawdu 7,para ulama berbeda
pendapat, namun secara garis besar dapat dirumuskan sebagai
berikut;

a.

b.

Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan
dikaji secara mawdu 7 (tematik).

Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan
dengan masalah yang telah ditetapkan, kemudian
menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut
kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai
latar belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul.
Menginventarisasi ~ bentuk-bentuk  linguistik  untuk
kemudian diklasifikasikan atas dasar bentuk-bentuk
tersebut sebagai landasan membangun struktur makna
yang tepat dengan sasaran yang dituju, sehingga makna
dan objek yang dituju menjadi satu kesatuan.

Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits,
sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan
semakin jelas.

Melakukan analisis terhadap problem faktual dalam
situasi empirik (realitas) yang dihadapi, misalnya isu
kemiskinan, penindasan, dan pelanggaran hak asasi
manusia.

Membandingkan struktur ideal sebagai hasil deduksi teks
dengan problem faktual yang diinduksikan dari realitas
empirik melalui pendekatan ilmu modern.

Penetapan kesimpulan hukum syara’.
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B. Saran

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi
sumbangan pemikiran, masukan dan saran kepada berbagai
pihak, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, legislatif,
hakim, atau pihak-pihak lainnya yang tertarik dengan kajian
kelslaman secara umum, maupun ushul figh secara khusus. Di
sini penulis merekomendasikan sebagai berikut:

Kepada para ulama, baik dari kalangan akademisi
maupun dayah, diharapkan dapat bertindak bijak dalam
menghadapi perbedaan pendapat yang ada, karena perbedaan
itu sebenarnya adalah sebuah rahmat. Dalam hal ini, terkait
dengan masalah kesaksian wanita, ternyata perbedaan pendapat
para ulama disebabkan perbedaan dalam pemilihan dalil dan
metode istinbath hukum. Itu artinya semua pendapat itu punya
dalil hukumnya, sehingga dapat dipertangungjawabkan secara
ilmiah.

Di samping itu, hasil penelitian ini menggambarkan
bahwa banyak persoalan hukum yang selama ini dianggap
sudah final, seperti dalam persoalan kesaksian wanita, tetapi
nyatanya para ulama masih berbeda pendapat. Karena itu
diharapkan kepada masyarakat secara umum, khususnya
kalangan ilmiah untuk tidak mengklaim pendapatnya bahwa itu
sudah disepakati, sehingga tidak ada ruang ijtihad lagi.

Kepada pihak pemerintah termasuk legislatif,
diharapkan dapat mempertimbangkan peran gender dalam
perumusan sebuah produk hukum, dengan mengakomudir
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kepentingan semua pihak, termasuk perempuan, tanpa
membeda-bedakan jenis kelamin dan lainnya. Sebab sebuah
peraturan perundang-undangan merupakan aturan yang berlaku
umum bagi semua orang, baik laki-laki, perempuan kaya,
miskin, pejabat ataupun rakyat.

Berikutnya kepada para hakim di pengadilan,
diharapkan memperlakukan sama di mata hukum bagi semua
orang, termasuk laki-laki atau wanita. Kaitannya dengan
penelitian ini, diharapkan hakim dapat menerima kesaksian
yang diberikan oleh wanita sama seperti keterangan saksi yang
diberikan oleh laki-laki. Sehingga diharapkan putusan hukum
yang dihasilkan akan lebih diterima dan memenuhi rasa
keadilan hukum masyarakat.

Terakhir, bagi kalangan ilmiah, baik pada strata satu,
dua, tiga dan dosen/peneliti secara umum, diharapkan untuk
terus menggali dan melakukan ijtihad-ijtihad yang produktif
dan bertanggungjawab dalam rangka menjawab tuntutan dari
perkembangan hukum Islam yang selaras dengan era
modernitas dan kebutuhan ril masyarakat. Terkait dengan
masalah kesaksian wanita, masih banyak persoalan hukum
yang perlu dikaji dan dikritisi, terutama dari segi posisi saksi
wanita dibandingkan dengan saksi laki-laki. Di samping itu,
persoalan dalil yang masih diperdebatkan, di mana hadits dan
ungkapan al-Zuhri yang diangkat dalam tulisan ini merupakan
sumber terjadinya perbedaan pendapat ulama.
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LAMPIRAN

Dalam kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur an

al-Karim, penulis menemukan lafaz 3d¢idengan berbagai
perubahan bentuknya dalam al-Qur'an sebanyak 41 bentuk
lafaz yang tersebar di 164 ayat. Rinciannya yaitu:

1.

bl

e

>

10.
11.
12.
13.
14.

15.

d¢dterdapat dalam surah al-Baqarah 185, Ali ‘Imran 18,
Yusuf 26, Fushshilat 20, al-Zuhruf 86, dan al-Ahqaf 10.
égﬁg-aterdapat dalam surah Fushshilat 21.

Bgiterdapat dalam surah al-An’am 130, al-A’raf 172,
Yusuf 81, dan al-Namlu 49.

| seiterdapat dalam surah Ali ‘Imran 86, al-Nisa' 15,
al-An’am 130 dan 150, al-A’raf 37, dan al-Zuhruf 19.
“glterdapat dalam surah al-An’am 19.

Sgiterdapat dalam surah al-An’am 150, al-Nur 8 dan
24, Yasin 65.

Ossiterdapat dalam surah al-Bagarah 84, Ali ‘Imran
70, al-An’am 19, dan al-Namlu 32.

Sgditerdapat dalam surah al-Munafiqun 1.

3‘é-:l“aéterdapat dalam surah al-Nisa® 166, al-Taubah 107,
al-Nur 2, Fushshilat 22, al-Hasyar 11, dan al-
Munafiqun 1.

s\giiterdapat dalam surah al-Muthaffifin 21.

| s5¢slterdapat dalam surah al-hajj 28.

Osdterdapat dalam surah al-Nisa'® 166, al-An‘am
150, al-Ambiya’ 61, dan al-Furqan 72.

gilterdapat dalam surah Ali ‘Imran 52 dan al-Ma'idah
111.

| s\eilterdapat dalam surah Ali ‘Imran 64 dan 81, Hud
54.

sigiterdapat dalam surah al-Kahfi 51.

441



16
17

18.
19.

20.
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23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.

. shgilterdapat dalam surah al-A’raf 172.
. ilterdapat dalam surah Hud 54.

eiterdapat dalam surah al-Baqarah 204.

| s\eSlterdapat dalam surah al-Baqarah 282, al-Nisa® 6,
dan al-Thalak 2.

| seiillterdapat dalam surah al-Baqarah 282, dan al-
Nisa® 15.

Jaliterdapat dalam surah Hud 17, Yusuf 26, al-Ahgaf
10, dan al-Buruj 3.

laliterdapat dalam surah al-Ahzab 45, al-Fath 8, dan
al-Muzzammil 15.

b;@@terdapat dalam surah al-Shafat 150.
Cpwliliterdapat dalam surah Ali ‘Imran 53 dan 81, al-
Ma’idah 83 dan 112, al-Taubah 17, al-Ambiya" 56 dan
78, dan al-Qashash 44.

3 sésterdapat dalam surah al-Buruj 7.

13 s¢-3terdapat dalam surah Yunus 61, dan al-Mudatstsir
13.

MgsYlterdapat dalam surah Hud 18, dan Ghafir 51.
dgdterdapat dalam surah al-Bagarah 282, Ali ‘Imran
97, al-Nisa® 41, al-Ma’idah 117, al-An’am 19, Yunus
46, al-Hajj 17, Saba" 47, Fushshilat 47 dan 53, Qaf 21
dan 37, al-Mujadalah 6, al-Buruj 9, dan al-‘Adiyat 7.
lueiterdapat dalam surah al-Baqarah 143, al-Nisa' 33,
41, 72, 79, 159 dan 166, al-Ma’idah 117, Yunus 29, al-
Ra’du 43, al-Nahlu 84 dan 89, al-Isra” 96, al-Hajj 78,
al-Qashash 75, al-‘Angkabut 52, al-Ahzab 55, al-Ahqaf
8 dan al-Fath 28.

Csugdterdapat dalam surah al-Baqarah 282.

¢xgiterdapat dalam surah al-Baqarah 133, 143 dan
282, Ali ‘Imran 99 dan 140, al-Nisa' 69 dan 135, al-
Ma’idah 8 dan 44, al-An’am 144, al-Hajj 78, al-Nur 4,
6 dan 13, al-Zumar 69 dan al-Hadid 19.
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32. #slglterdapat dalam surah al-Baqarah 23, dan al-
An’am 150.

33. silgiterdapat dalam surah al-Baqarah 140, 282 dan 283,
al-Ma'idah 106 dan 107, al-An’am 19 dan 73, al-
Taubah 94 dan 105, ar-Ra’du 9, al-Mu'minun 92, al-
Nur 4 dan 6, al-Sajadah 6, al-Zumar 46, al-Hasyar 22,
al-Jumu’ah 8, al-Taghabun 18, dan al-Thalak 2.

34, \Eilgaiterdapat dalam surah al-Ma'idah 107.

35. aéslgiterdapat dalam surah al-Zuhruf 19.

36. Lgilgiterdapat dalam surah al-Ma'idah 107.

37. <l\iterdapat dalam surah al-Nur 6 dan 8.

38. a¢llgisterdapat dalam surah al-Ma’arij 33.

39. sgiaterdapat dalam surah Maryam 37.

40. 3seisterdapat dalam surah Hud 103, dan al-Buruyj 3.

41. V3 sesaterdapat dalam surah al-Isra” 78.

Kalau penyebaran lafaz-lafaz tersebut dalam surah

diurutkan berdasarkan urutan surah dalam al-Qur’an, maka
semua lafaz itu tersebar di 48 surah, sebagaimana rincian
berikut:

1.

Dalam surah al-Baqarah terdapat sebelas bentuk perubahan
dari lafaz sal¢-dyang tersebar di sembilan ayat, yaitu: (23)
Relagl (84) O (133, 143 dan 282) &, (104, 282
dan 283) s, (143) e, (185) 3¢5, (204) i, (282)
Oiuel, (282) g, (282) 1525, (282) ) 53¢,

Dalam surah Ali ‘Imran terdapat delapan bentuk
perubahan dari lafaz [ #¢-3yang tersebar di sepuluh ayat,
yaitu: (18) 23, (52) 23, (53 dan 81) (paallll, (64 dan 81)
) 5363, (70) O5%55, (86) 1525, (97) e, (99 dan 140) &1,
Dalam surah al-Nisa® terdapat delapan bentuk perubahan
dari lafaz sd¢dyang tersebar di sepuluh ayat, yaitu: (6)
53631, (15) 1553, (15) Vs, (33, 41, 72, 79, 159 dan
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10.

11.

12.

166) e s (41) 23, (69 dan 135) #1363, (166) 2%, (166)
O35,

Dalam surah al-Maidah terdapat delapan bentuk perubahan
dari lafaz sJ¢Syang tersebar di delapan ayat, yaitu: (8 dan
44) 2133, (83 dan 112) &eelid) (106 dan 107) 335, (107)
LEBle, (107) Lgnles, (111) %), (117) 2, (117) Ve,
Dalam surah al-An’am terdapat sepuluh bentuk perubahan
dari lafaz 33\e-Syang tersebar di lima ayat, yaitu: (19) %3,
(19) 05%5, (19) 3¢5, (19 dan 73) 334, (130) e, (130
dan 150) ) 5363, (144) &3, (150) 2%, (150) &%, (150)
Behek,

Dalam surah al-A’raf terdapat tiga bentuk perubahan dari
lafaz s:ledyang tersebar di dua ayat, yaitu: (37) 1535, (172)
W, (172) ahagl,

Dalam surah al-Taubah terdapat tiga bentuk perubahan
dari lafaz #e-dyang tersebar di empat ayat, yaitu: (17)
CealEll (94 dan 105) 83, (107) e,

Dalam surah Yunus terdapat tiga bentuk perubahan dari
lafaz 3aedyang tersebar di tiga ayat, yaitu: (29) e, (46)
2, (61) 12585,

Dalam surah Hud terdapat lima bentuk perubahan dari
lafaz 3dedyang tersebar di empat ayat, yaitu: (17) dall
(18) SexY), (54) 1535, (54) 25, (103) 35éia,

Dalam surah Yusuf terdapat tiga bentuk perubahan dari
lafaz 3¢dyang tersebar di dua ayat, yaitu: (26) =%, (26)
L, (81) Laes,

Dalam surah al-Ra’du terdapat dua bentuk perubahan dari
lafaz s:le-Syang tersebar di dua ayat, yaitu: (9) 335, (43)
Dalam surah al-Nahlu terdapat satu bentuk perubahan dari
lafaz sl¢-dyang tersebar di dua ayat, yaitu: (84 dan 89)
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

Dalam surah al-Isra’ terdapat dua bentuk perubahan dari
lafaz sae-dyang tersebar di dua ayat, yaitu: (78) 13554, (96)
Dalam surah al-Kahfi terdapat satu bentuk perubahan dari
lafaz ssledyang tersebar di satu ayat, yaitu: (51) s,
Dalam surah Maryam terdapat satu bentuk perubahan dari
lafaz s:ledyang tersebar di satu ayat, yaitu: (37) s,
Dalam surah al-Ambiya’ terdapat dua bentuk perubahan
dari lafaz 33¢-Syang tersebar di tiga ayat, yaitu: (56 dan 78)
Gl (61) O,

Dalam surah al-Hajj terdapat empat bentuk perubahan dari
lafaz | s\e-Syang tersebar di tiga ayat, yaitu: (17) e, (28)
) 53650, (78) 2126, (78) 1,

Dalam surah al-Mu'minun terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz s3edyang tersebar di satu ayat, yaitu: (92) 53,
Dalam surah al-Nur terdapat lima bentuk perubahan dari
lafaz s3e-dyang tersebar di enam ayat, yaitu: (2) %, (4, 6
dan 13) ¢/2¢5, (4 dan 6) 535, (6 dan 8) <3, (8 dan 24)
Dalam surah al-Furqan terdapat satu bentuk perubahan dari
lafaz sa\eSyang tersebar di satu ayat, yaitu: (72) &%,

. Dalam surah al-Namlu terdapat dua bentuk perubahan dari

lafaz  s:le-Syang tersebar di dua ayat, yaitu: (32) (s,
(49) B,

Dalam surah al-Qashash terdapat dua bentuk perubahan
dari lafaz 3:sedyang tersebar di dua ayat, yaitu: (44)
Cpaalall (75) g,

Dalam surah al-‘Ankabut terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz 3aedyang tersebar di satu ayat, yaitu: (52) e,
Dalam surah al-Sajadah terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz s:ledyang tersebar di satu ayat, yaitu: (6) 53,
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Dalam surah al-Ahzab terdapat dua bentuk perubahan dari
lafaz s:ldyang tersebar di dua ayat, yaitu: (45) 135, (55)
Dalam surah Saba’ terdapat satu bentuk perubahan dari
lafaz saledyang tersebar di satu ayat, yaitu: (47) Jes.
Dalam surah Yasin terdapat satu bentuk perubahan dari
lafaz s:ledyang tersebar di satu ayat, yaitu: (65) 2%,
Dalam surah al-Shaffat terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz sil¢dyang tersebar di satu ayat, yaitu: (150)
O,
Dalam surah al-Zumar terdapat dua bentuk perubahan dari
lafaz sae-Syang tersebar di dua ayat, yaitu: (46) 3%, (69)
£155,
Dalam surah al-Ghafir/al-Mu’min terdapat satu bentuk
perubahan dari lafaz 32-Syang tersebar di satu ayat, yaitu:
(51) 3y,
Dalam surah Fushshilat terdapat empat bentuk perubahan
dari lafaz sl¢dyang tersebar di lima ayat, yaitu: (20) 2=,
(21) &2, (22) 25, (47 dan 53) e,
Dalam surah al-Zukhruf terdapat tiga bentuk perubahan
dari lafaz ssleSyang tersebar di dua ayat, yaitu: (19) x-S,
(19) 1525, (86) 3¢
Dalam surah al-Ahqaf terdapat tiga bentuk perubahan dari
lafaz s:l¢dyang tersebar di dua ayat, yaitu: (8) e, (10)
3, (10) L,
Dalam surah al-Fath terdapat dua bentuk perubahan dari
lafaz sdgdiyang tersebar di dua ayat, yaitu: (8) 12ali (28)
Dalam surah Qaf terdapat satu bentuk perubahan dari
lafaz 33¢dyang tersebar di dua ayat, yaitu: (21 dan 37)
Dalam surah al-Hadid terdapat satu bentuk perubahan dari
lafaz 33\edyang tersebar di satu ayat, yaitu: (19) &g,
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Dalam surah al-Mujadalah terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz s2eiyang tersebar di satu ayat, yaitu: (6)
Dalam surah al-Hasyar terdapat dua bentuk perubahan dari
lafaz s:le-Syang tersebar di dua ayat, yaitu: (11) 333, (22)
g

Dalam surah al-Jumu’ah terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz 33edyang tersebar di satu ayat, yaitu: (8) 53,
Dalam surah al-Munafiqun terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz s:ledyang tersebar di satu ayat, yaitu: (1) 3%,
Dalam surah al-Taghabun terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz s3edyang tersebar di satu ayat, yaitu: (18) 53,
Dalam surah al-Thalak terdapat dua bentuk perubahan dari
lafaz 33e-Syang tersebar di satu ayat, yaitu: (2) 1523, (2)
g2,

Dalam surah al-Ma’arij terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz 33¢dyang tersebar di satu ayat, yaitu: (33)
Dalam surah al-Muzammil terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz sJedyang tersebar di satu ayat, yaitu: (15) 12als,
Dalam surah al-Mudatstsir terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz 3:eiyang tersebar di satu ayat, yaitu: (13) 1245,
Dalam surah al-Muthaffifin terdapat satu bentuk
perubahan dari lafaz sal¢-dyang tersebar di satu ayat, yaitu:
(21) 3%,

Dalam surah al-Buruj terdapat tiga bentuk perubahan dari
lafaz s3leSyang tersebar di tiga ayat, yaitu: (3) 3534, (7)
342, (9) e

Dalam surah al-‘Adiyat terdapat satu bentuk perubahan
dari lafaz s\edyang tersebar di satu ayat, yaitu: (7) s,

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa lafaz 3l¢idengan

semua perubahan bentuknya terdapat dalam 48 surah dan
tersebar pada 122 ayat, sedangkan dalam kitab al-Mu jam al-
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Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim tercantum 164 ayat.
Setelah diteliti, ternyata perbedaan pendapat terjadi karena ada
lafaz yang berbeda bentuk itu digunakan lebih dari satu kali

dalam ayat yang sama, sehingga jika dihitung semuanya
menjadi 164 ayat.
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